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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah ke-II dengan tema “Ekonomi Syariah
dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia” inimerupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Saat ini merupakan tahun ke dua untuk kegiatan Seminar
Nasional ekonomi Syariah. Acara ini merupakan forum pertemuan pengajar atau pendidik dalam bidang
Ekonomi Syariah.

Seminar Nasional dan Call for Papers ini terkumpul 29 makalah baik telaah toeritis maupun
penelitian empiris yang dilakukan peneliti maupun praktisi Melalui semmnar nasional ini diharapkan
terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta dengan sub-sub tema:

1. Business and Entrepreneurship (Bisnis dan Kewirausahaan)
Education (Pendidikan)
Sharia’ Finance (Keuangan Syariah)
Information Technology (Teknologi Informasi)
Hukum (Law)
Agriculture (Pertanan)
Social (Sosial)

A o

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pemakalah yang telah hadir untuk mempresentasikan
makalahnya di Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Ucapan terima kasih juga kami haturkan
kepada semua panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan penyeknggaraan Semmnar Nasional
dan Call for Papers ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan
selama penyelenggaraan Seminar Nasional dan call for papers mi, okh karena itu ijinkan kami

mengucapkan mohon maaf jika hal tersebut kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian.

Malang, 25 Oktober 2016
Ketua Panitia

Teguh Prasetyo, SE., M.Sc
NIP. 198310112015041001
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Strategi Peer Messengger

Untuk Pengembangan Kewirausahaan Inklusif
(Perspektif Surat Ar-Rad Ayat 11 dan At-Taubah Ayat 71 dan 128)

Mohammad Zaenal Abidin
Program Studi Manajemen Universitas Darussalam Gontor
Email : zaenal@unida.gontor.ac.id

Abstrak: Strategi Peer Messengger adalah salah satu metode pengembangan suatu
kelompok wirausahawan dengan memunculkan satu contoh orang binaan yang
memiliki usaha sukses dari kalangan masyarakat di daerah tersebut, lalu model
tersebut mengajarkannya kepada masyarakat yang ingin berwirausaha dengan usaha
yang sama dan membuat suatu perkumpulan/organisasi. Strategi peer messenger
terins pirasi oleh surat arrad ayat 11 dan attaubah ayat 71 dan 128. Tujuan penelitian
adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan
kelompok pengusaha baru di desa Ketah Kabupaten Situbondo. Serta mengetahui
efektifitas strategi Peer Messengger terhadap keberhasilan kelompok wirausaha baru
dalam mengembangkan usaha di desa Ketah kabupaten Situbondo sehingga bisa
dipercaya mendapatkan pembiayaan.Pendekatan penelitian ini adalah metode
campuran antara jenis penelitian kuantitatif model asosiatif kausalitas dan deskriptif
kualitatif. Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel independen (X)
yaitu komponen pembelajaran (tujuan, materi, instruktur, media dan metode Peer
Messengger). Strategi Peer Messengger dinilai efektif dalam mengembangkan jiwa
dan ketrampilan peserta dalam berwirausaha, ukuran keberhasilan program
pendampingan bisa dikatakan baik dalam ukuran softskill dan cukup baik dalam
ukuran hardskill. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kompetensi
instruktur, mengevaluasi materi dan metode pendampingan lebih disesuaikan dengan
karakteristik masyarakat di daerah tersebut.

Kata kunci: Program Pengembangan Wirausaha Baru, Strategi Peer Messengger,
Pemunculan model, Keberhasilan Kelompok Wirausahawan Baru.

T W ¥ ) {I 4 g mereka (adalah) menjadi penolong
AR agi sebahagian yang lain. (At-
’J""?"‘“‘LL""L | bagi sebahagian yang lain. (4
Sesungguhnya Allah tidak merobah ~ Taubahayat71)
Keadaan sesuatu kaum sehingga }# ik !,'_,w £ b T _{';- Ll 3l
mereka merobah keadaan yang ada ;
pada diri mereka sendiri. (Ar-Rad 5 og ik g e by
Ayat 11) DTSR el
0™ s]»r‘ . *". y ' I’, AR Baai Sungguh telah datang kepadamu
Efu' ' i ;.¢Jj seorang Rasul dari kaummu sendiri,

Dan orang-orang yang beriman,
lelaki dan perempuan, sebahagian

1

berat terasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, Amat belas
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kasihan lagi Penyayang terhadap
orang-orang mukmin. (At-Taubah ayat
128)
Indonesia  telah  memasuki era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Data menunjukkan bahwa Indonesia
potensial menjadi pasar untuk produk-
produk negara ASEAN. Jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2013
sejumlah 245.425,2 ribu menempati
persentase terbesar ASEAN yaitu 39%
dengan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Indonesia pada Februari 2014
mencapai 5,70 persen (BPS 5 Mei
2014). Menurut data Kemenkeu, indeks
daya saing Indonesia berada Pada level
ASEAN berada pada peringkat ke 4.
Sedangkan berdasarkan Gross
Domestic Product (GDP) versi World
Bank, Peringkat Indonesia terus naik
dari peringkat 16 di tahun 2013,
Indonesia sudah di peringkat 10 dunia
akhir di tahun 2014.

Menteri Koperasi dan UKM
Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
mengatakan, bahwa jumlah pengusaha
di Indonesia hanya sekitar 1,65 persen
dari jumlah penduduk saat ini (2015).
Jumlah tersebut masih kurang dari
angka ideal yaitu 2 persen (David Mc
Clelland).  Pertumbuhan  ekonomi
Indonesia tak bisa terlepas dari
kontribusi UMKM utamanya sector
usaha kecil yang berkontribusi 97
persen dalam perekonomian. Dari
Kondisi ini pemerintah berusaha
meningkatkkan jumlah wirausahawan
melalui berbagai program pelatihan,
seminar, dan program inkubasi
(Kementerian Koperasi & UKM,
2013).

Pemerintah melalui
departemen-departemennya seperti
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, Departemen Koperasi,
Departemen Tenaga Kerja, dan lain-
lain, telah mengembangkan berbagai
program pelatihan (pendidikan dan

2

latihan) untuk meningkatkan jiwa
wirausaha, skill ~manajerial dan
kemampuan teknis produksi untuk para
pengusaha UKM dengan harapan
meningkatnya jumlah wirausahawan di

Indonesia. Namun berdasarkan
pengamatan dan pengukuran hasil
evaluasi dari berbagai program

pelatihan tersebut, ternyata hasilnya
dianggap kurang sesuai harapan karena
banyak pelatihan yang hanya bersifat
jangka pendek dan tidak ada program
yang berkelanjutan.

Jumlah Inkubator Bisnis di
Indonesia diperkirakan sebanyak 50
Inkubator Bisnis (Pemerintah,
Universitas, maupun swasta), namun
dari jumlah tersebut hanya sebagian
saja yang memiliki kinerja baik. Salah
satu hal yang menyebabkan belum
optimalnya pelaksanaan Inkubator
bisnis di Indonesia adalah belum
adanya kebijakan yang mengatur secara
khusus mengenai Inkubator Bisnis,
termasuk bagaimana model
pendampingan yang ideal, mapan, dan
efektif dalam menginkubasi UMKM
binaannya (Bank Indonesia, 2006).

Menurut hasil penelitian yang
dilakukan oleh Zaenal:2015 beberapa
hal yang menjadi kendala
pengembangan wirausahawan dalam
pendampingan wirausahawan baru di
kota batu yang diprogramkan oleh
dinas KUMKM adalah sebagai berikut
1). Ketidaksesuaian Instruktur dengan
peserta.  Seluruh  instruktur  dari
pendampingan kelompok wirausaha
baru berasal dari akademisi sehingga

terkesan teoritis, isntruktur tidak
memiliki pengalaman praktis yang
sesuai  dengan keadaan peserta

pendampingan sehingga terjadi gap
antara berbagai teori kewirausahaan
yang disampaikan oleh para instruktur
dengan pola pikir peserta
pendampingan kelompok wirausaha
baru sehingga mayoritas instruksi tidak
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dilaksanakan oleh peserta
pendampingan bisnis. 2). Tidak ada
program lanjutan. Program
pendampingan biasanya hanya
dilaksanakan sesuai dengan agenda
yang  terjadwal  sehingga  pola
pendampingan hanya bersifat project
based, sering kali berbagai acara
pelatthan selesai begitu saja tanpa
disertai program lanjutan yang benar-
benar dibutuhkan secara konkrit oleh
pengusaha UKM. Meskipun terkadang
disediakan fasilitas konsultasi namun
wirausahawan baru tidak
memanfaatkannya ditambah dengan
para instruktur kurang begitu aktif
untuk menanyakan perkembangan dari
peserta pelatihan atau pendampingan
yang dididiknya. 3). Kesan Pihak
peyelenggara butuh kepada peserta.

Beberapa  peserta  pendampingan
sepertinya sudah  beberapa  kali
mengukuti pelatihan atau

pendampingan dan mengetahui pola
dariprogram pelatihan tersebut, bahkan
muncul pernyataan peserta membantu

pihak penyelenggara mensukseskan
acara program pendampingan
wirausaha yang di adakan oleh

pemerintah. Selain diberikan pelatihan
gratis, peserta juga diberikan fasilitas-
fasilitas tertentu bahkan diberi uang
tunai. Hal tersebut memperkuat bahwa
pihak penyelenggara hanya ingin
menghabiskan aggaran.

Berbagai kelemahan model
pemberdayaan UKM di masa lalu
tersebut telah mendorong munculnya
program pendampingan terintegrasi
sebagai pendekatan alternatif lain yang
dinilai lebih baik dan tepat sasaran.
Dari berbagai masalah diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa pelatihan
dilaksanakan tanpa ada kemauan atau
munculnya minat peserta pelatihan
untuk menjadi wirausahawan.

Salah satu model pelatihan
yang mampu untuk memunculkan

3

minat menjadi wirausahawan adalah
Peer  Messengger. Metode  Peer
Messengger adalah pemunculan sosok
model wirausahawan dari kelompok
mereka sendiri untuk memunculkan
minat mereka dan mereduksi segala
alasan penghambat menjadi
wirausahawan karena ketika melihat
salah satu diantara mereka ada yang
menjadi wirausahawan yang sukses,
maka timbul keinginan untuk menjadi
wirausaha juga. Ketika sudah timbul
keinginan menjadi wirausaha maka
pelatithan akan semakin efektif karena
meraka lebih aktif dan intens mengikuti
pelatihan.  Terlebih  jika  model
wirausahawan yang sukses tersebut
berperan aktif dalam mendampingi
peserta lainnya pada kelompok mereka
sehingga muncullah suvatu kelompok
usaha yang bergerak dalam bidang
yang sama.

Peer Messenger merupakan
salah satu strategi pengembangan
kewirausahaan  masyarakat dalam
perspektif surat al-rad ayat 11 yang
artinya “Allah tidak merubah nasib
suatu kaum sampai ia merubah
nasibnya sendiri”. Dari ayat diatas bisa
di interpretasikan bahwa perubahan
akan terjadi jika itu faktor perubahan
tersebut berasal dari internal pribadi
seseorang. Jika bukan dari pribadi
tersebut  setidaknya berasal dari
kelompok masyarakat itu sendiri
karena setiap masyarakat mempunyai
nilai, pola komukasi dan bahasanya
tersendiri sehingga jika ada seseorang
yang berubah maka perubahan tersebut
akan mudah menyebar pada yang lain.
Sedangkan makna dari ayat at-taubah
ayat 71 adalah “Dan orang-orang yang
beriman, lelaki dan  perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi
penolong bagi sebahagian yang lain.
dari ayat diatas bisa kita artikan bahwa
orang yang beriman kepada allah baik
laki-laki maupun perempuan dengan
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sendirinya akan saling membantu
sesuai dengan kebaikan dan kelebihan
yang dimilikinya. Manusia yang
beriman yang dimaksud dalam tulisan
ini yaitu beriman yang sempurna yaitu
orang yang beriman sekaligus memiliki
ciri-ciri keimanan yang sesuai dengan
alqur’an ataupun al-hadist seperti
beramal shaleh, memuliakan tetangga,

saling menasehati, menjalin
silaturahim, hidup bersih dan lain
sebagainya.

Dan dari surat At-Taubah ayat
128, “Sungguh telah datang kepadamu
seorang Rasul dari kaummu sendiri,
berat terasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, Amat belas
kasihan lagi Penyayang terhadap
orang-orang mukmin”. Dari ayat diatas
kita bisa ambil makna bahwa penolong
suatu masyarakat dari komunitasnya

sendiri  karena  semakin  banyak
kesamaan maka akan semakin mudah
untuk mentransfer nilai-nilai

kewirausahaan, dalam tulisan ini maka
harus ada seseorang yang dipilih
sebagai penyampai pesan (mesengger)
dari materi yang telah dirumuskan
sesuai dengan kurikulum pelatihan.
Pemilihan duta penyampai pesan
tentunya harus mempunyai karakter
yang peduli akan rendahnya tingkat
ekonomi pada komunitas
masyarakatnya dan peduli akan
terbatasnya lapangan pekerjaan yang
ada, selanjutnya dia juga mempunyai
karakter memberdayakan masyarakat
seperti peduli, mudah berbagi, visioner
dan lainnya.

Beberapa model pelatihan,
workshop atau inkubasi bisnis dari
berbagai pengembangan kewirausahaan
menghadirkan pembicara yang
berlatang belakang berbeda seperti
akademisi ataupun pengusaha yang
tidak sama bidang dengan peserta
pelatithan sehingga terjadi gap yang

4

membuat efektifitas pelatihan kurang
maksimal.

Tujuan  penelitian adalah
mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan

pengembangan kelompok pengusaha
baru di desa Ketah Kabupaten
Situbondo. Serta mengetahui efektifitas
strategi Peer Messengger terhadap
keberhasilan kelompok wirausaha baru
dalam mengembangkan usaha di desa
Ketah kabupaten Situbondo sehingga
bisa dipercaya mendapatkan
pembiayaan.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah
metode  campuran  antara  jenis
penelitian kuantitatif model asosiatif
kausalitas dan deskriptif kualitatif.
Penelitian ini mempunyai dua variabel,
yaitu variabel independen (X) yaitu
komponen  pembelajaran  (tujuan,
materi, instruktur, media dan metode
Peer Messengger). Sedangkan variabel
dependen (Y) adalah keberhasilan
program pendampingan. Responden
dalam penelitian ini adalah Kepala
Dinas Koperasi dan UMKM Pemda
Situbondo, pimpinan wusaha olahan
hasil laut “Rusa Melintas”, dan 20
orang peserta pendampingan. Teknik
sampling dalam penelitian ini sampling

jenuh  dengan jumlah responden
sebanyak 20 responden. Teknik
analisis yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda dan
diperkuat oleh hasil analisis data
kualitatif. Data diperoleh menggunakan
kuesioner dengan skala Likert dan
wawancara mendalam.
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HASIL & PEMBAHASAN
Hasil

Pengujian Hipotesis

Hasil wuji statistkk dengan bantuan
program SPSS versi 19.0 adalah
sebagai berikut. Uji t digunakan untuk
mengetahui pengaruh secara parsial
variabel bebas terhadap  variabel
terikat.

Pengaruh Tujuan Pendampingan
Terhadap Keberhasilan Program
Pendampingan Kelompok
Wirausaha Baru

Ho Tuyjuan pendampingan tidak
berpengaruh terhadap keberhasilan
program pendampingan.

Dari hasil analisis data pada
Tabel dapat diketahui bahwa koefisien
beta -0,696 dengan sig.t alpha (0.046)
< (0.05). Hal ini membuktikan bahwa
Ho diterima. Karena  walaupun
pengaruhnya signifikan tapi arahnya
negatif Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa variabel tujuan
pendampingan  tidak  berpengaruh
positif signifikan terhadap keberhasilan

program pendampingan.

Pengaruh Materi Pendampingan
Terhadap Keberhasilan Program

Pendampingan Kelompok
Wirausaha Baru

Ho Materi pendampingan tidak
berpengaruh terhadap keberhasilan

program pendampingan.

Dari hasil analisis data pada
Tabel dapat diketahui bahwa sigt >
alpha  (0.749< 0.05). Hal ini
membuktikan bahwa Ho diterima.
Dengan demikian, materi
pendampingan  tidak  berpengaruh
positif terhadap keberhasilan program
pendampingan kelompok wirausaha

Pengaruh Instruktur Terhadap
Keberhasilan Program
Pendampingan Kelompok
Wirausaha Baru

Ho : Instruktur pendampingan tidak
berpengaruh terhadap keberhasilan
program pendampingan.

Dari hasil analisis data pada
Tabel dapat diketahui bahwa nilai sig.t
< alpha (0.02 < 0.05). Hal ini
membuktikan bahwa Ho ditolak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa variabel instruktur berpengaruh
positif signifikan terhadap keberhasilan
program pendampingan. Hasil analisis
data diatas dapat diartikan bahwa jika
tujuan pendampingan semakin baik
maka keberhasilan program
pendampingan semakin meningkat.

Pengaruh Media Terhadap
Keberhasilan Program
Pendampingan Kelompok
Wirausaha Baru
Ho : Media tidak berpengaruh terhadap
keberhasilan program pendampingan.
Dari hasil analisis data pada
Tabel dapat diketahui bahwa nilai sig.t
> alpha (0.759< 0.05). Hal ini
membuktikan bahwa Ho diterima.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa variabel media pendampingan
tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap keberhasilan program
pendampingan.

Pengaruh Metode Terhadap
Keberhasilan Program
Pendampingan Kelompok
Wirausaha Baru
Ho Metode pendampingan tidak
berpengaruh terhadap keberhasilan
program pendampingan.

Dari hasil analisis data pada
Tabel dapat diketahui bahwa nilai sig.t

baru di Desa Ketah Kabupaten < gajpha (0.00 < 0.05). Hal ini
Situbondo. membuktikan bahwa Ho ditolak.
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Dengan demikian, metode
pendampingan berpengaruh  positif
terhadap signifikan terhadap

keberhasilan program pendampingan
kelompok wirausaha baru di Desa
Ketah Kabupaten Situbondo. Hasil
analisis data diatas dapat diartikan
bahwa jika metode semakin baik maka
keberhasilan program pendampingan
semakin meningkat.

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat
diketahui bahwa sig F (0,00) < alfa
(0,05) dan nilai Adjusted R Square
penelititan ini adalah 0,891. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
tujuan, materi, instruktur, media dan

metode pendampingan  berpengaruh
positif signifikan secara simultan
terhadap keberhasilan program

pendampingan. Variasi variabel bebas
mampu menjelaskan variasi variabel
terikat sebesar 89,1%. Sisanya sebesar
10,9% djelaskan variabel lain di luar

model.
Pembahasan

Kualitas Penyelenggaraan
Pendampingan Kelompok
Wirausaha Baru di Di Desa Ketah
Kabupaten Situbondo

1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran program
pendampingan wirausaha baru di Desa
Ketah Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan  baik  secara  data
kuantitatif terlihat dari hasil penelitian,
55% responden mempersepsikan tujuan
pembelajaran dengan baik, sedangkan
45 % mempersepsikan cukup baik.
Berdasarkan dasil data kualitatif
menunjukkan bahwa responden tidak
terlalu mementingkan tujuan
pembelajaran program pendampingan
hal tersebut terlihat dari pernyataan
bapak Imam sebagai pemilik usaha
abon anugrah samudera.
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2. Materi

Berdasarkan hasil data
kuantitatif, 7,5%  mempersepsikan
kurang baik terhadap materi

pendampingan, 62,5% mempersepsikan
cukup baikk dan atau  30%
mempersepsikan baik terhadap materi
pendampingan. Sedangkan berdasarkan
temuan data kualitatif menunjukkan
bahwa materi pendampingan sudah
dipahami namun masih belum bisa
diterapkan, Hal tersebut bisa terlihat
dari pernyataan bapak Imam selaku
ketua kelompok anugrah samudera dan
hasil wawancara dengan ibu halimah
selaku wakil dari kelompok usaha
Nurul Hidayah.

3. Instruktur

Instruk tur dari program
pendampingan wirausaha baru di Desa
Ketah Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan ~ baik  secara  data
kuantitatif terlihat dari hasil penelitian,
80% responden mempersepsikan baik
terhadap instruktur program, sedangkan
20 % mempersepsikan cukup baik.
Berdasarkan dasil data kualitatif
menunjukkan bahwa responden sangat
terbantu  oleh  instruktur  yang
mengarahkan peserta agar lebih baik
dalam mengelola bisnis. Hal tersebut
bisa dilihat dari data yang diperoleh
dari vety sofiaty selaku sekretaris dari
kelompok anugerah samudra. Peserta
program juga mengingikan
pendampingan dari instruktur terus
berlanjut sampai bisa mandiri, hal
tersebut bisa terlihat dari data
wawancara dengan bapak imam selaku
ketua dari kelompok usaha anugerah
samudera.

4. Media

Media selain membantu peserta
pendampingan, juga berguna untuk
membantu  peserta  pendampingan
dalam berpikir dan mengingat materi.
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Media dari program pendampingan
wirausaha baru di Desa Ketah
Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan kurang baik. secara data
kuantitatif terlihat dari hasil penelitian,
75%  responden  mempersepsikan
kurang baik terhadap media program,
sedangkan 25 % mempersepsikan
cukup baik. Berdasarkan dasil data
kualitatif menunjukkan bahwa
responden merasa terbantu oleh media
pendampingan yang lebih
memudahkan peserta agar lebih baik
dalam memahami materi bisnis. Hal
tersebut bisa dilihat dari data yang

diperoleh dari halimah selaku .
5. Metode
Metode dari program

pendampingan wirausaha baru di Desa
Ketah Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan sangat baik. secara data
kuantitatif terlihat dari hasil penelitian,
37,5% responden mempersepsikan baik
terhadap metode program, sedangkan
62,5% mempersepsikan sangat baik.
Berdasarkan dasil data kualitatif
menunjukkan bahwa responden sangat
terbantu oleh metode yang digunakan
dalam program pendampingan. Hal
tersebut bisa dilihat dari data yang
diperoleh dari bapak imam selaku
ketua usaha wusaha abon anugerah
samudra dan data dari ibu halimah
selaku sekretaris dari usaha Nurul
Hidayah. Peserta program merasakan
metode  Peer  Messengger  bisa
membangkitkan keinginan mereka
untuk berusaha dan juga bersama-sama
meningkatkan nilai manfaat suatu
produk hasil laut, hal tersebut bisa
terlihat dari data wawancara dengan
ibu veti soviati selaku sekretaris dari
kelompok usaha anugerah samudera,
ibu halimah selaku sekretaris dari
usaha Nurul Hidayah dan dari ibu Uum
selaku ketua dari kelompok usaha
“Barokah”.
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A. Tingkat Keberhasilan
Pendampingan Kelompok Usaha
Usaha Olahan Ikan Di Desa
Ketah Kabupaten Situbondo

1. Hard Skill Measurement/Ukuran

Keberhasilan tampak

Ukuran keberhasilan tampak
pada program pendampingan
wirausaha baru di Di Desa Ketah
Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan baik. Berdasarkan hasil
data kuantitatif menunjukkan 62,5%
responden  mempersepsikan  baik
terhadap keberhasilan program
pendampingan, sedangkan 37,5 %
mempersepsikan cukup baik.

Tingkat keberhasilan  yang
diperoleh  peserta = pendampingan
masing-masing kelompok berbeda, hal
tersebut dipengaruhi oleh banyak
faktor, diantaranya ketersediaan bahan
baku, alat produksi yang memadai dan
jaringan yang berbeda antar masing-
masing kelompok. Diantara beberapa
hardskill yang terlihat yaitu susunan
bisnis plan yang cukup komprehensif
dari masing-masing kelompok dan
desain kemasan produk yang lebih
baik, hal tersebut tentunya tak terlepas
dari peran program pendampingan.

Produksi  yang  meningkat
menjadi faktor dasar untuk melakukan
pengembangan usaha, namun sebagian
kecil kelompok wirausaha baru masih
merasa terkendala akan modal dan alat
dalam mengembangkan produksinya.
Ukuran hardskill lainnya adalah pasar
usaha yang semakin meluas dengan
mengenal dunia online. Pasar yang
semakin luas merupakan indikasi dari
produk yang diterima oleh konsumen.
Dalam hal ini perluasan pasar belum
meningkat, perluasan pasar bertambah
hanya antar kenalan antar anggota
pendampingan. Hal lain dalam ukuran
hardskill yaitu penjualan. Penjualan
yang semakin meningkat menunjukan
usaha yang semakin baik, dalam hal ini
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mayoritas kelompok wirausaha baru
sudah merasakan kenaikan penjualan
yang signifikan hal tersebut juga
berdampak pada keuntungan yang
diperoleh. Secara keseluruhan
keberhasilahan dalam pendampingan
yang meliputi penjualan, keuntungan
dan perluasan pangsa pasar mengalami
peningkatan yang signifikan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa untuk
memperoleh kesuksesan hardskill yang
baik memerlukan waktu yang bertahap
dan kerja keras.

2. Soft skill Measurement / Ukuran
Keberhasilan Tak Tampak

Ukuran keberhasilan program
pendampingan wirausaha baru di Di
Desa Ketah Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan baik. Berdasarkan hasil
data kuantitatif menunjukkan 62,5%
responden  mempersepsikan  baik
terhadap keberhasilan program
pendampingan, sedangkan 37,5 %
mempersepsikan cukup baik.
Berdasarkan dasil data kualitatif
menunjukkan ~ bahwa responden
mengalami peningkatan keberhasilan
softskill seperti motivasi, keinginan,
keyakinan dan pengetahuan berbisnis.

Percaya diri dalam memilih
jalan berbisnis merupakan hal utama
dalam membangun bisnis, dengan
percaya diri yang tinggi bisa membuat
orang lain percaya akan produk yang
ditawarkan. Sebagian besar dari peserta
program sudah mimilih berwirausaha
atau berwiraswasta sebagai profesinya,
namun beberapa dari juga berprofesi
lain seperti petani, nelayan, perangkat
desa dan ibu rumah tangga.

Tidak hanya kepercayaan diri
yang menentukan berkembangnya
usaha yang dijalankan, Pengetahuan
bisnis juga sangat berperan untuk
efisiensi dan efektifitas bisnis. Dalam
hal ini, peserta pendampingan program
wirausaha baru merasa pengetahuan
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akan ilmu bisnis meningkat meskipun
sebagian besar mereka merasa belum
mampu untuk menerapkan pada
usahanya utamanya yang berkaitan
dengan dunia online dan nternet .

Faktor Pendukung Dan Penghambat
Yang Dihadapi Oleh Peserta
Pendampingan Kelompok Usaha Di
Desa Ketah Kabupaten Situbondo.
Setiap usaha yang
dikembangkan,  pasti  mengalami
pasang dan surut. Berikut adalah hasil
wawancara dengan peserta program
pendampingan kelompok wirausaha
baru di desa ketah kabupaten situbondo
terkait  faktor = pendukung  dan
penghambat dalam mengembangkan
usaha mereka.
1. Faktor Pendukung
1. Keyakinan

keyakinan menghasilkan
kekuatan dan
kepercayaan diri. Pengalaman

keberhasilan individu lain ternya dapat
mempengaruhi keraguan pada individu
dalam berbisnis. Produk-produk yang
dihasilkan oleh peserta pendampingan
adalah wujud keyakinan bahwa produk
sederhana bisa dijadikan bisnis yang
menguntungkan.

Kebersamaan

Kebersamaan adalah salah satu
factor penting dalam berkembangnya
usaha aneka  hasil ikan laut.
Kebersamaan dalam  menghadapi
masalah bersama seperti ketidakpastian
akan harga ikan yang diatur oleh
tengkulak serta kemampuan menjual
dalam bentuk ikan segar atau mengolah
ikan hanya dalam bentuk pindang
membuat merasa senasib. Kebersamaan
pula yang membuat mereka lebih
mudah dalam mengirim barang melalui
kerjasama dengan Pos Indonesia dalam
penjemputan barang serta tarif ongkir
yang semakin efisien dan terjangkau.

11

PROSIDING
Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



.  Motivasi
Hampir  seluruh motivasi
peserta  pendampingan  merupakan

motivasi dari sumber daya alam yang
baikk untuk dikembangkan menjadi
produk yang lebih bernilai Motivasi
yang timbul dari peserta pendampingan
yaitu tersedianya sumber daya alam
yang dapat dimanfaatkan  dan
mendukung  untuk  menghasilkan
berbagai macam produk olahan dengan
mendiversifikasi  produk. Motivasi
untuk  memperbanyak relasi dan
jaringan menambah semangat peserta
untuk mengikuti pelatihan dan menjadi

wirausaha.

Motivasi merupakan ukuran
softskill yang dibutuhkan untuk
menjaga minat berbisnis, motivasi

merupakan salah satu modal untuk
terus berbisnis utamanya ketika bisnis
sedang mengalami penurunan produksi,
penjualan ataupun mengalami
penurunan keuntungan.

2. Faktor Penghambat
i Inovasi Produk
Inovasi pada kelompok usaha
olahan hasil laut di desa ketah
kabupaten situbondo bisa dibilang
rendah hal tersebut bisa dilihat dari
produk yang kurang bervariatif dan
cenderung meniru produk yang laris
dipasaran baru membuatnya.

ii.  Modal
Membahas permasalahan klasik
peserta pendampingan dalam
mengelola usahanya adalah

permasalahan permodalan. Suku bunga
yang tinggi dan rutinitas pembayaran
yang tidak mampu dijangkau para
peserta pendampingan mengakibatkan
banyak usaha sulit berkembang namun

dengan patungan dan permodalan dari
sanak family juga kerabat dekat.

Alat dan Bahan baku
Permasalahan yang dihadapi
oleh kelompok usaha anugerah
samudera yaitu untuk jangka pendek
peserta pendampingan memperbaiki
teknologi kemasan yang lebih menarik
bagi konsumen. Termasuk
mengusahakan peralatan press plastic
untuk kemasan. Kendala kemasan
adalah kemasan masih bisa ditembus
oleh semut dan aroma abon masih bisa
tercium  oleh  kucing  sehingga
mengundang kucing untuk merusak
kemasannya, dari masalah tersebut
kelompok usaha menginginkan
kemasan dari alumunium foil meski
harganya lebih mahal dan peralatan
press belum dimiliki.

Salah satu kendala lain yaitu
bahan baku. Bahan baku utama usaha
di desa ketah kabupaten situbondo
adalah ikan tongkol yang bersifat
musiman. Ketika tidak musim ikan
maka sulit bagi para usahawan
memenuhi permintaan pasar karena
kelangkaan bahan baku jikapun ada
harga bahan baku sangat mahal.

1il.

Pemasaran Online

Dunia saat ini adalah dunia
digital. Perkembangan zaman menuntut
bisnis eksis di dunia internet jika tidak
ditemukan di mesin pencari di internet
maka seolah bisnis anda tidak
mendapat kepercayaan bagi konsumen.
Banyak diantara peserta usaha di desa
ketah kabupaten situbondo bukan
termasuk kategori muda, hal tersebut
mengakibatkan mereka kurang familiar
dengan dunia internet sehingga
pemasaran mereka kurang maksimal
Untungnya Perkembangan teknologi

1v.

dengan membentuk suatu kelompok membantu usahawan dalam
bisa menemukan modal salah satunya memasarkan produk dengan
9
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menggunakan aplikasi seperti whatsapp
dan Blackberry messenger.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti
yang telah dilakukan pada peserta
program pendampingan kelompok
wirausaha baru didesa ketah kabupaten
situbondo  dengan = menggunakan
metode Peer Messengger, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan (a)
Kualitas Penyelenggaraan
Pendampingan Program Pendampingan
Kelompok Wirausaha Baru di Desa
Ketah Kabupaten Situbondo : Tujuan
pembelajaran program pendampingan
secara umum dinilai cukup baik oleh
peserta, Materi program pendampingan
kelompok wirausaha baru secara umum
dinilai cukup baik oleh peserta,
Instruktur  program  pendampingan
kelompok wirausaha baru secara umum
dinilai baik oleh peserta, Media
program pendampingan kelompok
wirausaha baru secara umum dinilai
kurang baik oleh peserta, Metode
program pendampingan kelompok
wirausaha baru secara umum dinilai
sangat baik oleh peserta.

(b) Keberhasilan Program
Pendampingan : Ukuran keberhasilan
tampak pada program pendampingan
wirausaha baru di Di Desa Ketah
Kabupaten Situbondo bisa
dikategorikan baik. Berdasarkan hasil
data kuantitatif menunjukkan 62,5%
responden  mempersepsikan  baik
terhadap keberhasilan program
pendampingan, sedangkan 37,5 %
mempersepsikan cukup baik.
Berdasarkan hasil analisis dari data
kuantitatif menunjukkan bahwa
program program pendampingan bisa
dikatakan positif atau berhasil dan
berdasarkan data kualitatif, pengukuran
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keberhasilan tak tampak (soft skill)
seperti motivasi, keinginan, keyakinan
dan pengetahuan berbisnis dinilai baik
dan positif sedangkan ukuran tampak
(hard  skill)  seperti  penjualan,
keuntungan dan perluasan pangsa pasar
dinilai cukup baik dan bernilai positif.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran
yang diajukan dirumuskan sebagai
berikut Penyelenggara Program
Pendampingan, Bagi dinas terkait atau
instansi pemerintah yang memiliki
program menumbuhkan wirausahawan
baru hendaknya memilih metode yang
tepat dalam pengembangan minat
kewirausahaan masyarakat. Pemilihan
metode juga harus mempertimbangkan
karakteristik peserta program serta
mengadakan program berkelanjutan
dan mengevaluasi efektifitas dari
program yang diterapkan. Instruktur
Peer Messengger, Instruktur program
pendampingan kelompok wirausaha
baru hendaknya meningkatkan
pemahaman peserta terkait tujuan
program, merancang materi sesuai
dengan tingkat pengetahuan dan
kebutuhan peserta, memilih media
yang lebih variatif dan menjadi
instruktur yang lebih berpengalaman
dalam membangun bisnisnya sendiri
sehingga bisa menjadi contoh dan
membagikan ilmu serta pengalamannya
menjadi ~ lebih  baik.  Instruktur
pendampingan disarankan bersedia
mendampingi peserta secara berkala
agar  kualitas  peserta  program
pendampingan kelompok wirausaha
baru tidak hanya berhasil dalam ukuran
softskill namun juga hardskill seperti
omset usaha, pasar usaha dan profit
usaha.
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Strategi Pengembangan Startup UMKM Berbasis Syariah
Melalui Penciptaan Kompetensi Inti

Ika Purwanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : ikapoer2@gemail.com

Abstrak : UMKM merupakan salah satu industri yang menarik untuk disoroti karena
memiliki potensi unggul. Selain itu, UMKM menjadi suatu pondasi perekonomian
yang kuat. UMKM umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan
manajerial yang rendah. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh UMKM saat ini
adalah kondisi persaingan yang semakin ketat dan lingkungan yang berubahdengan
cepat. Para pengusaha memerlukan kemampuan untuk mengeksploitasi dan
mengembangkan kapabilitas internal dan eksternal yang dimilikinya agar
perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Konsep pengembangan startup UMKM
berbasis syariah dengan strategi yang fokus pada pengembangan kompetensi inti
akan menciptakan keunggulan melalui peningkatan dan penciptaan nilai tambah.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis penciptaan kompetensi inti sebagai strategi
pengembangan startup UMKM berbasis syariah, serta mencari suatu bentuk
pengetahuan baru dalam merancang value bagi UMKM agar memiliki keunggulan
bersaing dalam menghadapi persaingan bisnis, baik dalam skala lokal maupun
global. Data diperoleh melalui kajian literatur yang meliputi buku teks, jurnal, dan
penelusuran internet. Hasil dan pembahasan menunjuk kan bahwa dalam persaingan
perdagangan bebas dan globalisasi, pangsa pasar menjadi luas. Ketika pangsa pasar
luas, maka penciptaan kompetensi inti menjadi strategi kunci untuk memenangkan
persaingan.

Kata Kunci : UMKM syariah, keunggulan bersaing, kompetensi inti

Memulai usaha baru memang bukanlah
persoalan  yang mudah, berbagai
tantangan dan persaingan pasar turut
mewarnai perkembangan sebuah usaha.
Maraknya pertumbuhan usaha saat ini,
berhasil menciptakan persaingan pasar
yang semakin ketat. Keadaan mi tentu
saja memaksa para pengusaha untuk
menggunakan berbagai strategi mereka
agar usahanya tidak kalah bersaing
dengan usaha lainnya.

kontribusi penting pada PDB 60,34%
dan penyerapan tenaga kerja sebesar
97% (Depko dan UKM RI). Datangnya
arah baru perekonomian global di negeri
mni telah menjadi momok  yang
menakutkan bagi para pelaku usaha di
Indonesia.  Berbagai peluang dan
ancaman dari luar maupun dalam negeri
harus siap dihadapi, khususnya bagi
ndustri UMKM yang baru dirintis dan
masih sangat mengandalkan pasar lokal

Pertumbuhan usaha di Indonesia Startup UMKM
juga terjadi pada sektor industri Usaha dikarakteristikkan  dengan  beragam
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). tantangan = dan  masalah, seperti
Jumlah UMKM hingga 2013 mencapai pemasaran, keuangan, peraturan

sekitar 58 juta yang memberikan
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pemerintah, teknologi, produksi, praktik
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manajemen, dan isu-isu lokal lainnya.
Terdapat banyak literatur dan kajian
perelitian  tentang UMKM  mengenai
isu-isu bisnis UMKM, namun kajian
penelitian terhadap pengelolaan
ancaman pada  masa-masa  awal
pertumbuhan sektor manufaktur
khususnya di Indonesia masih belum
banyak  diga.  Dalam  penelitian
kewirausahaan, identifikasi faktor-
faktor yang mengembangkan startup
business dan pertumbuhannya adalah
menjadi  elemen pentng di dalam
pengembangan ekonomi dan model
baru. Paper i mengkaji pengelolaan
faktor mternal dan eksternal dalam
upaya mengembangkan startup UMKM
melalui  penciptaan  kompetensi  inti.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Siaw & Rani (2012) telah menunjukkan
bahwa usaha baru memiliki
kemungkinan kegagalan lebih besar
daripada usaha lama. Pemahaman
mengenai faktor-faktor yang
menghambat dan mensukseskan startup
business serta hubungannya terhadap
faktor iternal dan eksternal merupakan
sesuatu yang vital bagi startup UMKM.

UMKM  merupakan salah satu
sektor industri yang menark untuk
disoroti  karena  memiliki  potensi
unggul. Selan itu, UMKM menjadi
suatu pondasi perekonomian yang kuat.
Sejarah membuktkan, ketika terjadi

UMKM  Syarah. UMKM berbasis
syariah merupakan sebuah wadah dari
kegiatan ekonomi yang berlandaskan
ajaran Islam dengan produk berlabel
halal. Sebagai negara berpenduduk
muslm terbesar di duma, UMKM
berbasis syariah di Indonesia memiliki
peluang besar untuk terus berkembang,
Namun, nyatanya kondisi di lapangan
menggambarkan bahwa perkembangan
UMKM berbasis syariah masih belum
menunjukkan  taringnya.  Berdasarkan
wawancara  yang  dilakukan  oleh
merdeka.com kepada Presiden Direktur
CIMB Niaga Arwin Rasyid (2012)
mengatakan bahwa bisnis syariah di
Indonesia saat i baru memberikan
kontribusi di bawah 5%. Namun, dia
memperkirakan lima tahun mendatang
bisnis syariah dapat menyumbang 10%.
Telah dikatakan juga bahwa bisnis
syariah CIMB mampu tumbuh 70% tiap
tahun.

Mendorong perkembangan bisnis
UMKM berbasis syariah di Indonesia
merupakan hal penting yang harus terus

digalakkan, mengingat kesadaran
masyarakat Muslim Indonesia terhadap
keharusan menggunakan dan

memanfaatkan produk/jasa yang halal
dan barokah. Oleh karenanya, peran
produsen atau pelaku usaha berbasis
syariah menjadi sebuah alternatif masa
depan yang sangat menjanjikan. Jika

krisis moneter di tahun 1998 banyak melihat perkembangan bisnis syariah
perusahaan besar yang collapse, namun termasuk juga lembaga-lembaga
UMKM tetap bertahan dan mampu syariah di  negara-negara  mushm,
menopang  kelanjutan  perekonomian seperti Kuwait, Uni Emirat Arab,
Indonesia.  Pengembangan = UMKM Malaysia, bahkan Singapura, Indonesia
menjadi  komponen  penting  bagi sudah tertinggal cukup jauh. Tak kalah
program pembangunan nasional untuk heboh, negara-negara Eropa pun kini
meletakkan  landasan  pembangunan sedang berpkir untuk membuka unit-
sistem ekonomi  kerakyatan yang wunit usaha syariah. Perkembangan
berkelanjutan dan berkeadilan. industri  halal juga terjadi di negara

Secara umum, UMKM dibedakan bukan mayoritas  muslim,  seperti
menjadi UMKM  konvensional dan Thailand, Jepang, Singapura, Korea
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Selatan, Amerika Serikat, dan Australia.

Dengan  demikian, seluruh  sektor
mndustri  di  Indonesia  harus  siap
menghadapi  kompetisi yang semakin

ketat dalam memperebutkan permintaan
produk halal di dunia, termasuk startup
industri kecil dan menengah.

Berkaitan dengan kesiapan Usaha
Mikro, Keci, dan Menengah di
Indonesia juga masih dipertanyakan.
Dalam skala nasional sendiri UMKM

berbasis  syariah  belum  mampu
menunjukkan keunggulannya.
Pengembangan industri kecil selalu

tidak dapat dikuti dengan keberhasilan
perkembangan produk usahanya karena

lemahnya kemampuan manajerial.
Kelemahan manajerial ni
mengakibatkan ketidakmampuan

produk usahanya untuk berkembang
dan menyesuaikan perubahan yang
muncul dari lingkungan  usahanya.
Dengan demikian diperlukan sebuah
strategi mengembangkan startup
business UMKM berbasis syariah, yaitu
melalui  penciptaan  kompetensi  inti
(core competence).

Alasan mengapa penting dan perlu
dilakukan penciptaan kompetensi inti
pada UMKM yang baru berdii,
dikarenakan sektor UMKM  memiliki
kontribusi ekonomi yang signifikan
bagi perekonomian Indonesia, dapat
menciptakan iklim bisnis yang positif,
dapat memperkuat citra dan identias
bangsa, mendukung pemanfaatan
sumber daya  yang  terbarukan,
merupakan pusat penciptaan inovasi
dan kreativitas, serta memilki dampak
sosial yang positif.

Pentingnya penciptaan kompetensi
mti pada sebuah usaha juga didukung
oleh beberapa penelitian, diantaranya
(1) Peneltan oleh Novandari tahun
2013, menghasilkan kesimpulan bahwa
keunggulan  bersang dapat dirath
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melalui  penciptaan  kompetensi  inti
yang dimiliki oleh UMKM. Kompetensi
mti dapat bersumber dari tangible dan
intangible resources yang membuat
organisasi itu unik. (2) Penelitian oleh
Barney tahun 1991, menunjukkan hasil
bahwa kompetensi inti dapat menjadi
dasar bagi keunggulan bersaing yang
berkelanjutan, namun harus memenuhi
beberapa kriteria berikut, antara lain :
(1) Valuable (bemilai), (2) Rareness
(langka), (3) Imitate (sukar ditiru), dan
(4) ability to exploit (kemampuan dalam
memanfaatkannya. Penerapan
kompetensi  mti  sebagai  sumber
keunggulan bersaing bagi bisnis pemula
dari produk UMKM di Indonesia masih
belum banyak digali. Diperlukan upaya

untuk dapat mengidentifikasi
kompetensi inti yang dimilki oleh
UMKM, khususnya pada UMKM
Syariah.

Dengan dilakukannya pengkajian
tema pada paper i, maka dapat

diketahui penciptaan kompetensi inti
sebagai salah satu strategi
pengembangan startup UMKM

berbasis syariah di Indonesia.

The Startup Business

Kata kunci dari startup adalah
“paru mulai’ dan  “pertumbuhan”.
Startup as the creation of an entirely
new enterprise which did not formally
exist as an organization (Rani & Siaw :
2012). Startup bisa diartikan sebagai
perusahaan rintisan yang belum lama
didirkan atau beroperasi Perusahaan-
perusahaan ini biasanya masih dalam
tahap pengembangan dan penemuan
pasar yang paling tepat dalam menjual

produknya.
Menurut sumber dari
kinciakincia.com, startup  business

memilki ciri-ciri antara lain: (1) usia
operasinya masih di bawah tiga tahun,
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(2) pendapatan per tahun di bawah USD
100.000, dan (3) jumlah pegawai masih
kurang dari 20 orang. Tercatat oleh
Dailysocial.net, saat i terdapat kurang

lebih dari 1.500 startup lokal yang
masih  beroperasi secara aktif di
Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)

Terdapat  banyak pemaknaan
UMKM, namun secara umum definisi
UMKM di Indonesia  dijabarkan

berdasarkan kriteria kuantitatif, seperti
jumlah tenaga kerja. jumlah aset, dan
jumlah omset per tahun. UMKM adalah
usaha  kerakyatan yang saat ini
mendapat perehatian dan keistimewaan
yang diamanatkan oleh undang-undang.
UMKM diatur pada UU no. 20 taahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Ragam pengertan UMKM
disajikan pada Tabel 1.

Keunggulan Bersaing

Keunggulan  bersaing  diartkkan
sebagai segala sesuatu yang dapat
dilakukan dengan jauh lebih baik oleh
sebuah perusahaan bila dibandingkan
dengan perusahaan-perusahaan saingan

(David 2009). Bharadwaj, 1993
menjelaskan bahwa sebuah keunggulan
bersaing  merupakan  hasil  dari
implementasi strategi yang

memanfaatkan berbagai sumber daya
yang dimilki perusahaan. Keahlian dan
aset yang unk dipandang sebagai
sumber dari keunggulan bersaing.
Berdasarkan dua pendapat di atas,

maka  secara  sederhana dapat
disimpulkan bahwa cakupan
keunggulan bersaing dalam sebuah

usaha lebih terarah pada kemampuan
menciptakan  halhal baru  melalu
proses kreativitas yang mampu menjadi
daya tark yang memicu konsumen
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untuk melakukan pembelian. Secara
sederhana juga disebut sebagai upaya
membuat “make different” namun
memiliki nilai strategis yang kemudian
menjadi  kekuatan sebagai keunggulan
bersaing.

Kompetensi Inti

Pada dasamya kompetensi inti
(core competence) merupakan apa yang
dilakukan perusahaan yang bernilai
secara stratejik  (Kuncoro 2005).
Esensi kompetensi inti sebagai apa yang
membuat suatu organisasi unik dalam
hal kemampuannya menawarkan nilai
kepada para pelanggannya. Kompetensi

mti (core  competence) adalah
seperangkat kemampuan unk yang
dikembangkan dalam  bidang-bidang

kunci seperti mutu, layanan pelanggan,
movasi, pembinaan tim, fleksibilitas,
dan lannya yang mampu mengungguli

pesaing.

Reed & Defillippi
mengemukakan bahwa agar tetap
bertahan hidup di tengah tekanan
persaingan  yang  semakin  ketat,
perusahaan harus mengambil tindakan
yang dapat mempertahankan dan
memperkuat kompetensinya yang unik.
Kompetensi unik (inti) akan
menghasilkan ~ keunggulan ~ bersaing
untuk  mencapai  kinerja  superior
(Bharadwaj, et al 1993). Dengan
demikian penciptaan kompetensi inti
berarti pembinaan lebih fokus, efisien,
dan efektif sesuai dengan potensi
sumber daya dan kapabiltas yang
dimiliki untuk meningkatkan daya saing
produk yang dihasilkan.

Kondisi saat i mengharuskan
UMKM berbasis syariah harus inovatif
dan kreatif dalam mengembangkan
usahanya. Pelaku startup UMKM
berbasis syariah memiliki peluang besar
untuk menjamah pasar halal mengingat

(1990)
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masih adanya 80% pangsa di sektor
tersebut yang belum tereksplorasi
(Sumber : onenews.id). Sebagai negara
dengan penduduk muslim terbesar di
dunia, potensi sektor industri halal harus
dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam
negeri melalui penciptaan kompetensi
inti. Penciptaan kompetensi inti akan
membangun kualitas SDM yang paham
dengan pengembangan strategi usaha
yang disokong dengan sarana yang kuat
dan pejuang yang tahan banting.

METODE

Metode penelitian i menggunakan
metode deskriptif-kualitatif, yaitu
melakukan analisis berdasarkan data
dan informasi yang tersedia. Populasi
dalam penelitian mi adalah UMKM

yang ada di Indonesia. Teknik
pengumpulan data menggunakan
pendekatan studi literatur. Literatur

yang didapat adalah melalui buku teks,
jurnal, artkel media massa, dan
penelusuran melalui internet.

HASIL & PEMBAHASAN

Gambaran Umum UMKM Syariah di
Indonesia

Halal adalah kriteria mutu produk utama
dalam mengembangkan startup
business UMKM berbasis syariah.
Indonesia telah menyiapkan perangkat
hukum melalui UU No. 33 Tahun 2014
tentang Jammnan Produk Halal yang
esensinya adalah mengatur kehalalan
suatu  produk guna melindungi
kepentingan konsumen domestik
terhadap barang impor yang telah teruji
kehalalannya serta mengamankan
ekspor produk komoditi agar dapat
diterima di bisnis internasional.

menjadi pasar potensial untuk produk-
produk berbasis syariah. Berdasarkan
data dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM), jumlah produk yang
beredar di  masyarakat sebanyak
194.776. Namun, hanya setengahnya
yang telah memiliki sertifikat halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
masa berlaku tahun 2013-2015. Jumlah

produk bersertifkat  halal tersebut
berjumlah  98.543  atau = memiliki
prosentase sebesar 50,6%.

Badan Pusat  Statistk  (BPS)

mencatat pada 2010 total penduduk
Indonesia mencapai 238 juta jwa
dengan jumlah penganut agama Islam
mencapai 87% atau sekitar 207 juta
jiwa. Oleh karena itu, akan terlihat anch
jika melihat mayoritas jumlah
penduduknya yang muslim dengan
kondisi sertifikasi produk halalnya yang
masih kurang di masyarakat. Apabila
dibandingkan  dengan  negara-negara
lam  yang mayoritas penduduknya
beragama Islam, Indonesia masih kalah
dalam upaya menggencarkan bisnis
produk halal.

Data dari State of The Global
Islamic Economy 2014-2015
menyebutkan indikator tren bisnis halal
terlihat pada lima bidang industri terus
menunjukkan  kemajuan, yaitu jasa
keuangan Islami, makanan halal, busana
muslim, media dan rekreasi halal, serta
farmasi dan kosmetik halal Namun,
Indonesia menempati urutan kesepuluh
dari negara-negara pelaksana ekonomi
Islam (Malaysia, Uni Emirat Arab,
Bahran, Oman, Arab Saudi, Qatar,
Kuwait, Yordanma, Pakistan, dan
Indonesia. Kondisi i menunjukkan
bahwa industri berbasis syariah (halal)
masih tertinggal dibandingkan dengan
beberapa negara tetangga. Padahal

Sebagai  negara  berpenduduk Indonesia memiliki potensi yang begitu
muslm terbesar di dumia, Indonesia besar.
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Strategi  pengembangan  dan
pemberdayaan UMKM di Indonesia
harus terus digalakkan agar dapat

melihat peluang pasar industri untuk
memproduksi  produk-produk  yang
terjamin  halal. Apalagi, meningkatnya
kepedulian konsumen dan produsen
terhadap produk halal. Agar
mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat Indonesia yang mayoritas
muslim, UMKM perlu memiliki label
halal yang dikeluarkan oleh MUIL
Untuk mendapatkan label tersebut,
UMKM harus memiliki sertifikat PIRT
(Pangan Industri Rumah Tangga). Izin
PIRT mi menjamn bahwa UMKM
sudah lulus uji untuk hal-hal yang
paling mendasar dalam usaha makanan

dan minuman skala rumah tangga.
Setelah  UMKM memilki ijin PIRT,
selanjutnya dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan

sertifikat halal MUI.

Penciptaan Kompetensi Inti di
UMKM Syariah
Keberhasilan UMKM di era

globalisasi dan pasar terbuka saat i
bergantung pada keunggulan bersaing
produk-produknya. Agar memperoleh
keunggulan bersaing, perusahaan harus
mempunyai kompetensi yang istimewa,
yang tidak dimilki oleh perusahaan
lan. Kompetensi tersebut diperoleh dari

dua sumber, vyaitu sumber daya
(resource) dan kemampuan-
kemampuan  (capabilities)  tertentu

(Udaya : 2013).

Perangkap terbesar, banyak pelaku
usaha  tersandung  karena  gagal
membedakan diri dari para kompetitor.
Kunci keberhasilan bisnis adalah untuk
mengembangkan keunggulan
kompetitif yang unik, menciptakan nilai
bagi pelanggan dan sulit bagi pesaing
untuk meniru. Mengembangkan
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kompetensi mti merupakan  proses
penentuan tindakan yang tepat bagi
perusahaan dalam rangka menciptakan
keunggulan kompetitif. Kompetensi inti

digambarkan sebagai sesuatu yang
“unik”, “khusus”, “sulit ditru’, dan
“lebih unggul dalam kompetisi’. Hal ini

juga didukung oleh pendapat Shiech dan
Wang (2010), mengungkapkan bahwa
kompetensi inti merupakan kegiatan
yang  dilakukan  perusahaan lebih
berhasil dari para pesaingnya dan yang
dibutuhkan oleh pasar.

Untuk mempertahankan
keunggulan bersaing sebuah usaha,
kompetensi inti haruslah menambah
nilai, langka, sulit ditru, dan sulit

digantikkan (Barney : 1991). Keempat
karakter tersebut (bemnilai, langka, sulit
ditru, dan sulit digantikkan) adalah
indikator-indikator yang penting dalam
menentukan apakah suatu sumber daya
atau  kapabiltas  dapat  dijadikan
kompetensi inti suatu usaha atau tidak.
Terdapat pada gambar 1.

Gambar 1 menggambarkan bahwa
kapabilitas akan menjadi kompetensi
mti apabila memenuhi kriteria VRIN,
yaitu Valuable, Rareness, Imperfectly

imitable, Non-subtituable. Jika tidak
memenuhi  keempat kriteria  tersebut,
maka kapabiltas hanya merupakan

sekelompok sumber daya yang tidak
stratejik. Namun jika sebalknya, maka
merupakan kapabilitas  stratejik atau
kompetensi nti. Nilai utama dalam
penciptaan kapabilitas yang merupakan
kompetensi inti tercipta dari rutmnitas,
proses, akumulasi pengetahuan, dan
aktivitas kerja nyata dalam organisasi.

Model Gambar 1 di atas didukung
oleh pernyataan Prahalad dan Hamel
(1990) menyebutkan bahwa untuk
dianggap sebagai kompetensi mti, harus
memiliki karakteristik berikut:
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a. menawarkan manfaat nyata bagi
pelanggan
b. sulit bagi pesaing untuk meniru
c. menyediakan akses ke berbagai
pasar
Kompetensi mti dibangun atas
individu atau kelompok aset tidak
berwyjud yang membentuk  dan
mewujudkan  kemampuan  organisasi,
keterampilan, pengetahuan,

pengalaman, orang-orang, sumber daya
dan kekayaan mtelektual. Kompetensi
mti tidak dapat dengan mudah ditiru
oleh pesaing. Hal-hal di atas merupakan
sumber dari kemampuan perusahaan
untuk memberikan nilai unk kepada
para pelanggannya. Mereka cukup
fleksibel untuk mengungguli berbagai
fungsi bisnis atau produk teknologi dan
mereka tidak terkat oleh cara
melakukan bisnis yang telah ada, tetapi
merupakan rangsangan untuk

pertumbuhan (Harvey & Lusch : 1997).
Terdapat banyak cara menciptakan

kompetensi inti, namun Prahalad &

Hamel (1994) membaginya menjadi

tiga jenis, antara lain:

1. Pasar mengakses kompetensi
keterampilan yang membantu
menempatkan suatu perusahaan di
dekat para pelanggannya. Misalnya,
pengelolaan merek, penjualan dan
pemasaran, distrbusi dan logistik,
dukungan teknis.

2. Integritas berhubungan dengan
kompetensi keterampilan  yang
memungkinkan ~ perusahaan  untuk

melakukan halhal yang jauh lebih
cepat dengan fleksiilitas yang lebih
besar atau dengan kehandalan
teknologi yang lebih tinggi
dibandingkan pesaing. Misalnya
kualitas, siklus manajemen waktu,
dan just in time.

memungkinkan  perusahaan  untuk

berinvestasi dengan layanan atau

produk dengan keunikan fungsi yang
mengnvestasikan  produk  dengan
manfaat pelanggan yang khas.

Contoh dari penciptaan kompetensi
mti pada UMKM berbasis syariah
adalah islamic brand. Temporal (2011)
menyebutkan ~ bahwa  Islam  dapat
dianggap sebagai merek tersendiri
dengan citra yang unik. Sebagai
branding, Islam mengakomodasi
segmen besar konsumen Muslim yang
memiliki nilai-nilai bersama, kebutuhan
yang sama. Bagi umat Islam, islamic
brand merupakan cara hidup. “Halal”
adalah global islamic brand.
Swimberghe, et al (2009) menyatakan
bahwa kepercayaan agama konsumen
sejalan  dengan  pillhan  konsumsi
mereka. Jika jumlah konsumen mushm
yang peduli pada kepatuhan syariah
meningkat, maka  pilhan  islamic
branding pun juga akan meningkat.

Berbagai studi dan pengamatan
telah menunjukkan bahwa islamic
brand telah mampu menciptakan citra
posttif bakk di sektor keuangan maupun
non keuangan. Perbankan syariah
memperoleh  popularitas  tinggi  dan
sukses dalam membangun citra dan
reputasi jangka panjang. Hal ini
menunjukkan peningkatan citra dan
reputasi islamic branding.

Tren gaya hidup umat Islam abad
ke-21 i dihadapkan pada ‘Halal
Lifestyle’ secara modern. Sebagai
seorang mushm sudah sepatutnya
menginginkan suatu produk atau jasa
yang sesuai syariah Islam. Tak jarang
kita sebagai umat mushm sulit untuk
mencari produk/jasa yang benar-benar
sesuai syariat Islam, misalnya saja
ketika kita membeli roti yang tidak

3. Fungsi yang berhubungan dengan berlabel halal, pasti kita akan
kompetensi kemampuan yang mengedepankan roti lain yang halal dan
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toyb. Mulai dari bahan pembuatan
makanan apakah terdapat bahan-bahan
haram atau tidak. Seringkali dalam hati
kita merasa was-was jika saja ada bahan
pembuatan mengandung unsur haram.
Islamic  branding mi hadir untuk
menjawab segala keraguan yang ada di
benak kita dan memudahkan umat
Muslim untuk tetap menikmati produk
atau jasa sesuai syar’i

Bisnis UMKM berbasis syariah
menggabungkan unsur-unsur moral dan
transendental dalam proses
pengambilan keputusan produksi dalam
pengembangan produk, dan dipandu
oleh prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
Pada akhirnya akan mneingkatkan citra
di seluruh dunia. Tujuan utama dari
islamic brand adalah mempromosikan
mempromosikan keadilan dan
kesejahteraan sosial dan rahmat Allah
SWT, dengan tujuan bersama mencapai
keberhasilan di dunia dan akhirat
(Haniffa & Hudaib : 2007).

Persaingan perdagangan bebas dan
globalisasi semakin ketat, pangsa pasar
menjadi luas. Ketika pangsa pasar luas,
maka penciptaan  kompetensi inti
menjadi strategi kunci untuk
memenangkan persaingan.

Berdasarkan paparan pembahasan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi inti  dapat  digunakan
sebagai strategi mengembangkan
startup UMKM  berbasis  syariah.

Kompetensi mnti yang dapat diciptakan
pada startup UMKM berbasis syariah
adalah islamic brand.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan
UMKM berbasis syariah di Indonesia

masih belum berkembang dengan baik,
padahal mayoritas penduduknya adalah
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muslm. Berdasarkan data dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
jumlah  produk yang Dberedar di
masyarakat sebanyak 194.776. Namun,
hanya setengahnya yang telah memiliki
sertifikat halal dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dalam masa berlaku
tahun  2013-2015. Jumlah produk
bersertifikat halal tersebut berjumlah
98.543 atau memiliki prosentase sebesar
50,6%.

Keberhaslan UMKM di era
globalisasi dan pasar terbuka saat ini
bergantung pada keunggulan bersaing
produk-produknya. Agar memperoleh
keunggulan bersaing, perusahaan harus
mempunyai kompetensi yang istimewa
(nti), yang tidak dmmiliki oleh
perusahaan lain. Prahalad & Hamel
(1994) menyebutkan 3 cara
menciptakan kompetensi inti, yaitu (1)
pasar mengakses kompetensi, (2)
integritas berhubungan dengan
kompetensi, dan (3) fungsi yang
berhubungan dengan kompetensi.

Dalam berkompetisi, merek
menjadi kekuatan yang penting sebagai
jammnan kepada konsumen. Islamic
brand menciptakan posisi yang unik
sehingga mampu membantu suatu usaha
untuk membangun citra yang kuat dan
reputasi yang menonjol dalam pasar
yang kompetitif. Nilai kepercayaan,
kejujuran, kepastian, keadilan, dan
transparansi  atas  manfaat  produk
menjadi esensi dari islamic brand.

Saran

Berdasarkan hasill dan pembahasan
paper ini, disarankan kepada startup
UMKM berbasis syariah untuk dapat
menemukan kompetensi mtinya.
Karena kompetensi inti merupakan nilai
utama perusahaan dalam penciptaan
keahlian = dan  kapabilitas yang
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disebarkan melalui berbagai
garis produksi maupun bisnis.

Secara umum kendala  yang
dihadapi oleh startup UMKM  di
Indonesia adalah sama, namun masing-
masng UMKM di setiap daerah

macam
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Tabel 1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Lembaga Istilah Pengertian Umum
UU No. 9 Tahun 1995 | Usaha Kecll Aset <= Rp 200 juta di lvar
Tentang Usaha Kecil tanah dan bangunan
BPS Usaha Mikro Pekerja < 5 orang termasuk
tenaga kerja keluarga
Usaha Kecil Pekerja 5 — 9 orang
Usaha Menengah Pekerja 20 — 99 orang
Kementerian Negara Usaha Kecil Aset < Rp 200 juta dolar di

Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

luar tanah dan bangunan
Omset < Rp 1 miliar/tahun
independen

Usaha Menengah

Aset > 200 juta
Omset 1 — 10 miliar/tahun

Bank Indonesia

Usaha Mikro

Dijalankan oleh rakyat
miskin atau dekat miskin,
bersifat usaha keluarga,
menggunakan sumber daya
lokal, menerapkan teknologi
sederhana.

Usaha Kecll

Aset <Rp 200 juta
Omset < Rp 1 miliar

Usaha Menengah

Untuk kegiatan industri, aset
< 5 miliar, untuk lainnya
(termasuk jasa) aset < 600
juta di luar tanah dan
bangunan

Omset < Rp 3 miliar/tahun

Bank Dunia

Usaha Mikro Pekerja < 10 orang

Aset <$ 3 juta

Omset < § 100.000/tahun
Usaha Kecll Pekerja < 50 orang

Aset <$ 3 juta
Omset < $ 3 juta/tahun

Usaha Menengah

Pekerja <300 orang
Aset <§ 15 juta
Omset < §$ 15 juta

Sumber : Krisnamurthi (2002)
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Sumber Daya
Input untuk proses
produksi perusahaan

Kapabilitas
Integritas berbagai
sumber daya

Kompetensi inti
Kapabilitas stratejik

Apakah kapabilitas
memenuhi kriteria
VRIN?

4

A

\

y

Ya

Tidak

Kapabilitas
Sekelompok
sumber daya non

Gambar 1 Kompetensi Inti

Sumber : Dimodifikasi dari Barney (dalam Kuncoro : 2005)
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Indonesia dengan mayoritas

Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan

Etika Bisnis Perbankan Syariah

Khusnul Rofida Novianti
Mahasiswa Program Pascasarjana FEB Universitas Brawijaya
Email : khusnul rofida(@gmail. com

Abstrak : Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sudah selayaknya menjadi
pelopor dalam pengembangan keuangan syariah. Perbankan syariah diproyeksikan
dapat berkembang cukup signifikan, namun terdapat berbagai tantangan seperti
pelanggan, jaringan, debitur, resiko, harga dan sumber daya manusia. Keterbatasan
SDM ekonomi syariah menjadi polemik yang tengah dihadapi oleh sektor perbankan
syariah. Tidak hanya masalah kuantitas saja, namun secara kualitas menjadi suatu
persoalan yang perlu dibenahi. Etika merupakan salah satu hal penting dalam bisnis
yang tercermin dalam perilaku. Diperlukan sinergi antara pengembangan kualitas
SDM dan juga etika bisnis perbankan syariah. Strategi yang perlu dilakukan yakni
dengan melakukan kerjasama antara perguruan tinggi dan perbankan syariah untuk
rekrutmen dan seleksi karyawan, pengembangan sumber daya manusia dilakukan
secara berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan, sinergitas
antara perbankan syariah dan lembaga pendidikan terkait kurikulum yang akan
diberikan kepada mahasiswa serta mengadakan pelatihan softskill terkait etika bisnis.
Dengan dilaksanakan sinergi antar keduanya (pengembangan kualitas SDM serta
etika bisnis), maka hal ini akan meningkatkan motivasi masyarakat Indonesia dalam
menggunakan jasa perbankan syariah.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Sumber Daya Manusia, Perbankan Islam

penduduk Perbankan  syariah

diproyeksikan

muslim sudah selayaknya menjadi pelopor
dalam pengembangan keuangan syariah. Ini
bukan merupakan hal yang mustahil karena
potensi Indonesia untuk menjadi global
player dalam keuangan syariah, yakni: (1)
Jumlah penduduk muslim yang besar
menjadi potensi nasabah industri keuangan
syariah. (2) Prospek ekonomi yang cerah,
tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang
relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,%) yang
ditopang oleh fundamental ekonomi yang
solid. (3) Peningkatan sovereign credit
rating Indonesia menjadi investment grade
yang akan meningkatkan minat investor
untuk berinvestasi di sektor keuangan
domestik, termasuk industri keuangan
syariah. (4) Memilki sumber daya alam
yang melimpah yang dapat dijadikan
sebagai wunderlying transaksi industri
keuangan syariah (Alamsyah, 2012).
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dapat berkembang cukup signifikan, namun
terdapat berbagai tantangan seperti yang
diungkapkan oleh Yuslam Fauzi dalam
Azmy (2015) vyaitu (1) Customers.
Terjadinya perubahan orientasi konsumen
dari religion oriented ke return oriented
dengan ekspektasi yang sama dengan
nasabah konvensional. (2) Network.
Cakupan wilayah dan teknologi masih
terbatas. (3) Debitur. Sulit dalam
mendapatkan debitur yang bak dan
bankable. (4) Risk. Resiko usaha sektor riil
masih tinggi. (5) Pricing. Persaingan
pricing antar bank syariah dan bahkan bank
konvensional yang semakin tajam. (6) Man
Power. Sumber daya manusia yang dimiliki
oleh bank syariah masih sangat terbatas.
Berdasarkan data Islamic Finance
Country Index (IFCI) 2016, Indonesia
berada dalam urutan ke-6 yang memiliki
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potensi dan kondusif dalam pengembangan
industri keuangan syariah setelah Malaysia,
Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates
dan Kuwait. Penetapan ranking ini
menggunakan beberapa aspek dalam
penghitungan indeks seperti jumlah bank
syariah, jumlah lembaga keuangan nonbank
syariah, maupun ukuran aset keuangan
syariah. Posisi Indonesia terus menurun tiap
tahunnya dan hal utama yang menjadi
tantangan adalah keterbatasan SDM
ekonomi syariah.

Keterbatasan SDM ekonomi syariah
menjadi polemik yang tengah dihadapi oleh
sektor perbankan syariah. Tidak hanya
masalah kuantitas saja, namun secara
kualitas menjadi suatu persoalan yang perlu
dibenahi. Lebih dari 90% SDM bank
syariah saat ini tidak memiliki latar
belakang pendidikan ekonomi syariah (Tim
Peneliti FE UI, 2003:53). Kebutuhan akan
kuantitas SDM  ekonomi  syariah
diproyeksikan membutuhkan sekitar 14
ribu SDM seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan perbankan syariah (Direktorat
Perbankan  Syariah  BI,  2010:72).
Kekhawatiran lain  yang muncul
diungkapkan oleh Farisal (2010) bahwa
seiring dengan meningkatnya industri
perbankan syariah, justru faktor SDM akan
merosot  tajam. Perbankan  syariah
berlomba-lomba membuka jaringan secara
besar-besaran namun tidak diimbangi
dengan persiapan SDM yang berkualitas.

Perbankan syariah sudah sepatutnya
menjalankan semua kegiatannya dengan
didasarkan atas konsep berbasis islami,
salah satunya adalah etika bisnis islam.
Etika berkaitan erat dan tercermmn dari
sumber daya manusia perbankan syariah,
yang menjadi ciri khas perbankan syariah
yang dijalankan berdasarkan prinsip islami.
Melihat masalah yang ada pada perbankan
syariah ditinjau dari aspek sumber daya
manusia, artikel ini memberikan beberapa
pandangan konseptual terkait : (1)
karakteristik sumber daya manusia yang
dibutuhkan oleh perbankan syariah (2)
Etika bisnis perbankan syariah. (3) Sumber
daya manusia dalam perspektif islam. (4)
Strategi pengembangan kualitas sumber
daya manusia perbankan syariah. (5) Kaitan
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etika bisnis dan pengembangan sumber
daya manusia perbankan syariah.

PEMBAHASAN

Karakteristik SDM Perbankan Syariah
Siamat dalam Azmy (2015:84) menjelaskan
bahwa kegiatan perbankan secara umum
menuntut adanya profesionalitas yang
tinggi guna mendukung proses
pengambilan keputusan dan pengendalian
resiko usaha seminin mungkin. Sesuai
dengan karakteristik perbankan syariah,
sumber daya yang dimiliki harus memiliki
kemampuan teknis di bidang perbankan,
memiliki pengetahuan terkait ketentuan dan
prinsip syariah secara baik, serta memiliki
akhlak dan moral islami. Akhlak dan moral
islami mencakup 4 hal utama sesuai syariat
islam, yakni :
a) Shiddiq (benar dan jujur)
b) Amanah (dapat dipercaya)
c) Tabligh (mengembangkan lingkungan
/ bawahan menuju kebaikan)
d) Fathonah (cerdas, kompeten dan
profesional)
Secara khusus, Bank Indonesia
mengatur bahwa pimpinan bank syariah dan
semua sumber daya perbankan syariah

harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Memiliki komitmen dalam
menjalankan operasional bank
berdasarkan prinsip syariah secara
konsisten

b. Memilki integritas dan moral yang
baik
¢. Mempunyai pengalaman operasional
perbankan  syariah  atau  telah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
terkait perbankan syariah
Terkait dengan  hal-hal diatas,
perbankan syariah memerlukan
kepercayaan masyarakat bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya tidak
menyimpang dari prinsip agama islam serta
mempertimbangkan aspek sosio-kultural
masyarakat Indonesia yang mayoritas
merupakan muslm.
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Etika Bisnis Perbankan Syariah

Islam menempatkan nilai etika di
tempat yang paling tinggi (Nawatmi,
2010:54). Pada dasarnya, Islam diturunkan
sebagai kode perilaku moral dan etika bagi
kehidupan ~ manusia,  seperti  yang
disebutkan dalam hadis: “ Aku diutus untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia”.
Termmologi  paling  dekat  dengan
pengertian etika dalam Islam adalah akhlak.
Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai
cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika
Islam memberi sangsi internal yang kuat
serta otoritas pelaksana dalam menjalankan
standar etika. Konsep etika dalam Islam
tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi
mutlak dan abadi Jadi, Islam menjadi
sumber nilai dan etika dalam segala aspek
kehidupan manusia secara menyeluruh,
termasuk dalam dunia bisnis. Al- Qur’an
memberi pentunjuk agar dalam bisnis
tercipta hubungan yang harmonis, saling
ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4:
29) dan bebas dari kecurigaan atau
penipuan, seperti keharusan membuat
administrasi dalam transaksi kredit (QS. 2 :
282).

Ada lima prinsip yang mendasari
etika Islam yaitu :
1. Unity (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid
yang memadukan seluruh aspek
kehidupan baik ekonomi, sosial,
politik budaya menjadi keseluruhan
yang homogen, konsisten dan teratur.
Adanya dimensi vertikal (manusia
dengan penciptanya) dan horizontal
(sesama manusia). Prakteknya dalam
bisnis : Tidak ada diskriminasi baik
terhadap pekerja, penjual, pembeli,
serta mitra kerja lainnya (QS. 49:13),
Terpaksa atau dipaksa untuk menaati
Allah SWT (QS. 6:163),
Meninggalkan perbuatan yang tidak
beretika dan mendorong setiap
individu untuk bersikap amanah
karena kekayaan yang ada merupakan
amanah Allah (QS. 18:46).

2. Equilibrium (Keseimbangan)
Keseimbangan, kebersamaan, dan
kemoderatan merupakan prinsip etis
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yang harus diterapkan dalam aktivitas
maupun entitas bisnis. Prakteknya
dalam bisnis : Tidak ada kecurangan
dalam takaran dan timbangan,
Penentuan harga berdasarkan mekanis
me pasar yang normal.

Free Will ( Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini adalah bebas
memilih atau bertindak sesuai etika
atau sebaliknya Aplikasinya dalam
bisnis : Konsep kebebasan dalam Islam
lebih mengarah pada kerja sama,
bukan persaingan apalagi sampai
mematikan usaha satu sama lain.
Kalaupun ada persaingan dalam usaha
maka, itu berarti persaingan dalam
berbuat kebaikan atau fastabig al-
khairat  (berlombalomba  dalam
kebajikan). Menepati kontrak, baik
kontrak kerja sama bisnis maupun
kontrak kerja dengan pekerja. “Wahai
orang-orang yang beriman, penuhilah
janji-janji” (QS. 5:1).

Responsibility (Tanggung Jawab)
Merupakan bentuk
pertanggungjawaban  atas  setiap
tindakan. Prinsip pertanggungjawaban
menurut Sayid Quthb adalah tanggung
jawab yang seimbang dalam segala
bentuk dan ruang lingkupnya, antara
jwa dan raga, antara orang dan
keluarga, antara  individu dan
masyarakat serta antara masyarakat
satu dengan masyarakat
lainnya.Aplikasinya dalam bisnis
Upah harus disesuaikan dengan UMR
(upah minimum regional). Economic
return bagi pemberi pinajam modal
harus dihitung berdasarkan perolehan
keuntungan  yang tidak  dapat
dipastikan jumlahnya dan tidak bisa
ditetapkan terlebih dahulu seperti
dalam sisitem bunga. Islam melarang
semua transaksi alegotoris seperti
gharar, system ijon, dan sebagainya.

Benevolence (Kebenaran)

Kebenaran disini juga meliputi
kebajikan dan kejujuran. Maksud dari
kebenaran adalah niat, sikap dan

PROSIDING
Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



perilaku  benar dalam melakukan
berbagai proses baik itu proses
transaksi, proses memperoleh
komoditas, proses pengembangan
produk maupun proses perolehan
keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis:
Memberikan zakat dan sedekah,
Memberikan kelonggaran waktu pada
pihak terutang dan bila perlu
mengurangi beban utangnya,
Menerima pengembalian barang yang
telah dibeli, Membayar utang sebelum
penagihan datang, Adanya sikap
kesukarelaan antara kedua belah pihak
yang melakukan transaksi, kerja sama
atau perjanjian bisnis, Adanya sikap
ramah, toleran, baik dalam menjual,
membeli dan menagih utang, Jujur
dalam setiap proses transaksi bisnis.

Sumber Daya M anusia dalam Perspektif
Islam

Sumber daya manusia merupakan
kekuatan terbesar dalam pengolahan
seluruh sumber daya yang ada dimuka
bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan
Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja
diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan
umat manusia. Hal ini sangat jelas telah
ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran
surah Al-Jatsiyah ayat 13:

AL A L B Slaldl Ly 8 oY) agas dda
G o U SN o 0K

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi semuanya,
(sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaumyang
berpikir”.

Oleh karena itu sumber daya yang ada
ini harus dikelola dengan benar karena itu
merupakan amanah yang akan dimintai
pertanggungjawabannya  kelak.  Untuk
mendapatkan pengelolaan yang baik imu
sangatlah diperlukan untuk menopang
pemberdayaan dan optimalisasi manfaat
sunber daya yang ada. Di dalam surah Ar-
Rohman ayat ke 33, Allah telah
menganjurkan manusia untuk menuntut
ilmu seluas-luasnya tanpa batas dalam
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rangka membuktikan kemahakuasaan Allah

SWT. Allah SWT mencerminkan keadaan

manusia yang ideal dalam kitab-Nya yaitu

dengan kriteria sekurang-kurangnya adalah
sebagai berikut:

a) Segala sesuatunya harus dikerjakan
dalam rangka untuk mengesakan Allah
(QS Muhammad : 19)

b) Menganggap bahwa semuanya adalah
saudara dan memiliki kedudukan yang
sama meskipun berbeda suku bangsa (
QS Al-Hujurat : 13)

c) Saling tolong menolong dan berbuat
baikk  sehingga akan  tercipta
masyarakat yang harmonis ( QS Al-
Maidah : 2)

d) Berlomba-lomba dalam kebaikan ( QS
Al-Baqoroh : 148)

e) Toleransi dan bebas menjalankan
ajaran agama masing-masing (QS : Al-
Kafirun : 1-6)

f)  Selalu istijomah dalam kebaikan/
teguh  pendiriannya dan  tidak
melampaui batas ( QS Hud : 112)

g) Adil dan selalu memperjuangkan
kebenaran ( QS An-Nisa : 58)

h) Mengembangkan pola pikir dengan
mempertimbangkan kebaikan atau
keburukan tentang suatu kal tertentw/
ijthad (Al-Baqoroh : 219).

Jika manusia telah mampu untuk
mengamalkan hal diatas tentulah sumber
daya manusia dan alam akan teroptimalkan.
Pengayaan kualitas SDM merupakan suatu
keharusan dalam islam, sebagaimana yang
telah disampailan oleh rosulullah SAW
bahwa menuntut imu adalah wajib dari
mulai lahir hingga wafat. Oleh karena itu
mempelajari semua imu, baik umum
maupun keagamaan merupakan suatu
keharusan. Yang perlu digaris bawahi ialah
kemana ilmu itu akan digunakan.

Strategi Pengembangan Kualitas SDM
Perbankan Syariah

Peningkatan bisnis perbankan syariah
membutuhkan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi yang tinggi di bidang
perbankan. Bank Indonesia = memiliki
panduan rencana untuk mengembangkan
sumber daya manusia bidang perbankan
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syariah. Ada beberapa sasaran target yang

dijadikan untuk peningkatan sumber daya

manusia (Azmy, 2015 : 85) antara lain
adalah :

1) Sumber daya manusia berkualitas tinggi
di bisnis syariah harus dilakukan sebagai
upaya peningkatan bisnis bank syariah.
Ini dimaksudkan bahwa bank syariah
harus memiliki sumber daya manusia
yang mumpuni dengan bekerja sama
pada lembaga pendidikan atau pelatihan
sehingga karyawan dapat memberikan
kontribusi positif kepada organisasi.
Beberapa institusi perbankan syariah
sudah  banyak yang  melakukan
kerjasama dengan lembaga pendidikan
seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Universitas Indonesia, dan berbagai
macam perguruan tinggi yang sudah
memiliki program studi perbankan
syariah untuk mengisi posisi-posisi
jabatan yang ada di bank syariah.
Lembaga pendidikan dituntut untuk
membuat standar pendidikan yang
sesuai dengan kebutuhan bank syariah
meliputi pengetahuan, skill, dan perilaku
(Knowledge, Skill, Attitude) sesuai
dengan kebutuhan bank syariah. Ini
bertujuan untuk membangun konsep
Link and Match dalam pengembangan
sumber daya manusia yang memiliki
daya saing tinggi sebagai upaya
peningkatan bisnis bank syariah.

2) Regulasi dan supervisi yang efektif bagi
perbankan syariah. Bank Indonesia
sebagai  regulator harus  mampu
mengakomodasi  kebutuhan  aturan
pengembangan bisnis syariah. Supervisi
harus dilakukan untuk menjamin nilai-
nilai bisnis syariah dapat diterapkan
pada semua bank syariah melalu dewan
pengawas yang bisa ditunjuk langsung
oleh pemerintah. Ini sudah dilakukan
oleh Bank  Indonesia dengan
menerbitkan aturan Nomor: 12/ 21
/PBI/2010 bahwa setiap bank harus
memiliki rencana bisnis dan memetakan
tahapan implementasi baik jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang.
Kemudian langkah ini dilanjutkan
dengan menerbitkan Kodifikasi
Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan

29

Rencana Bisnis Tahun 2012 yang
mengatur beberapa lampiran laporan
rencana bisnis untuk mempermudah
pengawasan dan penerapan regulasi
secara konsisten. Ginting dkk (2012)
menyusun beberapa kodifikasi laporan
kelembagaan mengenai rencana bisnis
bank dengan beberapa item yang harus
dipenuhi oleh perbankan. Salah satu
output kodifikasi adalah laporan kondisi
dan rencana kebutuhan sumber daya
manusia serta rencana pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia. Ini
dilakukan untuk meningkatkan daya
saing sumber daya manusia dalam
peningkatan kemampuan dan
menghasilkan inovasi bisnis sehingga
terjadi kecocokan antara rencana bisnis
dengan strategi pemenuhan sumber daya
manusia di perbankan syariah.

3) Struktur perbankan yang efektif dalam

melaksanakan bisnis syariah. Struktur
organisasi mencerminkan bagaimana
tata laksana bisnis dan budaya
organisasi. Bank syariah harus mampu
membuat  struktur organisasi yang
efektif sehingga prosedur bisnis dan
peningkatan pengetahuan dapat
menjamin bahwa karyawan memahami
target organisasi. Beberapa bank syariah
sudah melakukan pembuatan struktur
organisasi sesuai dengan aturan yang
ditetapkan Bank Indonesia. Bank
Syariah Mandiri sudah menerapkan
struktur organisasi yang efektif untuk
beradaptasi pada trend bisnis keuangan
syariah. Nilai-nilai organisasi yang
diterapkan adalah Excellent, Teamwork,
Humanity, Integrity, dan Customer
Focus. Bank Syariah Mandiri berusaha
untuk memberikan pelayanan terbaik
bagi nasabah dan kepuasan menjadi
jaminan sehingga daya saing perusahaan
memiliki keunggulan kompetitif.

4) Infrastruktur yang mendukung bisnis

syariah. Bank Indonesia  memiliki
rencana untuk membangun system yang
terintegrasi dengan semua bank syariah.
Ini dilakukan untuk mendukung upaya
kontribusi bank syariah  terhadap
perekonomian nasional. Bank syariah
harus mampu mengakomodasi
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infrastruktur yang direncanakan oleh
pemerintah sehingga dapat memberikan
efek positif pada bank syariah. Bank
Indonesia memiliki beberapa grand
strategi untuk membangun infrastruktur
perbankan syariah. Bank Indonesia
menerapkan dual-banking system dalam
bank syariah untuk menghadirkan
alternatif jasa perbankan yang semakin
lengkap kepada masyarakat Indonesia.
Secara bersama-sama, sistem perbankan
syariah dan perbankan konvensional
secara sinergis mendukung mobilisasi
dana masyarakat secara lebih luas untuk
meningkatkan kemampuan pembiayaan
bagi sektor perekonomian nasional
Contoh Bank Central Asia (BCA)
membuka BCA  Syariah sebagai
implementasi dual-banking system dan
Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka
BRI Syariah sebagai perwujudan
dukungan peningkatan infrastruktur
bisnis perbankan syariah.

5) Pemberdayaan nasabah yang efektif.
Nasabah merupakan objek konsumen
yang harus dilayani dengan baik. Bank
syariah harus mampu membuktikan
bahwa bisnis yang dialankan sesuai
dengan prinsip syariah. Edukasi produk
syariah harus dilakukan kepada nasabah
sehingga mengetahuisecara lengkap dan
komprehensif tentang produk syariah.
Ini sudah dilakukan oleh Bank Syariah
Mandiri dalam melakukan edukasi
bisnis bank syariah dalam websitenya.
Bank Syariah Mandiri melakukan
pembuatan  artikel  ilmiah dan
memperkenalkan konsep Islamic Wealth
Management kepada masyarakat dengan
bertujuan untuk menjelaskan konsep
produk dan manfaat yang didapat
nasabah. Artikel tersebut menggunakan
bahasa yang mudah dipahami sehingga
masyarakat memahami bisnis bank
syariah dan edukasi berjalan efektif.

6) Kepatuhan terhadap prinsip syariah
yang tinggi. Bank Indonesia sebagai
regulator harus membuat aturan yang
tegas dalam penerapan prinsip-prinsip
bisnis syariah. Asas kepatuhan harus
dijalankan oleh bank syariah demi
menjamin  kepercayaan masyarakat
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sebagai nasabah dalam menyimpan uang
dan investasi atas dasar syariah. Laporan
Tahunan 2013 yang dimiliki oleh Bank
Syariah  Mandiri sudah  mampu
menerapkan standar kesehatan
perbankan nasional. Non Performing
Financing (NPF) tidak lebih dari 5 %
hanya berkisar 4.32 %. Capital
Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio
kecukupan modal berjalan dengan baik
sebesar 14.10% dan beberapa rasio
keuangan yang lain bisa menunjukkan
kinerja ~ bank cukup stabil.  Ini
menandakan bahwa prinsip kepatuhan
dalam melaksanakan aturan bank
syariah yang ditetapkan Bank Indonesia
sudah cukup baik dan dapat ditingkatkan
seiring kinerja bisnis dapat mencapai
target pencapaian yang ditetapkan oleh
organisasi.

7) Aliansi strategis yang saling bersinergi.
Pemerintah dan bank syariah harus
menjadi mitra kerja yang proporsional
demi kontribusi terhadap ekonomi
nasional. Walaupun kontribusi bank
syariah masih dibawah 5%. Ini bukan
merupakan hambatan dalam melakukan
sebuah terobosan baru dalam bisnis
syariah dala membentuk sebuah aliansi
bisnis dan sinergitas yang positif. Bank
Indonesia (BI) sebagai regulator mampu
mengakomodasi ~ kebutuhan  untuk
pengembangan produk syariah. Bank
syariah harus mampu menerapkan
aturan yang sudah ditetapkan oleh Bank
Indonesia dengan menjaga kinerja
bisnis, meningkatkan kesehatan
perbankan, dan edukasi produk syariah
kepada nasabah. Ini dilakukan untuk
memunculkan kepercayaan masyarakat
dalam menggunakan bank syariah
sebagai alternatif keuangan sehingg
pangsa pasar menjadi tinggi dan
sustamnabilitas ~ industri  perbankan
syariah dalam jangka panjang.

Progam pengembangan sumber daya
manusia hendaknya disusun secara cermat
dan didasarkan kepada metode-metode
ilmiah serta berpedoman pada
keterampilan yang dibituhkan perusahaan
saat ini maupun masa  depan.
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Pengembangan haruslah bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis,
konseptual serta moral sumber daya
manusia supaya prestasi kerjanya baik dan
mencapai hasil yang optimal. Beberapa
strategi pengembangan SDM perbankan
syariah yang bisa dijjalankan antara lain:

a) Perguruan tinggi harus menyediakan
program pendidikan yang dimulai dari
Strata Satu sampai Strata 3. Ini mutlak
dilakukan untuk menyediakan sumber
daya manusia bukan hanya untuk entry
level, tetapi sampai level manajemen
puncak sehingga bank syariah tidak
kesulitan untuk mencari sumber daya
manusia  insani  sesuai  dengan
karakteristik bisnis bank syariah.
Peningkatan  kualitas  pendidikan
perbankan syariah sudah dilakukan
oleh beberapa perguruan tinggi baik
swasta maupun negeri. Penelitian yang

(Heri : 2013). Efek positif dari
kerjasama ini bahwa bank syariah bisa
melakukan efisiensi pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia.
Ini  disebabkan  selama  proses
pendidikan calon pegawai sudah
mengetahui target organisasi dan
kebutuhan skill sesuai dengan industri
syariah. Bank Syariah Mandiri sudah
memilki sistem Early Development
Program (ERP) dimana perusahaan
menjalin ~ kerjasama  dengan 38
perguruan tinggi baik negeri dan
swasta dalam proses rekrutmen
pegawai. Bank Syariah Mandiri tidak
mau salah dalam merekrut kandiat
pekerja jika tidak sesuai nilai-nilai
perbankan  syariah.  Implementasi
sudah dilakukan dalam jangka panjang
dan sustainabilitas organisasi bisa
terjaga dengan baik.

dilakukan oleh  Munthe (2012) c¢) Pengembangan sumber daya manusia
melakukan pemetaan antara supply dilakukan secara berkelanjutan. Bank
dan demand kebutuhan sumber daya Syariah Mandiri menggunakan sistem
manusia bank syariah. Hasil penelitian pengembangan bakat (Talent
ini menunjukkan bahwa kebutuhan Management). Sistem ini digunakan
sumber daya manusia bank syariah untuk memantau dan menyeleksi
untuk melakukan akselerasi berjumlah bakat-bakat terbaik dari pegawai bank
179.646 orang pegawai dari 37.356 syriah untuk diberikan program
orang pada akhir tahun 2012. Jumlah pengembangan kenaikan jabatan yang
tersebut akan terdiri dari 165.274 dibutuhkan oleh organisasi. Bank
orang pegawai kategori low Syariah Syariah Mandiri memiliki kepercayaan
quality, dan 14.372 orang kategori jika sumber daya manusia
middle to high syariah quality. Supply dikembangkan secara baik dan benar
gap SDM syariah kategorilow syariah serta penempatan bakat yang tepat,
quality akan terjadi sampai dengan maka dapat menghasilkan calon-calon
tahun 2016 dan kategorimiddle to high pemimpin yang berkualitas. Beberapa
syariah quality, hingga tahun 2020. Ini program yang sudah dialankan seperti
berarti bahwa peran perguruan tinggi Officer Development Program(ODP),
sangat vital dalam penyediaan sumber Middle Management Development
daya manusia. Sinergitas antara bank Program (MMDP), dan Senior
syariah sebagai pemberi kerja dan Management Development Program
perguruan tinggi sebagai penyedia (SMDP). Ketiga program inilah yang
tenaga kerja harus memiliki komitmen dijadikan andalan bagi Bank Syariah
bersama untuk mewujudkan akselerasi Mandiri (BSM) dalam mendapatkan
perbankan syariah pada tahun 2020 sumber daya manusia yang terbaik dan
yang sudah ditetapkan oleh Bank menerapkan sistem kompensasi yang
Indonesia dimana tingkat pertumbuhan kompetitif sebagai upaya mewujudkan
bank syariah harus diatas 5%. retensi pegawai yang baik.

b) Perbankan syariah melakukan d) Pendidkan dan pelatihan yang
kerjasama dengan perguruan tinggi diberikan  hanya sesuai dengan
untuk rekrutmen dan seleksi karyawan kebutuhan. Ini dilakukan bahwa
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selama proses perkuliahan sudah
diberikan materi dasar bisnis syariah.
Bank Syariah Mandiri memiliki
beberapa program pendidikan dan
pelatihan bagi sumber daya manusia
yaitu Banking Staff Program (BSP),
Banking Academy, dan Enhancement
Program. Ketiga program ini dijadikan
sebagai bekal para pegawai dengan
berbagai macam kemampuan dan
kompetensi yang sesuai dengan bisnis
perbankan syariah. Proses pendidikan
dan pelatihan terfokus pada skill dan
kemampuan yang dibutuhkan sehingga
dapat menghasilkan output sesuai
harapan organisasi.

Bank syariah dengan lembaga
pendidikan harus melakukan diskusi
tentang sinergitas kurikulum yang
akan diberikan kepada mahasiswa. Ini
harus dilakukan untuk mempersiapkan
calon mahasiswa untuk berkarir di
bank syariah sesuai dengan kebutuhan
bank syariah  dalam  melayani
konsumen. Bank syariah dengan
perguruan tinggi mengadakan seminar
atau workshop dengan mengundang
para praktisi dan peneliti bank syariah.
Pokok pembahasan mengenai isu-isu
terkini yang menjadi topik hangat pada
industri bank syariah. Perguruan tinggi

baik swasta dan negeri sering
melakukan diskusi ilmiah  dalam
pembahasan penelitian dan artikel
sehingga dapat meningkatkan

wawasan serta pengetahuan tentang
industri perbankan syariah. Mahasiswa
menjadi peserta untuk melihat dan
menganalisis secara kritis apa yang
harus dilakukan untuk membangun

industri  perbankan  syariah  di
Indonesia  menjadi  lebih  baik,
kompetitif, dan memilki daya saing
yang tinggi.

Melakukan pelatihan softskill lebih
lanjut  mengenai etika bisnis. Jika
perlu dirancang mata kuliah terkait
etika  bisnis agar  mahasiswa
mengetahui pentingnya etika dalam
dunia kerja.
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Kaitan Etika Bisnis Dan Penge mbangan

Kualitas Sumber Daya Manusia
Perbankan Syariah
Pengembangan kualitas SDM

berkaitan sangat erat dengan etika bisnis
perbankan syariah. Seperti yang telah
dijelaskan diatas bahwa etika merupakan
cerminan diri, terlebih bagi seorang
muslim. Bagi perbankan syariah sangat
penting tercermin etika dan perilaku bisnis
islam bagi para karyawannya. Peningkatan
serta pengembangan kualitas SDM harus
dilaksanakan secara berbarengan, agar tidak

terjadi  ketimpangan. Hal i perlu
diantisipasi agar tidak hanya kualitas serta
kuantitas pengembangan sumber daya
manusia saja yang menonjol bagi

perbankan syariah namun tidak diimbangi
dengan perbaikan etika bisnis sesuai dengan
syariat Islam. Dengan dilaksanakan sinergi
antar keduanya (pengembangan kualitas
SDM serta etika bisnis), maka hal ini akan
menjadi perbaikan kinerja dan nilai plus
agar masyarakat Indonesia yang mayoritas
muslim mau menggunakan jasa perbankan
syariah.

SIMPULAN

Keterbatasan SDM  ekonomi syariah
menjadi polemik yang tengah dihadapi oleh
sektor perbankan syariah. Perbankan
syariah sudah sepatutnya menjalankan
semua kegiatannya dengan didasarkan atas
konsep berbasis islami, salah satunya
adalah etika bisnis islam. Dalam Islam,
etika (akhlak) sebagai  cerminan
kepercayaan Islam (iman). Beberapa
strategi pengembangan SDM perbankan
syariah yang bisa dijalankan antara lain : (1)
Perguruan tinggi harus menyediakan
program pendidikan perbankan syariah
yang dimulai dari Strata Satu sampai Strata
3. (2) Perbankan syariah melakukan
kerjasama dengan perguruan tinggi untuk
rekrutmen dan seleksi karyawan. (3)
Pengembangan sumber daya manusia
dilakukan secara  berkelanjutan.  (4)
Pendidikan dan pelatihan yang diberikan
hanya sesuai dengan kebutuhan. (5) Bank
syariah dengan lembaga pendidikan harus
melakukan diskusi tentang  sinergitas
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kurikulum yang akan diberikan kepada
mahasiswa. (6) Pelatihan softskill terkait
etika bisnis. Dengan dilaksanakan sinergi
antar keduanya (pengembangan kualitas
SDM serta etika bisnis), maka hal ini akan
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Abstrak: Manajemen risiko bank syariah khususnya penyaluran pembiayaan
mudharabah masih mengadopsi secara penuh konsep manajemen risiko dari bank
konvensional yang tinggal ditambahkan kata “syariah” yang menjadikan bank
berlabel syariah tapi berperilaku konvensional karena hal ini tercermin dari konsep
manajemen risiko yang sangat rasionalitas juga berorientasi pada konsep tidak boleh

rugi (utilitarian), untuk mengobati hal tersebut maka tulisan ini

mencoba

memformulasikan konsep manajemen risiko syariah berdasar moral dan etika
kemudian mengorientasikan manajemen risiko pada takwa lebih lanjut juga tulisan ini
mengkonstruksi penilaian kesehatan penyaluran pembiayaan mudharabah yang
diambil dari konsep modern yaitu 6C dan menggantinya dengan konsep yang di
disebut SAJADAH: Shidiq, Amanah, Jihad, Aql, Dhirham, Al-Mutmainnah, Hidayah.

Kata Kunci: Mudharabah, Pengambilan Keputusan, Manajemen Keuangan Syariah,

DUIT, SAJADAH.

Indah, merupakan kata yang pertama
tergambar di pikiran kami ketika
mendengar kata mudharabah,
bagaimana tidak, selain
menggambarkan akad yang penuh
dengan nilai kepercayaan, kejujuran,
keadilan, kerelaan, dan sebagainya,
mudharabah juga sangat berpotensi
meningkatkan  daya  guna  uang,
meningkatkan daya guna  barang,
meningkatkan peredaran uang,
menimbulkan  kegairahan  berusaha,
stabilitas ekonomi sampai  dengan
jembatan untuk meningkatkan
pendapatan nasional (Rivai 2010).
Selain itu kasus negative spread yang
dialami bank konvensional pada tahun

sedangkan 55 bank konvensional
mengalami  “cedera berat” dan harus
mendapat pertolongan dari pemerintah

berupa  Bantuan  Likuiditas  Bank
Indonesia (BLBI). Disisi lain bank
syariah justru terlihat stabil dengan

sistem mudharabah kasus mi juga
sebagai bahan muhasabah tentang
alasan mengapa Allah mengharamkan
riba (QS Al-Bagarah 275) dan dari
kasus ini pula pemerintah mulai serius

mengembangkan bank syariah
(Fattahullah: ~ 2008). Tetapi  ketika
melihat realtas yang ada sekarang

berupa pembiayaan mudharabah yang
kalah bersaing dengan akad lain
ditambah lagi dengan non performing

1997 dan 1998 bisa dikatakan menjadi financial mudharabah yang sangat
salah satu bukti fenomenal dari tinggi menimbulkan keresahan dan
kemndahan akad mudharabah, pertanyaan ada apa dengan akad
mengapa? karena sementara bank mudharabah?.

konvensional sedang diporak- Meruyjuk pada Antonio (2000)
porandakan oleh konsep bunga (inferes) menjelaskan akad mudharabah sangat
yang menyebabkan 30 bank sarat dengan risikko oleh sebab itu bank
konvensional bangkrut masal syariah cenderung bersikap menolak
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pembiayaan mudharabah dan
menggantinya  dengan  musyaraqah
mutlagah. Jika permasalahannya adalah
risiko, akad lain juga sama berisikonya
dengan mudharabah misalnya risiko
yang telah terjadi dan berhubungan
dengan ranah hukum. Tahun 2013
tentang ditangkapnya direktur kepala
cabang bank syariah di Brebes tentang
markup salah satu produk pembiayaan
di bank syariah, akibat dari markup itu
diperkirakan kerugian yang ditanggung
oleh Negara sekitar 59  milyar
(detik.com). Kemudian tahun 2014
salah satu bank syariah di Indonesia
terkena kasus hukum akibat money
game, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
memeriksa bank syariah akibat kasus
maney game berkedok mvestasi GTIS
(Golden Trandes Indonesia Syariah)
dan GBI (Gold Bullion Indonesia)
(bisniskeuangan.kompas.com.) Ada
juga kasus salah satu bank syariah di
Gorontalo tahun 2013 yang
berhubungan dengan KPR (Kredi
Pemilkan Rumah). Nasabah menuntut
bank syariah disebabkan tidak ada
pemberitahuan bahwa pembiayaan KPR
yang telah dikontrakan untuk nasabah
tersebut ternyata telah dialihkan kepada
nasabah yang lan  (youtube.com).
Sederet kasus mi membuktkan bukan
mudharabah  saja  yang  berisiko
melainkan akad lain pula tidak terlepas

dari risikko. Bahkan telah banyak
literatur yang telah membahas serta
memberikan beberapa solusi khusus

untuk akad mudharabah (lihat misalnya
(Karm, 2004) (Sumar’in, 2012)
(Rustam, 2013) (Wahyudi er al, 2013)
(Muhamamad, 2008) dan masih banyak
lagi. Namun mengapa masih saja akad

ni enggan menampakkan
keindahannya?  Dari  fenomena  ini
menggelitik  pemikiran  kami  untuk
bertanya, risikko yang melekat di

mudharabah yang salah atau justru
solusi risikonya yang kurang tepat?.
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Menjawab pertanyaan tersebut
marilah kita meryjuk pada sabda nabi
Muhamad SAW “Al ghunmu bil Ghurmi
/ keuntungan menyertai risiko” yang
berarti bahwa justru risikolah
menjadikan  bagi  hasil itu  halal
(Wahyudi et al, 2013:13), kemudian
juga jika merenungkan kembali contoh
kasus yang dipaparkan di atas, pastilah
kita bisa menjawab dengan sendirinya,
pantaskah kita menyalahkan risko?
Tentu jawabannya tidak ada yang salah
dengan riskko. lalu  bagaimanakah
dengan konsep manajemen risikonya?
Konsep  manajemen risko  yang
digunakan oleh bank syariah sekarang
masth kurang tepat, karena konsep
tersebut diadopsi dari bank
konvensional yang tinggal ditambahkan
kata syariah (Kamayanti 2014), yang
tuyjuan akhirnya tetap sama seperti bank
konvensional yaitu menerima, menolak

atau  mengelolanya  atas alasan
utilitarian  (Triyuwono, 2011). Untuk
mempertegas hal i berkut kami
sajikan cuplkan pernyataan Karim
(2004214) yang secara tegas
menjelaskan utilitarian  sebagai tuyjuan

manajemen risiko bank syariah:
Untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya risiko..., maka bank
syariah  dapat  menetapkan
sejumlah batasan tertentu ketika
menyalurkan pembiayaan
kepada  mudharib.  Batasan-
batasan tertentu dikenal sebagai
incentive-compatible constrains.
Melalui incentive-compatible
constrain ini, mudharib secara
sistematis  “dipaksa” untuk
berperilaku memaksimalkan
keuntungan bagi kedua belah
pihak, baik bagi mudharib itu
sendiri maupun bagi shahibul
mal.

Lebih lanjut Kamayanti &
Rahmawati (2013) menjelaskan
manajemen risiko syariah yang berpusar
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pada keuntungan terlihat pada cuplikan

pernyataan Karim (2011, 289):
Menyebutkan bahwa penentuan
nisbah bagi hasil selain metode
bagi keuntungan dan
pendapatan, bank  syariah
diizinkan menggunakan metode
bagi penjualan. Dengan kata
lain, bank tidak mau sama sekali
menanggung beban/pengeluaran

oleh mudharib. Sebagai
implikasinya  bank  syariah
cenderung menerapkan
persentase bagi hasil yang besar
kepada bank.

Oleh sebab itu tulisan ini
berusaha untuk menjawab pertanyaan
bagaimanakah  konsep  manajemen
risiko syariah? Pertanyaan mni
mendorong penulis untuk

memformulasikan  konsep manajemen
risko syariah yang kemudian juga
memformulasikan ~ konsep  penilaian
penyaluran pembiayaan mudharabah
berdasarkan sajadah, bukan pada 6C
dengan jawaban yang ingin dieksplor
dari tulisan ini adalah ada apa di balik
konsep manajemen risiko “‘syariah™?

Bagaimanakah konsep yang senada
dengan bank syariah tujuan bank
syariah?

PEMBAHASAN

Ada Apa Di Balik Manajemen Risiko
Syariah?

Secara konsep manajemen risiko bank
syariah  sama  halnya  perbankan
konvensional pada umumnya yaitu
rangkaian prosedur dan metodologi
yang digunakan dalam
mengidentifikasi, mengukur memantau
dan mengendalkan risikko yang timbul
dari kegatan wusaha bank (Karim,
2004:255) (Sumar’in, 2012:110).
Bedanya konsep manajemen risiko bank
konvensional ~dan  bank  syariah
dijelaskan oleh Wahyudi et al (201325)
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adalah bank syariah menanggung dua
risikko lebth bank di bandingkan bank
konvensional yaitu risikko bagi hasil dan
risiko investasi sedangkan untuk risiko

lamnya berupa risikko kredit, risiko
pasar, risiko likuiditas, risiko
operasional, risiko  hukum, risiko
reputasi  risiko strategis, risiko

kepatuhan sama dengan risikko bank
konvensional. Kemudian juga secara
teori bahwa tujuan manajemen risiko
utamanya dilakukan untuk menghindari
berbagai kerugian atau dengan kata lain
manajemen risikko di lakukan untuk
memaksimalkan keuntungan (Wahyuni
et al, 2013:18) (Sumar’m, 2012:110)
(Karim, 2004:255) memaksimalkan
keuntungan dengan cara menekan biaya
merupakan salah satu  tujuan dari
manajemen risiko yang ditark lebih
jauh lagi sangatlah self interest jka
meminimalkan biaya menjadi orientasi
dan tyuan dari manajemen risiko
syariah, lalu bagaimanakah dengan
konsep magqosid syariah?  Adakah
konsep  yang  manajemen  risiko
membahas tentang menjadikan manajer
bank maupun mudharib ke arah takwa?
Jawabannya tidak ada. Manajemen
risiko “syariah” ya manajemen risiko,
sama seperti konsep bisnis ya Dbisnis,
tidak ada yang namanya lailahaillallah
justru yang ada hanya konsep la illaha
illah fulus (tiada tuhan selain uang atau
kapitalis).

Konsep la illaha illah fulus
sangat identik dengan konsep
modernitas  yang  djelaskan  oleh
Triyuwono (2006) yang syarat dengan
nilai mdividualistik, egoistik,
materialistik, kapitalis dan utilitarian,
i dapat terhhat dari  konsep
manajemen risiko yang berkutat pada
konsep untung dan rugi yang juga
merupakan kritkkan oleh (Kamayanti &
Rahmawati, 2013) (Triyuwono, 2010).
Bahkan seperti penjelasan sebelumnya
dari pembagian bagi hasill yang
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berdasarkan penjualan sehingga bank
tidak mau menanggung rugi sama
sekali, sama halnya dengan incentive
compatible constrains yang dielaskan
oleh Karim (2004) yang semuanya
dituyjukan agar bank tidak rugi, empat
syarat  tersebut  adalah  pertama
menetapkan syarat agar porsi modal dari
pihak mudharibnya lebih besar dan atau
menggunakan jaminan, kedua
menetapkan  syarat agar mudharib
melakukan bisnis yang risiko
operasionalnya lebih rendah, ketiga
menetapkan  syarat agar mudharib
melakukan bisnis dengan arus kas
transparan, dan keempat menetapkan
syarat agar mudharib melakukan bisnis
yang biaya tidak terkontrol rendah.
Sekali lagi bisa dipahami masih
melekatnya nilai  modernitas  pada
manajemen risiko syariah, bahkan untuk
memperlancar hal tersebut dilakukan
pula pengawasan yang gunanya untuk
mencegah kerugian, yang terjadi bukan
malah menyambung silaturahmi antara
muhdarib dan shohibul mal justru
terputus pada monitoring laba apakah
i salah? Jawabannya sebenarnya akan
kurang tepat jika nilai mi melekat di
bank syariah karena bank yang
menyatakan diri mengangkat syariah
seharusnya justru membawakan nilai-
nilai syariah dalam operasionalnya.
Membawakan nilai syariah yang
sangat bertolak belakang dengan nilai
modernitas  menjadi  penting  dan
mendesak di manajemen risiko syariah
untuk mencegah terjadinya
disfungsional  behavior pada  bank
syariah, karena sadar ataupun tidak
konsep yang turut membawa nilai akan
membentuk perilaku orang tersebut,
oleh sebab itu untuk menetralisir nilai

modernitas yang mendominasi
manajemen risiko  berupa  egositik,
individualis, matrealistikk, utilitarian,dan

kapitalis (Triyawono, 2006) maka perlu
ditambahkan nilai lainnya yaitu nilai
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syariah adalah rahmatan lil alamin atau
rahmat untuk seluruh umat bukan diri
sendiri (egoistic) atau untuk mushm
saja. Berkutnya nilai syariah tidak
sebatas materi tetapi juga non materi
harus ada, sama berlakunya juga untuk
nilai utilitarian yang menitikkberatkan
pada penilaian hasil bukan proses justru
sebaliknya nilai syariah didasarkan pada
proses bukanlah hasil (Triyuwono,
2010) dan tentu orientasi dari syariah
adalah menjadikan manusia takwa
bukan menjadikan manusia kapitalis
berupa memiliki uang yang sebanyak-
banyaknya.

Tahap lebih lanjut  adalah
membahas proses memmimmalisir risiko
pada pembiayaan mudharabah yang
secara konsep dilakukan pada empat
tahap yaitu pertama disebut dengan

tahap awal yang tugasnya adalah
menganalisis kelayakan sebuah
pembiayaan yang akan diberkan

kepada calon nasabah yang cakupannya
memeriksa administrasi dan porto folio
pembiayaan yang menjadi acuan dalam
tahap awal ini adalah memaksimalkan
materi (laba) (bisa dilihat lebih lanjut di
Sumar’in, 2012:115-116). Kedua
analisis pembiayaan menggunakan
konsep 6C (character, capital capacity,
collateral, condition of economic dan
contranins) yang tujuan tahap kedua ini
adalah meyakinkan pihak manajemen
bank syariah apakah pihak mudharib
memiliki kemampuan dan kemauan
dalam memenuhi kewajiban secara baik
analisis ini pun sama seperti tahap awal
yaitu berkisar pada materi dan porsi non
materi sangat kecil kalaupun ada aspek
analisis non materi berupa character
tahap kedua ujung-ujungnya adalah
materi yaitu profit, Ketiga identifikasi
dan mengukur tujuannya tidak lain
untuk  menganalisis  risko  untuk
menemukan risikko secara  sistematis
khususnya risiko kerugian potensial
yang menentang perusahaan. Tahap
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ketiga juga sama seperti tahap-tahap

sebelumnya yaitu yang didentifikasi
dan dwukur hanya apakah dari
pembiayaan i akan menghasikan

keuntungan dan kerugian berapa untuk
bank syariah, bahkan dengan tegas
untuk melakukan manajemen agar tidak
rugi dengan tegas Kasmir menjelaskan
konsep pembagian keuntungan
berdasarkan penjualan bersth  yang
artinya bank syariah tidak mau
menanggung sama sekali  kerugian.
Keempat adalah pengawasan
berjalannya pembiayaan, mirisnya di
konsep pengawasan bahwa (Sumar’in,
115-119). Seperti penjelasan
sebelumnya bahwa konsep
meminimalisit risiko i masih sangat
bersifat parsial jka dilhat dari nilai
syariah oleh sebab itu maka di
rumuskan  konsep mnimalisir  risiko
berdasarkan sajadah cinta.

SAJADAH adalah formulasi
konsep manajemen risiko khususnya
pada penyaluran pembiayaan mudharib
yang tidak hanya secara sistematis
dibagi berdasarkan fitrah manusia yaitu
penilaian nafSu, akal, mental dan
spiritual. Akan tetapi konsep
SAJADAH juga meletakan penilaian
secara  proporsional sesuai dengan
posisinya berupa penilaian sebelum,
sementara bahkan setelah berakhirnya
akad mudharabah. Orientasi  dari
penilaian mudharib dengan konsep
SAJADAH adalah cnta atau Mahabbah
Allah. SAJADAH sendiri merupakan
kepanjangan dari Sidig (kejujuran),
Amanah, Jihad (Tenaga), Aql (Pikiran),
Dhirham (Harta/Anggunan), Al
Mutmainnah (Ketenangan), Hidayah
(Petunjuk).

Sidiq atau kejujuran merupakan
komponen yang pertama dalam konsep

sajadah cinta semua komponen adalah
utama dan bisa menjadi pertama akan
tetapi sesuai dengan kondisi dari
pembiayaan tersebut (berlaku juga
untuk semua komponen lain), mengapa
kejujuran  menjadi  penting  dalam
penilaian mudharabah? Karena akad
mudharabah adalah akad yang dibentuk
dengan minimnya  intervensi  dari
shahibul ~ mal. dengan  minimnya
mtervensi shahibul mal memungkinkan
asimetris informasi dan moral hazar
mudharib. Berkutnya tidak juyur akan
menjadikan akad yang tadinya halal
menjadi batal bahkan haram dan tidak
kalah pentingnya salahnya penilaian
kejujuran dapat membuat shahibul mal

bertndak  dzalim serta  merugkan,
walaupun  dalam  Islam  tindakan
penilaian yang salah tetap akan

mengandung nilai di sisi Allah akan
tetapi perlu diperhatkan juga usaha
untuk mendeteksi kejujuran seseorang
agar kejuyjuran dapat dmilai dengan
tepat, oleh sebab itu penilaian kejujuran
secara tepat adalah penting akad pada
mudharabah. Apa yang membedakan
penilaian kejujuran pada sajadah cinta
dan 6C (character)? ada dua yang
membedakan pertama pada  posisi
peletakan penilaian kejujuran dan juga
orientasi penilaian kejujuran  seperti
yang dibahas sebelumnya bahwa posisi
penilaian kejujuran pada 6C adalah di
awal dan orientasi hanya utilitarian saja,
maka dalam konsep sajadah peletakan
penilaian kejuyjuran bukanlah di awal

dan  orientasi  sajadah  bukanlah
utilitarian (akan dibahas pada fungsi dan
orientasi sama dengan  komponen
lainnya).

Amanah, merupakan

komponen kedua dalam sajadah cinta
setidaknya ~ mengapa  amanah  mi

sajadah cmnta, menjadi komponen menjadi penting dalam sajadah karena
pertama bukan berarti bahwa kejujuran pada hakikatnya dalam akad
serta merta akan diletakan dalam mudharabah merupakan akad amanah,
penilaian pertama, karena dalam konsep penabung (shahibul mal)
38
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mengamanahkan uang mereka ke bank
syariah (mudharib) agar bank syariah
(Shaibul mal) bisa menyalurkannya
kembali secara  kepada  nasabah
pembiayaan (mudharib) yang tepat,
oleh sebab itu penilaian tentang amanah
tidaknya mudharib menjadi mutlak
dalam penilaian i Jihad, aql, dan
dhirham, jihad disini diartikan sebagai
penilaian terhadap tenaga apa yang akad
ditawarkan oleh  mudharib  dalam
mengelola dana mudharabah,
sedangkan Aql merupakan penilaian
terhadap ide usaha serta kreativitas apa
yang ditawarkan oleh  mudharib.
Mengapa penilaian Jihad dan Aql
diperlukan? Karena keduanya
merupakan komponen yang sudah
menjadi sunnatullah melekat pada akad
mudharabah  khususnya pada  sisi
mudharib,  karena  sesuai  dengan
pengertian  fikth bahwa  mudharib
menjadi penyedia tenaga dan juga
pkiran  dalam  mengelola dana
sedangkan  shahibul ~mal  sebagai
penyedia modal, Dhirham merupakan
penilaian yang tidak kalah pentingnya
selain  komponen yang dijelaskan
sebelumnya. Dirham diartikan sebagai
harta atau lebih tepatnya anggunan dari
mudharib yang perlu dicatat. Dhirham
di sini secara esensi sangat berbeda
dengan anggunan di 6C, Dhirham dalam
penilaian  digunakan  bukan  untuk
mengubah sifat akad mudharabah yang
berupa natural uncertainty contract
menjadi natural certainty contract,
melainkan dhirham di sni digunakan
sebagai pengontrol moral hazar yang
akan dilakukan oleh mudharib, yang
berarti bahwa bank syariah akan tetap
menerima  hasil impas atau bahkan
kerugian selama hal tersebut murni
karena keadaan perekonomian.
Al-Mutmainnah atau dalam
bahasa Indonesia adalah ketenangan,

ketenangan mi dinilai dari seberapa
bijaknya mudharib dalam mengelola
masalah-masalah yang muncul selama
akad mudharabah berjalan, dan yang
terakhir adalah hidayah menjadi titik
akhir dari penilaian mudharib yang
sangat membedakan antara bank syariah
dan bank konvensional, hidayah bukan
saja menjadi bentuk penilaian semata
tapi justru tugas dari bank syariah agar
mudharib yang berinteraksi dengan
bank syariah bukan saja membebaskan
dari perangkap kemiskinan ekonomi
tapi juga menjadi pencerah secara
spiritualitas  bagi mudharib. Orientasi
semua penilaian tersebut tidak lain
adalah  untuk  mendapatkan  cinta

(mahabbah) Allah di mana cinta Allah

menjadi tyuan utama muslm dalam

menjalankan segala aktivitasnya.

Sajadah cinta setidaknya
memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Menilai risiko kelayakan nasabah
secara holistik.

2. Meletakan tingkat komponen
penilaian secara proporsional sesuai
dengan kondisi berupa sebelum
(awal), sementara dan setelah akad
berakhir.

3. Mengorientasikkan ~ sistem  penilaian
mudharib pada cinta (mahabbah)
Allah.

Penilaian kelayakan mudharib
secara  holistik. = Berangkat  dari
keyakinan bahwa kebenaran tidak saja
bersifat materi melainkan juga non
materi merupakan salah satu dasar
pijakan tentang penentuan penilaian
secara holistik. sesuai dengan fitrah
manusia materi dan non materi, untuk
lebih jelasnya pembagian komponen
dalam sajadah bisa dilihat pada tabel 1.
Yang menjadi perhatian bahwa dengan
penambahan komponen spiritual
menjadikan  penilaian  sajadah  lebih
holistkk, dibanding dengan manajemen

ketenangan di sini juga penting dalam riskko, mengapa i penting? Karena
menilai karakteristik mudharib, dengan tidak memasukkan aspek
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spiritualitas dalam penilaian sama saja
menampik identitas dari syariah itu
sendiri, identitas yang mengakui tidak
adanya keterpisahan spiritualitas dalam
kehidupan manusia. Hidayah menjadi
komponen penilaian yang termasuk
dalam aspek spiritual, karena bank
syariah bukanlah sekedar bank yang
berfungsi membimbing, mengarahkan
serta meningkatkan kualitas mudharib
dalam bentuk materi tetapi juga dalam
bentuk non materi yaitu mental dan
spiritualitas yang dapat dilihat pada
tabel 1.

Meletakan tingkat komponen
penilaian secara proposional. Sajadah
selain  memberkan komponen yang
holistk juga meletakan pembobotan
penilaian secara proporsional.  Oleh
sebab itu dalam pemberian pembobotan
komponen sajadah akan sangat berbeda
untuk setiap kondisi yang dibagi
menjadi tiga kondisi sebelum, dalam
penilaian mudharib pada kondisi awal
kontrak dalam hal ni antara mudharib
dan  shahibul mal belum  saling
mengenal satu  sama lain  maka
pembobotan penilaian yang ditekankan
adalah ag/ merupakan bentuk penilaian
terhadap ide dan kreativitas usaha yang
ingin  dilakukan  oleh  muhdarib,
kemudian Jihad atau tenaga apa yang
bisa dikelola dan diberkan dalam
menjalankan akad mudharababh.
Selanjutnya dhirham atau anggunan,

mengapa ketiga hal mi menjadi
penilaian yang penting pada awal
pembiayaan mudharabah? Atau

mengapa kejuyjuran dan aspek mental
serta spiritual tidak diletakan pada tahap
awal penilaian akad? Hal mi berangkat
dari pemahaman bahwa untuk mengenal
karakter mental dan spiritual seseorang

karakter ash seseorang (Umar Bin Al-
Khatab) karena pada tahap awal tidak
menyentuh ketiga poin tersebut maka
akan sukar wuntuk menilai karakter
seseorang dengan tepat oleh sebab itu
ketiga hal (Aql, Jihad, Dhirham)
menjadi titk penilaian awal penilaian
awal kontrak walaupun tanpa
menampik  penilaian  mental  dan
spiritual pun turut ikut disertakan.

Penilaian mudharib pada
kelayakan  penyaluran = pembiayaan
mudharabah tidak berhenti saja pada
tahap awal, Akan tetapi penilaian
mudharib tetap dilakukan pada saat
akad sementara berjalan, mengapa?
karena akad yang dibentuk atas kerja
sama antara dua belah pihak, bukan
mudharib saja yang bekerja melainkan
shahibul mal juga, bentuk kerja sahibul
mal berupa menilai, membimbing, dan
juga mengawasi proses Dberjalannya
akad  mudharabah,  jka  hanya
dihentikkan pada tahap pertama maka
akan terjadi cacat pada akad
mudharabah berupa shahibul mal akan
terinfeksi virus ghahar, spekulasi dan
judi karena tidak melakukan apa-apa
hanya sebatas menunggu hasil dari kerja
mudharib, sedangkan virus berupa
moral hazar dan asimetris mformasi
berpotensi terjangkit pada mudharib.
Oleh sebab itu untuk  menutup
kemungkinan tersebut maka tahap
kedua ini mutlhk ada.

Yang menjadi pertanyaan
sekarang bentuk penilaian apa yang
tepat pada tahap kedua? berangkat dari
konsep penilaian karakter oleh Umar
berupa safar, muamalah dan kedekatan
maka tepat pada tahap kedua menilai
bentuk non materi yaitu karakter mental
dari mudharib. Komponen penilaian

maka setidaknya hal yang harus mental Sidiq Amanah dan Al
dilakukan ~ bermwamalah,  melakukan mutmainnah. Penilaian Sidiq
perjalanan dan mengmnap (kedekatan) (kejujuran) berupa seberapa
bersama orang tersebut karena ketiga transparansi mudharib dalam
keadaan itu akan sulit menyembunyikan menyampaikan informasi baik
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keuangan maupun non keuangan yang
dijalankan selama kontrak berlangsung,
yang perlu di cacat  walaupun
mudharabah berada di ranah tijarah
(usaha mencari keuntungan) akan tetapi
tidak serta merta menjadikan penilaian
akad mudhrabah pada tahap kedua
berorientasi pada laba saja, akan tetapi
poin penting adalah kejujuran mudharib

dalam  menjalankan  usaha dan
melaporkan hasil usaha juga menjadi
penting dalam  penilaian  sidig.

Berikutnya penilaian amanah, amanah
di jelaskan oleh Triyawono (2011)
merupakan bentuk dari akuntabilitas
mudharib yang akuntabilitas tersebut
dibagi atas tiga yaitu akuntabilitas
kepada Tuhan, Akuntabilitas terhadap
stakeholders (termasuk bank), dan
akuntabilitas terhadap Alam. Penilaian
keamanahan dari mudharib bisa dilihat
pada pertanggungjawaban mudharib
dalam mengelola dana yang tercermin
pada laporan keuangan akan tetapi
khusus untuk akuntabilitas pada alam
dan Tuhan adalah dengan menilai
apakah usaha yang sedang dialankan
oleh mudharib sudah sesuai dengan
hukum-hukum Tuhan, tidak sebatas
pada laporan formal (laporan
keuangan). Karena alam dan Tuhan
tidak membutuhkan laporan keuangan
dari mudharib (Triyawono, 2011).
Berikutnya juga menilai A/mutmainnah
(kebyjakan) yang diambil oleh mudharib
dalam menghadapi atau mengelola
masalah yang timbul apakah mudharib
menghalalkan segala cara atau tidak,
ketiga hal ini merupakan penilaian
mental yang tidak bisa di lhat dengan
jelas sebelum akad tersebut dijalankan,
kalaupun terdapat ketidaksesuaian antar
tindakan mudharib selama menjalankan
akad maka di situlah peran bank syariah

membimbing, mengarahkan serta
meningkatkan kualitas mudharib dalam
bentuk materi tetapi juga dalam bentuk
non materi yaitu mental dan
spiritualitas.

Hidayah  merupakan  aspek
penilaian terakhir pada tahap penilaian
pembiayaan  mudharabah,  penilaian
hidayah merupakan hasil dari interaksi
bank syariah dengan mudharabah, dan
sangat jelas tidak bisa di nilai pada tahap
awal atau tahap kedua karena hidayah
merupakan  hasil  bimbingan  yang
seperti dijelaskan tadi berada pada tahap
kedua akad mudharabah, bimbingan
seperti apa? Tentu bimbingan bukan
sekedar mengarahkan agar pencapaian
laba semaksimal, melankan bimbingan
spiritualitas berupa menjalankan bisnis
sesuai dengan hukum-hukum Tuhan.
Hal mni patut menjadi perhatian bank
syariah, karena bank syariah hakikatnya
bukan sekedar bank yang hanya
bertugas meningkatkan kualitas hidup
mudharib berupa materi tetapi juga non
materi, oleh sebab itu tahapan kedua
berupa  bimbingan  haruslah  ada
bimbingan berupa non materi sehingga
pada tahap tiga hasil tersebut dapat
dinilai apakah mudharib selan terbebas
dari jerat kemiskinan juga terbebas dari
belenggu utilitarian yang dapat dilihat
pada tabel 2.

Mengorientasikan  penilaian
pada cinta  (mahabbah)  Allah,
orientasi sajadah adalah mahabballah,
jadi setiap komponen penilaian berupa
sidiq, amanah, jthad, Aql dhirham,
almutmainnah dan hidayah dilakukan
semata-mata untuk mencari cinta Allah,
menerima  atau  bahkan  menolak
pembiayaan  semata-mata  dilakukan
untuk mencari cinta Allah bukan karena
alasan utilitarian saja yang dapat dilihat

untuk memperbaiki tindakan tersebut. pada gambar 1.
Karena  seperti yang  dijelaskan Berdasarkan penjelasan tentang
sebelumnya bank syariah bukanlah konsep sajadah tadi maka dapat
sekedar bank yang berfingsi  diringkas perbedaan antara
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memnimalisit  risiko dengan konsep
modernitas dan syariah yang tertuang
pada tabel 3.

SIMPULAN

Formulasi konsep penilaian penyaluran
pembiayaan mudharabah pada bank
syariah diharapkan berdasarkan
“sajadah cmta”, yaitu: Sidig, bahwa
kejujuran bukan berarti serta merta akan
diletakan dalam penilaian  pertama,
karena dalam konsep sajadah cinta
semua komponen adalah utama dan bisa

menjadi pertama akan tetapi sesuai
dengan  kondisi dari  pembiayaan
tersebut (berlaku juga untuk semua
komponen lain), mengapa kejujuran
menjadi  penting  dalam  penilaian
mudharabah? Karena akad
mudharabah adalah akad yang dibentuk
dengan  mnimnya  intervensi  dari
shahibul mal.

Amanah, pada hakikatnya dalam akad
mudharabah merupakan akad amanah,
penabung (shahibul mal)
mengamanahkan uang mereka ke bank
syariah (mudharib) agar bank syariah
(shaibul ~mal) bisa menyalurkannya
kembali secara  kepada  nasabah
pembiayaan (mudharib) yang tepat,
oleh sebab itu penilaian tentang amanah
tidaknya mudharib memadi mutlak
dalam penilaian ini.

Jihad, sebagai penilaian terhadap
tenaga apa yang akad ditawarkan oleh
mudharib dalam mengelola dana
mudharabah.

Agql, penilaian terhadap ide usaha serta
kreativitas apa yang ditawarkan oleh
mudharib.

Mengapa penilaian Jihad dan Agql
dipertukan? karena keduanya
merupakan komponen yang sudah
menjadi sunnatullah melekat pada akad
mudharabah  khususnya pada sisi
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mudharib, karena  sesuai  dengan
pengertian  fikth bahwa  mudharib
menjadi penyedia tenaga dan juga

pikiran dalam mengelola dana, shahibul
mal sebagai penyedia modal.

Dhirham, sebagai harta atau lebih
tepatnya anggunan dari mudharib yang
perlu dicatat dhirham di sini secara
esensi sangat berbeda dengan anggunan
di 6C, dhrham dalam penilaian
digunakan bukan untuk mengubah sifat
akad mudharabah yang berupa natural
uncertainty contract menjadi natural
certainty contract, melainkan dhirham
di sini digunakan sebagai pengontrol
moral yang akan dilakukan oleh
mudharib, yang berarti bahwa bank
syariah akan tetap menerima hasil impas

atau bahkan kerugian selama hal
terssbut  murni  karena  keadaan
perekonomian.

Al-Mutmainnah, ketenangan i dmilai
dari seberapa bijaknya mudharib dalam

mengelola masalah-masalah yang
muncul selama akad mudharabah
berjalan.

Hidayah, menjadi titk akhrr dari
penilaian  mudharib  yang  sangat

membedakan antara bank syariah dan
bank konvensional, hidayah bukan saja
menjadi bentuk penilaian semata tapi
justru tugas dari bank syariah agar
mudharib yang berinteraksi dengan
bank syariah bukan saja membebaskan
dari perangkap kemiskinan ekonomi
tapi juga menjadi pencerah secara
spiritualitas bagi mudharib.

Orientasi semua penilaian
tersebut tidak lain adalah  untuk
mendapatkan cinta (mahabbah) Allah,
di mana cmnta Allah menjadi tujuan
utama muslm dalam  menjalankan
segala aktivitasnya.
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Tabel 1. Komponen Sajadah dan Penilaian Secara Holistik

Komponen Sajadah Nafsu Akal Mental Spiritual
v
\J

Jihad (Tenaga Fisik) ;

Aql (Pikiran dan
Kreatifitas)

Dhirham (Harta dan
Jamman)

Hidayah (Petunjuk) [ v ]

Tabel 2. Pembagian Komponen Pembobotan Penilaian Sesuai Waktu Berjalannya Akad

Komponen Sajadah Sebelum Sementara Setelah
\/ \
\/ \

Jihad (Tenaga Fisik)
Aql (Pikiran dan Kreatifitas)
Dhirham (Harta dan Jamman)

Hidayah (Petunjuk)

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Konsep Manajemen Risiko Sajadah Vs Modernitas

PERSAMA AN PERBEDAAN
SAJADAH 6C SAJADAH 6C
Orientasi sajadah . .
Sidiq, Amanah, Character adalah cinta Orlenta§ ! 6(.:
Almutmainnah ALLAH adalah utiitarian
Pembobotan

penilaian sajadah

dibagi sesuai Penilaian 6¢

Jihad, Aql Capacity roporsional hanya didasarkan
SI;,[ uapsoi (awal pada kondisi awal
sementara dan

akhir)
Collateral, dan

Condition of Penilaian sajadah

Dhirham E Capital berdasarkan fitrah Penilaian 6C
conomy, ~ap ak | manusia (holistik; sebatas pada
Constrain ..
nafsu, akal, mental materi saja
Hidayah : spritual)
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Gambar 1. Konsep Sajadah Cinta
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Pengaruh Label Halal dan Iklan terhadap Proses
Keputusan Pembelian

Wira Bharata
Premi Wahyu Widyaningrum
Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo
E-mail : wira.bharata@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
pengaruh label halal terhadap iklan dan Pembelian Proses Keputusan. Penelitian ini
merupakan explanatory penelitian. Sampel diambil dengan menggunakan systematic
random sampling. Ukuran sampel ditentukan 30 orang. Populasi dalam penelitian ini
adalah pelanggan Wardah yang belajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Data empiris dikumpulkan melalui metodologi survei. Data telah dianalisis melalui
Generalized Analisis Komponen Terstruktur (GSCA). Temuan penelitian
menunjukkan: 1) Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Proses Keputusan
Pembelian. 2) Iklan berpengaruh signifikan terhadap Proses Keputusan Pembelian.
Keterbatasan penelitian: Data hanya dikumpulkan melalui satu cluster saja.
Bagaimanapun agar penelitian ini dapat digeneralisasi, pengumpulan data pada
kelompok lainnya dapat dilakukan. Penelitian dapat direplikasi di kota-kota lainnya,
untuk memiliki temuan yang lebih beragam.

Kata Kunci: label halal, iklan, proses keputusan pembelian

Dewasa mi gaya hidup manusia
semakin islami dan religious, diawali
dengan meledaknya film dan lagu yang
bertemakan islam. Perkembangan tren
busana muslm juga semakin diminati
oleh pasar. Dunia pekerjaan juga mulai
merespon  bak tren ini  dengan
memperbolehkan busana mushm
seperti hijab dalam dunia kerja. Hal ini
merupakan penerimaan positif budaya
dan gaya hidup islam pada negara
Indonesia.  Tidak  ketinggalan  juga
maraknya investasi yang berbasiskan
syariah  seperti  tabungan  ataupun
perkreditan berdasarkan prinsip-prinsip
islam. Produk perbankan syariah mulai
memasuki pasar merah yang makin
dimmati oleh  kreditur  konvesional
untuk  membuka cabang  syariah
Respon pasar Indonesia yang sangat

bakk pada segala produk yang
berdasarkan prinsip-prinsip islam
semakin baik. Produk food ataupun non
food juga dibutuhkan sesuai prinsip
islhm yaitu harus halal, mulai dari
bahan sampai proses produksi dan hasil

akhir produk.
Kehalalan adalah sesuatu yang
sangat penting bagi setiap mushm,

sesuatu yang halal bisa menjadi berkah
dan sehat untuk manusia. Kehalalan
merupakan pokok utama bagi umat
mushim untuk berbadah agar
senantiasa manusia selalu dijalan yang
benar, disamping itu kehalalan tertera
dalam hadist dan Alquran. Islam
mengajarkan kita agar senantiasa untuk
mengkonsumsi yang ada dimuka bumi
yang serba halal dan baik, baik
makanan dan minuman bahkan selain
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itu seperti kosmetik, obat-obatan dan
lain-lainnya. Kosmetik dan obat-obatan
keduanya disebut halal apabila bahan-
bahan  yang  terkandung  dalam
keduanya harus dari bahan baku pilihan

yang sesuai syariat islam dan memiliki
sertifikat  halal dari Majelis Ulama
Indonesia.

Konsep halal dalam kehidupan
masyarakat Indonesia telah banyak
dikenal dan diterapkan khususnya umat
islam. Halal diperuntukan bagi segala
sesuatu yang baik dan bersih yang
dimakan atau dikonsumsi oleh manusia
menurut  syariat islam.  Allah telah
menegaskan dalam al-quran surat Al
maidah ayat 3: “Diharamkan bagimu

(memakan) bangkai, darah, daging
babi” (QS. 5:3). Menurut ayat diatas,
kata “memakan” tidak hanya

dimaksudkan memakan melalui mulut,
tetapi memakan tersebut dapat berarti
mengkonsumsi  dalam  menggunakan
olahan babi untuk berbagai keperluan
termasuk kosmetik. Menurut
Sumarwan (2011: 209) Konsumen
Islam cenderung memilh produk yang
dinyatakan halal dibandingkan dengan
produk yang belum dinyatakan halal
oleh lembaga berwenang.

Selain itu pada alquran surat
Al-Nahl ayat 114 juga dielaskan :
“Maka makanlah yang halal lagi baik
dari rezeki yang telah diberkan allah
kepadamu; dan  syukurilah  nikmat
Allah jka kamu hanya kepada-Nya
saja menyembah”.(QS.16:114). Pada
surat AlNahl ayat 114 tersebut
dijelaskan Allah memerintahkan
kepada manusia  untuk  memakan
(mengkonsumsi) makanan yang halal,
hal ini dapat dianalogikan pada produk
selain  makanan yang  dikonsumsi
konsumen muslm termasuk kosmetik
dan perawatan kulit.
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Kosmetk yang tidak halal
berarti dalam proses pembuatannya
sampai  bahan  yang  digunakan
menggunakan zat-zat yang diharamkan
secara islam. Konsumen  yang
menggunakan  kosmetkk yang  halal
dapat memberikan dampak tenang bagi
pemakainya. Sebagai mushm
diwajibkan wara’  (hati-hati) dalam

mengkonsumsi segala sesuatu produk
yang digunakan dan dipakai Wara’
disini dimaksudkan agar tidak ada
perasaan  ragu sehingga membuat
perasaan muslm yang membeli produk
yang digunakan menjadi tidak tenang.
Demikian juga dengan minat
konsumen mencoba kosmetk, karena
kosmetik telah bergeser dari pelengkap

menjadi  kebutuhan  bagi  sebagian
kalangan.  Tidak  jarang, kosmetik
menjadi  kebutuhan  primer  dalam
belanja bulanan. Wanita cenderung

membelanjakan uangnya lebih banyak
untuk penampilan seperti pakaian, alat-
alat perawatan, kecantkan rambut dan
sebagainya (Kasali,1998:34). Didukung
oleh pendapat Belch & Belch
(2001:159), kosmetik adalah salah satu
pembelian yang menekankan
keterlibatan ~ perasaan  (emosional),
sehingga pembelian tersebut termasuk
dalam pembelian dengan keterlibatan
tinggi.

Pembelian dengan keterlibatan
tinggi dapat disebabkan oleh jenis
produk itu sendiri Semakin beresiko
produk yang akan dibeli maka
keterlbatan  juga  semakin  tinggi
Konsumen akan mempertimbangkan
dalam memilih produk yang akan
dibeli jka produk tersebut memiliki
resiko bagi dirinya, seperti pembelian
kosmetikk maupun obat-obatan.

Faktor resikko yang tinggi
seringkali  dikalahkan oleh tampilan
iklan, Apalagi iklan produk-produk
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kosmetik yang ditawarkan, terlihat
begitu menjanjlkan suatu perubahan
penampilan. Natalia & Pramadi dalam
Pertiwi (2009:6) menyatakan bahwa
kosmetik  merupakan sarana  yang
digunakan wanita untuk mewujudkan
bayangan  dirinya seperti  yang
diinginkannya. Churchill dalam Pertiwi
(2009:6), mengatakan bahwa wanita
mempunyai kebiasaan mendengar atau
membaca iklan, sehingga wanita lebih
mudah dipengaruhi oleh iklan dan pada
akhirnya akan mudah juga dipengaruhi
minat membelinya. Shimp (2003:374)
menyatakan iklan dapat mempengaruhi
pengharapan konsumen tentang suatu
produk, dan menggerakkan untuk
melakukan pembelian.

Pembelian yang dilakukan oleh
seorang konsumen termasuk dalam
rantai  keputusan pembelian. Pada
umumnya, proses keputusan pembelian
yang dilakukan oleh seorang konsumen
melalui lima tahapan, yaitu pengenalan
masalah, pencarian mformasi evalusi

alternatif, —pembelian dan perilaku
pasca pembelian.
Konsumen dalam melakukan

keputusan pembelian dapat dipengaruhi
salah satunya oleh keterlbatan yang
dirasakan oleh konsumen terhadap
produk yang akan mereka bel.
Pengaruh perasaan atau afeksi pada
konsumen  menjadi  peluang  bagi
perusahaan untuk mempengaruhi
proses keputusan pembelian mereka.
Memanfaatkan keunggulan media
televisi, beberapa di antaranya seperti
iklan dapat mendramatisir tampilannya

ataupun  visualisasi  kreatif  hingga
menarikk  (format iklan), pemaparan
keunggulan  produk  (isi  pesan),

kemudahan memahami informasi yang
ada dalam iklan (struktur pesan), serta
penggunaan model iklan yang menarik,
ataupun pemberian testimoni (sumber
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pesan). Lebih jauh lagi, format iklan
dapat meliputi gambar atau warna,
kata-kata, musik, spesial efek atau
gerakan yang terdiri dari detail variasi

iklan, yang kesemuanya berfungsi
sebagai stimuli. Pengelolaan  stimuli
iklan  inilah yang menjadi ujung

tombak iklan dalam mempengaruhi
penerima pesan.

Iklan di televisi didominasi oleh
iklan barang konsumsi, tak terkecual
produk kosmetik. Produsen kosmetik
baik yang tergolong ‘“pemain lama”
maupun ‘“pemain baru”’, berlomba guna
mencapai pelanggan sasaran. Salah
satu merek produk kosmetk yang
mengklaim pada iklannya sebagai
produk kosmetk halal adalah wardah
yang diproduksi oleh PT Pustaka

Tradisi Ibu (PTI), mendapatkan
anugerah  halal tahun 2012 dari
LPPOM MUIL  Kategori i dinilai

berdasarkan program sosialisasi dan
promosinya menempatkan aspek halal

sebagai  selling  point. Strategi
komunikasi dan  promosi  produk
Wardah secara lugas juga mudah

ditangkap oleh publk: Wardah adalah
kosmetik halal

Kosmetk Wardah memberikan
jaminan kenyamanan bagi konsumen
melalui  jaminan  kehalalan  produk
kosmetiknya yang membantu
konsumen terhindar dari penggunaan
bahan yang diragukan kehalalannya.
Tentunya kita tidak ingin melanggar
apa yang telah disyariatkan oleh agama
dalam mengkonsumsi suatu produk
sehingga membuat kita tidak nyaman
dalam menggunakannya. Menurut
Makmun (2016)  komitmen wardah
dalam menciptakan kosmetik  halal
diapresiasi oleh Euromonitor
International In Cosmetics Paris tahun
2016, kosmetik halal ni mendapatkan
Global Fastest Growing Brand tahun

PROSIDING
Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



2014-2015 dengan rentang
pertumbuhan (20% - 100%
pertumbuhan). Salah satu upaya yang
dilakukan kosmetk Wardah adalah
dengan  menyelenggarakan  berbagai
kampanye. Wardah selalu menjadikan
filosofi mereknya, yaitu Earth, Love,
Life sebagai nyawa dalam setiap
kampanyenya.

Hubungan label halal dengan
pesan iklan, minat serta keputusan
pembelian adalah bagaimana pemasar
menciptakan produk yang halal dan
bersertifikat sehingga konsumen
muslim  merasa  terlindungi  untuk
mengkonsumsinya, melalui media iklan
akan disampakan pesan iklan dari
produk  tersebut bahwa  memiliki
sertifikat halal, membuat konsumen
menyadari kebutuhannya akan produk,
menggerakkan minat mereka pada
produk dan melakukan tindakan
pembelian (Shimp; 2003:385).

Berdasarkan pemikiran di atas,

maka  peneliti  mengambil  judul
Pengaruh Label Halal dan Iklan
terhadap pada Proses Keputusan

Pembelian (Survei pada Mahasiswi S1
Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah  Ponorogo  Angkatan
Tahun 2013/2014 yang Menggunakan
Kosmetikk Wardah).

Dari  pokok masalah yang
dirumuskan di atas maka yang menjadi
tyuan dalam penelitian mi adalah:
Menganalisis dan menjelaskan bahwa
Label Halal berpengaruh terhadap
Proses Keputusan Pembelian?;
Menganalisis dan menjelaskan Iklan
berpengaruh terhadap Proses
Keputusan Pembelian?.

Berdasarkan literatur Label Halal dan
Proses keputusan pembelian dapat
digambarkan pada tabel 1.

Label Halal

A. Pengertian Label

Label adalah tulisan, gambar, atau
kombinasi keduanya yang disertakan
pada wadah atau kemasan suatu produk
dengan cara dimasukkan ke dalam,
ditempelkan atau dicetak nmerupakan

bagian dari  kemasan  tersebut.
Tyjuannya untuk memberikan
nformasi menyeliruh dan secara utuh
dari  is1  wadalkemasan  produk
tersebut.  Pelabelan pada kemasan
produk harus dipersyaratkan

sedemikian rupa, sehingga tidak mudah
lepas dari kemasannya, tidak mudah
luntur atau rusak serta terletak pada
bagian kemasan yang mudah untuk
dihat dan dibaca dengan jelas.
Menurut Satyahadi (2013) keberadaan
label pada suvatu produk sangatlah
penting. Hal mi dikarenakan label
merupakan  identtas  dari  sebuah
produk. Dengan dicantumkan label,
konsumen bisa membedakan antara

produk satu dengan yang lainnya.
Selan  itu, konsumen juga dapat
memperoleh  produk sesuai  dengan

yang diinginkannya. Manfaat dari label

juga dapat menghilangkan keraguan
konsumen dalam membeli  suatu
produk.

B. Pengertian Halal

Kata halal ( J>~ , halal, halaal) adalah
istilah bahasa Arab dalam agama Islam
yang berarti diizinkan" atau '"boleh".
Secara etimologi, halal berarti hal-hal
yang boleh dan dapat dilakukan karena

bebas atau tidak terkat dengan
ketentuan-ketentuan yang
melarangnya. Menurut Qardawi
(2007,p.5) Istlah  halal  dalam

kehidupan sehart-hari sering digunakan
untuk makanan ataupun minuman yang

diperolehkan untuk dikonsumsi
menurut  syariat Islam.  Sedangkan
49
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dalam konteks luas istlah halal
meruyjuk kepada segala sesuatu baik itu
tingkah laku, aktifitas, maupun cara
berpakaian dan lain sebagainya yang
diperbolehkan  atau  dizinkan  oleh
hukum Islam.

C. Label Halal

Label halal merupakan pencantuman
tulisan atau pernyataan halal pada
kemasan produk untuk menunjukkan
bahwa produk yang dimaksud berstatus
sebagai produk halal Label halal
diperoleh setelah mendapatkan
sertifikat ~ halal. ~ Menurut  Petunjuk
teknis system produksi halal yang
diterbitkan oleh Departemen Agama
Sertifikat halal adalah suatu fatwa
tertulis dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menyatakan kehalalan
suatu produk sesuai dengan syariat
Islam. Sertifikat halal mi merupakan
syarat untuk mendapatkan ~ ijin
pencantuman label halal pada kemasan
produk dari mstansi pemerintah yang
berwenang. Adapun yang dimaksud
dengan produk halal adalah produk
yang memenuhi syarat kehalalan sesuai
dengan  syariat Islam. Menurut
Burhanuddin (2011,p.140) syarat
kehalalan suatu produk diantaranya:
Tidak mengandung babi dan , han yang
berasal dari babi, Tidak mengandung
bahan-bahan yang diharamkan. Seperti
bahan-bahan yang berasal dari organ

manusia, darahkotoran-kotoran, dan
lain sebagainya, Semua bahan yang
berasal dart hewan halal yang

disembelih menurut tata cara syariat
Islam, Semua tempat penyimpanan,
tempat penjualan, pengolahan, tempat
pengelolaan dan transportasinya tidak
boleh digunakan untuk babi Jika
pernah digunakan untuk babi atau
barang yang tidak halal lamnya terlebih
dahulu harus dibersihkan dengan tata
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cara yang diatur menurut syariat Islam,
Semua makanan dan minuman yang
tidak mengandung khamar.

Kesimpulan  mengenai  syarat-syarat
produk halal menurut Islam adalah
halal zatnya, halal cara
memperolehnya, halal dalam
prosesnya, halal dalam
penyimpanannya, dalam
pengangkutannya dan  halal dalam
penyajiannya.

Produk  kosmetkk  memang tidak

dimakan dan masuk ke dalam tubuh.
Oleh karena itu kosmetk biasanya
dikaitkan dengan masalah suci atau
najis. Produk tersebut bisa dikatakan
haram jika produk kosmetik tersebut
mengandung bahan-bahan najis, seperti
turunan  hewan (kolagen) ataupun
bagian dari tubuh manusia, misahya
plasenta. Kosmetk halal juga tidak
boleh mengandung alkohol, karena
alkohol/Khamer tidak  diperbolehkan
dalam kehalalan suatu produk yang
dikonsumsi.

Menurut Peraturan Pemerintah
Pasal 10 Nomor 69, setiap produsen
atau distrbutor pangan, obat-obatan
maupun kosmetik yang dikemas ke
dalam  wilayah  Indonesia  untuk
diperdagangkan dan menyatakan
bahwa pangan tersebut halal bagi umat
Islam,  bertanggung  jawab  atas
kebenaran pernyataan tersebut dan
wajib mencantumkan keterangan atau
tulisan halal pada label Logo halal
yang diterbitkan MUI seperti
digmbarkan pada Gambar 1

Sumber : MUI (2016)
Gambar 1 Label halal pada kemasan
produk
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Sehubungan ~ dengan  label,

konsumen perlu memperoleh informasi
yang benar, jelas dan lengkap
mengenai kuantitas, isi (bahan halal
atau haram), dan kualitas maupun hal-
hal lan yang diperlukan mengenai
produk yang beredar di pasaran.
Informasi pada label produk sangat
diperlukan agar konsumen dapat secara
tepat menentukan pilhan  sebelum
memutuskan untuk membeli.
Pengadaan  Sertifkasi  Halal
produk pangan, obat-obatan,
kosmetkka  dan  produk  lannya
sebenarnya bertujuan untuk
memberkan kepastian status kehalalan
suatu  produk, sehingga dapat
menentramkan ~ perasaan  konsumen
mushm. Namun  ketidak  tahuan
seringkali membuat minimnya
perusahaan memiliki kesadaran untuk
mendaftarkan diri guna memperoleh
sertifikat halal Masa berlaku sertifikat
halal adalah dua tahun. Hal tersebut
untuk menjaga konsistensi produksi
produsen selama berlakunya sertifikat.
Sedangkan untuk daging yang diekspor
Surat Keterangan.

Menurut
Burhanuddin(2011,p.142) Alur proses
pemeriksaan produk halal saat ini
adalah produsen mengajukan
permohonan sertifikasi dan
labelisasihalal ke Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (Badan POM),
kemudian Tim Audit Halal (DEPAG,
LP-POM MUI dan Badan POM)
melakukan audit ke lokasi Hasil audit
selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-
POM MUI dan diteruskan ke Komisi
Fatwa MUI untuk  mendapatkan
sertifikat halal.

pada
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Iklan (Advertising)
Pengertian Periklanan

Menurut  Kotler &  Keller
(2009:526) “advertising is any paid
form of nonpersonal presentataion and
promotion of ides, goods, or services
by an identified sponsor’, dimana
terjemahan bebasnya periklanan adalah
semua bentuk penyajian nonpersonal
dan promosi ide, barang atau jasa yang
dibayar oleh suatu sponsor tertentu.

Penetapan  tuyjuan  periklanan
berguna untuk memberkan pedoman
bagi penyusunan keputusan pesan dan
media. Selamn itu, tujuan periklanan
juga berfungsi sebagai standar evaluasi
kinerja  program periklanan. Tanpa
adanya standar yang jelas, akan sangat
sulit mengevaluasi hasil yang dicapai.

Periklanan sebagai sarana
komunikasi memilki sasaran utama
sebagai tuyjuannya yaitu siapa pemirsa
sasarannya, apa yang ingin dicapai dan

kapan sasaran tersebut diwujudkan.
Adapun tyuan perklanan menurut
Shimp (2003:368) yaitu: Membuat

pasar sasaran menyadari (aware) akan
suatu merek. Memfasilitasi pemahaman
konsumen tentang berbagai atribut dan
manfaat merek  yang  diklankan
dibandingkan  dengan  merek-merek
pesaing. Meningkatkan sikap-sikap dan
mempengarvhi niatan untuk membeli
Menarik sasaran agar mencoba produk.
Mendorong perilaku pembelian ulang

Pesan Iklan

Anggaran  iklan  yang  besar
bukanlah jaminan batas keberhasilan
suatu kampanye iklan, karena iklan
yang berhasil adalah jika iklan tersebut

dapat menarik perhatian dan
mengkomunikasikannya  dengan  baik.
Karenanya, dalam merumuskan iklan,

menurut Kotler & Keller (2009:117),
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pemasar harus menyelesakan empat
masalah yaitu:
1. Isi Pesan

Pemasar harus mencari daya tarik,
tema gagasan atau usulan penjualan
yang menark guna menentukan isi
pesan. Terdapat tiga jenis daya tarik,
yaitu: Daya tarkk rasional,
membangkitkan minat pribadi. Daya
tark rasional menyatakan bahwa poduk
tersebut akan menghasikan manfaat
tertentu. Daya  tarikk  emosional,
mencoba membangkitkan emosi positif
atau negatif yang akan memotivasi
pembelian. Pemasar mencari usulan
penjualan yang tepat. Daya tarik moral,
yaitu daya tark yang mengarahkan
pada perasaan tentang apa yang benar
dan pantas. Daya tarikk moral sering
digunakan  untuk  mendesak  orang
mendukung tujuan sosial

2. Struktur Pesan

Terdapat tiga hal yang berkaitan
dengan struktur pesan yang harus
diputuskan oleh pemasar, yaitu: Terkait
apakah  pemasar  harus  menark
kesimpulan atau membiarkan penonton

melakukannya. Terkait apakah
menampilkan  argumentasi satu  sisi
(hanya menyebutkan keunggulan
produk), atau argumen dua sisi
(menceritakan keunggulan  produk

sekaligus  mengakui  kekurangannya).
Penggunaan pesan dua sisi pada kasus

tertentu  dapat memperbaiki tingkat
kepercayaan konsumen konsumen dan
membuat  konsumen  lebih  tahan
terhadap serangan pesaing. Terkait
apakah menyampaikan argumen-
argumen tersebut di depan atau di
belakang. Penyampaian argumen di

depan iklan akan menark banyak
perhatian, namun dapat bermwara pada
akhirr yang antiklimaks.
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3. Format Pesan
Sebuah pesan memerlukan format

yang terlihat kuat dan menonjol
Unsur-unsur  dalam  format  iklan
meliputi format penglihatan (visual)
dan pendengaran (audio). Format
penglihatan  meliputi  kepala  judul,
gambar, ilustrasi, warna yang menarik.
Format pendengaran meliputi

pemilihan kata-kata, bunyi dan suara.
Untuk iklan di media televisi maka
semua unsur ini dan ditambah dengan
bahasa tubuh harus direncanakan
dengan baik.

4. Sumber Pesan

Dampak pesan juga dipengaruhi
oleh sumber pesan (uru
bicara/penyampai pesan), karena pesan
yang disampaikan oleh sumber yang
layak dipercaya akan lebih persuasif.
Keputusan Pembelian Konsumen
(Purchase Decision)
Pengertian Keputusan Pembelian

Menurut Levy and Weitz
(2012,p.80)  “The buying process
begins when customers recognize an
unsatisfied need. Then they seek
information about how to satisfy the
need: what products might be useful
and how they can be bought”. Proses
pembelian  dimulai  saat  pelanggan
mengetahui kebutuhannya belum
terpuaskan. Dimulai  dengan proses
pencarian informasi hal mi dilakukan
dengan mengumpulkan semua
mformasi yang berhubungan dengan
produk yang dinginkan.

Dari berbagai informasi yang
diperoleh, konsumen melakukan
seleksi atas alternatif-alternatif ~ yang
tersedia. Proses seleksi ini yang disebut
sebagai tahap evaluasi  informasi.
Dengan menggunakan berbagai kriteria
yang ada dalam benak konsumen, salah
satu merek produk dipilh untuk dibeli
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Bagi  konsumen yang mempunyai
keterlibatan tinggi terhadap produk
yang dinginkannya, proses
pengambilan keputusan akan
mempertimbangkan berbagai hal.
Dalam mempelajari  keputusan
pembelian konsumen, seorang pemasar
harus melihat hal-hal yang berpengaruh
terhadap  keputusan pembelian dan

membuat suatu ketetapan bagaimana
konsumen membuat keputusan
pembeliannya. Proses keputusan

konsumen banyak dijelaskan di buku-
buku perilaku konsumen, yang terdiri
dari tahapan-tahapan. Tahap terakhir
dari sebuah proses keputusan
konsumen adalah  kepuasan atau
ketidakpuasan berupa perilaku pasca
pembelian, yang bisa menjadi tolak
ukur  keberhasilan pemasar dalam
memenuhi kebutuhan Kotler and Keller
(2009,p.184) mengemukakan
keputusan pembelian adalah perilaku
yang timbul karena adanya rangsangan

dan pengaruh dari pihak lain.
Proses  Pengambilan  Keputusan
Konsumen

Proses  keputusan  konsumen

pengambilan terutama terdiri dari lima

langkah menurut Peter dan Olson
(2000,h.169); Hawkins, Best and
Conney (2001,p.504). Langkah-

langkah termasuk dalam model adalah,
kebutuhan atau masalah pengakuan,
pencarian informasi, evaluasi alternatif,
pembelian dan proses pasca pembelian.
Namun, tidak semua dibeli mewajibkan
setiap langkah (Peter dan Olson 2000,

dari  proses yang mempengaruhi
perilaku konsumen yang merupakan
pengaruh eksternal dan internal hanya
membuat keputusan. Pengaruh
eksternal adalah kelas sosial dan
kelompok referensi sedangkan faktor
mternal adalah motivasi, eksposur,
perhatian, persepsi dan sikap. Proses
pengambilan  keputusan ~ konsumen
yang dijelaskan oleh  Hawkins, Best
and Conney (2001,p.504) digambarkan
secara singkat pada Gambar 2.
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Gambar 2 Proses pengambilan keputusan
Proses  keputusan pembelian
menghasilkan sebuah gambaran
individu  yang  berhati-hati  dalam
mengevaluasi  kumpulan  atribut  dari
produk, brand atau jasa dan memilih
secara rasional satu pilhan yang
menyelesakkan masalah  yang timbul
untuk harga yang sesuai Walaupun
setiap konsumen membuat keputusan
yang berbeda-beda, fakta menyarankan
bahwa kebanyakan orang mengikuti
pola yang hampir sama, maka dari
model tersebut di atas, hanya
digunakan model proses pengambilan
keputusan (decision making process).
Gambaran mengenai tahapan yang

h.168). Konsumen dapat melewati dilalui dalam pembuatan keputusan
evaluasi alternatif ketika yang dilakukan oleh konsumen untuk
mempertimbangkan produk  menentukan produk mana yang akan
keterlbatan rendah (Peter dan Olson digunakan atau dibelinya, terdiri dari 5
2000, h.168). tahap  yaitu pengenalan  masalah,

Menurut Hawkins, Best and pencarian  informasi, pengevaluasian
Conney (2001,p.26) ada aspek lebih
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alternatif, ~keputusan pembelian dan
perilaku pasca pembelian.

1) Pengenalan Masalah (Problem
Recognition)

Tahapan pertama dalam proses
keputusan pembelian atau decision
process adalah problem recognition
atau pengenalan masalah. Pada tahapan
mi konsumen menyadari akan adanya

suatu  permasalahan  yang  sedang
dihadapinya atau menyadari akan
timbulnya  suatu  kebutuhan.  Pada
proses pengenalan ~ masalah i
merupakan hasil dari ketidaksesuaian
antara  desired state (apa yang

konsumen inginkan) dan actual state
(apa yang konsumen rasakan). Kedua

hal iilah yang menimbulkan dan
mengaktivasi decision process
(Hawkins and
Mothersbaugh,2010,p.500).

Masalah dari konsumen

tersebut mungkin bersifat inactive dan
active. Active problem adalah ketika
konsumen sudah menyadari atau akan
menyadari  tentang suatu  masalah.
Inactive  problem  adalah  ketika
konsumen belum menyadari
permasalahan  tersebut, membutuhkan
metode atau strategi pemasaran yang
berbeda dan tidak bisa menggunakan
strategi yang sama dalam menghadapi
atau menyelesaikan permasalahan yang
terjadi di pihak konsumen (Hawkins
and Mothersbaugh,2010,p.502). Dalam

active  problem, pemasar hanya
meyakinkan konsumen bahwa mereka
memiliki  permasalahan dan  brand
pemasar adalah solusi paling hebat
dalam masalah tersebut. Sementara
inactive  problem, pemasar harus
meyakini  konsumen tentang  suatu

masalah terlebih dahulu.
2) Pencarian Informasi (Information
Search)
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Tahapan kedua dalam proses
keputusan pembelian adalah mencari
mformasi atau information search,
dimana  kegiatan i merupakan
aktivitas mental dan fisk yang
dilakukan  oleh  konsumen  untuk
mendapatkan  serta  mengumpulkan
mformasi mengenai berbagai alternatif
mengenai suatu produk maupun jasa
serta toko tertentu. Konsumen akan
memutuskan ~ mencari  atau  tidak
mencari  suatu  informasi tergantung
dari kebutuhan mereka masing-masing
terhadap produk atau jasa yang
dibutuhkannya. Jika hasrat konsumen
sangat kuat, maka konsumen akan
memilki mmat untuk membeli sesuatu
produk atau jasa, dan apabila tidak
maka kebutuhan konsumen tersebut
hanya akan tersimpan dalam memori,
yang nantinya akan terlupakan oleh
konsumen tersebut (Kotler and Keller,
2009,p.185).

Menurut Solomon (2002,p.309)
“Information search is the process by
which the consumer surveys the
environment for apporiate data to
make reasonable decision. This section
will review some the factors involved in

this search” dapat di terjemahkan
proses dimana konsumen melakukan
survei pada lingkungan untuk data

yang sesuai untuk membuat keputusan
yang dibutuhkan.

Information search atau
mencari informasi tertentu diperoleh
dari pencarian secara mternal maupun
pencarian secara eksternal. Pencarian
Internal (Internal search) didapat saat

sebuah problem telah teridentifikasi,
mformasi yang relevan atau
berhubungan dalam ingatan jangka

panjang (long term memory) digunakan
untuk menetukan solusi yang diketahui
dapat memuaskan, seperti memanggil
kembali (recall) informasi, sikap dan
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kebutuhan serta pengalaman yang
sebelumnya sudah ada dalam pikiran

konsumen (Hawkins and
Mothersbaugh,2010,p.519).

Pencarian eksternal (external
search)  dilakukan  dengan  cara
berkonsultasi pada teman, rekan
sekerja, dan pemasar untuk
mendapatkan informasi yang belum
diketahui sama  sekal. = Pencarian
eksternal membutuhkan proses

learning dan bagaimana cara bersikap.
Information search juga meliputi data

dari produk, harga, lokasi, toko,
kualitas produk dan pelayanan dari
toko. Pencarian akan efektif apabila

hasilnya adalah produk tersebut sesuai
dengan keinginan dari konsumen serta
relatif lebth  memimmalisr  waktu,
usaha dan uang dari konsumen dalam
mendapatkan produk tersebut.

Pencarian eksternal (external search)
terjadi  jika resolusi tidak tercapai
dalam pencarian internal (internal

search) sehingga memfokuskan pada
mformasi dari luar yang relevan dalam

e. Experience sources (handling,
examines, penggunaan produk).

Informasi yang telah tersimpan
lebhh mudah menyelesaikan banyak
permasalahan. Saat merespons masalah
seorang konsumen akan memanggil
kembali  (recall)  informasi  untuk
mendapatkan solusi yang memuaskan
(brand  atau  toko). Hal i
menyebabkan  pencarian  informasi
(information search) selanjutnya tidak
akan terjadi sehingga evaluasi yang

akan terjadi (Hawkins and
Mothersbaugh, 2010,p.541).

3) Pengevaluasian Alternatif
(Alternative evaluation)

Alternative  evaluation  atau
pengevaluasian alternatif, sebagai
tahapan  ketiga  didalam  proses
keputusan pembelian. Kegiatan ini
merupakan proses untuk identifikasi
terhadap  suatu  produk  dengan
membandingkannya  dengan  produk
sejenis  lainnya, yang  merupakan

sebagai salah satu solusi terbaik bagi
masalah yang dihadapi oleh konsumen.

memecahkan masalhh (Hawkins and Ketka konsumen ingin  mengambil
Mothersbaugh, 2010,p.524). keputusan pembeliaan akan
Sumber konsumen dalam menimbang beberapa merek  dari
pencarian informasi terbagi atas lima produk.
kelompok (Hawkins and Konsumen  dalam  membuat
Mothersbaugh, 2010,p.523): suatu  keputusan  didasarkan  atas
a. Memory of past searches pengaruh dan sikap  keseluruhan
(pengalaman pribadi dan sedikit terhadap brand atau meminimalisir
keterlibatan pembelajaran). usaha atau emosi negatif. Setiap
b. Personal  sources (Keluarga, keputusan mempertimbangkan evaluasi
teman, tetangga, kenalan lain). dalam performa dari suvatu produk
c. Independent sources (media dalam tiap dimensi Evaluasi Alternatif
massa, organisasi),  digunakan (Evaluative criteria) merupakan
untuk mengesahkan suatu  keistimewaan produk atau atrbut
nformasi, seperti profesi ahli yang produk  yang  terasosiasi  dengan
sudah diakui masyarakat. manfaat yang dinginkan konsumen
d. Marketing sources (periklanan, atau harga yang ada (Hawkins and
sales persons, dealer, kemasan, Mothersbaugh, 2010,p.557).
display). 4) Keputusan Pembelian (Purchase
Decision)
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Hawkins and Mothersbaugh
(2010,p.609) memaparkan pengertian
keputusan pembelian (purchase
decision) sebagai proses evaluasi yang
dilakukan konsumen terhadap atribut-
atribut dari sekumpulan produk, merek,
atau jasa, sehingga konsumen dapat
secara rasional memilh salah satu dari
produk, merek, atau jasa tersebut yang
dapat memenuhi kebutuhannya dengan
biaya paling murah.

Purchase  Decision  merujuk
pada proses mental dalam memilih
alternatif  yang  palng  diinginkan

diantara alternatif yang tersedia. Tahap
evaluasi telah  menyatakan  bahwa
konsumen akan melakukan pemilihan
terhadap  suatu  produk  sehingga
membentuk  intensi  untuk  membeli.
Konsumen akan membeli objek yang
menurutnya lebih bak (Kotler and
Keller, 2009,p.188).

5) Perilaku pasca pembelian (Post
Purchase Behavior )

Setelah membeli suatu produk
tahap berkutnya adalah konsumen
akan mendapatkan pengalaman
terhadap  produk  berupa  tingkat
kepuasan atau ketidakpuasan terhadap
produk  (Kotler  and Keller,
2009,p.190). Menurut Kotler and
Keller (2009,p.190) setelah membeli
produk, konsumen akan mengalami

level kepuasan atau ketidakpuasan
tertentu. Para pemasar harus
memantau: Kepuasan  pasca
pembelian: kepuasan pembeli

merupakan fungsi dari seberapa dekat
harapan pembeli atas produk dengan
kinerja yang dipikirkan pembeli atas
produk tersebut. Jika kinerja produk
lebh  rendah  daripada  harapan,
pelanggan akan kecewa; jika ternyata
sesuai harapan, pelanggan akan merasa
puas; jka melebihi harapan, pelanggan
akan sangat puas. Tindakan pasca
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pembelian: kepuasan dan
ketidakpuasan terhadap produk akan
mempengaruhi  perilaku  konsumen
selanjutnya. Jika konsumen tersebut
puas, ia akan mennjukkan
kemungkinan yang lebih tinggi untuk
membeli kembali produk tersebut. Para
pelanggan yang tidak puas mungkin
akan membuang atau mengembalikan
produk  tersebut. Dan  mungkin
mengambil  tindakan publikk  seperti
mengajukan keluhan ke perusahaan
tersebut, pergi ke pengacara, atau
mengadu ke kelompok-kelompok lain.
Tindakan  pribadi  dapat  berupa
memutuskan untuk  berhenti membeli
produk tersebut atau memperingatkan
teman-teman. Pemakaian  produk
pasca pembelian: para pemasar juga
harus memantau cara pembeli memakai
dan membuang produk tertentu. Jika
para konsumen menyimpan produk itu
kedalam lemari untuk selamanya,
produk tersebut mungkin tidak begitu
memuaskan. Jka para konsumen
tersebut menjual atau mempertukarkan
produk tersebut, penjualan produk baru
akan menurun. Jika para konsumen
membuang produk tertentu, pemasar
harus mengetahui  cara  mereka
membuangnya, terutama jika produk
tersebut dapat merusak lingkungan.

Kerangka Konseptual dan Model
Konseptual
Kerangka konseptual
menguraikan hubungan sebab akibat
antara  variabel-variabel yang akan
diteliti. Berdasarkan itu maka dapat
disusun model konseptual yang akan
menjelaskan mengenai hubungan
antara label halal dan iklan terhadap

keputusan pembelian.
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Model Hipotesis
Berikut
model hipotesis:

ni adalah  gambar

m

1}

Sumber: Penulis, 2016

Gambar 3 Model Hipotesis

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini  adalah  penelitian
penjelasan  (explanatory  research)
dengan pendekatan kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian i dilakukan pada
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
di Jalan Budi Utomo No.28 Kabupaten
Ponorogo. Alasan pemilhan lokasi
penelitiatn i adalah  berdasarkan
pertimbangan efektivitas dan efisiensi
waktu  bagi penelit.  Selam itu
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
merupakan kampus yang berlandaskan

nilainilai  islami, alasan  peneliti
memilh  konsumen  wardah  dari
Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
karena  dianggap =~ Mahasiswi Sl
Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah  Ponorogo  Angkatan
Tahun 2013/2014 memahami
keharusan nilai halal dalam memilih
kosmetik.

Populasi dan Sampel

Ekonomi  Universitas Muhammadiyah
Ponorogo Angkatan Tahun 2013/2014
yang menggunakan kosmetkk wardah.
Pemilihan populasi tersebut karena
merupakan populasi yang heterogen.
sehingga dianggap mampu mewakili
konsumen kosmetik wardah.

Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah metode probability
sampling. Probabilitas sampling adalah
teknik  pengambilan  sampel  yang
memberi peliang atau kesempatan
yang sama bagi setiap anggota populasi
yang terpiih sebagai sampel penelitian
(Sugiyono,2013,h.118). Teknik
pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian i adalah simple
random sampling (pengambilan sampel
acak  sederhana), yang merupakan
bagian dari probability sampling.

Jumlah populasi dalam penelitian
mi tidak diketahui maka untuk
menentukan jumlah sampel digunakan

rumus Machin and Chambell
(1997,h.169). Berdasarkan
pertimbangan bahwa nilai terendah
yang diperkrakan akan diperokh

melalui penelitian i adalah r= 0,6;
kemudian o = 0,5 Zl-a = 1,645 pada
pengukuran dua arah, dan § = 0,10 Z1-
B = 1,645 maka diperoleh n (mmimum)
= 30,04. Sehingga dalam penelitian ini
mengambil sampel minimal 30 orang
responden.

Definisi Operasional Variabel

Definisi  Operasional ~ Variabel
adalah suatu informasi ilmiah yang
amat membantu peneliti lain yang ingin
menggunakan  variabel yang sama
(Effendi  dalam  Singarimbun  dan
Effendi, Ed., 2011,h.46). Masing-

masing variabel dalam penelitian ini
secara operasional dapat didefinisikan
sebagai berikut:

Populasi dalam penelitian ini
adalah semua Mahasiswi S1 Fakultas
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a) Variabel Eksogen yaitu variabel
yang tidak ada penyebab-penyebab
eksplisitnya atau dalam gambar
tidak ada anak-anak panah yang
menuyju ke  arahnya.  Dalam
penelitian mi variabel eksogennya
Label Halal (X1), terdri dari 5
indikator dan Advertising (X2)
terdrri dari 5 indikator.

b) Variabel Endogen yaitu variabel
yang mempunyai anak panah
menuju ke arah variabel tersebut.

Variabel yang  termasuk  di
dalamnya mencakup semua
variabel perantara dan tergantung
Variabel perantara endogen
mempunyai anak panah  yang
menuju ke arahnya dan dari arah
variabel tersebut dalam suatu
model diagram jalur. Adapun
variabel tergantung hanya
mempunyai anak  panah  yang
menuju ke  arahnya.  Dalam
penelitian i, terdapat variabel
endogen  yaitu Keputusan
Pembelian (Y) terdiri dari 5
indikator.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan
untuk  membuktikan hipotesis  yang
diajukan dalam penelitian ni
menggunakan Generalized Structured
Component Analysis (GSCA).
Tenehaus (2008 dalam Solimun, 2012)
mengatakan bahwa GSCA adalah
metode baru SEM berbasis komponen,
sangat pentng dan dapat digunakan
untuk perhitungan skor (bukan skala)
dan juga dapat diterapkan pada sampel
yang sangat kecl. Di samping itu,
GSCA dapat digunakan pada model
struktural yang melibatkan variabel

Kegunaan GSCA adalah untuk
mendapatkan model struktural yang
powerfull guna tujuan konfirmasi Oleh
karena itu, metode GSCA adalah setara
dengan  analisis  model  struktural
berbasis kovarians (SEM). Dengan
demikian analisis GSCA juga powerfull
untuk menguji model berbasis teori,
atau  dengan kata lam  untuk
mengkonfirmasi teori tentang
hubungan antar variabel yang terdapat
di dalam model struktural (Solimun,
2012).

HASIL & PEMBAHASAN
Hasil

Pengujian Hipotesis 1 : Label Halal
memiliki dampak positif terhadap
Keputusan Pembelian

Hipotesis menyatakan bahwa Label
Halal berpengaruh signifikan terhadap
Keputusan Pembelian. Hasil pengujian
pengujian hipotesis diketahui terdapat
hubungan yang positif dan signifikan

antara Label Halal (X1) terhadap
Keputusan  Pembelian  (Y). Hasll
pengujian  memperoleh bukti empiris

bahwa Hi didukung dengan koefisien
positif. Artinya, semakin tinggi Label
Halal maka akan semakin tinggi
Keputusan Pembelian. Hasil pengujian
dengan GSCA menunjukkan bahwa
hasil pengujian berpengaruh signifikan
dengan nilai critical rasio sebesar 2.62
dan koefisien jalur sebesar 0,437.

Hasil penelitian ini  mendukung

hasil penelitian Wahyu Budi Utami
(2013). Label Halal berpengaruh
signifikan terhadap Keputusan

Pembelian dengan nilai sig 0,000 dan
memiliki hubungan positif dengan nilai

dengan indikator refleksif dan atau koefisien jalur 0,207. Hasil dari
formatif. penelitan Wahyu Budi Utami (2013)
mendukung  hasil  penelitian  dari
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peneliti yang menyatakan hubungan
signifkan  antara label halal dan
keputusan pembelian. Pada penelitian
Wahyu Budi Utami (2013) yang
bertujuan meneliti  pengaruh  Label
Halal terhadap Keputusan Pembelian
(survei pembeli kosmetikk wardah di
outltt Wardah griya muslim an-nisa

Yogyakarta). Peneliti Wahyu Budi
Utami (2013) menggunakan analisis
regresi dengan sampel sebesar 90
responden.

Hasil penelitian i juga sesuai
dengan temuan Mutiara Rinda Sadly
Harahap (2013). Hasinya Label Halal
berpengaruh signifikan terhadap
Keputusan Pembelian. Penelitian
Mahdi Borzooei and Maryam Asgari
(2015)  temuannya  mengindikasikan
juga bahwa Label Halal berpengaruh
signifikan terhadap Keputusan
Pembelian.

Hasill  peneltian i juga
mendukung  hasil  penelitian ~ Azize
(2014). Label Halal berpengaruh
signifikan terhadap Keputusan
Pembelian, dengan nilai sebesar 4,555.
Oleh karena nilai t hitung lebih besar
dari t tabel (4,555 Ilebih besar dari
1,995) maka Ho ditolak, artinya secara
parsial Label Halal berpengaruh positif
terhadap Keputusan Pembelian produk
kosmetik Wardah di Yayasan Pondok
Pesantren Putri An-Nuriyah.

bahwa H> didukung dengan koefisien
positif. Artinya, semakin tinggi Iklan
maka akan semakin tinggi Proses
Keputusan Pembelian. Hasil pengujian
dengan GSCA menunjukkan bahwa
hasil pengujian berpengaruh signifikan
dengan nilai critical rasio sebesar 3,77
dan koefisien jalur sebesar 0,697.

Hasil penelitian i  mendukung
hasil penelitian Bimasa (2011). Iklan
berpengaruh signifikan terhadap Proses
Keputusan Pembelian dengan nilai sig
0,000 dan memilki hubungan positif
dengan nilai koefisien jalur 0,704.

Hasil  penelitian  ini  juga
mendukung  hasil  penelitian  Azize
(2014). Iklan berpengaruh signifikan

terhadap Proses Keputusan Pembelian,
dengan nilai -2,392 dengan tingkat
signifikansi 0,05 atau 5%. Oleh karena
nilai —t hitung lebih kecil dari —t tabel
(-2,392 < -1,995). maka Ho ditolak.
Artinya, secara parsial advertising
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian produk kosmetik Wardah di
Yayasan Pondok Pesantren Putri An-
Nuriyah.

Model Empiris Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
penelitian ~ dengan  judul  “Pengaruh
Label Halal dan Iklan terhadap Proses
Keputusan Pembelian (Survei pada
Mahasiswi  S1  Fakultas  Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pengujian Hipotesis 2 Iklan Angkatan Tahun 2013/2014 yang

memiliki dampak positif terhadap menggunakan Kosmetk  Wardah)”,

Proses Keputusan Pembelian maka  ditemukan  hasil  penelitian

Hipotesis menyatakan bahwa dengan model empiris yang

Iklan berpengaruh signifkan terhadap ditunjukkan dengan model Gambar

Proses Keputusan Pembelian. Hasil berikut ini
pengujian pengujian hipotesis diketahui
terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara Iklan (X2) terhadap
Proses Keputusan Pembelian (Y). Hasil
pengyjian memperoleh bukti empiris
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Sumber: Penulis, 2016
Gambar 4 Model Empiris

Keterbatasan Penelitian
Beberapa  keterbatasan  yang
ditemukan dari penelitian ini adalah :
1) Penelitian i bukan merupakan
penelitian eksperimen atau bersifat

longitudinal ~ (penelitian ~ jangka
panjang) akan tetapi penelitian
eksplanatori dan dalam jangka

waktu singkat. Sehingga penelitian
mi tidak mampu menggambarkan
dinamika objek yang diteliti bila
dibandingkan  dengan  penelitian
dalam satu periode pada perilaku
konsumen saat melakukan
keputusan pembelian.

2) Penelitian ini hanya berfokus pada
satu  lokasi  yaitu  Universitas
Muhammadiyah Ponorogo,
sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa hasil
penelitian tidak dapat
digeneralisasikan pada lokasi yang
lain.

3) Sampel pada  peneltian i
memiliki  ukuran  yang  keclil,
sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa dapat
membatasi generalisasi hasil
penelitian.

4) Pereltatn i hanya difokuskan
pada  penggaruh Label Halal
terhadap advertising serta

dampaknya pada proses Keputusan
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Pembelian  konsumen  kosmetik
wardah.
5) Kemungkinan terjadi systematic

error bak yang disengaja maupun
tidak disengaja yang disebabkan
oleh  pereliti  (seperti  desain
kuesioner yang kurang baik) dan
juga pada saat pengambilan data
(seperti mengarahkan responden)
serta kesalahan dari responden
(seperti tidak mengerti kuesioner,
menebak jawaban).

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah
dirumuskan dan pengujian hipotesis,

maka dari penelitian yang dilakukan
dapat  diambil kesimpulan sebagai
berkut: Variabel Label Halal (XI)
adalah  signifkan pengaruhnya dan

positif hubungannya terhadap Proses
Keputusan Pembelian (Y). Variabel
Iklan (X2) adalah signifikan
pengaruhnya dan positif hubungannya
terhadap Proses Keputusan Pembelian
(Y).

Saran

Saran kepada peneliti selanjutnya yang
tertarkk untuk meneliti pengaruh Label
Halal dan Iklan terhadap Proses
Keputusan Pembelian, yaitu saran
untuk Penelitian Berikutnya,
Berdasarkan keterbatasan penelitian di
atas, peneliti selanjutnya disarankan
untuk mengambil obyek penelitian dan

jumlah sampel yang berbeda untuk
mengkaji model secara lebih
mendalam, serta diharapkan akan

memperoleh hasil yang maksimal.
Saran untuk PT Paragon Technology
and Innovation (produsen kosmetik
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Wardah).
Wardah,
memelihara

Bagi produsen kosmetik
disarankan  untuk  tetap

kualitas pelayanan
terhadap konsumen dengan
memperhatikan segala aspek bukan
hanya dengan Label Halal maupun

DAFTAR RUJUKAN

(2003), Bagian Proyek
Sarana dan Prasarana Produk
Halal  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
dan Penyelenggaraan Haji,
Petunjuk  Teknis  Pedoman
System Produksi Halal, (p.2),
Departemen Agama. Jakarta.

Arkunto,  S. 2006.  Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktik. Edisi Revisi VI. PT.
Rineka Cipta. Jakarta.

Azize, N, 2014, Pengaruh Advertising
dan Label Halal Terhadap
Keputusan  Pembelian  Produk
Kosmetk Wardah di Yayasan
Pondok Pesantren Putri An-
Nuriyah, Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Belch, George E. & Michael A.
Belch. 2001. Introduction Ad and

Promotion. An Integrated
Marketing. McGraw  Hil
Company.

Bimasa, F. 2011, Pengaruh Pesan

Iklan Televisi terhadap Ingatan
dan Mimat Beli, serta Dampaknya

Iklan. Konsumen yang merasa puas
terhadap produk kosmetk Wardah
akan menjadi konsumen tetap produk
itu sendiri, dan tidak akan berpindah ke
produk kosmetik yang lain.

2009/2010 yang Menggunakan
Produk Pond’s White Beauty).
Universitas ~ Brawijjaya: — Skripsi.
Malang.

Pond’sWhite Beauty).

Borzooei, M & Asgari, M. 2015.
Country-of-Origin  Effect  on
Consumer Purchase Intention of
Halal Brands, American Journal

of Economics, Finance and
Management, 1(2), 25-34.

Brui, R.R., 2010, Halal logistics and

the impact  of  consumer
perceptions, University of
Twente Netherlands.

Burhanuddin, 2011, Pemikiran
Hukum Perlindungan Konsumen
dan Sertifikat Halal,

(p.140,p.142), Universitas Islam
Negeri Maulana Malk Ibrahim
Malki Press. Malang.

Engel, F.J., R.D Blackwell dan P.W

Miniard. 1995. Perilaku
Konsumen. Terjemahan oleh F.X
Budianto.  Jiid 2. Binarupa

Aksara. Jakarta.

Ernawati, T. 2015. Pengaruh label
halal dan Tingkat harga terhadap

pada Keputusan ~ Pembelian keputusan menggunakan produk
(Survei pada Mahasiswi Sl kosmetik (Studi kasus:
Fakultas Ilmu Administrasi Mahasiswi ~ Universitas  Islam
Universitas Brawijaya Angkatan Negeri Syarif Hidayatullah
61
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



Jakarta), Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.

Hanzaece, K.H & Reza, M. R. 2011,
Intention To Halal Products In
The World Markets,
Interdisciplinary Journal of
Research in Busmess, vol. 1, 01-
07.

Harahap, M. R. S. 2014. Pengaruh

Labelisasi Halal Terhadap
Keputusan  Pembelian  Produk
Kosmetik Wardah Pada
Perempuan Muslm di  Kota
Medan, Universitas  Sumatera
Utara Medan.

Hawkins, I.D and D.L Mothersbaugh.
2010. Consumer  behavior:
building marketing strategy. 11th
edition. McGraw Hill. London.

Hawkins, 1.D., R.J Best and K.A
Conney. 2001. Consumer
behavior:  building marketing
strategy. 8th edition. McGraw
Hill. London.

Kasali R. 1992.  Manajemen
Periklanan Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia.
Jakarta: PT Pustaka Utama
Grafiti.

Kotler, Philip and Keller Kevin
Lane. 2009. Principles of
Marketing.. 13th Edition.

Prentice Hall. New Jersey.

Kuncoro, Mudrajad. 2001. Metode
Penelitian Kuantitatif. UPP AMP
YKPM. Yogyakarta.

62

Levy, Miachael and B.A Weitz. 2012.
Retailing Management. McGraw
Hill Irwin. New York.

Mowen, J.C dan Michael Minor.
2002. Perilaku Konsumen. Alh
Bahasa: Lina Salm. Jiid 1L
Erlangga. Jakarta.

Pertiwi, D. D. 2009. Hubungan
Antara Kepercayaan Diri dengan
Mmat Membeli Kosmetik pada

Konsumen Klnk Kecantkan.
Fakultas  Psikologi.  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

(diakses tanggal 3 Juni 2016).

Purnamasari, T. 2005. “Sertifikasi
dan Labelisasi Produk Pangan
Halal dalam Rangka
Perlindungan Konsumen Muslim
di Indonesia,” Jurnal Istinbath,
Fakultas Syariah IAIN Mataram,
No. 1, Vol 3 Desember 2005.

Qardhawi. Y. 2007. Halal dan Haram
dalam  Islam, (p.5), Era
Intermedia. Surakarta.

Republik Indonesia. 1999. Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun
1999 Tentang Label dan Iklan
Pangan, Lembaran Negara RI
Tahun 1999, No. 131. Sekretariat
Negara.. Jakarta.

Riazz M. N and Muhammad M C.
2004. The Value of Halal food
production, (p.698-701). Journal
Inform, Vol15 (11).

Riduwan dan E.A. Kuncoro. 2008.
Cara Menggunakan dan
Memaknai Analisis Jalur (Path
Analysis). Alfabeta. Bandung.

PROSIDING
Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



Sarwono, J. 2007. Analisis Jalur untuk
Riset Bisnis dengan SPSS. Andi
Offset. Yogyakarta.

Shimp, T. A. 2003. Perklanan
Promosi dan Aspek Tambahan
Komunikasi Pemasaran Terpadu.
Edisi Ke-5, Jilid 1. Alh Bahasa:
Revyani Sahrial, Dyah Anikasari.

Editor:  Nurcahyo = Mahanani.
Jakarta: Erlangga.

Solimun. 2012. Penguatan
Confirmatory Reseach

Pemodelan Persamaan Struktural
Generalized Structured
Componeny  Analysis  GSCA.
Program Studi Statistka FMIPA
Universitas Brawijaya. Malang.

Negeri Sunan
KalijagaYogyakarta.

Internet :

Hijab, Hello., (2016),

https://hellohijabers.wordpress.c
om/2016/01/08/daftar-terbaru-
kosmetik-bersertifikat-halal-
2016/, diakses 10 Mei 2016.

Momzhak, (2015),
http//www.halabea.comy2015/10
/daftar-kosmetik-halal-
terlengkap-2015.html, diakses 10

Mei 2016.
Makmun, Mardiana (2016)
http//www.berttasatu.com/pena

mpilan/391294-wardah-
targetkan-kuasarkosmetika-

Solomon, R Michael 2002. halal-di-asean.html,  diakses 8
Consumer  Behavior;  Buying Oktober 2016.
Having and Being. Prentice Hill
Pearson .New Jersey. Mustofa, Tika., (2013),
https//tkamustofa.wordpress.co
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian m/2013/10/12/wardah-kosmetik-
Bisnis  (Pendekatan Kuantitatif, halal-aman-dan-berkualitas-
Kualitatif dan R&D). Alfabeta. untuk-kesempurnaan-
Bandung. kecantkar/, diakses 10 Mei
2016.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian
Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif, Satyahadi, Alfred,. (2013) ,
Kualitatif;, =~ dan  R&D,  edisi http//www.indonesiaprintmedia.
kelimabelas. Alfabeta. Bandung. com/pendapat/225-pentingnya-
penggunaan-label-pada-
Sugiyono.  2012.  Statistika  untuk kemasanhtml, diakses 10 Mei
Penelitian. Alfabeta. 2016.
Bandung.
Supriadi, Cecep,. (2014),
Utami, W. B. (2013), Pengaruh Label http//www.marketing.co.id/ward
Halal  Terhadap  Keputusan ah-lart-kencang-bersama-
Pembelian (Survei  Pembeli komunitas/.  diakses 10 Mei
Kosmetik Wardah Dioutlet 2016.
Wardah Griya Muslim An-Nisa
Yogyakarta), Universitas Islam  Yuristiary, Yelna, (2015),
http//www.kompasiana.com/yel
63
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



nayuristiary/sertifikat-halal- Yuswohady, (2015),

wardah-adalah-jaminan-kualitas- http//www.yuswohady.com/201
produk 54fbac38a333112e5e8b4 5/07/04/halal-marketing/,diakses
57b, diakses 10 Mei 2016. 10 Mei.

Tabel 1: Dasar Teoritis Penelitian

Dasar Teoritis

Label Halal Iklan Proses Keputusan
Pembelian
Burhanuddin Kasali (1998) Hawkins (2007,2010),
(2011) Belch & Belch Engel et al (1995),
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Kajian Tafsir Usahawan Atas Konsep “Al-Halallu Bayn Wal

Haroomu Bayn” dalam Manajemen Keuangan Usaha

Diah Ayu Septi Fauji
Restin Meilina
Ema Nurzainul Hakimah
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Email:dseptifauzi@gmail.com,restin.meilina(@gmail.com,
ema_hakimah@yahoo.com

Abstrak : Konsep “AL- HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” merupakan
kunci bahwa halal — haram itu jelas . Penelitian ini bertujuan untuk menggali tafsir
usahawan atas konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dalam
pengelolaan keuangan usahanya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tafsir content dan fenomenologi, yang merupakan studihasil pengamatan atas
fenomena yang terjadi. Pendekatan ini menitik beratkan ada pemahaman, pemikiran,
dan presepsi penulis dalam menggali informasi dari narasumber. Konsep “AL-
HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” dirujuk dari nilai Agama Islam
,digali dari Agama(wan) beserta rujukan sahih terkait. Dari konsep tersebut
kemudian dijadikan pertanyaan untuk survey kepada para usahawan Muslim di Kota
Kediri. Adapun populasi dan sampel diambil dari beberapa pengusaha muslimyang
dianggap dapat mewakili obyek yang diteliti.Riset ini menyimpulkan bahwa para
usahawan masih multitafsir atas konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU
BAYN” dalam manajemen keuangan usahanya, hal ini ditunjukkan dengan masih
banyaknya usahawan yang melakukan praktik jual beli dengan menggunakan pihak
ketiga, yang sebenarnya mengandung unsur riba, kemudian masih banyaknya
pengusaha yang belum paham tentang akad mudharabah yang seharusnya menjadi
akad dalam transaksi bisnis Syariah. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi
pencerahan bagi para usahawan muslim untuk lebih “smart” dalam menafsirkan
konsep “AL-HALALLU BAYN WAL HAROOMU BAYN” yang berarti tidak ada
ruang abu- abu antara halal dan haram.

Kata Kunci : Manajemen Keuangan, AL-Halallu Bayn Wal Haroomu Bayn

Sejarah pergerakan ekonomi Islam di memberikan penafSiran yang
Indonesia sebenarnya telah berlangsung kaprah pada  pelaksanaan
sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya ekonomi maupun

System
pengelolaan

organisasi Syarkat Dagang Islam yang
dikepalai oleh para entrepreneur dn
para tokoh Muslm saat itu. Bahkan
jka  kita menark sejarah  jauh
kebelakang, jauh sebelum 1911, peran
dan kiprah para santri (umat Islam)
dalam dunia perdagangan cukup besar.
Namun, seiring makin berkembangnya
lembaga lembaga keuangan dan
perbankan syariah di Indonesia,warga
muslim di  Indonesia masih sering
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keuangan individu dan usahanya.
Sebenarnya sesuatu yang ditegaskan
halalnya oleh Alloh SWT , maka
adalah  halal. Dan sesuatu yang
diharamkan oleh Alloh SWT , maka
jelas haram. Hal ini sudah ditegaskan
dalam QS Al- Ma’idah 5:5 yang kurang
lebih artinya “Aku halalkan bagi kamu
hal — hal yang baik dan makanan
(sembelihan)ahli  kitab  halal bagi
kamu” serta dalam QS An-Nisaa’ 423
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yang artinya kurang lebih
“Diharamkan bagi kamu (menikahi)
ibu — ibu kamu, anak - anak
perempuan kamu”. Dan mash ada
beberapa ayat Alqur’an  yang
menunjukkan  kejelasan  perbedaan

antara halal dan haram. Tidak
ruang abu — abu diantara keduanya.
Seorang  Muslm  dituntut  untuk
senantiasa meningkatkan kualitas hidup
sehingga eksistensinya bermakna dan
bermanfaat di hadapan Alloh SWT,
yang pada akhirnya mencapai derajat
Al-hayat Al-thoyyibah ( Hidup yang
diliputi  kebaikan,QS.16:97).  Untuk
mencapai derajat tersebut maka setiap
muslim diwajibkan untuk beribadah,

ada

bekerja, berkarya, berinovasi atau
dengan kata lain beramal saleh.
Masyarakat yang memilki semangat

(ghiroh) untuk mencapai derajat hidup
yang diliputi dengan kebaikan serta
masyarakat yang beraktivitas sejalan
dengan nilai — nilai tuntunan Alloh dan
RosulNya  (4/-Maruf) dan mencegah
kemungkaran, akan melahirkan
masyarakat yang menjunjung  tinggi
nilai —nilai al-qur’an dan al — hadits.

Selain konsep ekonomi secara umum,
Islam juga memberkan pedoman dan
petunjuk  yang lengkap  khususnya
mengenai pencatatan dan pembukuan
berbagai aktivitas yang terjadi dalam
perusahaan, yang dikenal dengan
akuntansi serta pengelolaan keuangan
perusahaan yang meliputi dari mana
modal perusahaan didapat,bagaimana
memutar keuangan perusahaan.

Seiring dengan berkembangnya
syariah bank di Indonesia maupun
Negara lain, perbankan konvensional
pun makin getol untuk memberikan

Muslm, namun mereka masih enggan
untuk berpindah ke bank syari’ah
dengan presepsi yang salah kaprah.
Karena  itulah  sebagai  seorang
mushm yang dituntut untuk senantiasa
meningkatkan kualitas hidup dengan
kebaikan, penelitian i dirasa penting
untuk  diangkat. Mengingat masih
sedikitnya kesadaran umat Islam di
Indonesia  tentang pemaknaan Al
Halallu bayn wal haroomu bayn dalam
pengelolaan keuangan pribadi maupun
usahanya.

ALHALALLU BAYN WAL
HAROOMU BAYN
Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’'man Bin

Basyir RA berkata,” Aku mendengar
Rosulullah SAW bersabda:”
Sesungguhnya yang Halal itu jelas, dan
yang haram itu jelas, dan diantara
keduanya ada perkara yang samar —
samar, kebanyakan manusia tidak
mengetahuinya, maka  barangsiapa
menjaga dirmya dari yang samar -
samar itu, berarti ia telah
menyelamatkan agama dan
kehormatannya, dan barangsiapa
terjerumus  dalam wilayah samar
samar maka 1a telah terjerumus
kedalam yang haram,seperti
penggembala yang menggembala
disekitar daerah terlarang maka hampir
hampir ia  telah terjerumus
kedalamnya.  Ingatlah  setiap  raja
memiliki larangan dan ingatlah bahwa
larangan  Alloh apa apa yang
diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa
dalam jasad ada sekerat daging jika ia
baikk maka baiklah seluruh jasadnya
dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh
jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal

kredit dengan suku bunga yang daging itu adalah hat?” (HR.Bukhori,
kompetitif dan memberikan “iming- Muslim).
ming” lam agar nasabahnya tidak Syariat Islam dalam menghalalkan dan
berpindah tempat. Nasabah — nasabah mengharamkan makanan selalu
bank  konvensional banyak yang mempertimbangkan kemaslahatan dan
66
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madharat  (bahaya). Segala  yang
diharamkan pastilah mengandung
seratus persen bahaya atau memuat
unsur  bahaya  yang  dominan.[5]
Demikianlah  diantara  keistimewaan
syariat Islam, karena bersumber dari
Allah Azza wa Jalla , Dzat Yang Maha

Bijjaksana  (alHakim) dan Maha
Mengetahui  (al-‘Alim) akan segala
kemaslahatan bagi hamba.

Selain  dua  ayat yang  telah
dikemukakan di atas, ada beberapa ayat
lain yang menggariskan dan

menerangkan asas dan manhaj Islam
dalam penetapan halal dan haramnya
satu makanan. Alldh Azza wa Jala
berfirman:

1558 (oY) AT ea @i\ R EVA
ikl (e 3887355 38 5l (als 28550

Allahlah yang menjadikan bumi bagi

kamu tempat menetap dan langit
sebagai atap, dan membentuk kamu
lam membaguskan  rupamu  serta

member kamu rezeki dengan sebagian
yang baik-baikk [alFMukmin/40:64].
Allah Azza wa Jalla berfirman:

Ealall gele 25ady ciidal 241 8ad;

Dan di (Nabi Muhammad Shallallahu
‘alathi wa sallam) menghalalkan bagi
mereka  segala  yang bak dan
mengharamkan bagi mereka segala
yang buruk [aFA’raf/7:157].

Mari kita perhatikan kaedah yang telah
disimpulkan Syaikh Shaleh al-Fauzan
mengenai  manhaj Islam  dalam
menghalalkan dan mengharamkan yang
menunjukkan  salah satu  keindahan
Islam : ‘Setiap barang yang thahir (suci
lawan  dari  najis), yang tidak
mengandung  bahaya sama  sekal,
seperti biji-bijian, buah-buahan,
hewan-hewan hukumnya halal Dan
setiap barang najis, seperti bangkai dan
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darah, atau barang yang mutanajjis
(terkena najis) dan setiap barang yang
mengandung madharat (bahaya)
semisal racun dan lamnya hukumnya
haram (dikonsumsi)’ (akAth’imah him.
28).

Tampak bahwa yang halal adalah hal-
hal yang baik, dan yang diharamkan

adalah  hal-hal yang buruk dan
berbahaya.

Dalil yang menunjukkan
diperhitungkannya kesucian  (tidak
najisnya) barang yang dikonsumsi

frman AllAh Azza wa Jalla:
Seiall 4485 20 Al Klle o'l

Diharamkan bagimu (memakan)
bangkai, darah daging babi [al
Maidalv53]

Bangkai darah dan dagng babi
merupakan barang najis secara dzat,

dan Dbarang najis adalah khabits
(buruk).[6]

Sementara di  antara dall yang
mengharuskan bebasnya barang

konsumsi dari unsur yang berbahaya
firman Alldh Azza wa Jalla.

A<l ) &l Y

Dan janganlah kamu menjatuhkan
dirmu sendiri ke dalam kebinasaan [al
Bagarah/2:195]

Allah Azza wa Jalla berfirman:

& Y

Dan janganlah kamu membunuh

dirimu [an-Nisa/4:29]

Ayat-ayat i menunjukkan bahwa
segala yang khabits atau
membahayakan diharamkan
dikonsumsi dan dimanfaatkan. [7]
Demikian manhaj penghalalan dan
pengharaman sesuatu seperti manhaj
Islam dalam seluruh aspek kehidupan
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yang mengedepankan  kemaslahatan
dan perlindungan terhadap jwa, badan,
akal Sementara di masa Jahiliyah,

penetapan halal dan haram merujuk
hawa nafSu dan taklid buta terhadap
ajaran nenek moyang. Begitu pula yang
terjadi pada agama Nasrani, halal dan
haram berdasarkan kehendak pemuka
agama mereka.

Dari sini, seorang Mukmin harus
mengutamakan ~ dan  mendahulukan
ketetapan Aldh Azza wa Jalla dan

Rasul-Nya saat berhadapan dengan
ketetapan adat atau budaya yang
mengharamkan sesuatu yang
dihalalkan oleh Islam, atau sebaliknya
menghalalkan sesuatu yang

diharamkan oleh Islam. Sebab secara
prinsip, penetapan halal dan haram
adalah hak Alldh Azza wa Jalla
Barang siapa mengharamkan yang
halal dan menghalalkan yang haram
pada hakekatnya telah memposisikan
diri sebagai sekutu Alldh Azza wa Jalla
dalam hak tasyr? (penetapan syariat).
Karenanya, Aldh Azza wa Jalla
mencela kaum Yahudi dan Nasrani
karena  ketaatan = mereka  yang
berlebihan  terhadap para pemuka
agama mereka, sampai menghalalkan
dan mengharamkan apa yang dikatakan
oleh pemuka agama mereka. Dengan
i, mereka telah menjadikan para
pendeta  itu  sebagai  tandingan-
tandingan Allah.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

d“‘ 052 &e uas 2l )s e“w\—m‘ ) 5345

Mereka menjadikan orang-orang
alimnya ~ dan  rahib-rahb  mereka
sebagai tuhan selain  Alldh  [at-
Taubah/931]

Begttu pula, Aldh Azza wa Jalla
mencela kaum musyrkin pada masa
Jahiliyah yang menghalalkan bangkai
yang telah diharamkan Alldh Azza wa
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Jalla dan mengharamkan beberapa jenis
binatang ternak yang dihalalkan oleh
Allah Azza wa Jalla , karena mengikuti
warisan budaya nenek moyang dan

hawa nafSu mereka.
AllAh Azza wa Jalla berfirman:

euyjm,y}uuyﬁwwm s s
DLl e (558 Gl 68 T

u,lsuy 2 I (NI \jn,_,ﬂjd G

u;uh)umA\gudyJ\g\,ﬂ\df\
\.1;\..1\ ujm@‘zb UJA’-IY(&}D\U\S)KJ\
Allah sekali-kali tidak pernah
mensyariatkan adanya bahirah, saibah,
washiilah dan ham, akan tetapi orang-
orang kafir membuat-buat kedustaan
terhadap Allah dan kebanyakan
mereka  tidak  mengert.  Apabila
dikatakan kepada mereka: ‘“Marilah
menglkuti apa yang diturunkan Allah
dan mengikuti Rasul, mereka
menjawab, Cukuplah untuk kami apa
yang kami dapati bapak-bapak kami
mengerjakannya”. Dan apakah mereka
mengikuti juga nenek moyang mereka
walaupun nenek moyang itu tidak
mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk? [al-Maidah/5:103-
104].

2

\)Ew\_\n\.g_ﬂb YJL\.\LYJ\AUAJY\‘_;LAA
BN }Jn I & Gaa 3 & )
)\T/\L_Ac\jj)s.\u\)cfl_u;ﬂ\};}aﬂbéf\_qu\
53 Y L 4

Hai sekalian manusia, makanlah yang
halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.  Sesungguhnya
syatan itu hanya menyuruth kamu
berbuat jahat dan keji, dan mengatakan
terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui. [al-Baqarah/2:168-169]

Penjelasan ayatkaum mukminin
diperintah untuk mengkonsumsi yang
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halal dan baik. Melalui ayat i, Alldh
Azza wa Jalla memanggil seluruh umat
manusia, balk yang beriman ataupun
manusia yang kufur kepada-Nya. Alldh
Azza wa Jalla mengingatkan mereka
akan anugerah berupa perintah kepada
mereka untuk memakan apa saja yang
ada di bumi, baik yang berupa bij+
byjian, sayuran, dan buah-buahan, serta
dagng hewan dan bmnatang dengan dua
kriteria:  ¥Y)s  (yang dihalalkan bagi

mereka), bukan barang yang
diharamkan atau didapatkan melalu
cara yang haram seperti ghashab,

mencuri dan lainnya. Kedua, Wb (yang
baik), maksudnya bukan barang yang
khabits (buruk) seperti bangkai, darah,
daging babi dan barang-barang bersifat
buruk lainnya. [1]

Maksud sesuatu yang halal adalah
segala  yang diizinkan oleh Allah
Sementara makna thayyib, yaitu segala
yang suci, tidak najis dan tidak
menjjikkan yang dijjauhi jiwa manusia.
Dengan demikian, dzat makanan (dan
minuman) tersebut baik, tidak
membahayakan tubuh dan akal mereka.
[2]

Pada ayat lain, Alldh Azza wa Jalla
mengarahkan perintah semakna secara
khusus kepada kaum Mukminin semata
dengan berfirman:

80835 o i e 158 ) el Gl g L
580 28 0 ) %00

Hai  orang-orang  yang  beriman,
makanlah di antara rezeki yang baik-
bak yang Kami berkan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Alldh, jka benar-

benar hanya  kepada-Nya  kamu
beribadah [alBaqarah/2:172].

Di  sini, Alldh Aza wa Jala
mengarahkan  perintah i secara

khusus kepada kaum Mukminin karena
mereka sajalah pada hakekatnya yang
dapat  mengambill = manfaat  dari
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perintah-permntah dan larangan-
larangan-Nya, didorong  keimanan
mereka kepada-Nya. Alldh Azza wa
Jalla memerintahkan mereka untuk
mengkonsumsi  yang baik-baik  dari
rezeki yang diberkan kepada mereka
dan bersyukur kepada Allah Azza wa
Jalla atas kenikmatan yang tercurahkan
dengan cara mempergunakannya dalam
ketaatan kepada Alldh Azza wa Jalla
dan bekal untuk tujuan itu.

Bila pandangan kita arahkan pada ayat
i, perintah mengkonsumsi makanan
yang tertuang di dalamnya hanya
mempersyaratkan makanan yang baik-
baik saja, tidak menyinggung status
halalnya. Hal mi dikarenakan keimanan
yang tertanam pada kalbu seorang
Mukmin akan menghalanginya
mengambil sesuatu yang tidak halal[3]
Demikianlah semestinya seorang
Mukmin, selalu memastikan apa yang
masuk ke perutnya adalah barang-
barang halal, menghindari sesuatu yang
masih meragukan dan mencurigakan
agar terhindar dari yang diharamkan
Allah Azza wa Jalla . Dan jangan
pernah  berpkir untuk  memakan
makanan haram atau  mencarinya
dengan cara-cara yang terlarang.
Syaikh Abu Bakar Jabr al-Jaziiri
berpesan, “(Ayat ini menunjukkan)
kewajiban (seorang Mukmin) mencari
rezeki halal dan membatasi diri
dengannya saja dalam hidup meskipun
dalam kondisi sulit”.[4]

Dengan rahmat dan kasih-Nya, Alldh
Azza wa Jalla memberi ruang gerak
yang lebih luas bagi manusia untuk
memilh makanan dan minuman. Ini
lantaran makanan yang diharamkan
jauh lebih sedikit ketimbang yang
dihalalkan. Di  pasar tradisional
misalnya, bila dibandingkan jumlah
dagangan yang halal dengan jualan
yang dilarang, tentu lebih banyak yang
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pertama, bahkan jauh lebih banyak.
Walilldhil hamd.

Pengelolaan Keuangan Syari’ah

Ada empat landasan untuk
mengembangkan manajemen menurut
pandangan Islam, yaitww Kebenaran,
kejujuran, keterbukaan, keahlian.
Seorang manajer harus memiliki empat
sifat utama itu agar manajemen yang
dijalankannya mendapatkan hasil yang
maksimal. Yang palng penting dalam

manajemen  berdasarkan  pandangan
Islam  adalah  harus ada  jwa
kepemimpinan. Kepemimpinan

menurut Islam merupakan faktor utama
dalam konsep manajemen. ( Didin

Hafidhuddin dan  Hendri Tanjung
2003).

Dalam pengelolaan keuangan
syar’ah atau manajemen keuangan

syari’ah dapat djelaskan melalui akar
kata yang dimilkinya yaitu manajemen

keuangan dan syari’ah. Manajemen
keuangan dapat diartkan menjadi
sebuah seni merencanakan,
mengorganistr, melaksanakan,

mengawasi seluruh aktivitas organisasi
yang menyangkut dengan keuangan.
Mulai  dari  kegiatan  perencanaan
anggaran, dari mana modal didapat
,penyusunan anggaran, realisasi
anggaran,evaluasi anggaran dan
sebagainya.

Sedangkan kata syar’ah ditinjau dari
sisi etimologi memiliki arti jalan yang
ditempuh atau garis yang seharusnya
dilalu, sedangkan secara termmology,
syariah diartkan sebagai pokok —
pokok aturan hukum yang digariskan
olech Alloh SWT untuk dipatuhi dan
dilalui oleh seorang Muslim dalam
menjalani aktivitas hidupnya(ibadah) di

yang mengatur aktivitas umat manusia
yang berisi perintah atau larangan, baik
yang menyangkut hubungan interaksi
horizontal dengan sesama makhluk.
Prinsip syariah yang berlaku umum
dalam kegatan muammalah (transaksi
syariah) mengikat secara hukum bagi
semua pelaku dan pemangku
kepentingan (stakeholder) entitas yang
melakukan transaksi syariah.

Nilai — nilai syariah berdasarkan pada
prinsip: Persaudaraan (ukhuwah), pada
esensinya merupakan nilai universal
yang menata teraksi social dan
harmonisasi  kepentingan para pihak
untuk  kemanfaatan secara  umum
dengan semangat saling tolong —
menolong. Syariah menjunjung  tinggi
nilai demokrasi dan nilai kebersamaan
dalam memperoleh manfaat (sharing
economics) sehingga seseorang tidak
boeh mendapat keuntungan diatas
kerugian orang lain. Ukhuwah dalam

transaksi syariah berdasarkan pada
prinsip  salng mengenal (ta’aruf),
saling memahami (tafahum), saling
tolong menolong  (ta’awu), saling
menjamin  (takaful) dan  saling
bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
Keadilan (‘adalah), esensinya
menempatkan  sesuatu  hanya pada
tempatnya dan memberkan sesuatu
hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai dengan
posisinya. Implementasi keadilan

dalam kegiatan usaha berupa prinsip
muammalah  yang melarang adanya
unsure rba, kezaliman,masyir,gharah,
dan haram. Kemaslahatan (maslahah),
esensinya merupakan segala bentuk
kebaikkan dan manfaat yang berdimensi
duniawi dan ukhrawi, material dan
spiritual serta individual dan kolektif.

dunia (Triyuwono,2000). Ikatan Kemaslahatan harus memenuhi secara
Akuntan Indonesia (2007)  keseluruhan  unsure- unsure  yang
mengemukakan bahwa syar’rah menjadi tujuan ketetapan syari’ah
merupakan  ketentuan hukum islam (magasid ~ syariah)  yaitu  berupa
70
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pemeliharaan terhadap akidah,
keimanan,dan ketaqwaan (dien), akal
(aql), keturunan (nasb), jwa dan
keselamatan (nafs) dan harta benda
(maal).  Keseimbangan  (tawazun),
esensinya meliputi keseimbangan
aspek material dan spiritual, aspek
privat dan public, sector keuangan dan
sector il bisnis dan  social,
keseimbangan aspek pemanfaatan dan
pelestarian.  Transaksi syariah tidak
hanya menekankan pada maksimisasi
keuntungan perusahaan semata untuk
kepentingan  pemilk  (shareholder),
tetapi pada semwa pihak yang dapat
merasakan  manfaat adanya  suatu
kegiatan ekonomi (stakeholder).
Universalisme (syumuliyah), esensinya
dapat dilakukan oleh, dengan, dan
semua pihak yang berkepentingan
(stakeholder) tanpa membedakan suku,
agama, ras dan golongan, sesuai
dengan semangat kerahmatan bagi
semesta (rahmatan lil ‘alamin)(Ikatan
Akuntan Indonesia,2007)

METODE

Metode penelitian  ini  menggunakan
metode  penelitian  kualitatiff — Dalam
penelitian  kualitatf, proses analisis
tidak  harus  dilakukan  menunggu
selesainya proses pengumpulan data
(ludigdo,2007:108).  Maka,  secara

sistematis proses analisis data mi akan
dilakukan  melalui empat langkah.
Pertama, peneliti akan mereduksi data.
Langkah kedua, pereliti  akan
melakukan analisis content dengan cara
menafSirkan teks, bahasa, ekspresi para
nforman menjadi sebuah kesatuan dan

dari hasil analisis yang dilakukan pada
langkah kedua.

Perelitian i akan mengkaji salah
satu ayat dalam Alqur’an yaitu Surat Al
Baqoroh ayat 282 tentang sebuah
konsep muammalah  dalam Islam,
selanjutnya Surat Al Maidah ayat 1- 4
tentang konsep Halal — Haram.

PEMBAHASAN

Islam adalah system nilai dan tata cara
serta praktek hidup. Islam memiliki
nilai — nilai tertentu yang mengatur dan
membatasi gerak langkah  manusia
dalam hidupnya. Tata cara dan konsep
hidup itu bukan sekedar bertuyjuan
untuk membatasi gerak dan aktivitas

manusia, akan tetapi segala bentuk
peraturan  tersebut  dalam  rangka
menjamin kebahagiaan mdividu
tersebut di  dunia dan  akhirat,

ketertban, kelancaran semua makhluk
hidup. Karena semua makhluk hidup
didunia i saling bergantung satu sama
lain dan saling berhubungan erat.

Nilai — nilai Islam dalam konteks mi
dianggap meruyjuk pada semua factor
social, politik,ekonomi dan factor lain
yang mempengaruhi perilaku mndividu
(Fauzan dan Sulistyo,2015). Agama
memiliki potensi untuk diterima bukan
hanya disatu daerah atau disuatu
Negara, melainkan melampaui Negara.
Manajemen Islam:
Sebuah Harapan

Kecenderungan konsep pengelolaan
keuangan dari sudut pandang Islam
bukanlah sesuatu yang baru. Sudah
banyak kajian dan penelitian mengenai

Keuangan

dapat menghasikan makna. Ketiga, manajemen keuangan syariah. Pada
peneliti akan menyampaikan konsep dasamya manajemen syariah mengakui
dart  hasill reduksi data kepada pendapat logis universal yang sesuai
responden. Dan keempat, peneliti akan dengan  hakikat  kebenaran  yang
menarik kesimpulan penelitian.  bersumber A/-Qur’an dan As- Sunnah,
Kesimpulan ini merupakan mterpretasi dimana akuntabilitas proses
71
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



. Pilar

bisnis(business  process) dan  hasil
bisnis(business result) dari aktivitas
ekonomi secara penuh mengutamakan
pada tercapainya nilai keadilan(fairness
fully)  untuk  kemakmuran  umat
manusia.

Menurut Hidayat, manajemen Islam
pun  tidak  mengenal perbedaan
perlakuan(diskriminasi) berdasarkan
suku,agama,ataupun ras. Nabi
Muhammad SAW  bahkan pernah
bertransaksi  bisnis dengan  kaum
Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam
menganjurkan  pluralitas dalam  bisnis
maupun manajemen. Hidayat
mengungkapkan, ada empat pilar etka
manajemen  bisnis  menurut  Islam
seperti dicontohkan Nabi Muhammad
SAW yang meliputi :
pertama, tauhid artinya
memandang bahwa segala asset dari
transaksi bisnis yang terjadi didunia
adalah milk Alloh, manusia hanya

mendapatkan amanah untuk
mengelolanya.

. Pilar kedua,adil artinya segala
keputusan menyangkut transaksi

dengan lawan bisnis atau kesepakatan

kerja harus dilandasi dengan akad
saling setuju.

. Pilar ketiga, kehendak bebas yang
artinya manajemen Islam
mempersilahkan umatnya untuk
menumpahkan ~ kreativitas ~ umatnya
dalam melakukan transaksi bisnisnya
sepanjang memenuhi asas  hukum
ekonomi Islam,yaitu halal

. Pilar keempat adalah
pertanggungjawaban yang artinya
semua keputusan seseorang pimpinan
harus  dipertanggungjawabkan  oleh
yang bersangkutan.

Keempat  pilar  tersebut  akan

membentuk konsep etika manajemen
yang fair ketkka melakukan kontrak —
kontrak kerja dengan perusahaan lain
ataupun  antara  pimpinan  dengan

72

bawahan. Dalam Alqur’an disebutkan
bahwa :

Jaally o V15 il e LY il )
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Sesungguhnya Kami telah
mengemukakan amanat kepada langit,
bumi dan  gunung-gunung, tetapi
semuanya  enggan  untuk  memikul
amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah
amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zhalim
dan amat bodoh. Sehingga Alldh
mengadzab orang-orang munafik laki-
laki dan perempuan dan orang-orang
musyrikin  laki-laki dan perempuan;
dan sehingga Alldh menerima taubat
orang-orang mukmin lakilaki dan
perempuan. dan adalah Alladh Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al-
Ahzab/33: 72-73]

Firman Alldh Azza wa Jala :

Bl e WY G e Bidalls (=¥ o

Sesungguhnya Kami telah
mengemukakan amanat kepada langit,
bumi  dan  gunung-gunung [Al-
Ahzab/33:72]

Tafsir Ayat: Syaikh Abdurrahman bin
Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata,
“Alah Azza wa Jalla mengagungkan
urusan  amanah  yang telah Dia
bebankan kepada para mukallaf (orang-
orang yang berakal dan sudah dewasa).
Amanah tersebut adalah melaksanakan
semua perintah-Nya dan menjauhi
semua larangan-Nya dalam keadaan
rahasia dan sepi sebagaimana dia
melaksanakannya dalam  keadaan
bersama orang banyak. Dan Allah Azza
wa Jalla telah menawarkan amanah itu
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kepada makhluk-makhluk yang besar,
langit, bumi, dan gunung. Penawaran
mi adalah penawaran untuk memilih,
bukan penawaran untuk mengharuskan.
Yaitu ‘jika kamu melaksanakan dengan
sebaik-baiknya, maka kamu akan
mendapatkan pahala, namun jka kamu
tidak melaksanakannya, maka kamu
akan mendapatkan hukuman’. [Tafsir
Taistt Karimr Rahman fi TafSiril
Kalamin Mannan, 1/673]

Surat Al- Ma’idah Ayat 1- 4: Sebuah
Konsep Tentang Halal Haram
Yang Jelas

Konsep Halal — Haram atas beberapa
hal dalam kehidupan dapat diperoleh
dari pedoman suci Al Qur’an. Al

Qur’an adalah pegangan dan sumber
hukum bagi kaum Muslimin. Oleh

karenanya  wajib  hukumnya  bagi
pemeluknya  untuk  menaati  dan
mengamalakn petunjuk dan

perintahnya. Dalam ayat 1- 4 dari Surat
Al- Ma’idah yang artimya kurang lebih
“Hai orang — orang beriman, penuhilah
akad — akad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian
itu)dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Alloh  menentapkan
hukum — hukum yang dikehendakiNya
(1). Akad disini mencakup janji
prasetya hamba kepada Alloh dan
perjanjian yang dibuat oleh manusia
dalam pergaulan sesamanya. Yang bisa
dimaknai bahwa ada hal — hal yang
memang benar — benar dihalalkan dan
ada hal — hal yang diharamkan.

Hai orang — orang beriman, janganlah
kamu melanggar Syi’ar — syi’ar Alloh
dan janganlah melanggar kehormatan
bulan bulan haram,
jangan(menganggu binatang — binatang
hadya, dan binatang — binatang gala ’id,
dan jangan pula menganggu orang —
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orang yang mengunjungi  Bitulloh
sedang mereka mencari Karunia dan
Keridhoan dari Tuhannya, dan apabila
kamu telah menyelesakan ibadah haji,
maka bolehlah kamu berburu. Dan
janganlah sekali — kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang  —halangi  kamu  dari
masjidil haram, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). Dan tolong —
menolonglah dalam berbuat kebajikan
dan takwa, dan janganlah tolong —
menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada ALLOH, sesungguhnya Alloh
amat berat siksaNya(2). Dari ayat 2 i
bisa dimaknai bahwa sebagai manusia
kita dilarang untuk melanggar Syi’ar
Aloh ( segala amalan yang dilakukan
dalam rangka ibadat haji dan tempat —
tempat mengerjakannya. Jelas pula
bahwa manusia diperintahkan untuk
tolong — menolong dalam kebaikan dan
takwa serta dilarang tolong — menolong
dalam berbuat dosa.

Diharamkan bagimu  (memakan)
bangkai, darah, daging babi(dagng
hewan) yang disembelh atas nama
selain Alloh,yang tercekik,yang

dipukul,yang jatuh, yang tanduk, dan
yang diterkaam bmatang buas kecuali

yang sempat kamu
menyembelihnya,dan(diharamkan
bagimu) yang  disembelh  untuk

beranak panah,(mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kepasikan. Pada
hari i orang — orang kafir telah putus
asa untuk (mengalahkan) agamamu,
sebab itu janganlah kamu takut kepada
mereka dan takutlih kepadaKu. Pada
hari i telah Kusempurnakan untuk
kamu Agamamu, dan telah Kucukpkan
kepadamu  nikmatKu, dan telah
kuridhoi Islam itu jadi Agama bagmu.
Maka Dbarangsiapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Alloh Maha Pengampun
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lagi Maha Penyayang(3). Mereka
menanyakan kepadamu,’ Apakah yang

dihalalkan bagi mereka?’
Katakanlah,”Dihalalkan ~ bagimu  yang
bakk — bak dan (buruan yang

ditangkap) oleh binatang buas yang
telah kamu ajar dengan melatihnya
untuk berburu;kamu mengajarnya
menurut apa yang telah Diajarkan
Alloh kepadamu, maka makanlah dari
apa yang ditangkapnya untukmu dan
sebuthh Nama Alloh atas binatang

buas itu (waktu melepasnya). Dan
bertakwalah kepada Alloh,
sesungguhnya ~ Alloh  amat  cpat
HisabNya(4).

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Sebuah
Konsep Sosial (Mu’ammalah) Dalam
Islam

Untuk kepentingan kajian, penulis
akan menafsrkan ayat tentang konsepsi
ber-muammalah yang tertuang dalam
Al-Qur’an Surat Al — Baqoroh ayat
282. Dalam  penafsiran  ipenulis
merujuk dari beberapa kitab terjemahan
tafsSir AlQur’an diantaranya tafSr Al-
Azhar dan tafsir Al Misbah.

Surat Al Bagoroh ayat 282
merupakan ayat yang terpanjang dari
Surat Al- Baqoroh dan dikenal oleh
ulama  dengan nama  Ayat Al
Mudayanah  (ayat utang piutang-
“dain”). Adapun terjemahan dari Surat
Al- Baqoroh 282 adalah sebagai
berikut :

“ Hai orang —orang yang beriman,
apabila kamu melakukan utang -
piutang(bermuammalah  tidak  secara
tunai) untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara
kamu menuliskannya dengan adil. Dan
janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Alloh
mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis dan hendaklah orang yang
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berhutang itu mengimlakkan (apa yang
akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Alloh Tuhannya, dan

janganlah 1a mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jka  yang
berhutang itu orang yang lemah

akalnya atau lemah (keadaannya) atau
dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang laki —
laki(diantaramu). Jika tak ada dua
orang lelaki, maka boleh seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi —
saksi yang kamu ridhoi, supaya jika
seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi —
saksi itu enggan(memberi keterangan)
apabila  mereka  dipanggl;  dan
janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, bak kecill maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil disisi Alloh dan
lebth menguatkan persaksian dan lebih

dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanm. (tulislah muammalah itu),
kecuali jka muammalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan
diantara kamu, maka tidak ada dosa

bagi kamu (Jika) kamu tidak
menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual — beli dan

janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirmu.
Dan bertakwalah kepada Alloh;Alloh
mengajarmu; dan  Alloh  Maha
Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas berbicara tentang anjuran
atau kewajiban menuliskan soal hutang
— piutang dan mempersaksikannya
dihadapan notaries, sambil
menekankan perlunya menulis utang,
walau  sedikit,disertai dengan jumlah
dan ketetapan waktunya.
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Para Ulama’ sepakat, bahwa ayat —
ayat AlQur'an yang turun tidak
semuanya memilki asbab an-nuzul.
Berdasarkan kesepakatan ulama
tersebut, pengertian asbab an nuzul
adalah sebab- sebab(peristiwa) yang
melatar belakangi turun ayat — ayat Al-
Qur’an. Tetapi bila dipahami bahwa
Al- Qur’an turun sebagai hidayah dan
berisi pesan — pesan moral, maka setiap
ayat yang turun tidak kosong dari
asbab an nuzul Begitu juga dengan
surat Al Baqoroh ayat 282 ini, menurut
Shihab(2008) didasari pada waktu
Rosululloh SAW dating ke Madinah
pertama kali.

Tafsir Usahawan Atas
Alhalalu Bayn Wal Haroomu Bayn
(Halal Dan Haram)

Setelah melakukan tafsir atas content
dalam AlQur’an, penulis melakukan
wawancara dengan beberapa pengusaha
dan  pedagang  Muslim  tentang
bagaimana pandangan mereka tentang
konsep Halal — Haram dalam Al-
Qur’an dan hasinya adalah sebagai
berikut Adanya Multitafsir  atas
Praktik Jual Beli  dengan
Menggunakan Pihak Ketiga. Juakl —
beli sebenarnya  Halal  dilakukan,
namun ada praktek — praktek kamuflase
dengan wajah  jual beli tapi
sebenarnya ada unsur riba karena hal
itu merupakan kredit segitiga. Bentuk
kamuflase riba dalam bentuk jual —bel
yang melibatkan tiga pihak yakni
pemilik barang, pembeli dan pihak
pembiayaan. Hal ini nampaknya sudah
banyak terjadi namun banyak juga
yang tidak menyadari adanya unsur
riba didalamnya. Pihak pertama sebagai
pemilik barang mengesankan bahwa ia
telah menjual barang kepada pihak
kedua, sebagai pemilk uvang dengan
pembayaran tunai. Selanjutnya pembeli
menjualnya  kepada  pihak  ketiga

Konsep.
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dengan pembayaran diangsur,dan
tentunya dengan harga jual yang lebih
tinggi dari harga jual pertama. Sekilas

mi adalah jual  beli biasa, namun
sejatinya  tidak  demikian.  Sebagai
buktinya:

(1) barang tidak berpindah kepemilikan
dari penjual pertama,(2) bahkan barang
juga tidak berpindah dari tempat
penjual pertama,(3) segala tuntutan
yang berkaitan dengan cacat barang,
penjual kedua tidak bertanggung jawab
namun  penjual  pertamalah  yang
bertanggung jawab,(4) seringkali
pembeli kedua telah membayarkan
vang muka(DP) kepada  penjual
pertama.

Adanya Multitafsir atas Akad dalam
Transaksi Bisnis

Dari  Surat Al Ma’idah ayat 1
disebutkan ~ bahwa  manusia  harus
memenuhi akad yang dalam hal i
mencakup janji prasetya hamba kepada
Alloh dan perjanjian yang dibuat oleh
manusia dalam pergaulan sesamanya.
Namun pada pelaksanaanya para
pengusaha diharuskan mau menerima
hal — hal yang menjadi persyaratan
dalam pinjaman modal usaha. Dalam
hal ini tentu saja para pengusaha masih
multtafsr  atas nilai  dasar dalam
transaksi  mudharabah.  Beberapa
pengusaha bahkan mengabaikan akad
mudharabah yang seharusnya menjadi
akad dalam transaksi bisnisnya.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya aturan
halal dan haram 1itu jelas sekali
perbedaannya. Tidak ada ruang abu —
abu atas keduanya. Hanya saja dalam
praktek bisnis pengusaha muslim masih
banyak yang kurang mengerti bahkan
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multitafSr atas konsep halal  haram
dalam manajemen keuangan usahanya.
Beberapa diantaranya bahkan tidak
memahami bagaimana konsep akad
mudharabah yang harusnya menjadi
dasar transaksi bisnis.
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Saran

Hasil penelitian i diharapkan mampu
menjadi  pencerahan  kepada para
pengusaha atas konsep halal — haram
dalam transaksi bisnis, serta mampu
menjadi  pertimbangan  bagi  para
pemerhati ekonomi syariah dan juga
yang berwenang untuk —memberikan
pembinaan  bagi para  pengusaha
muslim tentang konsep transaksi bisnis
yang halal dan sesuai dengan syariah

Setiawan.A. R. 2016. AL Halallu Bayn

Wal Haroomu Bayn: Tafsir
Agama(wan)  Atas  MultitafSir
“Sisi Gelap” Pengelolaan
Keuangan Daerah. Vol 7 No.l.
Jurnal Akuntansi
Multiparadigma.

TafSir Ibnu Katsr 1/482, TafSir as-
Sa’di him.68.

Ustadz Abu Isma’l Muslm Al

Atsarihttps://almanhaj.or.id/4306

-syariat-adalah  amanah.html  di
akses tanggal 15 September
2016.

Ustadz Abu Minhal

Lc.https//almanhaj.or.id/3879-
asas-penetapan-halal-dan-haram-
dalam-islam.html diakses pada
tanggal 15 September 2016.
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Shadaqah dan Keberlangsungan Usaha

Zuhrotul Mufidah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang
Email: fie4083@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan perelitia ini adalah ngin mendiskripsikan pandangan
pengusaha mushm tentang shadaqah, keberlangsungan usaha, dampak

Shadagah pada

keberlangsungan usaha pengusaha muslim. Jenis

penelitian merupakan studi literature dan jenis data yang digunakan
adalah data dan data sekunder serta menggunakan tekhnik analisis
deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa shadagahberdampak positif

terhadap keberlangsungan usaha.

Kata Kunci: shadaqah, keberlangsungan usaha

Sedekah atau dalam bahasa Arab
shadaqah berarti suatu pemberian yang

diberkan oleh seseorang sebagai
kebajikan yang mengharapkan ridho
Alah  SWT dan pahala semata

(Firdausi, 2009:14). Mansur, (2008:15)
menjelaskan bahwa sedekah yaitu suatu
pemberian yang diberkan oleh seorang
muslim kepada orang lan secara
spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
ruang dan waktu dan jumlah tertentu
Shadaqah berasal dari kata shidiq yang
berarti benar. Makna shadaqah secara
bahasa adalah membenarkan sesuatu
(Iskandar, 1994: 35). Orang yang suka
bershadagah merupakan wujud dari
bentuk kebenaran keimanannya kepada
sang Khaliq. Menurut terminologi
syariat, pengertian shadagah sama
dengan pengertian infaq, termasuk juga
hukum dan ketentuan-ketentuannya.
Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan
materi, shadaqah memilki arti lebih
luas, menyangkut hal yang bersifat non
materil. Adapun shadaqah maknanya
lebih luas dari zakat dan infaq.
Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat

seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT
menggabungkan antara orang yang
memberi harta dijalan Allah dengan
orang yang membenarkan adanya
pahala yang terbak. Antara yang bakhil
dengan orang yang mendustakan.
Menurut  Soleh (tt:1)  bershadagah
merupakan amalan yang terpuji, karena
dengan bershodagoh dapat membantu
orang lain dari kesusahan dan akan
mempererat antara yang lebih kaya
dengan orang yang miskin. Banyak
nash, dari Al Qur’an maupun hadist,
yang menunjukan bahwa barang siapa
membelanjakan harta di jalan Allah,
atau barang siapa gemar bersedekah,
sesungguhnya Allah akan mengganti
harta  yang  disedekahkannya  itu
berlipat-lipat, tidak hanya kelak di
akhirat tetapi juga ketika masih hidup di
dunia (Syarbini, 2013: 13).

Al-Quran dan Hadist
menganjurkan untuk melakukan
shadagah akan tetapi tidak sebagaimana
kewajiban mengeluarkan zakat, dan
sholat. Karena shadaqah tidak ada
ketentuan dan kadarnya seperti zakat,

dan kebaikan non materi Shadagah shadagah  tidak  ada ketentuan
adalah  ungkapan  kejyjuran  iman pelaksaannya seperti badah sholat. Dan
77
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tidak ada dosa yang dijelaskan
seandainya seseorang tidak melakukan
shadaqah sebagaimana ibadah
melakukan zakat dan sholat. Akan tetapi
secara  umum, shadaqah  dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu shadagah
yang wajib dan shadaqah yang sunah.
Shadaqah vyang sunah pun dibedakan
menjadi dua, yaitu shadagah yang
pahalanya tidak senantiasa mengalir,
dan  shadagah  yang  pahalanya
senantiasa mengalr meskipun pihak
yang menyedekahkan hartanya telah
meninggal dunia. Seperti yang tertulis
dalam Hadits yang dirwayatkan oleh
Muslim sebagai berikut:

Rasulullah bersabda:

35 G Y Al pdal) () s 13
Uy e e g 4 Addea (i
A gkl

”Jika anak adam meninggal dunia, maka
terputuslah semua amalannya, kecuali
tiga perkara, sodaqah jariyah, imu yang
bermanfaat dan anak sholeh yang
mendoa’aknnya” (HR. Muslim). Hadist

mi  menunjukkan  bahwa  seorang
musim  hendaklah memperbanyak
amalan  sholeh sebelum  meninggal

dunia. Allah menjadikan hamba sebab
sehingga setelah meninggal dunia sekal
pun ia masih bisa mendapat pahala,
milah karunia Allah. Amalan yang
masih  terus  mengalr  pahalanya
walaupun setelah meninggal dunia, di
antaranya shadaqah jariyah, imu yang

bermanfaat dan do’a anak yang
sholeh/sholeh.
Perintah  untuk  bershadaqah

banyak tercantum dalam al-Qur’an dan

al-Hadits, sebagaimana tersebut di

bawah ini:

a. AlQur’an surat al-Baqoroh ayat
262
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Artinya: Orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah,
kemudian mereka tidak mengiringi apa
yang  dmnafkahkannya itu  dengan
menyebut-nyebut  pemberiannya  dan
dengan tidak menyakiti (perasaan si
penerima), mereka memperoleh pahala
di sisi Tuhan mereka. Tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati ( QS.
al-Baqoroh ayat 262)

b. AlQur’an surat an-Nisa ayat 114:
i 75 i 1 430V i

|
"ll; ;.z’-.—’ Qs !|
it i b m:-‘ I
o -»« J C ..: il A
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Artinya: “Tidak ada kebakan pada
kebanyakan bisikan-bisikkan  mereka,
kecuali biskan-bisikan dari orang yang
menyurth (manusia) memberi sedekah,
atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan
perdamaian di antara manusia. Dan
barangsiapa yang Dberbuat demikian
karena mencari keridhaan Allah, maka
kelak Kami memberi kepadanya pahala
yang besar (QS. An-Nisa: 114).

c. AlQur’an surat al- Baqarah ayat

271:
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Artinya: Jika kamu menampakkan
sedekah(mu), maka itu adalah baik
sekali. Dan jka kamu

menyembunyikannya dan kamu berikan
kepada  orang-orang fakir, maka
menyembunyikan itu lebih bak bagmu.
Dan Allah akan menghapuskan dari
kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu;
dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan (QS. AF Bagarah ayat 271).
Hadits Rasulullah Saw yang
diriwayatkan oleh Bukhari Muslm dari
Abi Hurarah, yang artmya: “Tujuh
kelompok yang akan dilindungi oleh
Allah, di hari yang tidak ada
perlindungan kecuali perlindungan
Allah, yaitu Imam yang adi, Pemuda
yang selalu ibadah kepada Tuhannya,
laki-laki yang hatnya terikat dengan
Masjid, dua orang laki-laki yang saling
mencintai karena Allah, baik ketika
bersatu ataupun ketika berpisah, laki-
laki yang dapat menghindar dari berbuat
mesum ketka seorang perempuan
cantik mengajaknya dan laki-laki
tersebut berkata aku takut kepada Allah,
laki-laki yang hatnya tunduk kepada
Allah dan selalu mengelurkan air mata
ketika ibadah, laki-laki yang
bershadaqoh dengan shadaqohnya ia
selai menyembunyikannya, sehingga
tangan kirinya tidak mengetahui apa
yang diperbuat oleh tangan kanannya”.
Begitu  banyak perintah untuk
bershadagah tentu banyak pula manfaat
dari bershadagah tersebut. Adapun
manfaat dari  bershadaqah  adalah
sebagai berikut: 1) Sarana Pembersih
Jiwa; Sebagaimana arti bahasa dari
shadagah adalah benar, maka seseorang
yang  Dbershadaqah, pada hakekatnya
merupakan bukti kebenaran imannya
kepada sang Khaliq dan berupaya untuk
mensucikan dirzmensucikan diri  dari
sifat kikir, tamak dan dari kecmntaan
yang sangat terhadap dunianya , juga
mensucikan  hartanya dari  hak-hak
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orang lain. 2) Realisasi Kepedulian
Sosial; Salah satu esensial dalam Islam
yang ditekankan untuk ditegakkan
adalah hidupnya suasana takaful dan
tadhomun (rasa sepenanggungan) dan
hal tersebut akan bisa direalisasi dengan
shadagah. Jika shalat berfungsi Pembina
ke Kkhusu'an terhadap Allah, maka
shadagah berfungsi sebagai Pembina
kelembutan hati seseorang terhadap
sesama (QS. At-Taubah :71). 3) Sarana
Untuk Meraih Pertolongan Sosial;
Alah SWT hanya akan memberikan
pertolongan kepada hambaNya,
manakala  hambanya-Nya  mematuhi
ajarannya dan diantara ajaran Allah
yang harus ditaati adalah bershadaqah
(QS.AFHajj 39-40). 4) Ungkapan Rasa
Syukur Kepada Allah; Menunaikan
infaq merupakan ungkapan syukur atas
nkkmat yang diberkan Allah kepada
kita. 5) Tanda husnudzan kepada Allah;
Orang yang mau  mengeluarkan
sebagian rizkinya untuk dishadagahkan
kepada orang lain berarti di dalam
dirinya ada rasa husnudzan (berbaik
sangka) kepada Allah. 6) Manfaat
manfaat lahir dan batin bagi penerima;
Secara lahir orang yang menerima
shadagah akan dicukupkan
kebutuhannya dan diringankan beban
kesulitan hidupnya. Sedangkan manfaat
batin akan tumbuh dalam dirinya betapa
orang  lain  memperhatkan  dan
membantu dirinya.

Agama Islhm  memandang
bekerja adalah bagian dari ibadah dan
jihad jika sang pekerja Dbersikap
konsisten terhadap peraturan Allah, suci

niatnya dan tidak melupakan-Nya.
Dengan bekerja, masyarakat bisa
melaksanakan tugas kekhalifahannya,

menjaga diri dari maksiat, dan meraih
tyuan yang lebih besar (Qardhawi
1997:107). Berdasarkan cara pandang
agama Islam tergambar bahwa orientasi
kinerja tidak hanya untuk
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pemaksimalan laba semata
sepertipenggunaan pada metode
penilaian kinerja konvensional, tetapi
orientasi kinerja perlu meliputi dimensi
yang lebih luas dan menyeluruh, yakni
kesejahteraan para stakeholder
meliputi: mvestor, karyawan,
pelanggan, pemasok, komunitas,
lngkungan/sosial dan generasi yang
akan datang.

Keberlangsungan usaha adalah
suatu bentuk konsistensi dari suatu
usaha, dimana keberlangsungan  ini
merupakan suatu proses
berlangsungnya usaha baik mencakup
pertumbuhan, perkembangan, strategi
untuk menjaga kelangsungan usaha dan
pengembangan usaha dimana semua ini
bermuara pada keberlangsungan dan
eksistensi (ketahanan) usaha Handayani
(2007:15). Islam mengajarkan semua
proses yang dijalankan dalam mencapai
keberlangsungan usaha tersebut harus
sesuai syar’l (AlQur’an dan As-
Sunnah). Najma  (dalam  Zahroh,
2009:30) dengan menjunjung nilai-nilai
spiritual didalam berbagai sisi hingga

pencapaian  keberlangsungsan  usaha
dalam bisnis Islam memegang satu
dimensi yaitu rahmatan Ll alammn

(memberi rahmat bagi seluruh alam),
memberkan sesuatu untuk kemajuan
peradaban dunia, serta bermuara pada
mencari ridha Alah SWT.  Nilai-nilai
didalam  prinsip  syariah  menjadi
semacam spirit (ruh) dalam setiap
tindakan dan transaksi bisnis yang
terjadi  sepamjang proses mencapai
keberlangsungan usaha tersebut. Faktor
berkah dan mencari ridha Allah SWT

menjadi  hal yang penting dalam
pencapaian  keberlangsungan  usaha
didalam  bisnis yang berlandaskan

prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip

Handayani (200725) mengungkapkan
bahwa kajian keberlangsungan usaha
ada beberapa jenis yaitu
keberlangsungan permodalan,
keberlangsungan sumber daya manusia,
keberlangsungan produksi dan
keberlangsungan ~ pemasaran, yang
menitkk beratkan dan bersumber pada
tiga kata kunci yang tersirat dalam
definisi keberlangsungan usaha yaitu
memenuhi  kebutuhan, mengembangkan
sumber daya dan melindungi sumber
daya.

Tujuan peneltian i adalah
ngin mendiskripsikan pandangan
pengusaha muslim tentang shadaqabh,
keberlangsungan ~ usaha  pengusaha
muslm dan dampak Shadagah pada
keberlangsungan ~ usaha  pengusaha
muslim.

METODE

Penelitian i termasuk jenis penelitian
studi literatur dengan mencari referensi
teori yang relefan dengan kasus atau
permasalahan vang diteliti.  Penelitian
mi dilakukan pada bisnis ritel busana
muslm “My Zahro”. Jenis data vyang
digunakan dalam peneltian mi adalah
data primer dengan melakukan obervasi
dan data sekunder vaitu data vang
diperoleh dari Al-Qur’an dan
terjemahannya, jurnal, buku-buku, dan
sumber lainnya. Data-data yang sudah
diperoleh kemudian dianalisis dengan
metode analisis  deskriptift  Metode
analisis  deskriptif dilakukan dengan
cara mendeskripsikan fakta-fakta vang
kemudian disusul dengan analisis, tidak
semata-mata menguraikan, melainkan
juga memberkan pemahaman dan
penjelasan secukupnya.

tersebut dapat digunakan landasan
orientasi bisnis agar senantiasa berada
didalam  koridor  syariat Islam.
80
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PEMBAHASAN

Pandangan Pengusaha Muslim
Terhadap Shadagah
Pengusaha muslm yang dijadikan

mforman dalam penelitian i adalah
pemilk gerai busana muslm “My
Zahro” memiliki pandangan yang sama
mengenai shadagah. Bahwa arti dari
shadagah  secara  umum  adalah
memberkan sebagian harta kepada
orang lan dengan mengharap ridho
Allah SWT. Pengusaha muslim yang
senantiasa  melaksanakan  shadaqah
dalam Dbisnisnya akan terlhat jelas
dampak atau hasil yang dirathnya.
Pengusaha gerai busana mushm “My
Zahro”  merasa  bahwa  dengan
bershadagah akan lebih dimudahkan
dan diberi kelancaran dalam setiap
kegiatannya untuk menjemput rezeki.
Lebth lanjut  menjelaskan  bahwa
bershadagah  adalah  mengharapkan
pahala serta mengharapkan ridho Allah
SWT dalam seluruh kegiatannya dan
merupakan anjuran nabi Muhammad
SAW. Sehingga ketika Allah SWT telah

memberkan ridho-Nya, maka akan
dipermudah dan dilancarkan seluiruh
kegiatannya  termasuk  di = dalam
bisnisnya.

Pemilk gerai busana mushm

“My Zahro” juga menyadari bahwa
dengan bershadaqah akan menimbulkan
dorongan positif atau motivasi dalam

bekerja. Seperti meningkatnya etos
bekerja sehingga dapat memberikan
kinerja yang bak bagi bisnisnya.

Karena shadaqah itu tidak hanya berupa
materi saja namun bisa non materi
Adapun bentuk-bentuk shadagah 1)
shadaqah dengan harta; Shadagah yang
paling utama adalah dengan harta, baik
dengan harta yang telah ada maupun
dengan bekerja mencarinya terlebih
dahulu. 2) shadagah dengan tenaga dan
pikiran;
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Jika orang kaya mendekatkan diri
kepada Allah dengan menyedekahkan
hartanya, orang miskin bisa bersedekah
dengan cara yang lain, yaitu melalu
tenaga dan pikirannya. 3) Shadagah
dengan imu; Ditengah kondisi bangsa
kita yang mash  dililit dengan
kebodohan, kita juga bisa
memanfaatkan imu yang kita miliki
sebagai sedekah. Mengajarkan satu ilmu
kepada orang lain,

berarti kita sedang bersedekah dengan
ilmu. 4) Shadagah dengan perbuatan
baik; Jika kita tidak memiliki harta dan
ilmu, kita juga masih bisa bersedekah.
Yang palng mudah adalah dengan
berbuat baik sebanyak mungkin.

Keberlangsungan Usaha Pengusaha
Muslim

Arti  keberlangsungan  usaha
menurut pemilk gerai busana muslm
“My Zahro” adalah wusaha yang selalu
ada dan dirngi dengan pertumbuhan,
perkembangan di segala aspek baik
berjalannya bisnis, laba dan cash flow
operasional yang positif terus menerus
dan  termasuk keprbadian seorang
pengusaha yang meliputi skill, perilaku,
dan  pengetahuan. Secara  umum,
keberlangsungan ekonomi yang paling
utama harus dicapai oleh pengusaha
muslim, ekonomi ini juga yang
mendorong pengusaha mushm untuk
semakin terus meningkatkan jumlah
shadagah sehingga mampu mencapai
falah (sukses dunia dan akhirat). Para
pengusaha  musim i menyadari
kehidupan di dunia i hanya sebagai
ladang mencari amal untuk menuju
kehidupan yang kekal dan abadi Bagi

pengusaha  muslm  ini lebih
menonjolkan keberlangsungan
lingkungan  dibandingkan  financial,

karena terjalinnya hubungan yang baik
dengan lingkungan sekitar merupakan
hal yang terpenting sedangkan dalam
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besar kecilnya pendapatan tidak begitu
berpengaruh. Keberlangsungan dengan
lngkungan yakni dengan pegawai,
tetangga, pemasok, lembaga keuangan,
masyarakat sekitar tidak bisa
disepelekan  karena i merupakan
modal sosial (social capital). Modal
sosial (social capital) menjadi salah satu
komponen penting untuk menunjang
keberlangsungan usaha. Modal sosial

menunjuk  pada segi-segi  organisasi
sosial, seperti kepercayaan, norma-
norma, dan jaringan-jaringan sosial
yang dapat memfasilitasi tindakan
kolektift. Burt (1992) mendefinsikan
modal sosial sebagai kemampuan

masyarakat untuk melakukan asosiasi
(berhubungan) satu sama lain sehingga
menjadi kekuatan yang sangat penting,
bukan hanya terhadap aspek ekonomi,
tetapi juga terhadap setiap aspek
eksistensi sosial yang lain.
Perkembangan usaha bukan saja
dibarengi dengan modal yang banyak
atau tenaga kerja yang terampil, tetapi
juga harus dibarengi dengan niat dari
diri kita sendiri dengan niat yang
sungguh-sungguh bisa mengembangkan
usaha menjadi lebih besar.
Mengembangkan usaha yang tidak
dengan sungguh—sungguh ~ maka
sebaliknya usaha akan akan gagal. Cara
lam yang dilakukan untuk dapat

mengembangkan usaha dengan baik
adalah dengan pengetahuan
meningkatkan keahlian kepada
pengusaha  (  wirausaha)  seperti
pelatihan workshop tentang
pengembangan usaha untuk
meningkatkan pengetahuan dan

wawasan yang lebih kepada pengusah a
terhadap pengembangan wusaha yang
baik.

Dampak Shadaqah pada
Keberlangsungan Usaha Pengusaha
Muslim

Shadagah merupakan salah satu amalan
atau perbuatan yang dapat meredam
kesejangan sosial antara yang kaya
dengan yang miskin serta dapat
meningkatkan keimmanan kepada Allah
SWT. Dengan bershadagah juga dapat
menenangkan jiwa seseorang,
Internalisasi dari pemaknaan
bershadaqah dapat melipat-gandakan
rejeki yang halal dan meningkatkan
keuntungan atau perkembangan usaha
pada pengusaha mustm “My Zahro™.
Individu  cenderung bisa mengatur
dirinya sendiri, mampu mendahulukan
skala prioritas yang harus dicapai oleh
individu  tersebut dan juga akan
senantiasa berusaha untuk
mensejaterakan  kehidupan bagi dirmnya.
Individu yang mempunyai
perkembangan  usaha  tinggi, ia
senantiasa  mampu  mengembangkan
perekonomi keluarga dengan sejahtera,
minimal bisa mencukupi kebutuhannya.

Pengusaha mushm yang
melaksanakan shadagah secara rutin
sangatlah berdampak pada
kehidupannya. Pengusaha mushm
tersebut menjadi termotivasi dalam
kehidupannya seharthari untuk
senantiasa  melaksanakan  shadagah.
Sehingga hal mni timbul dari dalam
hatinya sendiri. Dampak pada
keberlangsungan  usaha  diantaranya
meningkatnya pertumbuhan dan
perkembangan usaha serta mampu

bertahan dalam mengatasi kondisi yang
sult. Dampak shadagah  terhadap
keberlangsungan ~ usaha  pengusaha
muslim i berdampak positif terhadap
usahanya, dilhat dari meningkatnya 5
ukuran yaitu omset yang didapat,
jumlah tenaga kerja yang bertambah,

pertumbuhan usaha dengan
bertambahnya aset yang  dimiliki,
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perkembangan usaha yang didukung
dengan inovasi produk baru,
kemampuan untuk bertahan selama
beberapa tahun. Dengan senantiasa
melaksanakan  shadagah tersebut
menjadikan pengusaha muslm untuk
meningkatkan amalan ibadahnya yang

pada akhirnya. Pengusaha busana
musim “My zahro” mengemukakan
bahwa bershadagah merupakan

pancingan untuk rezeki yang akan di
berkan Allah SWT kepada kita.
Bukankah Allah SWT telah berjanji
untuk melipat gandakan rezeki kita jika
kita mau bershadagah seperti yang
tertulis dalam QS Al-Baqarah 245, yang
artinya: “Siapakah yang mau memberi
pinjaman kepada Alloh, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan
Alloh), Maka Alloh akan meperlipat
gandakan  pembayaran  kepadanya
dengan lipat ganda yang banyak. dan
Alloh menyempitkan dan melapangkan
(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan ™.

Irffan (2009: 14) menyatakan
bahwa menumbuhkan jiwa
kedermawanan dapat dilakukan dengan
beberapa cara, salah satunya dengan
melakukan shadaqah. Seseorang yang
memiliki jwa kedermawanan dalam
hati dan tindakannya selalu ingin
membantu orang lain, tanpa mengharap
balasan dari siapa pun, hanya
menyerahkan kepada Allah. Orang yang
gemar bersedekah dalam hatiya sangat
terharu jika melihat orang lain dalam
kondisi kesusahan. Dengan perbuatan
tersebut, mereka juga melath rasa
peduli  terhadap  golongan  yang
membutuhkan uluran tangan orang lain,
mereka mecoba turut merasaka apa
yang dirasakan oleh golongan tersebut.
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Selain  kebahagiaan di dunia,
orang yang gemar bershadagah di
akhirat nantinya pasti akan mendapat
tempat yang mula, apa lagi jka
bersedekah terhadap para anak yatim
dan para fakir miskin, sabda Rasulullah,
“Aku dan orang yang menyantuni anak
yatim di surga nanti kelak seperti dua
jari ini.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi,
dan Ahmad).

SIMPULAN & SARAN

Simpulan
Dari Pembahasan sebelumnya maka
dapat ditarikk  kesimpulan  bahwa

shadagah adalah memberikan sebagian
harta kepada orang lain dengan
mengharap ridho Allah SWT. Dampak
shadagah terhadap  keberlangsungan
usaha pengusaha mushm i berdampak
positif terhadap usahanya, dilihat dari
meningkatnya 5 ukuran yaitu omset
yang didapat, jumlah tenaga kerja yang
bertambah, pertumbuhan usaha dengan

bertambahnya aset yang  dimiliki,
perkembangan usaha yang didukung
dengan inovasi produk baru,
kemampuan untuk bertahan selama
beberapa tahun.
Saran

Penelitian ini hanya sebatas
mendeskripsikan pada satu usaha yang
dimiliki pengusaha mushm sehingga
perlu ada peneltian lanjutan yang

melibatkan beberapa pengusaha muslm
dengan perbedaan gender, etnis dan
suku.
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Perbandingan Optimalisasi Zakat dan SBSN Terhadap
Pajak dan SUN Untuk Meningkatkan Kebijakan Fiskal dan
Perbankan Syariah

Ipal
Ilham Hamidi Dly
Universitas Negeri Malang
Email : ipaljust@gemail.com

Abstrak: Indonesia adalah negara yang memiliki potensi menjadi kiblat ekonomi
syariah karena memiliki penduduk mayoritas muslim dan aset keuangan meningkat.
Namun pemerintah kurang dalam meregulasi zakat sebagai instrumen fiskal untuk
digunakan membiayai defisit anggaran. Permasalahan ekonomi Indonesia adalah
berada pada sektor riil yang mengalami penurunan ekspor sebab depresiasi rupiah
dan sektor moneter mengalami penurunan kredit serta peningkatan transaksi
keuangan. Maka kebijakan fiskal islam dengan meregulasi SBSN dan zakat serta
pengeluaran negara untuk pembangunan ekonomi. Instrumen utang negara adalah
SBSN dan SBN digunakan untuk membiayai pembangunan proyek. Persamaannya
menggunakan suku bunga saat awal, instrumen trading dan empat manajemen
pengelolahan utang. Kelemahan SBN adalah resiko suku bunga pada APBD dan
PDB serta dominasi kepemilikan asing. Kelebihan SBSN ijrah dan mudahrabah
adalah keuntungan mendapatkan bagi hasil dan transaksi di pasar sekunder.
Pengaruh SBSN pada pendalaman bank syariah adalah meningkatkan pendalaman
PUAS melalui repos, fesbi, SIMA, SIWA, dll. Zakat dan pajak mempunyai
kesamaan fungsi alokasi untuk pembangunan proyek, fungsi stabilisasi dengan
fiskal ekpansif/kontraktif, dan distribusi melalui subsidi dan pembangunan proyek.
Pajak bank syariah dan konvensional diperlakukan sama seperti murabahah,
kegiatan intermediasi, dan pendapatan bank yang dapat membuat bank syariah sulit
bersaing. Hal itu dikarenakan dampak negatif dari pajak yaitu insiden pajak dan
keseimbangan parsial. Sedangkan zakat berdampak positif meningkatkan
keuntungan bank sebab tarifnya kecil dan digunakan untuk kegiatan sosial. Jenis
dari zakat itu sendiri seperti: zakat perdagangan, pertanian, dan peternakan
mempunyai dampak positif dalam meningkatkan mazimase behaviour dan skala
usaha dari pada PPn. Adanya tax holiday mampu meningkatkan kinerja bank
syariah.

Kata Kunci: SBSN, SBN, Pajak, Zakat

Indonesia adalah  negara yang dan perekonomian Indonesia tidak
berpotensi menjadi kiblat keuangan mencapai full employment. Untuk

syariah  dunia, karena mempunyai meningkatkan kesejahteraan
potensi  jumlah  penduduk  muslm masyarakat  Indonesia, = pemerintah
mencapai 252.370.792 jwa, meningkatkan pengeluaran negara

perkembangan aset bank syariah untuk membiayai jaminan sosial dan
Rp.273,48 triliun dan pangsa pasar subsidi untuk sektor usaha
potensial untuk makanan, pakaian, menggunakan mstrumen utang SBSN
hiburan yang halal Perkembangan dan SBN. Instrumen utang negara
keuangan  syariah  dilakukan  oleh membawa  dampak  positif — untuk
masyarakat karena sistem konvensional meningkatkan pembangunan  proyek
menyengsarakan ~ masyarakat  miskin dari pada pinjaman luar negeri IMF
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yang menggunakan bunga tinggi dan
syarat liberalisme ekonomi. Pendapatan
negara mayoritas di dapatkan dari sektor
pajak mencapai Rp.1758,3 T digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara
yang membuat defisit anggaran. Maka
pemerintah  harus mengoptimalkan
peran  zakat  sebagai  instrumen
pendapatan  fiskal = karena  zakat
mempunyai  efek  multiplier  untuk
meningkatkan ekonomi.

Permasalahan ekonomi
Indonesia pada tahun 2015 adalah
goncangan ckonomi luar negeri yang
diakibatkan oleh perlambatan ekonomi
negara maju, kenaikan bunga the fed
dan  devaluasi  China membuat
menurunnya sektor moneter dan ril
Penurunan sektor ril diakibatkan oleh
depresiasi rupiah sehingga terjadi inflasi
dan penurunan ekspor. Pada sektor
moneter terjadi kontraksi perekonomian
karena meningkatnya transaksi
likuiditas di pasar uang dan kenaikan
suku bunga menyebabkan mnvestasi
portofolio naik. Sementara terjadi
perlambatan kredit di sektor produktif

Akibatnya, terjadi penurunan
pertumbuhan ekonomi  4,7%. Oleh
sebab itu  pemerintah  haruslah
menerapkan  instrumen  fiskal islami

berupa zakat dan SBSN sebagai sumber
pemasukan negara untuk mengatasi
permasalahan di atas.

Zakat adalah harta yang di
kelvarkan muzaki dan disalurkan
kepada mustahiq menurut peraturan
islam.  Indonesia mempunyai potensi
zakat yang besar sebab mayoritas
penduduknya muslm, namun mayoritas
masyarakat mengetahui zakat fitrah
saja. Permasalahan zakat dan pajak
adalah terjadinya dualisme sebab zakat
adalah kewajiban agama sementara
pajak adalah kewajiban negara sehingga
pemerintah menggunakan pajak yang

membawa dampak negatif secara
mikroekonomi karena mengakibatkan
berkurangnya pendapatan dari produsen
dan konsumen sedangkan zakat mampu
meningkatkan skala ekonomi usaha.
Menurut Jumairi dan Wiaya (2011:
123) zakat sebagai instrumen untuk
mengatasi kemiskinan karena ditujukan
kepada 8 anshaf, tarif zakat rendah
sebab di atur syariah, meliputi banyak
aktivitas ekonomi, dan kewajiban
sprritual yang wajib di bayar kaum
muslim. Oleh sebab itu pemerintah
sebagai khalifah mempunyai kewajiban
untuk  memberkan sanksi  kepada
muzaki yang tidak membayar zakat dan
sanksi kepada amil yang tidak
menyalurkan dana zakat tepat sasaran
serta menggunakan dana zakat untuk di
gunakan di sektor produktif.
Pembiayaan utang dalam negeri
menggunakan instrumen SBSN  dan
SBN yang berfungsi untuk
menghimpun dana dari dalam negeri
yang di gunakan untuk pembangunan
mfrastruktur publik. Perbedaannya pada
SBSN menggunakan transaksi syariah
dengan bagi hasi dan  lebih
menguntungkan daripada SBN  yang
menggunakan suku bunga. Alasannya,
pada SBN terdapat resiko suku bunga
yang mempengaruhi PDB dan APBN
sehingga masyarakat akan membayar
pajak  tinggi.  Kepemilkan  SBN
mayoritas  dikuasai asing membuat
kegiatan spekulasi akan menimbulkan
permasalahan ekonomi di Indonesia.
Untuk  meningkatkan  kinerja
perbankan  syariah perlu  adanya
optimalisasi fiskal melalui Penggunaan
zakat dan SBSN sehingga  mampu
meningkatkan transaksi ekonomi dan
likuiditas bank syariah. Zakat
meningkatkan  skala usaha  karena
tarifnya rendah dan digunakan untuk
membiayai kegiatan sosial masyarakat

bisa di tark kepada muslm dan non sehingga citra bank syariah di
mushm, (Brojonegoro,2012: 15). Pajak masyarakat  baik. SBSN  untuk
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pendanaan pihak ke 2 bank syariah.
Oleh sebab itu, penulis tertark
membuat karya tulis yang berjudul
“Perbandingan Optimalisasi Zakat
dan SBSN Terhadap Pajak dan SUN
Untuk Meningkatkan Kebijakan
Fiskal dan Perbankan Syariah.
Tujuan penelitian kami antara lain

Untuk mendiskripsikan kebjakan fiskal
islhm mengatasi permasalahan ekonomi
2015; Untuk mendiskripsikan
perbandingan SBSN dan SUN sebagai
mstrumen utang; Untuk
mendiskripsikan  pengaruh optimalisasi
zakat dan pajak dalam 3 Fungsi Fiskal

dan  Perbankan  Syariah;  Untuk
mendiskipsikan ~ perbandingan  antara
zakat dengan Pajak; Untuk
mendiskripsikan ~ solusi  optimalisasi

fiskal meningkatkan kinerja perbankan
syariah dan usaha mikro melalui inklusi
keuangan zakat dan SBSN.

PEMBAHASAN
Analisa Kebijakan Fiskal Islam
Mengatasi Permasalahan Ekonomi
2015

Pemerintah Indonesia adalah khalifah
yang bertugas untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui
kebyjakan  fiskal, yaitu  kebiakan
pengeluaran dan pemasukan anggaran
pemerintah untuk meningkatkan sektor
ril dan jammnan sosial masyarakat,
(Sadono Sukirno,2009;56). Pemerintah
sebagai pemimpin bertanggung jawab
untuk  membina  dan  mencukupi
kebutuhan warga. Hadist dari (HR
Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)
“Setiap  kalian  adalah  seorang
pemimpin dan setiap kalian
bertangguang jawab terhadap yang
dipimpinnya. Imam adalah seorang
pemimpin dan bertanggung jawab
kepada rakyat yang dipimpinnya”.
Permasalahan ekonomi Indonesia
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adalah; (a)Pertumbuhan ekonomi 4,7%
karena gejolak perekonomian global
seperti perlambatan ekonomi negara
maju dan devaluasi yang menyebabkan
harga ekspor rendah dan kalah bersaing.
(b)Tranmisi  sektor keuangan yaitu,
(1)Lemahnya harga saham dengan
IHSG 4347, (2)Resko Capital Outflow
sebesar Rp.8,72 T memberikan tekanan
pada likuiditas dan suku bunga sebesar
Rp.9,33 T dan kelambatan kredit 24% di
sektor usaha karena BI rate 7,5%,
Akibatnya sektor ril stagnant dan
ekspor menurun. Datanya adalah
ekspor bulan Jan-Jul 2015 US$89,7
miliar dan Impor US$84,0 miliar .
Rp13.600

(3)Depresiasi rupiah

membuat rendahnya cadangan devisa
menjadi  US$ 105,35 sebab BI
mengintervensi pasar valas.
(c)Transmisi sektor ril  adalah
(1)Depresiasi ~ rupiah ~ menyebabkan

tingginya impor bahan baku dan modal
sehingga meningkatkan biaya produksi
Hal itu meningkatkan inflasi 7,18%,
defisit neraca berjalan $4,5 M , (Data
Kemenkeu,3/11/2015).

Menurut Yusuf Qordowi, negara
mempunyai 4 peran untuk mengatasi
permasalahan diatas yaitu; (a)Negara

harus meningkatkan akses ekonomi
dengan meningkatkan
inklusvkemudahan masyarakat

mendapatkan uang untuk modal usaha
sehingga menimbulkan efek multiplier.
Peran pemerintah adalah;
(1)Meningkatkan investasi infrastruktur

seperti Tol Laut untuk mendorong
mnvestasi sektor swasta terkait dengan
nfrastruktur, (2)Meningkatkan
pembiayaan utang negara  melalu
SBSN sebanyak Rp.99.347.035 T
sehingga mampu membangun

mfrastruktur  industri dan  manufaktur
khususnya di Jawa dan Sumatera yang
mengalami pertumbuhan ekonomi 5,1%
dan 2,9%. Kegunaan sukuk mampu
membangun infrastruktur publik yang
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mempunyai  keuntungan sosial  tinggi
seperti sentra industri manufaktur di
Bogor saat Peket Ekonomi 2. Dampak
posttifiya meningkatkan mvestasi
sebesar 42,7 T dari investasi domestik
dan 92,2 T untuk mvestor asing.
(b)Negara  harus meningkatkan
fungsi pendidikan dan moral untuk
mencegah konflik sosial secara vertikal

dan  horzontal. Oleh sebab itu
pemerintah perlu meningkatkan
anggaran untuk pendidikan. Pada

APBN 2016 sebanyak 20% dari 1984,1
T untuk pendidikan. (c)Regulasi
Negara dengan syariat islam. Menurut
Imam Ghazali, agama adalah pondasi
dan negara adalah kekuasaan sehingga
Indonesia harus menerapkan ekonomi
islham secara kaffah secara bertahap.
(1)Pelembagaan zakat sebagai
instrumen fiskal negara sebab potensi
zakat lebth 5.061.316.089.22 dari data
Bamas, sedangkan penerimaan pajak
Indonesia 2016 adalah 1761,6 T.
(2)Pengharaman riba’ masih diusahakan
sebab mayoritas penerimaan  utang
berasal dari SBN 2794 T lebih tinggi
dari SBSN. (D)Meningkatkan sektor
usaha melalui Paket Ekonomi 1 dan 2
yaitw;  (1)Menyempurnakan kebijakan
tax allowance dan tax holiday,
(b)Meningkatkan  penyerapan  dana
melalui BUMN dan kenaikan PKPT
sebsar 36 juta/tahun untuk menjaga
daya beli konsumen, (c)Kerja sama
TERRA dan KPS antara pemerintah dan
swasta, (d)Penghapusan PPnb untuk
barang mesin dan elektronk. Jadi,
apabila Indonesia menerapkan
kebjjakan fiskal islam dapat
meningkatkan perekonomian dan
distrbusi pendapatan yang merata.
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Perbandingan Kebijakan SBSN dan
SUN Sebagai Instrumen Utang
Negara SBSN (Sertifikat Berharga
Syariah Negara)

Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) menurut  No 3/DSN-
MUI/IX/2002 adalah surat berharga
sebagai bukti penyertaan terhadap aset.
SBSN jangka pendek jangka waktu 1
tahun dan jangka panjang >1 tahun
dengan imbalan kupon/diskonto. SBSN
ritel adalah SBSN yang dijual kepada
WNI melalui agen ritel. Dalil Naqgli
adalah Qs.Al Baqoroh; 282 yaitu “Hai
orang-orang yang beriman, apabila
kamu melakukan utang piutang untuk
waktu yang di tentukan, hendaklah
kamu menulisnya. ”"Menurut data 2015
transaksi SBSN mencapai 99.347.035
(95,16%), aset sukuk pemerintah 243,85
triliun (11,62%) dan sukuk
korporasiritel 7,08 trilun  (3,01%)),
outstanding sukuk valas $3500 M pada
14 April 2015. Pelaksanaan SBSN
adalah kupon menggunakan bagi hasil
sesuai  jenis  obligasi jarah  dan
murabahah yang di tetapkan di awal
akad. Keuntungan SBSN Mudarabah
adalah penentuan return berdasarkan
pendapatan emiten secara periodik dan
keuntungan SBSN. I[jarah adalah
memberikan return yang tetap sehingga
mudah di gunakan di pasar sekunder.
Dampak positifnya adalah; (a)Resiko
usaha kecil sebab tidak terpengaruh oleh
suku bunga, namun bisa terkena resiko
nilai tukar sehingga utang naik dan
outstanding. Pengusaha meningkatkan
skala usaha sehingga keuntungan bagi
hasi menngkat saat jatuh tempo.
(b)Penurunan resiko dengan menyerap
likuiditas dalam jangka panjang untuk
meningkatkan pembangunan dan
memperkuat fiskal Kelemahan;
Pangsa pasar SBSN sekitar 14,72 %
sehingga pemerintah harus memperkuat
mstrumen dan regulasi pasar modal
syariah.
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Persamaan SBSN dengan SUN adalah
(a)adanya penggunaan suku bunga
sebagai patokan sehingga mengetahui
jangka waktu, prospek usaha, dan imbal
hasilnya. Penggunaan suku bunga untuk
peramalan ekonomi usaha dan variabel
makro tetapi kegiatan usaha syariah dan
returnnya  menggunakan  pendapatan.
(b)Mekanisme transaksinya sama
seperti SUN di pasar sekunder, kegiatan
penghimpunan dana untuk
pembangunan sektor produktif, dan
pengelolaan  utangnya  menggunakan
Asset Liabilities Management (ALM),
(c)Pertimbangan instrumen utang
melalui  kapasitas sumber pembiayaan
melalui lending limit mvestor,
diverifikasi produk menurunkan resiko,
dan  lkuiditas untuk  pembayaran
proyek. (d)Kegiatan pengelolaan utang
SBSN dan SUN adalah; (1)Monitoring
reskko dan sekuritas secara triwulan,
(2)Strategi jangka menengah mengelola
utang dan target portofolio,
(3)Pembiayaan APBN melalui target
pembiayaan secara defisit, (4)Strategi
tahunan dengan mengukur KPI, dan
target dan instrumen portofolio obligasi.

Integrasi Pendanaan SBSN Untuk
Meningkatkan  Likuditas Bank
Syariah

Dalam seminar Bank Indonesia di
Malang (6/11/2015) menyatakan bank
syariah Indonesia menjadi bank ritel
terbesar di dunia yang mempunyai 17,3
juta nasabah, pertumbuhan aset sampai
2018 mencapai 34,2%, 1267 layanan
syariah, market share 4,64% hingga
maret 2015 serta pangsa pasar bagi hasil
terbesar di dunia mencapai 30,1%.
Namun secara umum pendalaman
keuangan di bank syariah rendah karena
terbatasnya  volume  transaksi dan
likuiditas, permodalan berasal dari
pnjaman  antar  bank mnduk
konvensional ke wunit wusaha syariah
(UUS), terjadinya NPL sebesar 4,89 %
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dan pembiayaannya tumbuh rendah
5,5% dari pada bank konvensional
Strategi melakukan mtegrasi SBSN ke
Likuiditas Bank Syariah yaitu;
(1)Adanya Jibor digunakan sebagai

standarisasi  penggunaan harga dan
jangka waktu sukuk sehingga
meningkatkan ~ investasi  infrastruktur

dan sektor swasta. Alasannya adanya
kurva imbal hasil yang mengandung
faktor ekspektasi pasar terhadap arah
nflasi, suku bunga, dan prospek
ekonomi ke depan mampu memberikan
piihan bagi nvestor untuk melakukan
diverifikasi  portofolio.  (2)Transaksi
repo di gunakan untuk menghubungkan
mstrumen SIMA, SIWA, Fesbi di Pasar
Uang antar Bank Syariah menjadi lebih
cepat. Transaksi  repo syariah
menggunakan akad bai maal al wa’d bi-
al syrra’ yakni jual beli SBS outrignt,
dikuti dengan janji untuk membeli
kembali SBS dengan menyepakati
terlebh dahulu  harga dan waktu
pembelian dan penjualan kembali SBS
melalui mini master repo agreement
(MRA). Keunggulan repo syariah
adalah dapat terhindar dari kelemahan
limited credit dan likuidisasi yang
terjaga pada bank yang tidak
mempunyai bank induk. (3)Untuk
meningkatkan PUAS adalah
meningkatkan  permodalan di  bank
syariah melalui pmjaman permodalan
jangka pendek bank syariah melalui
SIWA dan SIMA. Adanya GWM untuk
mengetahui rasio kecukupan modal dan
restrukturisasi kredit saat terjadi NPL.

(4)Adanya kebjjakan kliring FLRS
digunakan untuk meningkatkan
sekutitas  giral perbankan  syariah

sehingga nvestor banyak yang tertark
dengan bank syariah. (5)Kebijakan
Fasbi yaitu kebijakan bank syariah
menempatkan dana di bank Indonesia
mempunyai  kelebthan yaitu apabila
terjadi permasalahan likuiditas dapat
diambil untuk menyelesaikannya.
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SUN (Surat Utang Negara)

Surat Utang Negara (SUN) adalah
surat berharga untuk pengakuan utang
dengan di jamin pembayaran bunga dan
pokoknya. SUN terdiri atas SPN yang
berjangka waktu 1 tahun dan obligasi
negara berjangka waktu >1 tahun
dengan imbal hasil bunga secara
diskonto. Emiten membeli SUN di pasar
perdana melalui agen lelang BI. Dalil
Naglinya adalah; QS. Al-Baqoroh; 275
artmya “Orang yang memakan riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang kemasukan setan
karena gila. Allah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba”. Data
Kemenkeu (3/11/2015) untuk SUN
adalah; Data Juli 2015 menyebutkan;
(a)Jumlah SUN adalah 2171,24 T
(75,8%) dengan denomasi valas 554,29
T (19,4%), dan denominasi rupiah
161695 T (56,5%). (b)Kepemilikan
SUN dengan total 1.369,73 di miliki
oleh Bank 391,09 T, Pemermntah 73,13
T, Non Bank 905,51 T (*)Kebutuhan
penerbitan SUN Bruto 398.175.724
(88,06%), (*)SBN Netto 290.968.952
(97,74%), (*)SBN Jatuh Tempo 2015

adalah 104.706.772 (67,78%), dan

(*)SUN 296.328.689 (85,21%).
(*)Kelemahan SUN adalah;

(1)Adanya  tingkat suku  bunga

menyebabkan; (a) resiko tingkat suku
bunga yang diakibatkan fluktuasi bunga
di pasaran. (al)Pada obligasi diskonto,
semakin tinggi harga obligasi maka
suku bunga negatif. (a2)Obligasi kupon
dengan membayar bunga tetap setiap
tahun sama. (b)Rasio pembayaran
bunga meningkat terhadap outstanding
dana di pasar uang/bank. (c)Rasio
pembayaran bunga terhadap PDB
negatif sehingga bunga nak mampu
menyerap likuiditas untuk
pembangunan  tetapi  ditransmisikan
melalui kenaikan pajak sehingga sektor
industi berkurang. (d)Rasio pembayaran
bunga mengurangi belanja  negara.
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Untuk pembangunan mfrastruktur
sehingga banyak masyarakat yang
menentang pajak (tax avoidance) sebab
fungsi  alokasi  pajak  berkurang.
(e)Ketidakpastian kebutuhan
pembiayaan dan pembayaran utang.
Apabila defisit APBN>3% dan terjadi
kebocoran dana pembiayaan
menyebabkan Indonesia sukar
membayar SUN yang jatuh tempo dan
hutang ke IMF. (2)Kepemilkan asing
terus  meningkat  sekitar  37,5%.
Dampaknya neraca modal rawan
terhadap arus keluar secara cepat (hot
money/deleveraging  effect)  ketka
mvestor asing melhat kenakan suku
bunga the Fed dan keuntungan investasi
di negara lan. Akibatnya, Indonesia
harus meningkatkan suku bunga untuk
menarikk  investasi  asing  sehingga
masyarakat banyak membayar pajak
dan melalui cadangan devisa melakukan
mtervensi di  pasar  valas/derifiatif.
Dampak negatifiya adalah  rawan
spekulasi. (*)Keuntungan SUN. SBN
merupakan alternatif investasi bagi
lembaga pemerintah untuk pembiayaan
proyek sosial benefit, dan pengolahan
moneter Bl dalam mengatasi inflasi dan
peredaran uang (M2).

Pengaruh Zakat dan Pajak Terhadap
Perbankan Syariah dan Sektor
Usaha.

Definisi dan Ketentuan Zakat. Zakat
adalah harta yang di keluarkan oleh
seorang muslm dari hak Allah dengan
disalurkan kepada orang yang berhak
dengan ketentuan tertentu. Hikmah
berzakat adalah membersihkan harta
dan hati mengembangkan perolehan
harta ~dan memupuk  kepedulian.
Perintah berzakat adalah )
OS2 ) w83 S5 1 g B3Lall ) gasdi
43)

Artinya “dan tegakkanlah (oleh
kalian) shalat lalu tunaikanlah zakat
kemudian tunduklah bersama orang-
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orang yang tunduk” (QS:2/43). Orang
yang berzakat/muzakki haruslah orang
musim dan mempunyai harta yang
cukup sampai mencapai nishab. Hadis
Bukhori yaitu alw g 4 & JLa o Jdy
“Tidak di wajibkan berzakat kecuali
bagi mereka yang berlebihan harta”.
Golongan yang menerima zakat di sebut
mustahiq dan di jelaskan pada Q.S.At
Taubah;60 yaitu;”Sesungguhnya zakat-
zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, Para muallaf yang di
bujuk hatinya, untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka
vang sedang dalam perjalanan, sebagai
sesuatu ketetapan yang di wajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha  Bijaksana’. Permasalahan
rendahnya zakat di Indonesia antara
lain;

Potensi Zakat Indonesia menurut
Baznas dalam 4 bulan terakhir adalah;
(*)Juni=Rp.9.649.857.719,13.

(*)Juli=Rp.26.368.853.181,45.

(*)Agustus=Rp.24.595.685,52.

(*)September=5.061.316.089.22. Pada
analisis diatas zakat tertinggi pada bulan
Jul/Ramadan dan di gunakan untuk
tyuan konsumtif (8 asnaf) dan belum
maksimal di manfaatkan di sektor
produktif. Jadi seorang muslm wajib
membayar  zakat dan  pemerintah
sebagai Khalifah wajib memberikan
sanksi kepada orang yang tidak
membayar zakat sama seperti sanksi
orang  tidak membayar  pajak.
Perhitungan Kuantitatif Potensi zakat
adalah 7=K.JM.Yn. Keterangan
Z=zakat, K-=Kadar yang wajb di
keluarkan, M (Jumlah  muzaki
nmuslin=Penduduk muslim-
Pengangguran-Orang Miskin).
Yn=Pendapatan Mencapai Nisab(8,5 gr

23.396.537)x(Rp.5.720.000)=Rp.30.87
4.077.091.000/tahun.

Pengaruh Pajak Bagi perkembangan
Perbankan Syariah
Permasalahan Pajak Menghambat
Perkembangan Perbankan Syariah
Menurut data statistika yang di terbitkan
OJK hingga Januari 2015, sudah ada 12
Bank Umum Syariah dan 22 Bank
Konvensional yang mempunyai unit
usaha syariah (UUS). Aset perbankan
syariah mencatat Rp.273,48 trilun per
juli 2015. Permasalahan adalah UU No
36 Tahun 2008 tentang memasukkan
penghasilan  dari  kegiatan  usaha
berbasis syariah sebagai objek pajak dan
PP No 25 Tahun 2009 tentang perlakuan
PPH dari kegiatan berbasis syariah. Isi
Peraturan  Menteri Keuangan No
136/PMK.03/2011 meliputi,
(a)penghasilan bank syariah yaitu bagi
hasil, bonus, dan margin diperlakukan
sama  seperti bunga di  bank
konvensional untuk PPh, (b)Biaya bank
syariah diatas akan  kenakan PPh,
kecuali akad Ijarah  Muntahiliyah
Bittamlik dan jumlah yang dijanjkan
sesuai syariah, (c)Pengalihan harta dari
pihak ketiga atas prinsip syariah tidak
termasuk dalam harta di PPh.
(*)Dampak UU No 36 Tahun 2008
adalah tingkat pajak antara bank syariah
dan konvensional di samakan (level
playing field) dalam hal pajak bagi hasil,
bonus dan margin (syariah) dengan
pajak bunga ketika pihak pembayar
wajib memotong pajak penghasilan atas
bunga yang di bayarkan (konvensional).
Akibatnya bank syariah sulit bersaing
dengan bank konvensional karena kalah
bersaing dalam meningkatkan pangsa
pasar dan transaksi lkuiditas yang
rendah. (*)UU No 42 tahun 2009 dalam
pasal 1A (1) mengenai PPN dan PPn
Bm. Pada  pembiayaan  syariah,

emas/S wasaq). Jadi 2,5%x penyerahan BKB terjadi antara suplier
(252.370.792-13.071.618- BKP dengan konsumen yang dibiayai
91
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



lembaga syariah. Pada perusahaan
syariah. Dalam praktek Pembiayaan
murabahah dimana perbankan syariah
sebagai pembeli barang menyerahkan
BKP ke suppler dan menjualnya
kepada konsumen sehingga terjadi akad
jual beli. Perusahaan konvensional juga
menerapkan usaha pembiayaan
(factoring) ketika penyerahan BKP
diantara suplier dan nasabah bank. Hal
itu menimbulkan perlakuan yang sama.
(*)Pasal 4a ayat 3 huruf f yaitu jasa
keuangan tidak di kenakan PPn. Jasa
yang di kenakan pajak adalah; (a)Jasa
penghimpunan dana seperti giro dan
depostto, (b)Jasa penyaluran
dana/kredit, (c)Jasa pembiayaan seperti
sewa usaha dan konsumsi, (d)Jasa gadai
syariah, (e)Jasa penjamin. Dampaknya

adalah terjadi equal
treatment/perlakuan yang sama atas
transaksi  perbankan  syariah  dan

konvensional dalam menghimpun dan
menyalurkan dana.Untuk meningkatkan
kinerja bank syariah perlu ada ntensif
fiskal dari pemerintah.

Pengaruh Zakat Terhadap Bank
Syariah.

(a) Perhitungan Zakat di Bank BNI

Syariah.

Perbankan syariah mempunyai prinsip
baitul tanwil dengan menghimpun dana
dan menyalurkan untuk kredit dan
sekuritas syariah untuk meningkatkan

keuntungan dan baitul maal yaitu
menyalurkan ~ zakat, infaq, dan
shadagah  (ZIS). Bank  syariah

membayar zakat badan usaha, zakat
penjualan  dari  murabahah, zakat
profesi pegawai, zakat simpanan, dan
zakat saham. Berikut adalah
perhitungan ~ zakat  dari  laporan
keuangan bank BNI syariah Bulan
September 2015 antara lain; (1)Zakat
penjualan=aktiva lancar+kas+piutang
tertagih-gaji karyawan-beban usaha x
2,5%=10.244.225+ 8.644.894 +

290.119.493- 4.740.661-
(414.485+5.155.761)=Rp. 298.697.705
juta  x 2,5%=Rp.7.467.442,625 juta.
(2)Zakat Perusahaan adalah= modal
+keuntungan-beban  usaha x  tarif
2,5%=
(9.054.807+14.568.468)+5.203.751-
(414.485+5.155.761)=Rp.23.256.780

juta  x  2,5%=Rp.581.419,5 juta,
(3)Zakat simpanan= aset tabungan
x2,5% =(91.541.581+

113.169.885+126.204.647)=
Rp.126.204.647 juta X
2,5%=Rp.8.272.902,825 juta,(4)Zakat
saham—=modal sahamtdeviden X
2,5%=Rp.7.297.369 juta
x2,5%=Rp.182.434,225 juta (5)Zakat
profes=Penghasilan X
2,5%=Rp.4.740.661 juta X
2,5%=Rp.118.516,525 juta.Total Zakat
Bank BNI adalah Rp.7.467.442,625
juta  +  Rp.581.419,5 juta +
Rp.8.272.902,825 juta+
Rp.182.434,225 jutat Rp.118.516,525
juta=Rp.16.622.715,7 juta.

(b) Pengaruh zakat secara
operasional  adalah  (a)perbankan
syariah dapat mengembangkan mnovasi
produk dan tingkat pendapatannya bagi
hasil naik. Alasannya zakat menurut
mazhab mainstream adalah pajak idle
fund yang diterapkan pada aset yang
diam. Akibatnya perbankan syariah
akan meningkatkan pengelolaan aset
sehingga terjadi peningkatan ROA.
(b)Pada kegiatan murabahah zakat di
kenakan pada pendapatan  bersih
perbankan dengan nisab tetap 2,5%.
Apabila menggunakan pajak membuat
semakin meningkatnya jasa murabahah

perbabkan  syariah  yang harus
menyerahkan BKP ke suplier sehingga
harga  jual produk  mahal dan
keuntungan  berkurang. Jadi  zakat
mampu  meningkatkan  produktifitas
bank untuk mencari  keuntungan.

(c)Tarif zakat deviden dan perusahaan
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sama yaitu 2,5% dari pada pajak
Indonesia mencapai 17% untuk deviden
dan 30 % untuk pajak badan usaha. Hal
itu membuat pemiik tidak bisa
menikmati keuntungan sebab
keuntungan deviden di simpan sebagai
laba di tahan dan peningkatan biaya
produksi sehingga produksinya menjadi
kurang efisien. (d)Qardul
Hasan/pmjaman  kebaikan kepada
nasabah yang tidak bisa mengembalikan
dana di berkan tambahan modal
mengembangkan usaha dan tenggang
waktu  membayar. Kesimpulannya
penggunaan zakat lebih efektif bagi
kegiatan operasional perbankan syariah.

(c) Pengaruh Zakat secara sosial
Zakat di gunakan oleh bank syariah
untuk membantu ~ usaha mikro
masyarakat berupa pemberian dana
hibah untuk meningkatkan usaha. Bank
BNI  syarah  memberkan  dana
Rp130.000.000 Untuk mengembangka
produk halal masyarakat Tangerang
untuk menyambut pasar halal ASEAN.
Kegiatan zakat bank syariah biasanya
untuk dana CSR seperti membantu
kebersihan  lingkungan, = memberikan
bantuan kepada masyarakat fakir miskin
yang membutuhkan, dan pembangunan
pelayanan sosial

Pengaruh Kesamaan Zakat dan
Pajak Terhadap 3 Fungsi Fiskal.
Pajak dan zakat mempunyai fungsi

stabilisasi, alokasi, dan distribusi dalam
kegiatan fiskal. (a)Fungsi Alokasi yaitu
pajak di himpun untuk mengisi kas
negara (budgeter) digunakan untuk
pembiayaan infrastruktur publik. Kurva
Lenmer menggambarkan adanya
presentase pajak tertentu menyebabkan
meningkatnya pembayaran masyarakat
dan akan berkurang potensi pajak ketika
tarifnya besar. Menurut Teori Pigou dan

meningkatkan pembayaran pajak
seiring manfaat alokasi barang publik
meningkat. Adanya efisiensi paretto
antara produsen dan konsumen terjadi
karena barang publk dan swasta
seimbang. (*)Alokasi zakat di gunakan
untuk  menjaga  tingkat  konsumsi
minimum  para  mustahik  supaya
permintaan agregat tetap terjaga, orang
miskin  dapat menjalankan  iadah
kepada  Allah, dan peran aktif
pemerintah  menjaga  kemaslahatan
masyarakat sebab mekanisme pasar
tidak bisa mengatasinya.

(b)Fungsi Stabilisasi. Pada saat resesi,
dana pajak di gunakan untuk
meningkatkan pengeluaran pemerintah
(fiskal ekapansif) untuk meningkatkan
investasi dan pembangunan
infrastruktur yang menyebabkan
meningkatnya output dan pertumbuhan
ekonomi. Akibatnya kurva AS dan AD
bergeser ke kanan yaitu kurva AS1 ke
AS2, AD1 ke AD2, P1 ke P2, Q1 ke Q2
membuat pergeseran El ke E2.
Penurunan tingkat pajak meningkatkan
daya  beli  masyarakat sehingga
meningkatkan permintaan efektif (AD)
dan meningkatkan penjualan barang

sebab  harganya  terjangkau  oleh
konsumen (AS). Hal itu akan
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi
(*)Zakat berperan sebagai penstabil

otomatis (automatic stabilizer), ketika
masa resesi kebutuhan akan menyairkan
dana zakat meningkat karena lapangan
pekerja berkurang dan pendapatan
masyarakat berkurang sehingga para
mustahik bertambah. Jadi zakat adalah
mstrumen  anti  depresi  ekonomi
sehingga menjaga pendapatan
masyarakat.

(c)Fungsi Distribusi. Pajak
mempunyai fungsi untuk mentransfer
pendapatan orang kaya kepada orang
miskin. Pemerintah menggunakan tarif

Samuelson tentang barang publik pajak progresif kepada orang kaya
menyatakan masyarakat akan sehingga semakin besar pendapatannya
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semakin besar pajaknya dan sebaliknya
menggunakan pajak regresif bagi orang

miskin.  Adanya transfer payment
pemerintah berupa dana pajak di
gunakan untuk melakukan

pembangunan infrastruktur antara desa
dan kota untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi, pemberian jaminan sosial
kesehatan kepada masyarakat miskin
dan subsidi untuk BBM, penididikan
dan kesehatan mampu meningkatkan

kualitas SDM Indonesia.
Permasalahan pajak adalah
masyarakat bisa melakukan

penghindaran pajak (tax avoidance)
secara legal melalui laba di tahan, CSR
untuk mengurangi pajak, meningkatkan
investasi di sektor startegis, dan
pemberian  amnest/penurunan  pajak
pada pengusaha yang berinvestasi di
luar negeri. Penghindaran pajak secara
llegal adalah mengisi SPT tidak jujur
menggunakan self asistemen (mengisi
sendir), melakukan KKN  kepada
petugas dinas pajak untuk mengurangi
pajak. Dampak negatifnya ketimpangan
distribusi pendapatan Indonesia
meningkat  dengan  koefisien  gni
mencapai  0,47%. (*)Zakat mampu
meningkatkan  sifat  produktif dalam
bekerja sebab apabila orang malas
memanfaatkan aset maka akan habis
melalui nisab zakat. Zakat mampu
mengurangi disposible income sehingga
mencegah  perilaku  konsumtif dan

Perbandingan  Instrumen
dengan  Instrumen
Pada Kebijakan Fiskal
Kelebthan Zakat  dari Pada Pajak
Konvensional

Dampak Positif Zakat Bagi Sektor
Produktif.

Dalil Naqli Tarif dan Jenis Zakat :

Syariah
Konvensional

&—Ihj Sl UJ.!A‘ Lg)g.d\ Aj\éua ul.ulu l.u.h
Glal u-ﬂ & Al Ay ol Y u—u-n\
- G be LY ATy 8l pals (e
elujusw\uim u.\.d\uc 4.\94.\5\“.@)
l.ﬂ.d & u.ﬂ.S \JL‘: » d\.ﬁ &_u.\;“ KYY dj\ ua.u
uﬂ-\b pal o3 Al gid gl e Jlag ph Ja
B oo s - Al b - ot e
Jay 1 Jkn Gedde I G838 ) Jn (g ke,
QS Gliad 313 Lad Ui il g (135311 Lgile
«
HR.
Abu Daud. Keterangan: Hadis di atas
berbicara  tentang  nishob  zakat
simpanan (emas dan lainnya) dan
tarifhya.
(a) Zakat perdagangan berdasarkan
besamya keuntungan bukan atas harga
jual Sistem  perhitungan zakat
perdagangan berdasarkan keuntungan
tidak mempengaruhi kurva penawaran
sehingga jumlah dan harganya tetap

sehingga intensif pedagang mencari
keuntungan  tinggi.  Jumlah  zakat
meningkat seiring meningkatnya
keuntungan  perdagangan. Jka di

bandingkan dengan pajak pertambahan

menjaga kestabilan harga dari inflasi nilai  (PPn) terhadap harga  jual
akibat tarikan permintaan (Demand Pull ~menyebabkan harga jual nak dan
Inflation). Zakat adalah media transfer berkurangnya penawaran barang.
antara  muzaki kepada  mustahk Perhitungan zakat perdagangan
sehingga mampu menjaga daya beli adalah; PDRB Tahun 2012 untuk sektor
masyarakat dan meningkatkan perdagangan adalah  Rp.1.145.600,9
produksi. miliar. Jumlah tenaga kerja 23.155.798
orang. Asumsi Upah menurut UMR
Malang Rp.1.500.000. (Asumsi biaya
produksinya 60% dari kontribusi PDB
yaitu Rp.687.360,54 miliar. Nisbahnya
2,5%.Maka Rp.1.145.600,9 miliar-((
Rp.23.155.798 xRp.1.500.000.)+
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Rp.687.360,54 miliar) x 2,5% = Maka
Rp.1.145.600,9 miliar —(Rp.34.733,697
miliar+Rp.687.360,54)x 2,5%=
Rp.423.506,663 miliar X
2,5%=Rp.10.587.666.575.000

(b) Zakat Pertanian menggunakan flat
rate yang dibedakan atas pengairannya.
Apabila tadah hujan maka nisabnya 5%
dan apabila di buat sendiri nisabnya
2,5%. Hal ini karena bila hasil pertanian
adalah barang yang tidak tahan lama
(non durable) sehingga apabila hasil
pertaniannya melimpah di khawatirkan
barangnya menjadi busuk. Secara mikro
ekonomi zakat tidak berpengaruh pada
penawaran agregat (AS) karena zakat di
terapkan berdasarkan quasi rent, bukan

seperti  value added tax (pajak
pertambahan nilai). Dengan
memaksimumkan zakat, maka akan
meningkatkan quasi rent dan
memaksimumkan keuntungan. Semakin
tinggi zakat menyebabkan

meningkatnya penawaran agregat dan
penurunan harga sehingga pendapatan
nasional naik. Value Added Tax
menciptakan  maximizing  behaviour
ketika produsen tidak dikenai pajak dan
profit kecil apabila di kenai pajak.
Secara makroekonomi akan
menurunkannya ~ penawaran — agregat
(AS) akan menaikkan tingkat harga dan
menurunkan ~ pendapatan  nasional.
(*)Perhitungan  Zakat  Pertanian
adalah; Hasil Panen-beban pertanian x

5%= Data BPS Tahun 2012 adalah
sektor pertanian menyumbang
Rp.1190.412,4 miliar. Jumlah tenaga

kerja adalah 38.882.134 orang. Asumsi
upah rata2/UMR pekerja
900.000/bulan. Biaya produksi
diasumsikan 60% dari kontribusi GDP
adalah Rp.714247,44 miliar.
Perhitungan Zakat pertanian adalah
Rp.1190.412,4miliar -
((Rp.38.882.134xRp.900.000)+Rp.714.

247,44 miliar)) x2,5%= Rp.1190.412,4
miliar- (Rp.34.993,9206
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miliar+Rp.714.247,44
)x2,5%=nRp.441.171,0394 miliar
x2,5%=Rp.11.029.275.985.000. Jadi
dapat  diartkan  kenatkan  zakat
meningkatkan ~ pertumbuhan  ekonomi
dan pajak menurunkan pertumbuhan
ekonomi.

(c¢) Zakat Peternakan di gunakan
untuk sapi, kambing, dan kerbau. Zakat
peternakan  bersifat regresif karena
semakin banyak jumlah hewan yang di
pelihara. Maka ratenya akan kecil dan
terdapat pembedaan ukuran untuk tiap
jenis hewan. Peternak mempunyai 30
sapi  zakatnya 1,5% dan 209 sapi
zakatnya  1,43%.  Perhitungannya;
Data Dinas Pertanian tahun 2014 pada
daerah  yang  menerapkan  SPIT
(integrasi  penggemukan sapi) yaitu
Jawa Tmur= 86 ekor, NTB=200 ekor.
(Keterangan=Data di ambil  per
kecamatan).  Perhitungannya  adalah
Jawa Timur harus zakat 2 anak sapi
betina berumur 2 tahun, zakat per unit
sapi 1,2 dan kambing 6 dengan %
minimum 1,35 dan % maksimum 1,5%.
NTB harus berzakat 5 anak sapi betina
berumur 2 tahun dengan jumlah zakat
per sapi 3 dan per kambing 15 dan %
zakat minimum 1,43 dan % maksimum
1,5%. Dampak zakat peternakan adalah
meningkatkan economy of scale usaha
sebab turunnya average total cost
(ATC) dan marginal cost (MC) secara
jangka panjang (LATC dan LMC)

mengakibatkan peningkatan slope
penawaran  agregat dalam  jangka
panjang.  Alasannya apabila  tejadi

kelebthan pasokan ternak, pengusaha
tidak perln membanjiri pasar karena
takut  harganya  membusuk tetapi
menggemukkan sapi dan mengembang
biakkan untuk investasi kedepannya.

(d Adanya Penghitungan
pengurangan zakat pada  PPh
menurut Pasal 6, yaitu hal yang boleh di
kurangkan dari penghasilan kena pajak
(PKP) sehingga zakat bukan termasuk
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instrumen fiskal negara. Di Malaysia
zakat yang dibayarkan termasuk dalam
kredit pajak yang di perhitungkan
dengan pajak yang terutang (creditable)
sedangkan di Indonesia perlakuan pajak
atas zakat merupakan pengurang atas
penghasilan kena pajak (deductable)
sehingga zakat sebagai unsur pengurang
dari  Pendapatan Kena Pajak.
Perhitungannya adalah; (a)Zakat
Deductable. PKP=Rp.25.000.000.
Zakat yang di  bayarkan  Rp.
2.500.000.Tarift PPH 40%. Maka
besarnya pajak yang harus di bayar 40%
X (Rp25.000.000-
Rp.2.500.000)=Rp.9.000.000. (b)Zakat

Creditable. (40%xRp.25.000.000)-
(Rp.2.500.000)=Rp.10.000.000-
Rp.2.500.000=Rp.7.500.000. Jado
perhitungan  zakat  credible  lebh
menguntungkan  dari  pada  zakat
deductable.

(e) Zakat Profesi PNS. Untuk
meningkatkan  potensi zakat maka

pemerintah memotong besamya gaji
PNS yang ada di APBN 2016 dengan
menggunakan  zakat = profesi  Dalil
Nagqlinya adalah &e Vsl 15l Gl Gl G

A€ L clihk(Al-bagarah: 267).
Artinya: ”Hai orang-orang yang
beriman. Keluarkanlah zakat dari
kasab kalian yang baik”. Nisab zakat
profesi sama dengan zakat pertanian
yaitu 5 wasaq/520 kg beras x harga
beras (11.000)=5.720.000 selama 1
tahun. Untuk pendapatan PNS setahun
adalah 2,5 juta x12=30 juta dan di
wajibkan zakat. Tarif zakat menurut
Qiyas adalah 2,5% maka pembiayaan
rutin 780,4 triliun x 2,5%=19,51 Trilun.
Kesimpulan=Setelah melihat potensi
zakat yang sangat besar dan mampu
meningkatkan produktifitas dan skala
usaha ekonomi maka pemerintah perlu
melembagakan  instrumen  zakat  di
kebijakan fiskal untuk mensejahterakan
masyarakat.

Dampak Negatif Pajak Pada Sektor
Produktif.

Pajak adalah wuran wajib yang harus
di bayarkan wajib pajak dengan sifat
paksaan dan mendapatkan manfaat
secara tidak langsung dan apabila
melanggar akan di berkan sanksi
Hadist Nabi tentang pajak/jizyah pada
non muslm untuk menjalankan ibadah
dan kegiatan ekonomi yaitu; Dari Ibnu
Abbas Ra Rasulullah saw
bersabda: "Tidak  ada kewajiban
membayar jizyah bagi orang yang telah
masuk islam.” (HR Ahmad & Abu
Daud). (*)Menurut Imam Mukhlis
(2015;65-70), pengaruh pajak secara
teorttis di bagi menjadi 3 yaitu msiden
pajak, keseimbangan parsial (partial

equirelibium), dan analisa umum
keseimbangan parsial kompetitif.
(a)lnsiden pajak adalah adanya beban

dari peningkatan pajak yang di
tanggung pekerja dan pegawai ketika
pajak  penghasilan naik  membuat
perusahaan mengurangi gaji bersih dan
untuk mempertahankan pekerja maka
perusahaan menaikkan biaya  gaji.
(b)Keseimbangan parsial yaitu negara
dengan gaji minimum diatas harga
pasar, penawaran ineliastis dan skill
rendah. Jika pajak payroll meningkat
membuat  gaji  bersih—gaji  minimum
sebab biaya gaji meningkat ketika pajak
payrol  meningkat. Jadi  terjadi
peningkatan pengangguran sebab
permintaan tenaga kerja di tentukan
dengan biaya gaji tinggi dari harga
pasar. (c)Analisis umum keseimbangan
parsial kompetitif yaitu terdapat axioma
antara kebijakan harga dasar (price
floor) dan harga atas (price ceiling)
menyebabkan  harga  barang  naik
menyebabkan kerugian dari produsen
dan konsumen sebab PPN  ditanggung
produsen apabila ED>ES dan PPN di
tanggung konsumen apabila ES>ED.
(*)Data Pajak Jawa Timur adalah;
Indikator  kepatuhan  pajak 2014
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mencapai  78,30%, masyarakat lebih
suka membayar PPn dari pada PPh
sebesar Rp.15.979.903  juta dan
Rp.9.385.434  juta.  Jadi  dalam
perpajakan Indoensia perlu menerapkan
unsur moral dan kerohanian seperti
membayar zakat fitrah ketika mengisi
SPT melalui self asistment dengan tepat
waktu.

Optimalisasi Fiskal Meningkatkan
Kinerja Perbankan Syariah

€)) Peran al]l [ilal
Meningkatkan Kinerja Bank
Syariah.

Pemermntah seharusnya lebih

memberkan intensif terhadap bank
syariah karena apabila di perlakukan
sama dengan bank  konvensional
menyebabkan perbankan syariah sulit
meningkatkan market share dan aset
perbankan konvensional melesat.
Penggunaan fax holiday yaitu adanya
pembebasan pajak di Malaysia selama
10 tahun dan di perpanjang 10 tahun

mampu meningkatkan perbankan
syariah. Pemberian intensif bagi bank
syariah  tidak memicu  persaingan

dengan bank konvensional dan mampu
meningkatkan perekonomian Indonesia
sebab bank syariah tahan terhadap krisis
ekonomi sebab ketikka melakukan fungsi
mtermediasi selaln menyalurkan kredit
untuk sektor riel sehingga aset di
finansial itu sama dengan aset produktif
ril. (*)Dampaknya adalah semakin
meningkatnya investasi di bank syariah
membuat  bank  syariah  mampu
meningkatkan teknologi mformasi
sehingga ATM syariah dan kredit
syariah berkembang, iovasi produk
bank konvensional melalui islamic
windows sehingga meningkatkan
nasabah, meningkatkan pelathan SDM
dan manajemen syariah  sehingga
mampu mengelola unit usaha syariah

mendapatkan keuntungan finansial dan
keberkahan sosial

(*) Tax Holiday dilakukan dengan 2
model yaitu; (1)intensif pajak dapat
dilakukan dengan pengembalian
pajak sebagai penghasilan bank. Nilai
pajak  bank di salurkan  untuk
pembiayaan  sektor  mikro  tanpa
menggunakan bagi hasil. Apabila usaha
mikro berkembang akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
masyarakat. Dampaknya adalah
meningkatnya PPh dari hasil penjualan
dan meningkatkan pajak penghasilan
sehingga penerimaan negara menjadi
lebh besar. (2)PPh di tanggung
pemerintah. Adanya PP No 45 tahun
1996 tentang peningkatan
perkembangan ekonomi nasional yang
terintegrasi dengan perekonomian
global sehingga usaha syariah perlu di
dorong. Alasannya bank syariah tahan
terhadap krisis global karena tidak
menggunakan instrumen suku bunga,
tindakan spekulasi, dan perdagangan
mata uang yang biasa di lakukan
perbankan konvensional sehingga
pemerintah harus mendukung
perkembangan pangsa pasar >5%
mengingat  potensi  umat  mushm
Indonesia 230 juta. Jadi PPh atas
pendapatan bank syariah di kurangi
50% sehingga bisa  meningkatkan
market sharenya.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan
Indonesia

global
bagi

Permasalahan ekonomi

adalah  gejolak  ekonomi
membawa  dampak  negatif
pertumbuhan ekonomi sebesar
4,7%,transmisi ke sektor ril yaitu
depresiasi rupiah menyebabkan

mahalnya ~ bahan  baku  sehingga

(UUS) secara kompetitif dan falah meningkatkan inflasi dan transmisi ke
menerapkan syariah sehingga sektor moneter adalah penurunan saham
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likuiditas bank dan
tingginya  suku  bunga = membuat
penurunan kredit. Peran pemerintah
islam adalah aspek ekonomi dengan
meningkatkan pembiayaan,aspek
norma dengan subsidi pendidikan,
aspek regulator melalui pelembagaan
zakat dan pengurangan bunga, dan
aspek sektor riel dengan permudah
pajak. Perbandingan antara SBSN dan
SBI adalah (a) SBSN menggunakan
akad jarah dan mudharabah
mendapatkan bagi hasil dan resiko kecil
sebab tidak menggunakan suku bunga
sehingga pengusaha bisa
memaksimumkan laba. Namun
perkembangan di pasar modal syariah
rendah. (b)Persamaan SBSN dan SBN
untuk utang negara sehingga
mendapatkan dana untuk pembangunan
dengan ciriciri; (1)menggunakan suku
bunga untuk patokan, (2)pengelolaan
resiko ALM, kegunaan  untuk
pembangunan dan instrumen trading
sama, (3)pertimbangan dan pengelolaan
mstrumen. (c)Integrasi SBSN dan bank
syariah dengan meningkatkan
pendalaman keuangan di PUAS adalah
Jibor untuk mengetahui prospek sukuk
dan repos untuk dana pihak ke 2 bank
syariah. Instrumen SIWA, Fesbi, dll
untuk pendalaman PUAS. (d)SUN
mempunyai  potensi  tinggi  untuk
mstrumen  utang.  Dampak  positif
mampu  menghimpun  dana  untuk
pembiayaan infrastuktur. Dampak
negatif adalah (1)resiko bunga tinggi
seperti rasio tingkat bunga, rasio
pembayaran bunga pada PBD dan
anggaran, dan  (2)Investor  asing
menguasi SBSN

Pengaruh zakat dan pajak terhadap
perbankan syariah dan sektor usaha.
(a)Zakat adalah kewajiban muzaki yang
di  berkkan ke  mustahiq  untuk
meningkatkan ~ keberkahan. ~ Potensi
zakat Indonesia mencapai Rp.30 T,
namun pemerintah kurang meregulasi

dan kontraksi
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zakat di APBN untuk penerimaan
negara. (b)Dampak pajak bagi kinerja
bank syariah adalah  menghambat
kinerja bank syariah sebab diberlakukan
asas sama  dengan  konvensional
sehingga bank syariah di kenai pajak di
bagi hasi, fungsi intermediasi dan
mudaharabah. (c)Ada persamaan antara
pajak dan zakat. (1)Fungsi alokasi pajak
untuk membangun barang publik dan

zakat menjaga permintaan  agregat,
(2)Fungsi  stabilisasi pajak  adalah
menggunakan kebjjakan fiskal

ekspansif saat resesi dan zakat adalah
penstabil otomatis dengan mencairkan
dana saat resesi (3)Fungsi distribusi
pajak melalui transfer payment dan
pembangunan mfrastruktur namun
terdapat  penentang  pajak  (tax
avoidance) secara legal. Untuk zakat

dilakukan secara juyur dan efektif
memberantas kemiskinan para
mustahiq.

Zakat lebih efektif dari Pajak.
Potensi zakat peternakan, pertanian, dan
perdagangan  mampu  meningkatkan
produktivitas dan keuntungan
pengusaha dari pada PPn sebab
perhitungan pajak saat pendapatan

bersth sementara PPn saat produk akan
di jual. Pembayaran zakat profesi dan
included lebih menguntungkan muzaki
Dampak  negatift  pajak  adalah;
(1)insiden pajak yaitu beban sama di
tanggung perusahaan dan pegawai,
keseimbangan parsial (partial
equirelibium) yaitu kenaikan pajak
tingkatkan pengangguran dan upah
bersih kurang, (3)dan analisa umum
keseimbangan parsial kompetitif yaitu
axoma harga dasar dan tertinggi. Jadi
negara perlu optimalkan potensi zakat

Peran Kebijakan Fiskal
Meningkatkan ~ Perbankan Syariah
adalah melakukan tax
holiday/pembebasan  pajak untuk

memperbaiki kinerja bank syariah. Ada
2 mekanisme yaitu pengalihan pajak
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bank untuk pembiayaan mikro dan PPh
di tanggung pemerintah.

Saran

Untuk meningkatkan perolehan zakat
maka muzaki harus amanah
mendistrbusikannya, dana zakat di
gunakan untuk meningkatkan kegiatan
usaha di  samping  meningkatkan
konsumsi dan pembangunan
mfrastruktur, serta meningkatkan
sosialisasi ke  masyarakat tentang
turunan ~ zakat =~ mal Pemerintah
Indonesia harus meningkatkan potensi
zakat melalui regulasi zakat yang
mewajibkan  muslm  mengeluarkan
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Bisnis Syariah: Etika Islam dan Instrumen Keuangan Syariah

Sebuah Pendekatan Meta Analisis

Teguh Prasetyo
Yuli Agustina
Trisetia Wijijayanti
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Email : gohprasetyo@gmail.com; yuliagustinal 05(@ gmail.com;
trisetia.w@ email.com

Abstrak : Bisnis syariah akan berkaitan erat dengan etika Islam. Dalam hal ini
juga akan berhubungan erat dengan instrumen yang ada dalam muamalah
ekonomi didalamnya. Oleh karena itu keduanya tidak akan dapat dipisahkan.
Dalam mengkaji hal tersebut meta analisis digunakan dalam menjelaskan
keduanya dalam berbagai penelitian empiris yang sudah dilakukan sebelumnya.
Artikel ini berusaha menyajikan review teori dari bebeberapa artikel penelitian
yang sudah dilakukan. Sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi dalam
memahami apa yang dimaksud dengan bisnis syari’ah beserta instrumennya. Hasil
dari review teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis syari’ah berlandaskan
pada sumber Al-Qur’an dan Al-Hadist serta memiliki azas mashlahat tanpa
meninggalkan kemanfaatan umat, dengan kata lain sebisa mungkin bisnis yang
dijalankan akan memberikan kontribusi kesejahteraan kepada pelaku sekaligus
lingkungan, karena pada dasarnya semua diniatkan sebagai wujud ibadah dalam
amaliyah ekonomi.

Kata Kunci: Bisnis Syari’ah, Etika Islam, Instrumen Keuangan, Meta Analisis.

Akhir-akhir i perkembangan Bisnis
yang berbasis syariah begitu cepat. Hal

yang memilki tugas untuk lebih fokus
dalam membuat regulasi serta standar

mi juga dikuti dengan berbagai  pengawasan pada institusi keuangan
penelitian  seputar  aktifitas syariah  syariah. Menurut Al-Suhaibani dan
dilingkup manajemen. Misalnya, the  Naifar (2014) pegawasan maupun
Islamic  financial institutions (IFIs) aturan akan memberkan dampak

yang secara praktis aktivitasnya adalah
mengelola  keuangan  syariah, IFIs
sendiri sudah berada diberbagai negara.
Sedangkan pendiriannya adalah pada
tahun 1970 [FIs yang didirikan di
Mesir dan kemudian berkembang serta
menyebar dari Eropa sampai dengan

positif dalam melakukan penegelolaan
yang bak dalam sebuah pasar
keuangan  yang  berbasis  syariah
sehingga akan membantu dalam proses
risk-sharing atau risk-shifting
khususnya pada pasar keuangan yang
sedang berkembang (emerging market)

USA (Garas dan Pierce, 2010). serta menghadapi sebuah krisis.
Kemudian masth menurut Garas dan Sedangkan menurut Rice
Pierce (2010) adalah The Islamic (1999) semua  peraturan maupun
Financial ~Standard Board (IFSB,  pengawasan tidak lan adalah upaya
2009) yang berada di Negara Malaysia ~ menciptakan  keharmonisan  dalam
100
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



mengelola  sebuah manajemen bisnis.
Oleh karena itu etika diperlukan untuk
agen dalam melakukan pengelolaan
maupun pengawasan sehingga
mencapai apa yang disebut tujuan
perusahaan. Etka sendiri berasal dari
kultur yang mana sangat dipengaruhi
lingkungan seorang tersebut berada.
Sehingga  etika  didapatkan  dari
kebiasaan yang menjadi nilai dalam
diri seseorang. Dengan kata lan
seharusnya bisnis yang berlandaskan
etkka tentu akan lebih bernilai serta
terjaga kesmnambungannya. Atas dasar

tersebut artkel i bertuyjuan untuk
membahas apakah yang dimaksud
dengan etka Islam dan apakah

instrumen kuangan syariah itu.
PEMBAHASAN

1. Etika Islam
Etka Islam sendiri bersumber pada Al-
Qur’an dan Al-Hadist yang mana telah
diwahyukan Allah Shubhanahu Ta’ala
serta disampaikan oleh Nabi
Muhammad Shalallahu’alathi
Wassalam. Keduanya merupakan
pegangan manusia dalam menjalani
amaliyah kehidupan. Esensinya adalah
manusia ~ hidup  dalam  menjalani
kehidupan  tidaklah  semata  untuk
mencari keuntungan duniawi
melainkan untuk tyjuan ukhrowi Al
Qur’an dan Al-Hadist adalah sumber
hukum dan pedoman kehidupan. Hal
ini juga termasuk dalam menjalankan
amaliyah ekonomi serta bisnis agar
terjadi keseimbangan antara kebutuhan
materi dan kebutuhan spiritual (Chapra,
1992).

Lebih jauh, penelitian seperti
yang dilakukan oleh Cowton (1994)
mengenal Investasi etis memberikan
penjelasan bahwa investasi etis sendiri
merupakan kegiatan investasi yang
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menitkberatkan unsur etikka dan sosial
untuk mengelola portofolio nvestasi.
Kemudian Hussein (2004) menjelaskan
bahwa  strumen keuangan yang
berupa reksadana etis adalah reksadana
yang mengeluarkan saham-saham
tertentu  karena alasan  nonetis.
Sedangkan  sejarah  investasi  etis
pertama kali diprakarsai oleh beberapa
lembaga keagamaan dalam
menghindari  beberapa sektor usaha
yang dianggap tidak sesuai dengan
etika, seperti perjudian, alkohol dan
rokok (Murninghan, 1992).

Menurut Lewis dan Algaoud
(2005) Investasi Etis dalam perbankan
syariah dihadapkan dengan tambahan
atas modal yang ditanamkan. Hal mi
akan memberkan tambahan Usury
(Riba), sehingga dalam amaliyah
perdagangan mendorong kaum mushm
untuk senantiasa  terjebak  dan
merelakan modal pokok mereka untuk
debitur yang tidak mampu
melunasinya. Hal i jka dikaji dari
pandangan Al-Qur’an sangatlah
bertentangan seperti pada QS (3:130)
yang mana Allah SWT berfirman: “Hai
orang-orang yang beriman janganlah
kalian memakan riba dan yang hal
yang melipatgandakannya, bertgwalah
pada Allah agar kalian beruntung’.
Ditinjau dari etis, di Indonesia MUI
telah mengeluarkan beberapa kriteria

lembaga perbankan yang Dberbasis
syariah. Kriteria itu diantaranya yang
telah  dikeluarkan  adalah  sebagai
berikut ini.

A. Tidak melakukan kegiatan usaha
sebagai berikut:
1. Perjudian dan permainan yang
tergolong judi;
2. Perdagangan yang dilarang
menurut syariah, antara lain:
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(a) Perdagangan yang tidak

disertai dengan  penyerahan
barang/jasa;
(b)  Perdagangan  dengan

penawaran/permintaan palsu;
. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
(a) Bank berbasis bunga;
(b)  Perusahaan  pembiayaan
berbasis bunga;
Jual beli riskko yang mengandung
unsur  ketidakpastian  (gharar)
dan/atau judi (maisir), antara lain
asuransi konvensional.
B. Memenuhi rasio-rasio
sebagai berikut:

1. Total utang yang berbasis bunga
dibandingkan dengan total aset
tidak lebth dari 45% (empat
puluh lima per seratus); atau

keuangan

2. Total pendapatan bunga dan
pendapatan tidak halal lainnya
dibandingkan dengan total

pendapatan usaha (revenue) dan
pendapatan lain-lain tidak lebih
dari 10% (sepuluh per seratus).
Menurut Hanafi dan Syafiq
(2012) Meskipun ada perkembangan
mvestasi etis yang pesat, kontroversi
sekitar investasi etis terus terjadi.
Pendukung investasi etis berpendapat
bahwa etika bisa menjadi sumber
kekuatan perusahaan. Perusahaan yang
etis, yang mempunyai corporate
governance yang baik, yang
memperhatikan isu-isu sosial,
diharapkan ~ mempunyai  kekuatan-
kekuatan tertentu yang bisa mendorong
kinerja perusahaan. Sebagai contoh,
perusahaan tersebut diharapkan
mempunyai reputasi yang bagus di
mata stakeholders (konsumen, pasar
keuangan), sehingga bisa menjual
produknya lebih baik, atau memperoleh
pendanaan  yang lebih murah.
Pengelolaan perusahaan tersebut juga
akan lebih baik, dan perusahaan yang
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dikelola dengan baik akan cenderung
lebih optimal (efektif dan efisien)
dalam menggunakan sumberdayanya.
Lebih jauh, Buktibukti empiris
perelitian  menegenai bisnis etis masih
menunjukkan ~ kontroversi.  Sebagian
besar hasil penelitian empiris
cenderung menunjukkan tidak adanya
perbedaan antara investasi etis dengan
konvensional (Luther et al, 1992;
Mallin et al 1995; Sauer, 1997;
Statman, 2000) dalam Hanafi dan
Syafiq (2012). Seperti halnya bukti
empiris yang ditemukan oleh Rahman

(2010) yang menemukan bahwa
monitoring  dibutuhkan  agar  tidak
terjadi asymmetric information

sehingga dalam kegiatan yang tidak
adanya monitoring masth terjadi moral

hazard dalam melakukan kegiatan
pembiayan  mudharabah. Hal i
sejalan dengan firman Allah

Shubhanahu Ta’ala “Sungguh dia telah

berbuat zalim kepadamu dengan
meinta  kambingmu  itu  untuk
(ditambahkan) kepada kambingnya.

Memang banyak orang-orang brsekutu
itu berbuat zalim kepada orang lain.
Kecuali orang yang beriman dan
berbuat kebaikan, dan hanya sedikitlah
yvang bebuat seperti itu” (QS. 38:24).
Sehingga dalam bermuamalah
yang berlandaskan etika Islam selain
memahami kandungan Al Qur’an juga
memilki keimanan serta hati nurani
yang bersih serta jujur agar terhindar
dari kegiatan yang bertolak belakang
dengan etika Islam sendiri Dengan
demikian apabila dalam melakukan
bagi hasil (Qiradh) tidak dijumpai riba
maupun  kecurangan  yang  bias
merugikan kedua belah pihak atau
salng  curiga  mencurigai  (Moral
Hazard). Etka Islam yang
menunjukkan kepedulian sesama dalam
komunitas musilm adalah zakat. Zakat
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sendiri  merupakan  perintah  Allah
dalam Al Qur’an yang berbunyi
“Ambillah zakat dari harta mereka
guna membersihkan dan menyucikan
mereka dan berdoalah untuk mereka.

klasifikasi kontrak baku dalam sistem
hukum Islam, akan tetapi dari sudut
pandangan  bisnis dan  komersial,
seseorang  dapat = mengelompokkan
kontrak tertentu sesuai dengan fungsi

Sesungguhnya doamu itu dan tyjuannya dalam ekonomi dan
menumbuhkan ketrentraman jiwa bagi  sistem  keuangan.  Kontrak  yang
mereka. Allah Maha mendengar lagi  berhubungan dengan transaksi
Maha Mengetahui” (QS 9:103). komersial dan bisnis dapat
Hal tersebut mendukung hasil  diklasifikasikan ke  dalam  empat
peneiltian Naqvi (1981) yang  kategori besar yaitu:
menemukan bahwa kegiatan zakat i a. Kontrak Transaksional
adalah bagian dari pada etika Islam Kontrak transaksional
dalam kegiatan ekonomi (Muamalah). berhubungan dengan sektor
Lebin lanjut etikka muamalah dalam transaksi  ekonomi  ril  yang
Islam juga dielaskan dari kitab Hadist memfasilitasi pertukaran,
Arbain-Nawawi yang ke sepuluh yaitu penjualan, dan perdagangan
Dari Abu Hurarah Radiallohu’anha dia komoditas dan jasa. Inti kontrak
berkata ~ Rosululloh  Shalallahu’alathi transaksional ~ didasarkan  pada
Wassalam  bersabda: S Wahai aktivitas perdagangan atau
orang-orang yang beriman makanlah pertukaran. Pertukaran ~ dapat
vang baik-baik dari apa yang Kami berbasis on the spot atau berjangka
rezekikan kepada kalian..... (HR (deffered) dan dapat berupa
Muslim). pertukaran ~ komoditas  dengan
komoditas, jual beli barang dengan
2. Instrumen Keuangan Syariah harga tertentu, atau jual beli
Kontrak Keuangan Syari’ah dengan utang. Berbagai kontrak ini
Aktivitas ekonomi dalam sistem menciptakan  aset, yang bisa
ekonomi manapun dapat dilhat sebagai menjadi basis peluang pendanaan
kontrak (akad) antara pelaku-pelaku dan mvestasi. Karena itu
ekonomi. Instrumen keuangan juga pertukaran ini membentuk  inti
merupakan akad, di mana syarat dan sistem ekonomi dan keuangan
kondisinya akan menentukan risiko dan yang lebih luas.
profil keuntungan instrumen tersebut. Islam sangat menganjurkan
Konsep, isi dan aplkasi seluruh berdagang dan memberikan
struktur inti Hukum Ilahi dalam Islam prioritas kepada aktivitas
bersifat kontraktual. Sebuah kontrak perdagangan dibandingkan bentuk
dianggap legal dan berkekuatan hukum bisnis lain. Perdagangan yang
oleh syarrah jka pasal kontrak dimaksud bukan hanya
tersebut bebas dari semua yang memperdagangkan aset fisikk tetapi
dilarang atau diharamkan. juga memperdagangkan hak untuk
Sistem ekonomi Islam memiliki menggunakan aset fiskk. Karena itu
serangkaian ~ kontrak  inti, yang kontrak dasarnya adalah kontrak
berfingsi  sebagai  landasan  bagi pertukaran, penjualan aset atau
pendesainan instrumen keuangan yang penjualan hak untuk menggunakan
lebh rumit dan kompleks. Tidak ada aset. Kontrak pertukaran dan
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penjualan menimbulkan
pengalihan kepemilikan,
sedangkan  kontrak  penggunaan
aset hanya mengalihkan hak untuk
menggunakan barang dari satu
pihak ke pihak lain.

Kontrak Pembiayaan

Kontrak pembiayaan
(financing contract) menawarkan
jalan  untuk  menciptakan dan
memperluas  kredit, memfasilitasi
pembiayaan kontrak transaksional,
dan memberkan saluran untuk
pembentukan kapital dan
mobilisasi sumber daya antara
mvestor dan pengusaha. Ciri utama
kontrak pembiayaan adalah tidak
adanya kontrak wutang. Kontrak
pembiayaan  dimaksudkan  untuk
pendanaan kontrak transaksional
dalam bentuk trade
finance (pembiayaan perdagangan)
atau asset-
backed securities (sekuritas
berbasis aset), atau menyediakan
modal melalui equity
partnership (kemitraan dalam
modal) yang dapat diwujudkan
dalam beberapa bentuk seperti

kemitraan, penyetaraan
kepemilikan atau kemitraan
lainnya.

Jika dilihat dari perspektif
risiko relatifya, pada salah satu
yung kontmum risiko  sistem
tersebut  menawarkan  sekuritas
dengan aset risikko rendah, dan
pada uyung kontum satunya ia
akan mempromosikan pembiayaan
ekuitas  beriskko, seperti modal
ventura dan ekuitas privat. Di
antara kedua ujung kontinum ini,

dapat memuaskan  kebutuhan
mvestor yang mencari jatuh tempo
pendek dan menengah.

Kontrak Intermediasi

Kontrak mtermediasi
adalah kontrak yang memfasilitasi
pelaksanaan kontrak transaksional
dan finansial yang efisien dan

transparan. Kontrak ni
memberikan kepada agen ekonomi
seperangkat alat untuk
melaksanakan mtermediasi

keuangan sekaligus menawarkan
jasa profesional (fee based) untuk
aktifitas ekonomi. Kontrak
mtermediassi

mencakup mudharabah (kontrak
dengan perwalian), musyarakah
(penyertaan modal),
kafalah (penjaminan), amanah
(kepercayaan), takaful (asuransi),

wakalah (agensi), jo’ala (jasa
profesional).

Dalam kontrak
mudharabah, agen  ekonomi

dengan modal (pemilik modal)
dapat menjalin kemitraan dengan
agen akonomi lain yang memiliki
keterampilan  dengan  perjanjian
bagi hasil. Walaupun kerugian
ditanggung pemilik modal,
mudharib dapat bertanggung
jawab atas kerugian  yang
disebabkan oleh perbuatan tidak
pantas atau pengacuhan pada
pihaknya. Kontrak  mudharabah
dan musyarakah merupakan hal
penting dalam penciptaan kredit
dan modal, namun kontrak lamn
seperti wakalah, jo’ala, dan rahn
memainkan peran penting dalam
memberikkan jasa ekonomi penting

ada sekurtas yang berasal dari yang  bisa  ditawarkan  oleh
kontrak ijarah dan istishna yang mtermediator finansial
dikaitkan dengan aset ril yang konvensional.
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d. Kontrak Kesejahteraan Sosial

Kontrak kesejahteraan
sosial ialah kontrak antara individu
dan masyarakat untuk memberikan
kesejahteraan ~ dan  kebahagiaan
bagi mereka yang kurang mampu.
Walaupun fasilitas kontrak
kesejahteraan  adalah  di  luar

cakupan mtermediasi, namun
mtermediasi  dapat menawarkan
layanan masyarakat dengan
menginstusionalisasikan kontrak

kesejahteraan sosial.

Instrumen Keuangan Syari’ah Primer

Berdasarkan teorl akad
sebagaimana dijelaskan, dapat
diformulasikan kontrak-kontrak

keuangan yang kemudian dikenal

dengan instrumen keuangan syari’ah

a. Mudharabah

Mudharabah adalah  akad
kerjasama usaha antara shahibul
maal (pemilk dana)
dan mudharib (pengelola)  dengan
nisbah  bagi hasil menurut
kesepakatan di muka. Jika usaha
mengalami  kerugian, maka seluruh
kerugian ditanggung oleh pemilik
dana, kecuali ditemukan adanya
kelalaian  atau  kesalahan  oleh
pengelola dana. Seperti
penyelewengan, kecurangan dan
penyalahgunaan dana.
Mudharabah terdiri dari

dua jenis, yaitu Mudharabah
Muthlagah(investasi tidak terikat)
dan Mudharabah
Mugayyah (nvestasi
terikat).Mudharabah
Muthlagaah adalah mudharabah di
mana pemilk dana memberikan
kebebasan kepada pengelola dana
dalam mengelola
investasinya. Mudharabah
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Mugayyah adalah mudharabah di
mana pemilik dana memberkan
batasan kepada pengelola dana
mengenai tempat, cara, dan obyek
mvestasi.

. Musyarakah

Musyarakah adalah akad
kerjasama di antara para pemilik
modal yang mencampurkan
modalnya untuk tujuan mencari
keuntungan. Dalam musyarakah,
mitra  dan  bank  sama-sama
menyediakan modal untuk
membiayai suatu usah tertentu, baik
yang sudah berjalan maupun yang
baru.  Selanjutnya mitra  dapat
mengembalkan  modal  tersebut
berikkut bagi hasil yang telah
disepakati secara bertahap atau
sekaligus kepada bank.

Pembiayaan Musyarakah da
pat diberkan dalam bentuk kas,
setara kas, atau aktiva non Kkas,
termasuk aktiva tidak berwujud,
seperti lisensi dan hak paten.
Laba musyarakah dibagi di antara
para mitra dan Dbank secara
proporsional sesuai dengan modal
yang disetorkan (bak kas maupun
aktiva lainnya) atau sesuai dengan
nisbah yang disepakati oleh semua
mitra. Sedangkan rugi dibebankan
secara proporsional sesuai dengan
modal yang disetorkan (baik berupa
kas maupun aktiva lainnya).

Musyarakah dapat  bersifat
musyarakah ~ permanen  maupun
menurun. Dalam musyawarah
permanen, bagi modal setiap mitra
ditentukan ~ sesuai akad  dan
jumlahnya tetap hingga akhir masa
akad. Sedangkan  musyarakah
menurun, bagian modal bank akan
menurun dan pada akhir masa akad
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mitra akan menjadi pemilk usaha
tersebut.

Murabahah

Murabahah adalah akad
jual beli barang dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh
penjual maupun pembeli.
Murabahah dapat dilakukan
berdasarkan pesanan maupun tanpa
pesanan. Dalam murabahah
berdasarkan pesanan, bank
melakukan pembelian barang
setelth ada  pemesanan  dari
nasabah.
Murabahah berdasarkan

pesanannya dapat bersifat mengikat
atau tidak mengikat nasabah untuk
membeli barang yang dipesannya.

Dalam murabahah pesanan
mengikat pembeli tidak dapat
membatalkan pesanannya. Apabila

aktiva murabahah yang telah dibeli

bank (sebagai penjual)
dalam murabahah pesanan

mengikat  mengalami  penurunan
nilai sebelum diserahkan kepada
pembeli maka penurunan nilai
tersebut menjadi beban penjual
(bank) dan penjual akan

mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah da
pat dilakukan secara tunai maupun
cicilan. Selain itu, dalam
murabahah  juga  diperkenankan
adanya perbedaan dalam harga
barang untuk cara pembayarannya
yang  berbeda. @ Bank  dapat
memberkan  potongan  apabila
nasabah mempercepat pembayaran
ciclan atau, serta melunasi piutang

diberttahukan. Jika bank
mendapatkan potongan dari
pemasok, maka potongan itu

merupakan hak nasabah. Apabila
potongan tersebut terjadi setelah
akad, maka pembagian potongan
tersebut  dilakukan  berdasarkan
perjanjian yang dibuat dalam akad.

Bank dapat meminta
nasabah untuk menyiapkan agunan
atas piutang murabahah, antara lain
dalam bentuk barang yang telah
dibeli dari bank. Bank dapat
meminta  urbankepada  nasabah
sebagai uang muka pembelian pada
saat akad apabila kedua belah pihak

bersepakat.
Apabila nasabah tidak dapat
memenuhi piutang murabahah

sesuai dengan yang diperjanjikan,
bank berhak mengenakan denda
kecuali jika dapat dibuktikan bahwa

nasabah tidak mampu melunasi
Denda diterapkan bagi nasabah
yang mampu yang menunda
pembayaran. Denda tersebut
didasarkan pada
pendekatan za zir yaitu untuk
membuat nasabah lebih disiplin
terhadap kewajibannya. Besarnya

denda sesuai yang diperjanjikan
dalam akad dan dana yang berasal
dari denda diperuntukan sebagai
dana sosial (gardhul hasan).

. Alam dan Salam Paralel

Salam adalah  akad  jual
beli muslam  fiih (barang pesanan)
dengan  penangguhan  pengiriman
oleh muslam  alaihi (penjual) dan
pelunasannya dilakukan segera oleh
pembelian sebelum barang pesanan

murabahah sebelum jatuh tempo. tersebut diterima  sesuai dengan
Harga  yang  disepakati syarat-syarat tertentu.
dalam murabahah adalah harga jual Rukun salam adalah  sebagai
sedangkan  harga  beli  harus berikut: Ada si penjual dan si
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c.

pembeli, Ada barang dan uang, Ada
sighat (lafaz akad).

Adapun syarat-syarat salam
meliputi: Uangnya hendaklah
dibayar di tempat akad. Barangnya
menjadi  utang bagi si  penjual
Barangnya dapat diberkan sesuai
dengan waku yang dijanjkan.
Barang tersebut hendaklah jelas
ukurannya, baik takaran, timbangan

ataupun  bilangannya.  Disebutkan
tempat menerimanya.
Bank dapat bertindak

sebagai pembeli atau penjual dalam
suatu transaksi salam. Jika bank
bertindak sebagai penjual kemudian
memesan kepada pihak lain untuk
menyediakan barang pesanan
dengan cara salam maka hal ini
disebut salam paralel. Salam paralel
dapat dilakukan dengan syarat:
Akad kedua antara bank dan
pemasok terpisah dari akad pertama
antara bank dan pembeli akhir.
Akad kedua dilakukan setelah akad

memesan kepada pihak lan (sub-
kontraktor) untuk  menyediakan
barang pesanan dengan cara
istishna’ maka hal ni
disebut istishna paralel. Istishna
paralel dapat dilakukan dengan
syarat: Akad kedua antara bank dan
sub-kontraktor terpisah dari akad
pertama dari bank dan pembeli
akhir. Akad kedua dilakukan
setelah akad pertama sah.

ljarah  dan
Bittamlik
Kata jjarah diderivasi  dari
bentuk fi’il:  ajara - yajuru -
ajran’. Ajran semakna dengan
kata al-awadh yang mempunyai arti
ganti atau upah, dan dapat juga

[jarah  Muntahiyah

berarti  sewa.  Dengan  kata
lain ijarah adalah akad sewa
menyewa antara  pemilk ma jur
(obyek sewa)
dan musta ’jir (penyewa) untuk

mendapatkan imbalan atas obyek

pertama sah. sewa dan  penyewa untuk
Istishna dan Istishna Paralel mendapatkan imbalan atas obyek

Istishna adalah  akad jual sewa yang disewakannya.
beli  antara al-mustashni (pembel) ljarah muntahiyah
dan as-shani(produsen yang juga bittamlik adalah akad sewa
bertindak sebagai penjual). menyewa antara pemilk obyek
Berdasarkan akad tersebut, pembel sewa dan penyewa untuk
menugasi produsen untuk mendapatkan imbalan atas obyek
menyediakan al-mashnu (barang sewa yang disewakannya dengan
pesanan) sesuai spesifikasi yang opsi perpindahan hak milk obyek
disyaratkan pembeli dan sewa pada saat tertentu sesuai
menjualnya dengan harga yang dengan akad sewa.
sudah disepakati Cara pembayaran
dapat dilakukan dengan Wadiah
pembayaran di muka, cicilan, atau Wadiah adalah titipan
ditangguhkan sampai jangka waktu nasabah yang harus dijaga dan
tertentu. dikembalkan setiap saat apabila

Bank dapat bertindak nasabah yang bersangkutan
sebagai pembeli atau penjual dalam menghendaki, bank  bertanggung
suatu transaksiistishna’. Jika bank jawab atas pengembalian titipan.
bertindak sebagai penjual kemudian Wadiah dibagi  atas wadiah  yad-
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mudhamanah dan wadiah yad-
amanah. Wadiah yad-
mudhamanah adalah ttipan yang
selama belum dikembalikan kepada
penitip dapat dimanfaatkan oleh
penerima titipan. Apabila dari hasil

pemanfaatan  tersebut  diperoleh
keuntungan maka seluruhnya
menjadi  hak penerima penitipan.

Sedangkan dalam prinsip wadiah
yvad-amanah, penerima titipan tidak
boleh memanfaatkan barang titipan

tersebut samai diambil kembali
oleh penitip.
Qardh dan Qardh Hasan

Pinjaman gardh adalah

penyediaan dana atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara peminjam dan
pihak yang meminjamkan
kewajiban ~ pemmnjam  melunasi
utangnya setelah jangka waktu
tertentu. Qardh hasan adalah
pinjaman  tanpa  jaminan  yang
memungkinkan ~ pemmnjam  untuk
menggunakan dana tersebut selama
jangka waktu  tertentu  dan
mengembalikan dalam jumlah yang
sama pada akhir periode yang
disepakati.

Sharf

Sharf adalah transaksi jual
beli dengan komoditi berupa alat
pembayaran  (nuqud), atau  mata
uang (suatu valuta dengan valuta
lainnya). Transaksi valuta asing
pada Bank Syariah (di lvar jual
beli banknotes) hanya dapat
dilakukan dengan tujuan lindung

(revaluasi) diakui sebagai
pendapatan atau beban.
Wakalah

Wakalah adalah akad
pemberian kuasa
dari muwakil (pemberi kuasa/
nasabah) kepada wakil (penerima
kuasa/ bank) untuk melaksanakan
suatu taukil (tugas) atas nama
pemberi kuasa. Akad wakalah
tersebut dapat digunakan antara lain
dalam pengiriman transfer,
penagihan utang bak  melalu
klirmg  maupun  inkaso, dan
realisasi L/C.

. Kafalah

Kafalah adalah  kemestian
seseorang  yang  diperbolehkan
mengelola  hartanya sendiri untuk
menunakkan  suatu  hak  yang

diwajibkan kepada seseorang atau

kemestian ~ menghadirkannya ke
hadapan hakim (pengadilan).
Pengertian kafalah al-

khafalahmenurut bahasa beratial-
dhaman

(jaminan), hamalah (beban)

dan za ‘amah

(tanggungan). Menurut Sayyit
Sabiq, yang dimaksud dengan al-
khafalah adalah proses
penggabungam

tanggungan kafil menjadi

beban ashil dalam tuntunan dengan
benda (materi) yang sama, baik
utang, barang, maupun pekerjan.
Kafalah adalah  akad pemberian
pinjaman yang diberikan
oleh kafil (penerima  jaminan) dan
pinjaman tertanggung jawab atas

nilai (hedging) dan dibenarkan pemenuhan kembali suatu
untuk  tyuan spekulatift  Selisih kewajiban  yang menjadi  hak
penjabaran aktiva dan kewajiban penerima jaminan.
valuta asing dalam rupiah
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1. Hiwalah

Hiwalah adalah pemindahan
pengalihan hak dan kewajiban baik
dalam bentuk pengalihan piutang
maupun hutang, dan  jasa
pemindahan/ pengalihan dana dari
satu orang ke orang lain atau satu

pihak ke pihak lain.

Instrumen
Sekunder
Instrumen  keuangan syari’ah
sekunder banyak diaplikasikan pada
lembaga keuangan dalam bentuk pasar
modal. Instrumen keuangan sekunder
merupakan  instrumen  turunan  dari
instrumen  keuangan  primer. Ada
berbagai macam instrumen pasar
modal, menurut Obaidullah nstrumen
penting yang dapat diperdagangkan
sebagai  hasil pemikiran  menurut
hukum Islam, di antaranya adalah

sebagai berikut :
a. Dana Mudharabah (Mudharabah

Fund)

Dana

Keuangan Syari’ah

Mudharabah
merupakan  instrumen  keuangan
bagi mvestor untuk pembiayaan
bersama proyek besar berdasarkan

d. Obligasi Bagi Hasil (Profit Sharing

Bond)

Obligasi yang diterbitkan
oleh perusahaan yang aktivitas
bisnisnya sesuai dengan syariah

Islam dan berdasarkan prinsip bagi

hasil jenis ini diperbolehkan.

Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham i memiliki hak-hak

istimewa seperti deviden tetap dan

priortas dalam likuidasi Karena

ada unsur pendapatan tetap (seperti

bunga), maka dilarang menurut
hukum Islam.
Pengembangan Instrumen Keuangan
Syari’ah
Di samping adanya

mstrumen-instrumen ~ keuangan  utama,
maka perkembangan ke depan perlu
pemikiran lebih jauh adanya mstrumen-
mstrumen keuangan lainnya sebagai
bahan kajian dalam hukum Islam,
yaitw.  Option.  Future  contract,
Forward Purchased, Interest Rate Cap
a. Forward Rate Agreement, Repo
Rate (Repurchase Agreement.

Berkut i adalah beberapa
sekuritas  yang diperbolehkan atau

prinsip bagi hasil. Instrumen ini  dengan catatan-catatan sebagai berikut:

diperbolehkan ~ menurut  hukum 1. Saham (Ekuitas atau Shares)
Islam. Investasi pada saham sudah
b. Saham Biasa Perusahaan (Common seharusnya menjadi  preferensi  bagi
Stock) para investor muslm, yaitu untuk
Saham biasa yang  menggantkan investasi pada interest
diterbitkan oleh perusahaan yang  yielding bonds atau sertifikat deposito,
didirikan untuk kegiatan bisnis  walupun jika kemudian dinyatakan
yang sesuai dengan  Islam  oleh fikih klask bahwa ekuiti tidak
diperbolehkan. bisa dipersamakan dengan instrumen
c. Obligasi Mugaradah (Profit  keuangan  Islami, seperti  kontrak
Sharing Bond) mudharabah atau musyarakah. Ekuiti
Obligasi  mi  diterbitkan ~ dapat dijual kapan saja pada pasar
untuk pembiayaan proyek yang  sekunder tanpa memerlukan
menghasikan uang atau proyek  persetyjuan dari perusahaan yang
yang terpisah dari kegiatan umum = mengeluarkan saham. Sementara
perusahaan. mudharabah dan musyarakah
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ditetapkan berdasarkan
persetyjuan shahibul mal (investor) dan
perusahaan sebagai mudharib.

2. Pasar Sekunder Islami

Diperbolehkannya ~ jual  bel
saham sesuai dengan harga pasar,
memungkinkan  terjadinya jual beli

saham di bursa efek sebagai pasar
sekunder. Pasar modal adalah sarana
untuk proses alokasi modal Selain itu,
pasar modal juga berfungsi sebagai
penilai kontinu terhadap nilai sebuah
perusahaan. Dalam literatur keuangan,

pasar modal yang efisien harus
menyediakan likuiditas dengan biaya
transaksi minimum  sebagai  syarat
terbentuknya efisiensi harga. Harga

yang seharusnya mencerminkan nilai
mntrinsik suatu perusahaan. Pasar modal
yang  rasional adalah  terjadinya
perilaku rasional dalam harga saham
sesuai dengan tingkat deviden dan
ekspektasi yang wajar.

3. Margn Trading

Margin trading adalah aktivitas
penjualan  kredit. Penjualan  saham
secara margn, maka para mnvestor
diperlukan untuk mempunyai deposit
pada broker yang nilainya merupakan
persentase tertentu dari saham yang
akan dibeli.
Selanjutnya brokermeminjamkan dulu
dananya untuk membeli saham yang
diminta. Bentuk kontrak dalam Islam
yang dapat disejajarkan dengan margin
trading adalah bai-muajjal atau bai
murabahah, yang dibenarkan dalam
Islam.  Walaupun  demikian, ada
catatannya bahwa meskipun kontrak ini
diperbolehkan.  Yaitu  penggunaanya
secara luas tidak dianjurkan, karena
khawatir akan membuka kembali pintu
bagi spekulasi atau judi pada jual-bel
saham.  Disebabkan para spekulan
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mempunyai peluang untuk
mengembangkan  operasinya  dengan
sekadar margin requirement yang
rendah.

4. Islamic Bonds

Islamic bonds (mugaradah
bond)  diajukan  sebagai  alternatif
pengganti interest-bearing bonds.
Instrumen keuangan ni sudah
mendapatkan pengesahan dari IOC
Academy di Yordan. Islamic
bonds dikeluarkan perusahaan dengan
tyuan pendanaan proyek tertentu yang

dijalankan  perusahaan. Proyek i
sifatnya  terpisah  dengan  aktivitas
umum  perusahaan.  Keuntungannya
didistribusikan secara periodik
berdasarkan persentase tertentu yang
telah  disepakati ~ Persentase  ini
merupakan rasio pembagian
keuntungan,  sehingga  menggunakan
basis profit-loss sharing. Kontrak ini
juga menyediakan
pembayaran bond pada saat  jatuh
temponya.

5. Pasar Sekunder untuk Bonds
Perdagangan obligasi di pasar

sekunder mengemuka untuk tujuan
likuiditas (as-suyulah). Hampir
semua Islamic bonds dibeli  untuk

investasi jangka panjang sampai jatuh
tempo. Trading tetap  terjadi, namun
hanya pada jatuh tempo dengan harga
padapar, sama dengan nominal yang
tertera pada shahdah al-dayn (sertifikat
obligasi). Islamic bonds tidak
diperbolehkan dalam Islam karena di
dalamnya terdapat jual-beli utang. Hal
yang demkian adalah riba. Utang
adalah tetap utang, meskipun di
dalamnya ditunjang dengan underlying
asser-nya.
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6. Derivative dalam Perspektif
Syariah
"eniatives merupakan salah

satu bentuk rekayasa keuangan dalam
mendesain strategi dan solusi inovatif
untuk  menjamin  riskko. Hal yang
banyak  digunakan di  antaranya
adalah forward/future dan options. For
ward adalah  kontrak untuk membeli
atau menjual suatu aset di masa depan
dengan harga yang ditetapkan untuk

disepakati. Sedangkan option adalah
hak dan bukan kewajiban untuk
membeli atau menjualunderlying
asset dengan  harga  dan  waktu

penyerahan yang disepakati.

Menurut  Vogel dan Hayes
(1998) mengklasifikasikan  instrumen-
mstrumen derivatif
sebagai questionable dalam syari’ah
Islam.  Belum ada konsensus di
kalangan ulama mengenai hal i
Kebanyakan ulama berpendapat
melarang  derivatif dengan dasar di
dalamnya ada unsur gharar. Sementara
yang lan berpendapat bahwa derivatif
justru dimanfaatkan untuk menangkal

dikatakan sebagai sebuah eksposur
terjadinya  kerugian  kredt  atau
mstrument kredit lainnya (Gastineau
and Kritzman 1999). Bagaimanapun,
dalam kasus defnisi diatas masih
kurang mewakili definisi dalam arti
risko kredit yang terjadi dalam
perbankan berbasis syariah (Islamic
Bank). Jenis pembiayaan yang berbeda
digunakan oleh Bank syariah dalam
kegiatan sruktur pembiayaannya.
Dalam proses pembiayaan hutang bank
syariah hanya fokus pada mstrumen
pendanaan dalam lingkup bagi hasil
dan berbagi kerugian (Sharing-Profit
dan Loss-Sharing) menurut Zakaria dan
Rahman (2015) mi juga disebut sebagai
instrument ~ Non-Profit and  Loss
Sharing (PLS). Dalam kasus risiko
kredit ketlkka mudharib atau agen
melakukan kejahatan dalam melakukan
pelanggaran bersama dalam sebuah
proyek yang dikerjakan bersama-sama
sistem PLS diharapakan dapat menjadi
variabel pengendali. Sedangkan dalam
pengertian  lain, menurut  Astrom

(2013) dalam artikkelnya mengatakan

gharar sebagai bentuk manajemen  bahwa pendanaan dengan Sistem PLS
risiko. akan memilki potensi adanya kerugian
Ditemukan atau tidak  dalam menjalankan usaha atau bisnis
konsensus mengenai mstrumen  akibat dari kelalaian agen (mudharib)
kauangan  derivatif i, semuanya ataupun partner.
adalah  diryukan pada  kebutuhan
manajemen risikko. Yaitu semua itu 1. Etika Islam, Istrumen Keuangan
dilakukan untuk Zedging, yaitu Syariah dan Lingkupnya
menutup risko dari fluktuasi harga, Gambar 1 tentang Quadran
dan bukan untuk spekulasi ataupun  Bisnis Syari’ah diatas dapat dijelaskan
arbritase. bahwa  stiap amaliyah  khususnya
Instrumen “credit risk” dalam bidang ekonomi yang termaktub dalam
keuangan syariah kegiatan bisnis akan secara tidak
Instrumen  keuangan dalam  langsung berpedoman pada sumber
kasus mi secara tidak langsung  hukum, dimana dalam kajian bisnis
berhubungan  dengan risiko yang  syariah sumber dan dasar yang
melekat  dalam  nstrumen tersebut. dijadikan rujukan adalah Al-Qur’an
Dengan kata lain risiko disii diartkan ~ dan  Al-Hadist.  Sedangkan dalam
dalam risikko kredit yang dapat  perkembangannya akan di lengkapi
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dengan figh muamalah, dimana figh
muamalah tidak akan bias berjalan
secara kesmnambungan tanpa adanya
pemahaman terhadap ushul figh. Etka
Islham  dalam  quadran  tersebut
merupakan juga irisan yang tak
terpisahkan dari sumber hukum utama,
figh bak muamalah maupun ushul figh
yang seyogyanya akan memberikan
kesimbangan amaliyah bisnis syari’ah
dalam  mewujudkan  kesejahteraan
berlandaskan iman serta kejujuran
dalam menghasilkan kebaikan bersama
(kemaslahatan).

Hasil peneltan Lewis dan
Algaoud (2005) menerangkan bahwa
Investasi Etis dalam perbankan syariah
dihadapkan dengan tambahan atas
modal yang ditanamkan. Hal mni akan
memberkan tambahan Usury (Riba),
tentu jika melhat Quadran tersebut
bisa dipastikan kegiatan ni
menghilangkan  instrumen figh yang
tentu bersumber pada Qur’an dan
Hadist. Lain dengan Chapra (1992)
bahwa dalam menjalankan amaliyah
ekonomi  serta  bisnis  diperlukan
pedoman  syariah  agar  terjadi
keseimbangan antara kebutuhan materi
dan kebutuhan spiritual.

Menurut ~ Rahman  (2010)
dalam penelitiannya menemukan
bahwa monitoring dibutuhkan agar

tidak terjadi asymmetric information
sehingga dalam kegiatan yang tidak
adanya monitoring masih terjadi moral
hazard dalam melakukan kegiatan
pembiayaan mudharabah. Secara etis
penemuan i dapat dijelaskan bahwa
selain figh syari’ah, peranan agen atau

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Pada dasamya bisnis syariah harus
mengacu pada landasan utama yaitu

Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam
melaksanakan amaliyah dan
bermuamalah bisnis syariah senantiasa
mengikuti perkembangan figh

muamalah serta sekiranya memahami
ushul figh didalamnya. Etka Islam
memilki peranan yang sangat penting,
karena secara etis kegiatan bisnis
syariah harus memiliki tyuan untuk
kemaslahatan  ekonomi bak  untuk
Islam maupun untuk seluruh lapisan
mayarakat ekonomi pada umumnya.
Dengan demikian apa yang diharapkan
seperti yang termaktub dalam Al
Qur’an dan Al- Hadist dapat terwujud.

Hal mi tentu akan berjalan
dengan bak apabila antara iman,
kejujuran tidak begitu saja
ditinggalkan, serta tidak saling lalai
dalam  menjalankan  bisnis  syariah.
Karena bisnis syariah  haruslah
senantiasa etis dengan menempatkan
niat dalam menjalankan etka Islam
dalam kegiatan bisnis semata-mata
untuk menolong antara sesama untuk
mencapai kemakmuran ekonomi serta
meraih pahala untuk akherat. Sehingga,
terciptalah keseimbangan antara
kebutuhan bisnis dengan kebutuhan
akhirat.

Saran

Keberadaan lembaga yang benar-benar

pengelola manajemen sangatlah utama ~ menjunjung  tinggi  bisnis  syariah
dalam melakukan kegiatan pengawasan  sangatlah  penting  untuk dapat
agar syar’ah  dapat benar-benar =~ memberikan produk-produk  syariah
dijalankan. yang benar-benar sesuai dengan Al
Quran dan Al Hadist. Peraturan-
peraturan juga harus dibuat sesuai
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dengan pedoman yang benar agar tidak
terjadi penyimpangan terselubung
dalam bisnis syariah yang djalankan
baikk pada produk yang diual ataupun
cara penjualan dan pembelian. Etka
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Implementasi Akuntansi Terhadap Transparansi Pengelolaan
Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada LazisMu Surabaya

Andrianto

M.Nasyah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : andrianto914@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan akuntansi terhadap
transparansi pengelolahan dana zakat, infak/sedekah pada LazisMu Surabaya.
LazisMu merupakan lembaga amil yang mengelolah dana zakat, infak/sedekah
berbasis syariah. Namun, dalam perkembangannya LazisMu ini mengalami banyak
kendala diantaranya yaitu permasalahan kurangnya pemahaman tentang zakat itu
sendiri dan adanya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat. Dana
yang disalurkan ini merupakan amanah muzakki oleh karena itu, LazisMu harus
memahami sistem akuntansi yang baik dan transparan sehingga tidak ada pihak yang
merasa dirugikan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peranan akuntansi
sangat penting terhadap transparansi pengelolahan dana yang ada di LazisMu
Surabaya. Akuntansi membantu memberikan informasi berupa sistem, prosedur dan
perlakuan akuntansi yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang

dirugikan.

Kata Kunci : Akuntansi, Pengelolahan, Zakat, Infak/Sedekah, Transparansi

Zakat  dipahami
ibadah  kepada
berperan

sebagai  ketaatan
Allah SWT, yang
strategi dalam mendorong
pemerataan  kemakmuran  penduduk
suatu negara. Dengan zakat, dapat
memberikan suatu jammnan sosil bagi
masyarakat yang membutuhkan uluran
tangan secara materi, adapun
masyarakat yang dimaksud adalah yang
memenuhi syarat ( kriteria ) sebagai
penerima zakat ( mustahiq ) sesuai
dengan ketentuan dalam ajaran islam.
Sebagaimana telah tertuang dalam
Alquran : At-Taubah, ayat 60 *
Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah
untuk orang fakir dan miskin, para
mua’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
memerdekakan  budak, orang-orang
yang berhutang, untuk ( usaha ) di jalan
Allah, dan untuk orang-orang yang
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah dan

Allah Maha Mengetahui
Bijaksana”.

Dalam melakukan pengelolaan
zakat, harus dilakukan secara
professional.  Untuk  melakukan itu,
maka dibutuhkan suatu badan khusus
yang bertugas sesuai dengan ketentuan

lagi Maha

syariah mulai dari perhitungan dan
pengumpulan zakat hingga
pendistribusiannya.  Semua  ketentuan

tentang zakat yang diatur dalam syariah
isliam, menuntut pengelolaan  zakat
harus akuntabel dan transparan. Semua
pihak dapat mengawasi dan mengontrol
secara langsung. Semua i dilakukan
karena  dalam  mengelola  zakat,
merupakan kepercayaan dari pembayar
zakat ( muzakki ) kepada penerima
zakat ( mustahiq ).Adanya
ketidakpercayaan yang selama i
terjadi  disebabkan  karena  belim
transparansinya  laporan  penggunaan
dana zakat untuk public. Karena itu
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aturan pelaporan penggunaan dana
zakat diperlakukan pada semua amil di
Indonesia ( Nikmatuniayah, 2010 ).

Lembaga Amil Zakat sebagai
salah satu organisasi syariah yang
bertyjuan untuk mengelolah zakat dan
menyalurkannya kepada pihak yang
membutuhkan. Pengelolahan  dana
zakat, infak, dan sedekah pada lembaga

amil zakat harus benar-benar
tansparans dalam setiap transaksinya
karena  lemabaga  tersebut  diberi
amanah  untuk  menyalurkan  atau
mendistribusikan ~ dana  dari  pihak
pemberi  kepada pihak  penerima.
Sebagaimana  organisasi lain  yang

menggunakan akuntansi sebagai sarana
untuk mencatat transaksi sehari-hari,
oragnisasi syariah seperti lembaga amil
zakat juga menggunakan akuntansi
untuk mencatat transaksi sehari-hari
yang pada akhirnya akan menghasilkan

suatu  informasi  bagi  organisasi
tersebut.  Sehingga  publik  dapat
membaca pelaporan akuntansi
pengelolahan zakat serta mengawasi
pengelolahannya.

Menurut Shahnaz (2015)
Kemiskian = merupakan salah  satu

masalah utama pada negara-negara
berkembang seperti Indonesia. Saat ini
pemerintah  terus  mencoba  untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin indonesia
khususnya dibidang ekonomi. Oleh
karena itu, alternatif yang oleh banyak
kalangan  diyakini lebih menjanjkan
adalah sistem ekonomi Islam karena
sistem ini berpjak pada asas keadilan

dan kemanusiaan. Untuk
mengaplikasikan kepedulian sosial dan
meningkatkan kesejahteraan umat
manusia, Islam memberkan sebuah

media yang dikenal dengan sebutan
“zakat”. Melalui media milah Islam
mengharuskan kepada umatnya yang
sudah memenuhi syarat berzakat untuk

merealisasikan ~ kepedulian  sosialnya.
Namun, menurut Hermawan dan
Satriana (2010) sejalan dengan semakin
besarnya harapan masyarakat terhadap
pemungutan zakat dan berkembangnya
Lembaga amil zakat (LAZ) terdapat
beberapa hal yang menghambat untuk
merealisasikan zakat itu. Salah satu

diantaranya adalah permasalahan
kekurang pahaman tentang zakat itu
sendiri dan adanya sikap kurang

percaya terhadap para penyelenggara
zakat. Menurut Septiarini (2011)
faktor ketidak percayaan muzaki pada
LAZ ataupun BAZ di Indonesia
dikarenakan  kurangnya transparansi
pada laporan keuangan, akuntanbilitas
dari pthak BAZ ataupun LAZ serta
tidak mendapatkan manfaat yang lebih

besar apabila dan zakat tersebut
disalurkan melalni BAZ dan LAZ
dibandingkan dengan penyaluran
secara langsung,

LazisMu adalah salah satu
lembaga yang bergerak dalam bidang
pengelolahan  zakat, LazisMu  di
dalamnya harus memiliki
akuntanbilitas dan transparansi.
Artinya, semua proses harus benar-

benar di lakukan secara bertanggung
jawab. Oleh karena itu, menjadi
penting bagi pengelolah LazisMu untuk
bisa memahami akuntansi yang di
dalamnya memuat sistem, prosedur,
dan  perlkuan  akuntansi  sebgai
pengelolahan dana zakat, infak, dan
sedekah. Karena banyaknya lembaga
aml zakat yang kurang paham
terhadap peranan akuntansi yang dapat
mempengaruhi  pengetahuan  pihak-
phak terkait tentang mnformasi yang
didapat sehingga menganggap lembaga
tersebut  kurang transparan  dalam
pengelolahan dana. LazisMu
berpedoman pada Al-qur’an dan Hadist
serta memahami peranan akuntansi
sebagai alat bantu dalam penyusunan
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pelaporan yang baik dan benar agar

tidak ada pihak yang merasa di
rugikkan bak dari pihak pemberi
(muzakki) maupun pihak  penerima
(mustahik).

Berdasarkan penjelasan di atas
peneliti tertark untuk mengambil judul
“Implementasi ~ Akuntansi ~ Terhadap
Transparansi Pengelolaan Dana Zakat,
Infak, dan Sedekah Pada LazisMu
Surabaya”. Berdasarkan uraian latar
belakang di  atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam
penelitan i adalah “Bagaimana
Implementasi  akuntansi  terhadap
transparansi pengelolahan dana zakat,
infak, dan sedekah pada LazisMu
Surabaya?”. Berdasarkan masalah yang
di rumuskan di atas maka tjuan yang
ingin di capai dari penelitian ini adalah
untuk : “Mengetahui seberapa baik
implementasi  akuntansi  terhadap
transparansi pengelolahan dana zakat,
infak, dan sedekah pada LazisMu
Surabaya’.

Akuntansi [nurut 's'al’

Menurut Harahap (2004:141)
Akuntansi sebenarnya merupakan
domain  “muamalah” dalam kajian
islhm. Artinya di serahkan kepada
kemampuan akal pikiran manusia
untuk  mengembangkannya. = Namun
karena pentingnya permaslahan ini
maka Allah SWT bahkan
memberikannya tempat dalam kitab
suci AlQur’an, Al-baqarah ayat 282.
Kerena akuntansi mi sifatnya urusan
muamalah maka pengembangannya di
serahkan pada kebjjaksanaan manusia.
Al-Qur’an dan Sunnah  hanya
membekalinya dengan beberapa sistem

b. Informasi

Al-Qur’an surat Al-Bagarah
ayat 282 kita melihat bahwa tekanan

Islam dalam kewajiban  melakukan

pencatatan adalah :

a. Menadi bukti di lakukannya
transaksi (muamalah) yang
menjadi  dasar nantinya dalam
menyelesaikan persoalan
selanjutnya.

b. Menjaga agar tidak terjadi
manipulasi, atau penipuan baik

dalam transaksi maupun hasil dari
transaksi itu (laba).

[ln¥tian [bans aransi

Mardiasmo ~ dalam  Maryati
(2012220) menyatakan bahwa
transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam memberikan

nformasi yang terkait dengan aktivitas
pengelolahan  sumber daya  publik
kepada pihak yang membutuhkan
nformasi.  Dalam  perspektif Islam
Tapanjeh (2009:563) mengemukakan
konsep transparansi dalam Islam yaitu :
a. Organisasi bersifat terbuka kepada
muzakki.  Seluruh  fakta  yang
terkait dengan aktivitas
pengelolahan  zakat termasuk
mformasi keuangan  harus mudah
di akses oleh pihak yang
berkepentingan terhadap informasi
tersebut
harus di  ungkapkan
secara jujur, lengkap, dan meliputi
segala  hal yang terkat dengan
mformasi yang di berikan
c. Pemberian mnformasi juga perlu
dilakukan secara adil kepada
semua pihak yang membutuhkan
nformasi.
Selain itu, organisasi juga harus

nilai seperti landasan etika, moral, mengkomunikasikan segala kebijakan
kebenaran, keadilan, kejuyjuran, yang mereka lakukan kepada pemberi
terpecaya, bertanggung jawab, dan amanah. Dari konsep transparansi di
sebagainya. atas, dapat di simpulkan bahwa dalam
Islam, transparansi erat kaitannya
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dengan kejujuran. Dalam
menyampaikan  informasi, pemberi
mformasi harus bersikap jujur sehingga
tidak ada satupun hal yang luput dari
pengetahuan penerima informasi.

nllrtian lakatnlak lan 1Tkal]

Menurut Muyjahidin (2007:7) di
tinjau dari segi bahasa, kata zakat
mempunyai beberapa arti yaitu Al-
barakaltu  ‘keberkahan’, Al-Nama
‘pertumbuhan dan perkembangan’, Az-
Thaharu ‘kesucian’, dan Ash-Shalu
‘keberesan’. Sedangkan secara istilah,
meskipun para ulama
mengemukakannya  dengan  redaksi
yang agak berbeda antara satu dengan
yang lannya akan tetapi dalam
prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu
adalah bagan dari harta dengan
persyaratan tertentu yang Allah SWT
wajibkan kepada pemilknya untuk di
serahkan kepada yang membutuhkan
dengan persyaratan tertentu pula.

Berkut adalah Kajian Al
Qur’an dan Hadis yag menerangkan
tentang zakat :

“Sungguh bahagia orang-orang
mukmin yang khusu’ dalam sholatnya
yang berpaling daripada hal yang sia-
sia. dan yang membayarkan zakatnya”
(QS Mukminun:1-4). (Pmmpinan Pusat
Muhammadiyah, 2014:154)

Hadis Nabi Muhammad SAW :

Dari Abu Hurarah, “Rasulullah SAW.
Telah  berkata, “Seseorang  yang
menyimpan  hartanya, tidak di
keluarkan zakatnya, akan di bakar
dalam  neraka  jahanam,  baginya
dibuatkan setrika dari api, kemudian
disetrikakan di lambung dan dahinya
..., dan seterusnya.” (Riwayat Ahmad
dan Muslim). (Rasjid:193).

Infak berasal dari kata anfaqa
yang berarti mengeluarkan sesuatu atau
(harta) untuk kepentingan sesuatu.
Menurut  terminologi  syariat, infak

berarti mengeluarkan sebagian harta
atau  pendapatan/penghasilan  untuk
suatu kepentingan yang diperintahkan
Islam.
(http://gerakaninfag.blogspot.com)

Menurut Dalimunthe (2010:220)
Dalam kitab Al-Ta’arif karyawan Al-
Manawi, dikatakan bahwa sedekah
terambil dari akar kata “Shodaga” yang
secara kata bermakna “kesesuaian
antara hukum dengan kenyataan dan
tidak di syaratkan meyakininya pada
rana akidah. “Secara istiah, menurut
Ibnu Kamal bermakna “pemberian
yang berorientasi mengharapkan pahala
(kembalian) dari Allah”. Menurut Al-
Raghib, sedekah adalah sesuatu yang di
keluarkan dari  hartanya  untuk
mendekatkan diri kepada Allah.

Ayat AlQur’an dan Hadis yang
menerangkan  tentang  Infak  dan
Sedekah :

Dan orang-orang yang dalam hartanya
tersedia bagian tertentu, bagi orang
(miskin) yang memnta dan orang yang
tidak mempunyai apa-apa (yang tidak
mau  memnta). (QS.  At-Taubah
[65]:7). (Mardani, 2011:79)

Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah. Dan allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap
dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa (QS. Al-Baqarah [2]:276).
(Mardani, 2011:76)

Hadis Nabi muhammad SAW :

Menilik hadis Salman bn ‘Amir bahwa
Nabi SAW bersabda : “Sedekah kepada
orang-orang miskin itulah suatu amal :
tetapi sedekah kepada sanak kerabat itu
terhitung sebagai sedekah dan sebagai
pengekal kerabat”.  (Riwayat Ibnu
Majah dan Tarmidzi). (Pimpmnan Pusat
Muhammadiyah:166)  djjelaskan pada
tabel 1.
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Akuntansi
Sedekah

Menurut Harahap (2001297)
Banyak orang menganggap bahwa
salah satu fungsi akuntansi Islam yang
palng penting adalah akuntansi zakat,

Zakat, Infak, dan

bahkan ada  yang  menganggap
akuntansi Islam itu adalah untuk
menghitung  zakat. Akuntansi Islam

tidak hanya terbatas pada menghitung
dan melaporkan zakat tetapi jauh lebih
luas darppada itu, karena akuntansi
Islam juga merupakan bagian dari
sistem sosial umat sehingga akuntansi
Islam juga harus dapat menciptakan
kehidupan yang Islami sesuai syariat
dan norma-norma Islam.

Oleh karena itu, para pakar
syariah Islam dan akuntansi harus
mencari dasar untuk penerapan dan
pengembangan standar akuntansi yang
berbeda dengan standar akuntansi bank
dan lembaga keuangan konvensional
seperti telah dikenal selama mi, standar
akuntansi  tersebut menjadi  kunci
sukses badan pengelolah zakat dalam
melayani masyarakat disekitar.
Sehingga seperti lazimnya, harus dapat
menyajikan  informasi  yang  cukup
dapat dipercaya dan relevan bagi para
penggunanya, namun tetap dalam
konteks syariah Islam.

Berkut penjelasan perlakuan
akuntansi tentang pengelolahan dana
zakat mfak dan sedekah menurut
PSAK 109 :

a. Pengakuan dan Pengukuran
1) Zakat
Pengakuan Awal
a) Penerimaan zakat di akui pada
saat kas atau aset lannya di
terima
b) Zakat yang di terima dari
muzakki di  akw  sebagai
penambah dana zakat : jika
dalam bentuk kas maka sebesar
jumlah yang di terima, jika
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c) Penentuan  nilai

dalam bentuk nonkas maka
sebesar nilai wajar aset nonkas
tersebut.

wajar  aset
nonkas yang diterima
menggunakan harga pasar. Jika
harga pasar tidak tersedia, maka
dapat  menggunakan  metode
penentuan nilai wajar lannya
sesuai yang di atur dalam PSAK
yang relevan.

d) Zakat yang di terima di akui

sebagai dana amil untuk bagian

amil dan dana zakat untuk
bagian non amil
e) Penentuan Jjumlah atau

presentase bagian untuk masig-
masing mustahiq di tentukan
oleh amil sesuai dengan prinsip
syariah dan kebjjakan amil

Jika muzzaki menentukan
mustahiq yang harus menerima
penyaluran zakat melalui amil
maka aset zakat yang di terima
seluruhnya di akui sebagai dana
zakat. Jika atas jasa tersebut
amil mendapatkan  wran/fee
maka di akui sebagai penambah
dana amil

Pengukuran Setelah Pengakuan

a)

Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset
zakat nonkas, jumlah kerugian
yang di tanggung harus di
perlakukan sebagai pengurang
dana zakat atau pengurang dana
amil tergantung dari sebab
terjadinya kerugian tersebut.

b) Penurunan nilai aset zakat di
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akui sebagai :

1. Pengurangan dana zakat, jika
terjadi tidak di sebabkan oleh
kelalaian amil

2. Kerugian dan pengurangan
dana amil, jka di sebabkan
oleh kelalaian amil



Penyaluran Zakat
Zakat yang di salurkan kepada
mustahik di akui sebagai pengurang
dana zakat sebasar :
(1) Jumlah yang di serahkan, jika
dalam bentuk kas
(2) Jumlah  tercatat, jika
bentuk aset nonkas.

dalam

2) Infak/Sedekah
Pengakuan Awal
a) Infak/Sedekah yang di terima atau
di akui sebagai dana Infak/Sedekah
terkat atau tidak terkat sesuai
dengan tujuan pemberi
Infak/Sedekah sebesar :
(1) Jumlah yag di terima, jka
dalam bentuk kas
(2) Nilai  wajar, jka dalam
bentuk nonkas
b) Penentuan nilai wajar aset nonkas
yang di terima menggunakan harga
pasar untuk aset nonkas tersebut.
Jika harga pasar tidak tersedia,
maka dapat menggunakan metode
penentuan nilai  wajar  lainnya
sesuai yang di atur dalam PSAK
yang relevan.

c¢) Infak/Sedekah yang di terima di
akui sebagai dana amil untuk
bagian amil dan dana
Infak/Sedekah  untuk  bagian
penerima infak/sedekah.

d) Penentuan jumlah atau presentase
bagian untuk penerima
Infak/Sedekah di tentukan oleh
amil  sesuai dengan  prinsip
syariah dan kebjjakan amil
Pengukuran Setelah Pengakuan
Awal

e) Infak/sedekah yang di terima
dapat berupa kas atau aset
nonkas. Aset nonkas dapat
berupa aset lancar atau aset tidak
lancar.

f) Aset tidak lancar yang di terima
oleh amil dan di amanahkan
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untuk di kelola di nilai sebesar
nilai wajar saat penerimaannya
dan di akui sebagai aset tidak
lancar infak/sedekah. Penyusutan
dari aset tersebut dperlakukan

sebagai pengurang dana
infak/sedekah  terkkat  apabila
penggunaan atau  pengelolahan

aset tersebut sudah di tentukan
oleh pemberi.

g) Amil dapat pula menerima aset
nonkas yang di maksudkan oleh
pemberi untuk segera di salurkan.
Aset seperti mi diakui sebagai
aset lancar. Aset ini dapat berupa
bahan habis pakai, seperti bahan
makanan atau aset ekonomi yang

mempunyai umur ekonomi
panjang seperti ambulan.
h) Penurunan nilai aset
mfak/sedekah tidak lancar di akui
sebagai :
(1)Pengurang dana
nfak/sedekah, jka  terjadi

bukan karena kelalaian amil

(2)Kerugian dan pengurang dana
ami, jka di sebabkan oleh
kelalaian amil.

i) Dalam hal amil menerima
mfak/sedekah  dalam  bentuk
aset (nonkas) tidak lancar yang
di kelolah oleh amil, maka aset
tersebut harus di nilai sesuai
dengan PSAK yang relevan.

j) Dana infak/sedekah sebelum di
salurkan dapat di kelola dalam
jangka waktu sementara untuk
mendapatkan hasil yang optimal
Hasil dana pengelolahan di akui
sebagai penambah dana
infak/sedekah,

Penyaluran Infak/Sedekah

k) Penyaluran dana infak/sedekah di
akui sebagai pengurang dana
infaak/sedekah sebesar :

(1) Jumlah yang di
serahkan, jika dalam bentuk kas
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(2) Nilai tercatat aset yang
di serahkan, jka dalam bentuk
aset nonkas.

1) Penyaluran infak/sedekah pada
amil lain merupakan penyaluran
yang mengurangi dana
mfak/sedekah  sepanjang  amil
tidak akan menerima kembali
aset mfak/sedekah yang di
salurkan tersebut.

m)Penyaluran infak/sedekah kepada
penerima  akhir dalam skema
dana bergulir dicatat sebagai
piutang  infak/sedekah  bergulir
dan  tidak  mengurangi dan
mfak/sedekah.

3) Dana Nonhalal

Penerima dana nonhalal adalah
semua penerimaan dari kegiatan yang
tidak sesuai dengan prinsip syariah,
anatara lain penerima jasa giro atau
bunga yang berasal dari bank
konvensional. ~ Penerimaan  nonhalal
pada umumya terjadi di dalam kondisi
darurat atau kondisi yang tidak di
inginkan oleh entitas syariah karena
secara prinsip di larang.

Penerimaan  nonhalal  diakui
sebagai dana nonhalal, yang terpisah
dari dana zakat, dana infak/sedekah dan
dana amil. Aset nonhalal di salurkan
sesuai dengan syariah.

b. Penyajian
Amil menyajkan dana zakat,
dan infak/sedekah, dana amil dan dana
nonhalal secara terpisah dalam neraca
(laporan posisi keuangan).
C. Pengungkapan
1) Zakat
Amil harus mengungkapkan hal-
hal berkut terkait dengan transaksi
zakat, tetapi tidak terbatas pada :
a) Kebijakan penyaluran zakat,
seperti penentuan skala prioritas
penyaluran dan penerimaan
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b) Kebjjakan pembagian antara
dana amil dan dana nonamil
atas penerimaan zakat, seperti
presentase pembagian, alasan,
dan konsistensi kebijakan

c) Metode penetuan nilai wajar
yang di  gunakan  untuk
penerimaan zakat barupa aset
nonkas

d) Rincian jumlah penyaluran dana
zakat mencakup jumlah beban
pengelolahan dan jumlah dana
yang di  terima  langsung
mustahik

e) Hubungan istimewa antara amil
dan mustahik yang meliputi :
sifat hubungan istimewa,
jumlah dan jenis aset yang di
salurkan, persentase dari aset
yang di salurkan tersebut dari
total penyaluran selama
periode.

2) Infak/Sedekah
a) Amil  harus
hal-hal berikut
Terkait dengan transaksi
infak/sedekah, tetapi tidak terbatas

mengungkapkan

pada :

(1) Metode penetuan nilai
wajar yang di gunakan
untuk penerimaan
infag/shodaqo berupa aset
nokas

(2) Kebijakan pembagian
antara dana amil dan dana

non amil atas penerimaan
infak/sedekah, seperti

persentase pembagian,
alasan, dan konsistensi
kebijakan

(3) Kebijakan peyaluran
mfag/shodaqo, seperti
penentuan skala prioritas
penyaluran dan
penerimaan
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4

)

(6)

(7)

(8)

Keberadaan dana
infag/shodaqo yang tidak
langsug di salurkan tetapi
di kelolah terlebih dahulu,
jka ada, maka harus di
ungkapkan jumlah
persentase  dari  seluruh
penerimaan  infak/sedekah
selama periode pelaporan
serta alasannya

Hasil yang di peroleh dari
(d) di ungkapkan secara
terpisah

Penggunaan dana
infak/sedekah menjadi
aset kelolahan yang di
peruntukan  bagi  yang
berhak, jka ada, jumlah
dan persentase terhadap
seluruh penggunaan dana

infak/sedekah serta
alasannya

Rincian jumlah
penyaluran dana
mfak/sedekah yang

mencakup jumlah beban
pengelolahan dan jumlah
dana yang di terima

langsung oleh penerima
mfak/sedekah
Rincian dana
mfak/sedekah
berdasarkan
peruntukannya, terikat
dan tidak terkat dan
hubungan istimewa antara
aml dengan  penerima

mfak/sedekah  meliputi
sifat hubungan istimewa,
jumlah dan jenis aset yang
di salurkan dan persentase
dari aset yang di salurkan
tersebut dari total
penyaluran periode.

b) Selam membuat pengungkapan

pada zakat dan infak/sedekah,

aml  mengungkapkan hal-hal

berikut :

(1) Keberadaan dan nonhalal,
jka ada di ungkapkan
mengenai  kebjjakan atas
penerimaan dan
penyaluran dana, alasan,
dan jumlahnya.

(2) Kinerja amil atas
penerimaan dan
penyaluran dana  zakat
dan dana infak/sedekah.

Kerangka konseptual penelitian i

dapat dilihat di gambar 1.
METODE

[nkatan [[n!litian

Penelitian  mi  mengunakan metode
deskriptif  kualitatif, yakni penelitian
tentang data yang dikumpulkan dalam
bentuk kata-kata yang disusun dalam
kalimat, misalnya kalimat  hasil
wawancara atau dokumenter antara
peneliti dan informan.

Berdasarkan pendekatan
penelitian  tersebut data yang akan
dikumpulkan, disiapkan, serta
dianalisis tentang pengelolahan
organisasi berupa laporan keuangan
dan hasil wawancara. Dengan demikian
nantinya dapat memberikan gambaran
yang jelas tentang peranan akuntansi
terhadap  transparansi  pengelolahan
dana zakat, infak, dan sedekah pada
LazisMu Surabaya.

(Wan Tinku1nTitian
Penelitian i akan membahas
tentang data  informasi  mengenai

Implementasi peran akuntansi ditinjau
dari sistem, prosedur, dan perlakuan
akuntansi pengelolahan dana zakat,
nfak, dan sedekah periode 2015 pada
LazisMu Surabaya.
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\alalan [Tnllitian

Penelitian i lebih difokuskan
pada implementasi peran akuntansi
terhadap transparansi pengelolaan dana
zakat, infaq dan sedekah pada lembaga
amil zakat, dengan melakukan tahapan-
tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Teknkk Wawancara (interview):
Teknkk wawancara merupakan
salah satu teknkk pengumpulan data
dengan cara mengadakan tanya jawab,
bakk secara langsung maupun tidak
langsung bertatap muka (face to face)

dengan sumber data (responden).
Dalam penelitian i, menggunakan
wawancara secara langsung dengan

bagian pengelolahan agar lebih banyak
dan mudah memahami data atau
informasi yang di peroleh.
2. Teknik Dokumenter

Penelitian  yang menggunakan
data dokumenter adalah pengumpulan
data yang di peroleh melalui catatan
atau  dokumen.  Dokumen  dalam
penelitian mni berupa laporan
pengelolahan dana ZIS pada Lazismu
Surabaya.

HASIL & PEMBAHASAN
Hasil

nlakuan lan [Inukuran

Ada beberapa macam penerimaan dana
pada LazisMu yaitu dana Zakat berasal
dari muzakki yang  menyalurkan
zakatnya ke LazisMu terdiri dari zakat
harta yang telah tersimpan satu tahun,
zakat profesi dan zakat harta usaha

(perdagangan/bisnis lainnya),
mfak/sedekah berasal dari muzakki
yang memang berniat untuk
menyalurkan infak/sedekah, ada juga

yang didapat dari hasil pembayaran
jasa peminjaman ambulance dan iklan

(Corporate Sosial Responsibility)
didapat dari bank CIMB Niaga Syariah
yang perusahaannya sendiri
mempunyai program kepedulian sosial
disalurkan melalui LazisMu, wakaf
tunai berasal dari pemberian dana
wakaf berbentuk kas atau tunai, dana
kurban  yang  dikhususkan  untuk
kegiatan kurban pada idul adha, dan
penerimaan dana lain-lain yang berasal
dari bunga dan pajak administrasi dari
Bank berbasis Syariah.

Sebelum diterima oleh pihak
LazisMu, muzakki harus mengisi form
yang sudah di beri oleh LazisMu. Form
tersebut berisi tentang total zakat yang
harus di bayarkan berdasarkan haul dan
nisabnya, ada juga form kesediaan
untuk membayar zakat, infak/sedekah,
wakaf tunai, dan lain-lain. Setelah
muzakki mengisi form dan
membayarkan jumlah dana yang sudah
di  hitung melalui form tersebut,
langkah selanjutnya adalah pengakuan
awal. Pengakuan awal dana zakat
diakui oleh LazisMu setelah terjadinya
akad serah termma, bukti dana zakat
telah diakui oleh LazisMu biasanya
pihak LazisMu memberkan  bukti
dokumen berupa kwitansi dan form
yang sudah di isi dari majalah oleh
Muzakki dan dicatat pada dokumen
penerimaan  dana  oleh  LazisMu.
Bentuk yang diterima yaitu aset kas,
jarang sekali hampir tidak pernah
LazisMu menerima aset nonkas. Jika
menerima aset nonkas, aset tersebut
langsung dmnilai dan dicatat senilai nilai
wajar sesual harga pasar ataupun nilai
wajar lamnya. Macam-macam dana
zakat yang diterima LazisMu antara
lain :

a. Zakat harta yang telah tersimpan
satu tahun

b. Zakat profesi

c. Zakat harta usaha (perdagangan /

yang  terdapat  dimajalah, = CSR bisnis lainnya)
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Berbeda dengan zakat, untuk
dana infak/sedekah dan dana lainnya
tidak perlu menghitung nisab maunpun
haul karena memang dalam prinsip
syariah untuk dana selain dana zakat
tidak di tentukan atau tidak ada aturan
tentang hal tersebut. Pengakuan awal
dana  infak/sedekah  diakui  oleh
LazisMu sama seperti dana zakat yaitu
setelah terjadinya akad serah terima,
buktinya juga sama yaitu dengan
kwitansi dan majalah yang diterbitkan
oleh LazisMu. Sama juga dengan zakat
jarang sekali atau hampir tidak pernah
muzakki menyalurkan dana
mfak/sedekah berbentuk aset nonkas
jika ada, aset tersebut di nilai langsung
dan dicatat sesuai nilai wajar harga
pasar ataupun nilai wajar lainnya. Ada
juga penerimaan dana infak/sedekah
yang  berasal  dari  peminjaman
ambulance dan pemasangan iklan pada
majalah LazisMu. Jadi, jika ada yang
meminjam ambulance atau memasang
iklan pada majalah lazsiMu boleh
mengganti  jasa  tersebut  dengan
membayar infak/sedekah boleh juga
tidak mengganti jasa tersebut karena
sifatnya membantu dengan sukarela.

Pengakuan awal dana CSR
karena dana ini di dapat dari Bank
Syariah jadi dana mi tidak termasuk
dalam dana non halal, dana i di
dapatkan dari bantuan CIMB Niaga
Syariah mempunyai program peduli
sosial yang disalurkan  kepada
LazisMu. Untuk dana Wakaf kurban
dan penerimaan dana lain-lain
pengakuan awalnya sama seperti dana
zakat atau infak/sedekah yaitu diakui
saat sudah terjadinya serah terima antar
pihak LazisMu dan pihak pemberi atau
muzakki  Penerimaan dana tersebut
sudah dicatat berdasarkan klasifikasi

pengakuan dana yang sudah di bahas

sebelumnya. Pihak LazisMu
menggabungkan semua hasil
penerimaan lalu  di  bagkan atau

disalurkan kepada mustahik, jadi dana
yang sudah terkumpul digabung jadi
satu lalu dibagikan sehingga dana yang
disalurkan tidak diklasifikasikan
berdasarkan  karakteristknya. = Dana
tersebut disalurkan ke delapan asnaf
yaitu fakir, miskin, amil, gharimin,
mualaf, rigab, ibnu sabil, fisabilillah,
dan di tambah dengan kegiatan kurban,
bantuan anak yatim, pengadaan mobil
dakwah dan ambulance dan penyaluran
atau  pengeluaran  lain-lan  yang
didasari oleh program yang sudah di
rancang oleh LazisMu.

[nla'ian la/lran Kluanan

Penyajian amil membuat laporan
keuangan hanya ada laporan sumber
dan penggunaan dana setiap bulannya,
meskipun sudah menggunakan
komputerisasi  tetapi  perhitungannya
masih  menggunakan sistem  manual
hanya menggunakan bantuan microsoft
excel saja. Untuk laporan sumber dana
pengakuan awalnya sudah
diklasifikasikan sesuai karakteristiknya
tetapi pada saat penyaluran pihak
LazisMu menggabungkan dana
tersecbut menjadi  satu dan tidak
diklasifikasikan lagi berdasarkan
karakteristiknya,  sedangkan laporan
pengeluarannya meskipun ada delapan
asnaf dan tambahan  pengeluaran
lannya tidak diketahui dana yang
sudah disalurkan diambil dari dana

zakat, mfak/sedekah, wakaf ataupun
dana lainnya. Semua laporan
pengelolahan dana yang ada di

LazsiMu sudah pernah di audit oleh
audit internal LazisMu. Contoh laporan

karakteristiknya. keuangan yang dipilh secara acak
Untuk catatan penyalurannya sebagai  bukti  laporan  keuangan
sendiri  berbeda  dengan  catatan
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LazisMu Surabaya dapat dilhat pada
gambar 2.

nlunlkalan
Pihak lazisMu sudah
mengungkapkan kebijakannya,

programrprogram serta penerimaan dan
penyaluran dananya kepada pihak yang
membutuhkan  melalui media cetak
yang berupa majalah, setiap bulannya
LazisMu menerbitkan majalah yang
berisi  kebyakan,  program, dan
pengelolahan dananya untuk dibagkan
kepada pihak muzakki atau pihak lain
yang berkeperlian.

ans|aransi
Lewat penyajian laporan
keuangan dan pengungkapan

kebjjakan-kebijakan yang sudah dibuat
membantu pihak LazisMu melakukan
transparansi pengelolahan dana dengan
mudah sesuai dengan kejadian yang

sebenarnya. Penyajian dan
pengungkapan yang dilakukan oleh
pihak LazisMu dapat dilihat oleh

Muzakki dan pihak-pihak yang terkait
lewat media cetak yaitu majalah.
Sengaja mencetak majalah i juga
untuk menark minat masyarakat yang
lainnya supaya percaya kepada pihak
LazisMu dan berkenan menyalurkan
dana zakat, infak/sedekah serta dana
yang lainnya melalii LazisMu dan
sebagai bukti juga bahwa pengelolahan
dana tersebut sudah  benar-benar
terealisasikan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan atau mustahik.

Pembahasan
Dari hasil penelitian terlhat bahwa
secara  konsep  penyaluran  dana

diperlukan suatu pengendalian mternal
yang perlu diterapkan oleh pihak
LazisMu. Pengendalian internal yang
baik dalam lembaga dapat membuat

lembaga lebih transparan  sehingga
mempengaruhi ~ tingkat  kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga yang

dapat berdampak baik pada tingkat

pengumpulan dana yang diperoleh,
dengan demikian perbaikan
pengendalian internal merupakan

sabuah kewajiban karena merupakan
salah satu indikator pertama baik atau

tidaknya sebuah organisasi
pengelolahan  zakat seperti LazisMu
Surabaya.

e wasi ['n'akuan lan [lnukuran

Ada beberapa macam
penerimaan dana pada LazisMu yaitu
Dana Zakat berasal dari muzakki yang
menyalurkan  zakatnya ke LazisMu
terdiri dari zakat, infak/sedekah, CSR
(Corporate Sosial ~ Responsibility),
wakaf tunai, dana kurban, dan
penerimaan dana lain-lan yang sudah
dijelaskan  pada  deskripsi  hasil
penelitian.

Untuk pengakuan awal semua
dana yang diperoleh LazisMu yaitu

zakat, infak/sedekah, wakaf tunaij,
CSR, dan lain-lan sudah cukup baik,
terbukti dari transaksi yang
dilaksanakan LazisMu sudah
menggunakan akad sesuai ketentuan
syariah  serta ~ memberkan  bukti

pembayaran atau penyaluran kepada
muzakki berupa kwitansi dan majalah.
Khusus untuk dana zakat karena
adanya  Nisab dan haul yang
ditentukan, maka pihak LazisMu sudah
menyediakan form perhitungan dana
zakat yang akan dibayarkan oleh
muzakki seperti yang terlhat pada
gambar 3.

Dari segi pengukuran setelah
pengakuan awal yang sudah dibahas,
karena mayoritas muzakki memberikan
zakat berupa aset kas, jarang sekali dan
hampir tidak pernah memberkan aset
berupa nonkas jadi jumlah yang dicatat
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sesuai dengan jumlah yang diterima
berupa aset kas.

Sedangkan untuk sistem
penyalurannya LazisMu masih kurang
baik karena dana yang sudah
diklasifikasikan sebelumnya tidak
dipertahankan penyalurannya
berdasarkan  karakteristiknya.  Pihak

LazisMu dalam penyaluran dana yang
dikelolah  menggabungkan jadi satu
antara dana zakat, infak/sedekah,
dengan dana yang lainnya sehingga
sulit  diketahui berapa  persentase
pembagian untuk masing-masing
karakteristik dana kepada delapan asnaf
dan tambahan mustahik lainnya. Yang
diketahui  secara  pasti  persentase
pembagiannya  hanya  untuk  amil
sebesar 12,5% dari semua dana yang
sudah digabungkan menjadi satu yaitu
dana zakat, infak/sedekah, dan dana-

dana lainnya, selam untuk amil
penentuan persentasenya tidak
diketahui karena penyalurannya
disesuatkan  sesuai  keadaan  atau
kebutuhan  masing-masing  mustahik.
Meskipun begitu semua dana yang
sudah  diterima  disalurkan  kepada
mustahik yang benar-benar
membutuhkan sesuai dengan sasaran

dari program yang sudah dibuat dan
ada juga penyaluran dana yang
digunakan untuk menunjang saranan
prasarana lembaga.

karakteristknya, sedangkan laporan
pengeluarannya meskipun ada delapan
asnaf dan tambahan pengeluaran
lamnya tidak diketahui dana yang
sudah disalurkan diambil dari dana
zakat, infak/sedekah, wakaf ataupun
dana lainnya. Seperti contoh pada
gambar 2 laporan keuangan LazisMu
Surabaya.

Bisa dilihat dari contoh laporan
keuangan tersebutq sumber dananya

sudah  diklasifikasikan ~ berdasarkan
karakteristiknya. Tetapi untuk
penggunaannya diklasifikasikan
menurut  karakteristik sumber dana
yang disalurkan.

Sedangkan  penyajian  untuk

Lembaga Amil menurut PSAK 109
(2008:7), Amil menyajikan dana zakat,
dan infag/sedekah, dana amil, dan dana
nonhalal secara terpisah dalam neraca
(laporan posisi keuvangan). Ada lima
laporan keuangan yang harus dibuat
oleh amil menurut PSAK 109 yaitu :

1. Neraca (laporan Posisi Keuangan)

2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolahan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Laporan Atas Keuangan
[nunlkalan

Pihak lazisMu sudah
mengungkapkan kebijakannya,

programrprogram serta penerimaan dan

aluasi [nlalian lallran penyaluran dananya secara transparan
Kuanlan kepada pihak yang membutuhkan

Pada saat penyajian amil melalui media cetak yang berupa
membuat laporan keuangan hanya ada majalah, setiap bulannya LazisMu
laporan sumber dan penggunaan dana menerbitkan majalah  yang  berisi
setiap bulannya. Untuk laporan sumber kebijakan, program, dan pengelolahan
dana  pengakuan  awalnya  sudah dananya secara transparan  untuk
diklasifikasikan sesuai karakteristiknya dibagikan kepada pihak muzakki atau
tetapi pada saat penyaluran pihak pihak lain yang berkeperluan.
LazisMu menggabungkan dana Menurut PSAK 109 (2008:7)
tersebut menjadi  satu dan tidak Amil harus mengungkapkan hal-hal
diklasifikasikan lagi berdasarkan
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berkut terkatt dengan transaksi zakat,

tetapi tidak terbatas pada :

a) Kebijjakan penyaluran zakat,
seperti penentuan skala prioritas
penyaluran dan penerimaan

b) Kebijjakan pembagian antara dana
amil dan dana nonamil atas
penerimaan zakat, seperti
presentase pembagian, alasan, dan
konsistensi kebijakan.

c) Metode penetuan nilai wajar yang
digunakan untuk penerimaan zakat
barupa aset nonkas

d) Rincian jumlah penyaluran dana
zakat mencakup jumlah beban
pengelolahan dan jumlah dana
yang di terima langsung mustahiq,
dan

e) Hubungan istimewa antara amil
dan mustahiq yang meliputi : sifat
hubungan istimewa, jumlah dan
jenis  aset yang  disalurkan,
persentase dari aset yang di
salurkan  tersebut  dari  total
penyaluran selama periode.

Amil  harus  mengungkapkan
hal-hal berikut terkait dengan transaksi
infak/sedekah, tetapi tidak terbatas
pada :

1. Metode penetuan nilai wajar yang
di gunakan untuk penerimaan
infag/shodaqo berupa aset nokas

2. Kebijakan pembagian antara dana
amil dan dana non ami atas
penerimaan infag/shodaqo, seperti
persentase pembagian, alasan, dan
konsistensi kebijakan

3. Kebjakan peyaluran
mnfag/shodaqo, seperti penentuan
skala priorttas penyaluran dan
penerimaan

4. Keberadaan dana infag/shodaqo
yang tidak langsug disalurkan
tetapi  dikelolah terlebih dahuly,
jka ada, maka harus di ungkapkan

penerimaan infag/shodaqo selama
periode pelaporan serta alasannya

5. Penggunaan dana infag/shodaqo
menjadi aset kelolahan yang di
peruntukan bagi yang berhak, jka
ada, jumlah dan persentase
terhadap seluruh penggunaan dana
infag/shodaqo serta alasannya

6. Rincian jumlah penyaluran dana

infag/shodago  yang  mencakup
jumlah beban pengelolahan dan
jumlah  dana  yang  diterima
langsung oleh penerima
infag/shodaqo

7. Rincian dana mnfag/shodaqo

berdasarkan peruntukannya, terikat
dan tidak terkat dan hubungan
istimewa  antara amil  dengan
penerima infag/shodaqo meliputi :
sifait hubungan istimewa, jumlah
dan jenis aset yang di salurkan dan
persentase dari aset yang di
salurkan ~ tersebut  dari  total
penyaluran periode .

Selain membuat pengungkapan pada

zakat dan  infag/shodaqo, amil

mengungkapkan hal-hal berikut :

a) Keberadaan dan nonhalal, jka ada
diungkapkan menenai  kebijakan
atas penerimaan dan penyaluran
dana, alasan, dan jumlahnya

b) Kinerja amil atas penerimaan dan
penyaluran dana zakat dan dana
infak/sedekah.

(nlarul] [Blakuan Akuntansi
[ ala Thans aransi
Akuntansi  berperan  penting

terhadap pengelolahan dana yang ada
di LazisMu. Lewat penyajian laporan
keuangan dan pengungkapan
kebjjakan-kebijakan yang sudah dibuat
membantu pihak LazisMu melakukan
transparansi pengelolahan dana dengan
mudah sesuai dengan kejadian yang

jumlah  persentase dari seluruh sebenarnya. Penyajian dan
pengungkapan yang dilakukan oleh
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pihak LazisMu dapat dilhat oleh
Muzakki dan pihak-pihak yang terkait
lewat media cetak yaitu majalah.
Sengaja mencetak majalah i juga
untuk menark minat masyarakat yang
lamnya supaya percaya kepada pihak
LazisMu dan berkenan menyalurkan
dana zakat, infak/sedekah serta dana
yang lamnya melalui LazisMu dan
sebagai bukti juga bahwa pengelolahan
dana  tersebut sudah  benar-benar
terealisasikan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan atau mustahik.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Pengakuan awal di LazisMu saat
terjadi serah terima, dan ada bukti

transaksi yang diterima oleh pihak
muzakki. Semua dana yang masuk
diklasifikasikan berdasarkan

karakteristiknya, tidak ada pengukuran
lagi setelah pengakuan awal karena
tidak ada aset nonkas yang diterima

atau  disalurkan  lewat = LazisMu
Surabaya. Penyaluran dana yang ada di
LazisMU tidak diklasifikasikan
berdasarkan karakteristiknya.

Penyajian laporan keuangan LazisMu
Surabaya hanya ada laporan sumber
dana dan penggunaan dana secara
sederhana dan belum berpedoman pada
standar yang ada. Pengungkapan yang
dilakukan oleh LazisMu  Surabaya
melalui media cetak yaitu majalah yang
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Sumber : Hamka (2012:22)
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LazisMu Surabaya
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Gambar 2 Contoh Lapbran Keuangan Lazis Mu
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Peran Sukuk dalam Ekonomi Nasional

Yoky Prasojo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang
Email : prasojo.yoky@gmail.com

Abstrak : Negara Indonesia telah berkembang sangat pesat, Negara ini telah berlalu
dengan 7 kepimpinan kepresidenan yang kini dipeganng oleh bapak presiden Joko
Widodo dengan kemajuan bangsa yang banyak sekali diperbincangkan di khalayak
publik adalah mengenai masalah perekonomian dan lapangan pekerjaan. Mengingat
banyaknya lapangan pekerjaan di masyarakat dan banyak dari mereka yang
berinisiatif untuk menjadi pengusaha walaupun hanya untuk memenuhi pundi-pundi
penghasilan yang dibilang secara minimalis namun banyak dari pengusaha-
pengusaha tersebut yang mengusahakan usahanya tidak hanya pada satu jenis usaha
saja. Penting bagi mereka informasi-informasi yang dapat memotivasi mereka agar
usaha-usaha mereka yang mana sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam
pembangunan ekonomi nasional menjadi terus berkembang dengan pesat.
Pemberdayaan seperti ini dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan sektor riil
yang mana hal tersebut tidak akan terlepas dari kegiatan perekonomian yang
pastinya kegiatan perekonomian tersebut harus memiliki tingkat kepercayan yang
tinggi di masyarakat, perkembangan perekonomian saat ini yang sedang popular
adalah perkembangan perekonomian syariah. Karya ilmiah ini akan menjelaskan
banyak tentang ekonomi syariah dalam pemberdayaan sektor riil di Indonesia yang
terdiri dari: Peran sukuk dalam pembiayaan ekonomi nasional, Permasalahan praktik
keuangan mikro syariah, BMT, dan koperasi, Produk dan layanan bersama antar
lembaga keuangan syariah, Hubungan keuangan syariah dengan stabilitas keuangan,
Kebijakan dan sistem monitor syariah, dan Pengembangan lembaga penunjang
industri jasa keuangan syariah.

Kata Kunci : Sukuk, Ekonomi Nasional, Keuangan Mikro Syariah, Lembaga
Keuangan Syariah, Industri Jasa Keuangan Syariah

Perkembangan  perekonomian  tidak  Karakteristik sistem perbankan syariah
terlepas dari Perkembangan sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip
perbankan  di  Indonesia, Negara bagi hasil memberikan alternatif sistem
Indonesia menganut kerangka sistem perbankan yang saling menguntungkan
perbankan  ganda, dalam rangka bagi masyarakat dan Dbank, serta
menghadirkan alternatif jasa perbankan menonjolkkan aspek keadilan dalam
yang  semakin  lengkap  kepada bertransaksi, investasi yang beretika,
masyarakat. Yakni sistem perbankan mengedepankan nilai-nilai
syariah dan sistem  perbankan kebersamaan dan persaudaraan dalam
konvensional, hal mil diharapkan berproduksi, dan menghindari kegiatan
mampu bersinergis salng mendukung spekulatif dalam bertransaksi
dan memobilisasi dana masyarakat keuangan. Dengan menyediakan
secara lebth luas untuk meningkatkan beragam produk serta layanan jasa
kemampuan pembiayaan bagi sektor- perbankan yang beragam dengan

sektor perekonomian nasional.

skema keuangan yang lebih bervariatif,
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perbankan syariah menjadi alternatif
sistem perbankan yang kredbel dan
dapat  dinkmati seluruh  golongan
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam  konteks  pengelolaan
perekonomian Negara, meluaslah
penggunaan  berbagai produk dan
instrumen keuangan syariah yang dapat
merekatkan hubungan  antarsektor
keuangan dengan sektor ril serta
menciptakan  harmonisasi di  antara
kedua  sektor tersebut. = Semakin
meluasnya penggunaan produk dan
instrumen syariah di samping akan
mendukung  kegiatan keuangan dan
bisnis masyarakat juga mengurangi
transaksi-transaksi yang bersifat
spekulatif] sehingga mendukung
stabilitas  sistem  keuangan  secara
keseluruhan. Pada gilirannya, hal ini
akan memberkan kontribusi yang
signifikan terhadap pencapaian
kestabilan harga jangka menengah-
panjang.

Kegiatan bisnis sektor
keuangan tanpa  dikaitkan dengan
sektor ril adalah aktivitas ribawi yang
dilarang dalam ekonomi Islam. Oleh
karena ada keharusan terkaitnya sektor
moneter dan  sektor ril, maka
perbankan  syarish  mengembangkan
sistem bagi hasil, jual beli dan sewa.
Dalam bagi hasil, terdapat bisnis sektor
ril yang dibiayai dengan pembagian
keuntungan yang fluktuatift Demikian
pula dalam jual beli ada sektor ril
yang mendasari kebolehan
penambahan (ziyadah) dalam harta.

Dilihat dari skema pembiayaan
yang dikembangkan, perbankan syariah

akad yang selalu terkatt dengan sektor
ril, dan pertumbuhan sektor finansial
sekadar mengkuti pertumbuhan sektor
rill Pembiayaan ~ dengan akad
murabahah, salam, dan jarah hanya
dapat disalurkan bila ada barang atau
jasa (sektor ril) yang dibiayai Bahkan
pembiayaan dengan akad
musyarakah/mudharabah, bukan saja
disalurkan untuk membiayai sektor ril,
namun  juga terbentuk perfect
correlation antara cost of capital
dengan return on capital.

Hal mi jelas sangat berbeda
dengan bank  konvensional yang
banyak menyalurkan kredit bukan ke
sektor ril, yaitu untuk spekulasi di
pasar uang. Bank syariah bukanlah
financial ~ sector  based  banking
sebagaimana bank konvensional.
Sebaliknya, bank syariah adalah real
sector based banking.

Perbankan syariah hadir dengan
membawa konsep baru yang
mentransformasikan nilai-nilai
keislaman ke dalam aktivitas ekonomi,
di  mana salah satunya adalah
diwgyjudkan dalam pola pembiayaan
perbankan yang diyakini oleh sebagian
kalangan. Salah satu poin penting yang
ditekankan oleh perbankan syariah
dalam  mentransformasikan  nilai-nilai
religi ni adalah perlunya menghindari
riba atau bunga dalam termmologi
ekonomi konvensional.

Harus  diakui, perkembangan
perbankan syariah di Indonesia tidak
terlepas dari berbagai permasalahan.
Ada beberapa kendala yang muncul
sehubungan ~ dengan  perkembangan

sesungguhnya hanya menyalurkan  perbankan syariah di Indonesia. Salah
pembiayaannya  untuk  sektor ril satunya, pemahaman masyarakat yang
Dinamika bisnis yang terjadi pada belum  tepat  terhadap  kegiatan
sektor ril akan terefleksi langsung operasional bank syariah. Selain itu,
pada kegiatan perbankan syariah. peraturan perbankan yang berlaku
Dalam  menyalurkan pembiayaannya, belum  sepenuhnya  mengakomodasi
perbankan syariah menggunakan akad- operasional bank syariah.
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Permasalahan internal yang dihadapi
perbankan syariah, selain keterbatasan
sumber daya manusia (SDM), adalah
masalah ketersediaan  infrastruktur,
perangkat pengaturan perbankan
syariah yang diakui secara nasional,
jaringan perbankan syariah,
keterbatasan teknologi penunjang, dan
efisiensi operasional perbankan
syariah.

Sedangkan permasalahan
eksternal yang dihadapi  berkaitan
dengan pemahaman terhadap ajaran
Islam secara keseluruhan dan
pandangan terhadap lembaga keuangan
syariah. Hambatan berkaitan dengan
pemahaman terhadap ajaran Islam
bersumber dari pemahaman umat Islam
terhadap ajarannya yang harus lebih
memperdalam lagi.

Hambatan lainnya dalam
perkembangan perbankan syariah di
Indonesia adalah aturan mvestasi dan
perpajakan masih dmnilai mengganjal
berkembangnya  bisnis  syariah. Di
samping itu, birokrasi di pemerintahan
yang menghambat kegiatan investasi,
termasuk  di  dalamnya  investasi
syariah. Sementara itu, ada kesan di
sebagian masyarakat perbankan syariah
bersifat eksklusif dan hanya dituyjukan
untuk masyarakat Muslim saja.

PEMBAHASAN

Peran Sukuk Dalam Pembiayaan
Ekonomi Nasional
Pertumbuhan ekonomi

Indonesia berada pada tingkat yang

cukup tinggi Pertumbuhan ekonomi
tersebut didorong oleh  peran
Pemermntah dalam melaksanakan

aktivitas belanja Negara yang ditujukan
untuk pembangunan Negara yang mana
belanja pemerintah tersebut dipenuhi
dari penerimaan Negara dan sumber-
sumber pembiayaan yang didapat oleh

Negara dimana hal tersebut mengalami
peningkatan / sedang pada tingkat yang
tinggi.

Jika dalam hal penermaan Negara
tidak  mencukupi  tingkat  belanja
Negara pemerintah yang dimaksudkan
untuk pembangunan Negara ini terjadi,
akan mendorong peningkatan defisit
Anggaran Pendapatan dan Berlanja
Negara (APBN). Peningkatan defisit
APBN tersebut harus segera didorong

dengan peningkatan sumber
pembiayaan yang memadai sehingga
kebjjakan fiskal untuk mendukung
pembangunan yang berkelanjutan dapat
dicapai

Dalam nota keuangan
pemerintah  terdapat nformasi data
Produk Domestik Bruto yang dijadikan
pemerintah  sebagai  acuan  untuk
mengetahui  anggaran defist Negara

dalam proses pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang diharapkan. Struktur
anggaran defisit yang dipakai Negara
Indonesia  diperoleh dari beberapa
sumber yaitu hutang dan bukan hutang,

Yang merupakan sumber
pembiayaan Negara untuk mengatasi
anggaran  defist =~ Negara  untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan dari  instrument hutang
adalah dengan menerbitkan Surat

Berharga Negara (SBN) yang terdiri
dari Surat Utang Negara (SUN) dan
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
atau sukuk.

Dapat ditegaskan ~ kembali
bahwa sukuk atau yang juga dikenal
dengan Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) adalah surat digunakan sebagai
sebagai alat pembiayaan defist Negara
sechubungan  dengan  perkembangan
ekonomi syariah belakangan ini.
Jenis-Jenis SBSN : (1) SBSN jarah,
yaitu SBSN yang diterbitkan
berdasarkan akad ijarah (akad sewa
beli atas suatu asset — diperjelas pada
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materi praktkk keuangan mikro). (2)
SBSN mudharabah, yaitu SBSN yang
diterbitkan berdasarkan akad
mudharabah (akad kerjasama dimana
satu pihak menyediakan modal dan
pihak lan menyediakan tenaga dan
keahlian, keuntungan dari hasil usaha
tersebut dibagi berdasarkan persentase
yang disepakati, jika terjadi kerugian
maka pihak yang diberi modal harus
mengembalikan  sebesar dana yang
dikeluarkan oleh pemodal). (3) SBSN
Musyarakah, yaitu = SBSN  yang
diterbitkan berdasarkan akad
musyarakah dimana akad kerjasama
yang dibentuk dengan cara
menggabungkan modal. (4) SBSN
Murabahah, Akad atau perjanjian jual-
beli atas suatu barang dimana harga
dan keuntungannya (profit —margin)
disetyjui  oleh semua pihak yang
terlibat. Pembayarannya dapat
dilakukan secara tunai cicill atau
tangguh, sedangkan penyerahan barang
dilakukan di  awal pada  saat
dilakukannya  transaksi. =~ Murabahah
juga disebut cost plus financing. Sukuk
yang diterbitkan dengan akad ini
disebut dengan Sukuk Murabahah. (5)
SBSN Salam, merupakan kontrak jual
beli barang dengan cara pemesanan dan
pembayaran harga lebih dahulu dengan
syarat-syarat  tertentu. (6) SBSN
Wakala, Wakalah/Wikalah berarti at-
Tafwidh  (penyerahan/  pendelegasian/
pemberian mandat), yaitu pelimpahan
kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain
dalam hal-hal tertentu yang boleh
diwakilkan. (7) SBSN Akad, Perjanjian
atau  kontrak yang memuat ijab
(penawaran) dan qabul (penerimaan)
antara dua belah pihak yang berisi hak
dan kewajiban masing-masing pihak,
sesuai prinsip syariah.

Permasalahan  Praktik Keuangan
Mikro Syariah BMT Dan Koperasi
Lembaga  Keuangan = Mikro
Syariah merupakan kelompok swadaya
masyarakat sebagai lembaga ekonomi
rakyat yang berupaya mengembangkan
usaha-usaha produktif dan nvestasi
dengan  berdasar prinsip  syariah.
Perkembangan LKMS (Lembaga
Keuangan Mikro Syariah) dipandang
belum sepenuhnya mampu menjawab
problem real ekonomi yang ada di
kalangan masyarakat. Hal tersebut
salah  satunya  dipengaruhi  tingkat
kepercayaan masyarakat yang masih
rendah dan secara akademik belum

terumuskan dengan sempurna,
sistematis dan  proporsional dalam
pengembangan  lembaga keuangan
syariah.

Menurut Suharto,

perkembangan BMT (Baitul Maal wat
Tamwil) tahun 2010 tumbuh rata-rata
dari sisi aset dalam kisaran 35% - 40%,
financing to deposit ratio (dana yang
disalurkan) telah mencapai 100%. Hal
ini membuktkan bahwa LKMS dapat
diterima  oleh  masyarakat sebagai
lembaga yang dapat memberdayakan.

Eksistensi  lembaga  keuangan
mikro syariah memilki arti penting
bagi pembangunan ekonomi
berwawasan syariah, LKMS menjadi
penyangga utama  pada sistem
perekonomian nasional

Struktur  lembaga  keuangan

syariah dikelompokkan menjadi bank
umum syariah, BPR syariah, asuransi
syariah dan Baitul mal wa tamwil

Konsep Dasar Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
khususnya adalah untuk memecahkan
masalah/kendala permodalan dan
kebutuhan dana yang dihadapi para
anggotanya, memacu pertumbuhan dan
perkembangan usaha ekonomi ummat,
dan masyarakat pada umumnya.
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Contoh  permasalahan  yang
terdapat pada Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Wa
Tamwil adalah ketikka nasabah yang
mendapatkan pembiayaan dari BMT

tidak memenuhi kewajibannya sesuai
dengan  kesepakatan  yang  telah
ditentukan.  Persoalan lain  muncul

terkait dengan pembiayaan bermasalah
mi adalah tidak adanya hak bagi BMT
untuk melakukan penyitaan terhadap
barang yang dijadikan anggunan pada
pembiayaan yang bermasalah, tanpa
persetyjuan dari pemilk sebagaimana

yang bisa diakukan oleh  bank
konvensional. ~Hal mi dikarenakan
penyitaan secara paksa bertentangan
dengan tata cara muamalah
berdasarkan  syirkah. Lebih lanjut

penelitian tersebut menawarkan solusi
yaitu tata cara muamalah syrkah yang
tidak diperbolehkan adalah perampasan
agunan  tetapi = pengamanan  dan
penjualan anggunan diperbolehkan atas
kesepakatan bersama, sehingga harus
ditekankan agar akad lebih dipertegas
dan diperjelas pada saat pertama
nasabah mengajukan pembiayaan.
Solusnya adalah LKMS BMT
harus mengadakan pendekatan dengan
nasabah, berpartisipasi banyak dalam
program-program yang meningkatkan
kualitas sumber daya insani,
meningkatkan kepedulian kepada para
pengusaha yang menjalankan usaha
kecil menengah. memperhatikan lokasi
strategis, pangsa pasar, kualitas sumber

daya  msani dan jumlah  para

pengembang BPRS (Bantuan

Pembiayaan Rakyat Syariah).
Kendala-kendala  lain  yang

dihadapi oleh lembaga keuangan mikro

LKMS yang berkembang di Indonesia
tidak  didukung dengan ketentuan
hukum dan sistem pengawasan atau
pembinaan yang memadai Masalah
dukungan hukum mni menjadi penting
mengingat bahwa LKMS  adalah
lembaga yang mengurus dan mengelola

dana  masyarakat. LKMS  juga
dihadapkan dengan masalah
pengawasan dan pembinaan  yang

lemah, tidak seperti lembaga perbankan
pada umumnya (Bank Umum dan BPR
yang disupervisi oleh Bank Indonesia).
Selan itu permasalahan yang masuk
dalam bagian i adalah masalah
persaingan, baik persaingan antar
LKMS sendiri  maupun  dengan
lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi
pada  praktknya, persaingan yang
palng ketat adalah antara LKMS
dengan perbankan syariah yang juga
menyediakan layanan mikro.

Bentuk pemecahan
permasalahan yang ada diatas dapat
dilakukan  antara lan:  melakukan

mnovasi produk. Agar LKMS mampu
bersaing dengan lembaga keuangan
mikro konvensional yang telah ada
lebih dahuly, tentunya LKMS harus
mampu  bersaing dengan  produk-
produk yang ada dengan LKM
konvensional. Penetapan produk
tentunya  berdasarkan analisa akan
kebutuhan pasar. LKMS harus mampu
membaca kebutuhan nasabah saat ini
sehingga ada banyak alternatif yang
dapat dipilh oleh nasabah terkai
produk simpanan maupun pembiayaan
yang ditawarkan.

Melakukan kerjasama dengan
LKMS lainnya terutama LKMS yang

antara lain aspek kelembagaan yang memiiki modal rendah. Hal i
tumpang tindih, kekurangan sumber bertujuan agar LKMS dapat
daya dalam pengelolaan LKM serta berkembang lebih cepat, mengingat
kurangnya permodalan LKM sendiri kebutuhan  pasar  akan  lembaga
Kemudian Masalah legalitas formal, keuangan sejenis juga semakin besar.
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Penempatan lokasi yang tepat
dan strategis menjadi salah satu faktor
yang dapat menentukan perkembangan
LKMS. Sudah menjadi ketentuan baku
dalam sebuah bisnis bahwa semakin
strategis  tempat/lokasi maka akan
semakin besar peluang pasar tercipta.
Tentunya penempatan lokasi i juga
perlu dipertimbangkan dengan masak
mengingat segmentasi untuk LKMS
adalah hanya para  pengusaha
mikro/kecill menengah yang sebagian
besar biasa menjalankannya.

Bersedia ~ merangkul  banyak
kalangan terutama organisasi sosial dan
pemerintahan setempat. Wujud sinergi
yang dibangun tidak hanya internal
LKMS saja akan tetapi organisasi
eksternal pun perlu untuk
mengembangkan LKMS di Indonesia.
Salah satu contoh kecil misalnya
perkumpulan  pengajian di  masjid-
masjid dapat dijadikan sebagai media
sosialisasi agar masyarakat semakin
mengenal transaksi  syariah  secara
komprehensif dan baik.

Segmentasi dari LKMS adalah
usaha  kecill  menengah  dimana
mayoritas pengusaha tidak
mendapatkan pendidikan

kewirausahaan yang baik. Kemampuan

nasabah yang dibiayai untuk
menjalankan  usaha  tentunya  akan
sangat berpengaruh terhadap

kredibilitas nasabah terutama dalam hal
pengembalian pinjaman. Jika nasabah
didampingi dan dibina terkat teknik
dan trik menjalankan usaha yang baik,
maka risiko kredit macet sebagai akibat
dari gagalnya wusaha nasabah dapat
diminimalisir.

Produk Dan Layanan Bersama
Antar Lembaga Keuangan Syariah
Peran ekonomi nasional tidak

krisis moneter pada tahun 1998, bank
konvensional berguguran, namun
sistem  perbankan syariah  terbukti
mampu bertahan melewati guncangan.
Kemampuan ini mempertegas posisi
sistem perbankan syariah sebagai salah
satu potensi penopang perekonomian
nasional yang layak diperhitungkan.

Menurut  sistem  perbankan
stabilitas  sistem  keuangan  secara
nasional akan tercapai jka stabilitas
harga jangka panjang tercapai, dengan
cara menciptakan harmonisasi sektor
keuangan dan sektor ril perekonomian,
mengatasi masalah decoupling
ekonomi, dan mengurangi volatilitas
nilai tukar rupiah.

Instrumen moneter  terkait
perbankan syariah yang dikeluarkan
oleh bank Indonesia antara lain, aturan
mengenai kliring, pembukaan rekening
giro pada Bank Indonesia bagi Unit
Usaha Syariah, Giro Wajib Minimum
(GWM) bagi bank umum syariah,
Pasar Uang Antar Bank berdasarkan

prinsip  syariah  (PUAS), sertifikat
wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan
sertifkat  Bank  Indonesia  (SBI)

berbasis syariah.

Laju pertumbuhan aset impresif
yang dikenal dengan sebutan yoy (yield
of a year) dihitung setiap tahun dalam 8
tahun sekali - rata-ratanya.

Adanya instrumen pembiayaan
financing to deposit ratio - pembiayaan

terhadap penghimpunan dana,
profitabilitas bank dari return on
equity.

Contoh  bagi  hasil  yang

ditetapkan secara syariah seperti bagi
hasil pemilk sawah dengan petani
yang berkerja di dalamnya. Disepakati
bersama besar keuntungannya atau
disebutkan juga kongsi’konsinyasi.

pernah terlepas dari peran system Contoh lain adalah bank syariah
perbankan secara luas, ketika terjadi dengan nasabahnya, nasabah
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menyimpan uang di bank syariah, bank
syariah memperlakukan nasabah
sebagai pemilk dana, kemudian bank
syariah akan mengelola dana tersebut
dengan menginvestasikannya ke
sektor-sektor produktif yang
menghasikan keuntungan yang
nantinya  dapat dibagkan kepada
nasabah tergantung yang mengelola
dana tersebut/ manajer investasi Bank
Syariah. Besar porsi keuntungan yang
diterima nasabah atas program tersebut
disebut nisbah bagi hasil dalam
tabungannya di bank syariah atau
deposito bank syariah.

Manfaat menabung di bank
syariah adalah bahwa nasabah memiliki
peluang menerima pembagian  hasil
usaha yang lebih besar ketika bank
mengalami  keuntungan yang Dbesar.
Besarmnya nisbah bagi hasil mni dapat
mencapai  7%-8% yang mana hal
tersebut tidak diberkan pada tabungan
biasa. Jika bank mengalami kerugian
nasabah tidak akan dirugkan karena
masyarakat yang menyimpan uangnya
di bank syariah tidak akan ikut
mengalami kerugian itu.

Pola perhitungan nisbah bagi
hasil pada bank syariah adalah dana
dari nasabah ditambahkan dengan
keuntungan bank jadi jka bank
mengalami kerugian, kerugian itu tidak
dialami  oleh nasabah akan tetapi
dikeluarkan oleh bank dari bagi hasi
yang menjadi hak bank. Sehingga

nasabah  tidak  akan  mengalami
kerugian  jika bank  mengalami
kerugian. Selam itu bank syariah
dijamin  oleh Lembaga Penjamn
Simpanan  hingga  mencapai  nilai
maksimum 2 miliar, sehingga kecil
kemungkinannya bank syariah

mengalami kerugian.

Return investment dari nisbah
bagi hasil didapat dari skema mnvestasi
(mudharabah), sedangkan yang berupa

bonus didapat dari skema tiipan
(wadiah). Pada  skema  mnvestasi
ketentuan nilai bagi hasil ditentukan
dari perkiraan pendapatan investasi dan

biaya operasional bank.
Memperkirakan besarmya tingkat
pendapatan  investasi yang  akan

dibagikan kepada nasabah dihitung dari
melihat performa kegiatan ekonomi di
sektor-sektor yang menjadi tujuan
mvestasi, seperti sektor transportasi,
properti, perdagangan, pertanian, atau
telekomunikasi. Setiap sektor memiliki
performa yang berbeda-beda sehingga
akan memberkan return investasi yang
berbeda pula.

Tugas manajer mvestasi di bank
syariah  menentukan besamya nilai
nisbah bagi hasil, ia akan menggunakan
berbagai  indikator ekonomi  dan
keuangan yang menjadi cermin kinerja
sektoral yang akan dinvestasikan
untuk  menghitung  ekspektasi return
mvestasinya. Selain itu juga track
record hasil/pendapatan dari aktivitas
investasi yang pernah dilakukan yaitu
rata-rata  setiap  pembiayaan yang
pernah  dilakukan bank syariah di
sektor ril dimana akan dibagkan
kepada  nasabah  misalnya  11%.
Kemudian pendapatan investasi yang
akan menjadi bagian bank syariah
sendiri yang diambil untuk menutupi
besamya biaya-biaya operasional dan
menjadi pendapatan wajar bagi bank
syariah seperti ROA (Return On Asset)
dan indikator lain yang relevan,
misalnya  sebesar  6%.  Sehingga
kalkulasi nisbah bagi hasil dapat
perhitungkan  antara  lain:  untuk
nasabah =11%/11%+6% yaitu 65% dan
untuk bank syariah 6%/11%+6% yaitu
35% kemudian dapat dituliskan 65:35.
Jadi rumus perhitungan equivalen rate
nisbah bagi hasil pada bank syariah:
bagian bank = bagian bank / bagian
bank + bagan nasabah, sedangkan
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untuk bagian nasabah: bagian nasabah
= bagian nasabah / bagian bank +
bagian nasabah.

Namun dalam  praktiknya
perhitungan rate tersebut tidak perlu
dipikirkan oleh nasabah karena akan
ditentukan langsung oleh pihak Bank
Syariah tanpa harus menghitung sendiri
perhitungannya oleh nasabah.

Kemudian di bank syariah
terdapat produk Kredit Perumahan
Rakyat dengan skema jual beli dengan
jalan  memberi  kepastan  jumlah
angsuran yang harus dibayar oleh
nasabah setiap bulannya, oleh karena
itu nasabah tidak akan dipusingkan
dengan masalah nakknya angsuran jika
terjadi  kenaikan suku bunga pasar
karena besamya nilai angsuran tetap
sampai masa angsuran selesai Contoh
jka harga beli rumah 100 juta dalam
waktu lma tahun bank syariah
mengambil margn/keuntungan 50 juta
maka harga jual rumah hingga lima
tahun menjadi 150 juta sehingga
angsuran yang harus dibayar nasabah
setiap bulannya 150 juta dibagi 60
bulan adalah Rp.2,5 juta.

Selam itu ada juga Kredit
Perumahan Rakyat dengan skema sewa
beli (jarah) diberkan kepada nasabah
dengan jalan menyewakan rumah yang
dinginkannya dan akhirnya dapat ia
miliki di akhir masa sewa. Dalam hal
mi  harga sewa ditentukan secara
berkala berdasarkan kesepakatan antara
pihak Bank dengan nasabah. Skema
sewa beli mi berjangka waktu panjang
misalnya 15 tahun, dalam dua tahun
pertama biaya sewa ditetapkan Rp.1,5
juta perbulan, untuk dua tahun kedua 2
juta perbulan, begitu juga untuk tahun-
tahun berikutnya harga akan direview
dan akan ditetapkan biaya sewa per

Program Produk tersebut (sewa beli)
memberikan keuntungkan lain kepada

nasabah yaitu Bank syariah
memperbolehkan  nasabah  melunasi
angsuran  sebelum  masa  kontrak

berakhir, Bank Syariah tidak akan
memberikan pinalti atas hal tersebut.

Bank Syariah memiliki produk
Kartu kredt yang di dukung oleh
master card internasional yang dapat
digunakan hampir di 30 juta merchant
dan mesin ATM berlogo Master Card
atau Cirrus di seluruh dunia.

Skema perjanjian kartu kredit
yang bisa ditemukan di bank syariah
indonesia,  yaitw:  penjaminan  atas
transaksi dengan merchant, pinjaman
dana atas fasilitas penarkan tunai,
sewa atas jasa sistem pembayaran dan
pelayanan. Terdapat fee yang
dikenakan pada kartu kredit bank
syariah akan tetapi fee i lebih rendah
dibandingkan dengan suku bunga yang
dikenakan pada kartu kredt pada
umumnya.

Tugas seorang petugas di Bank
Syariah adalah mencari orang-orang
yang mengalami masalah  kesulitan
dalam bidang keuangan kemudian
memberikan solusi yang cerdas agar
mereka dapat memecahkan
permasalahan tersebut.

Layanan-layanan yang disediakan
oleh Bank Syariah:

Jika terdapat nasabah yang ingin
melakukan  pemmjaman dana untuk
usahanya ia dapat meminta layanan
pembiayaan modal kerja  dengan
tawaran kontrak skema jual bel
(murabahah) atau skema kemitraan
bagi hasil (mudharabah dan
musyrakah). Skema murabahah, bank
syariah akan menetapkan total margn

bulannya. Pada akhr tahun ke-15 keuntungan jual beli sebagaimana
nasabah dapat membeli rumah yang proses jual beli secara umum,
disewa, misalnya dengan harga 20 juta. sedangkan skema mudharabah dan
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musyarakah bank syariah memberikan
tambahan modal sejumlah tertentu
yang dijadikan sebagai penyertaan
bank syariah dalam usaha/proyek yang
akan dibiayai. Pembukaan tabungan di
bank syariah diberikan pada layanan
tabungan dengan keuntungan simpanan
yang dapat disetor dan ditarik kapan
saja dengan mendatangi kantor bank
syariah atau melali ATM  (untuk
penarikan  saja).  Nasabah  akan
diberkan kartu ATM yang berfiungsi
sebagai debit card dan akan
mendapatkan bonus dan bagi hasil
Transfer uvang lintas negara pada bank
syariah juga dapat dilakukan, bank
syariah dapat melayani jasa pengiriman
uang/penerimaan kiriman uang secara
cepat (real time online) yang dilakukan
lintas negara atau dalam satu negara
(domestik) dengan mengisi formulir
transfer yang diberikan. Nasabah dapat
menyimpan uang di bank syariah untuk
pendidikan anak-anaknya dengan
membuka tabungan pendidikan, yakni
tabungan berjangka di bank syariah
bertujuan untuk biaya pendidikan anak
dengan jangka waktu sesuai rencana
nasabah untuk biaya sekolah misalya
4 tahun, 6 tahun, 12 tahun, dst (SD,
SMP, SMA, Universitas). Penabung
harus menyetor setiap waktu tertentu
umumnya  bulanan,  setoran  bisa
dilakukan dengan setor tunai atau debit

rekening  tabungan, nasabah akan
mendapatkan bagi hasil atas simpanan
mi dan tidak dikenakan biaya
administrasi.  Jka  nasabah  tidak

mampu melanjutkan setoran sebelum
jatuh tempo karena musibah nasabah
tidak perlu khawatir karena tabungan
pendidikan  bank  syariah  dikover
asuransi syariah, sehingga jika terjadi
musibah pada nasabah (orang tuanya)

membeli barang dengan cicilan dapat

menggunakan layanan bank syariah
Pembiayaan Multjasa yaitu fasilitas
pembiayaan  dengan  menggunakan
skema sewa  (fjarah), angsuran
disesuaikan dengan kemampuan

nasabah yang telah disepakati sejak
awal sampai akhir masa pembiayaan
sehingga memberkan ketenangan dan
kepastan ~ jumlah  angsuran  bagi
nasabah. Dan juga jka nasabah ingin
menikah namun belum memiliki uang
yang cukup untuk acara dan resepsi
pernikahan serta rumah untuk hidup
bersama mempelai dapat mengajukan
layanan multjasa i

Transaksi online di bank
syariah, dapat menggunakan layanan
onlne  banking yang  membantu
nasabah  bisa mengakses rekening

melalui internet untuk mformasi saldo,
mutasi rekening, pembiayaan listrik,
sekolah anak dsb. Tabungan Haji yang
dikhususkan untuk para nasabah yang
ingin menunaikan ibadah haji atau
umrah, hampir sama dengan tabungan
biasa  namun  ditambah  dengan
beberapa persyaratan. Nasabah yang
tabungannya  sudah  cukup  akan
langsung didaftarkan oleh bank untuk
mendapatkan jatah kursi naik haji, bank
akan proaktif membantu mengurus
dokumen administrasi yang menjadi

persyaratan calon jamaah haji ke
Departemen ~ Agama  dan  akan
mendapatkan  perlindungan  asuransi

secara otomatis. Nasabah yang ingn
melakukan membuka safe deposit box,
bank syariah memiliki jasa
penyimpanan barang berharga yang
akan disimpan di dalam kotak baja
dengan ukuran yang bermacam, jasa ini
menggunakan sitem sewa safe deposit
box. Jika nasabah memerlukan uang

anak-anak tetap dapat Dbersekolah dalam waktu cepat dapat
dengan bak karena biaya pendidikan menggadaikan perhiasan dengan
sudah tersedia. Jika nasabah ingin memanfaatkan fasilitas gadai emas,
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yaitu layanan pijam uang jangka
pendek di bank syariah umumnya 2
bulan. Atas pinjaman tersebut nasabah
akan dikenakan biaya admunistrasi atas
penyimpanan barang anggunan
dikenakan biaya sewa.

Kartu kredt bank syariah
dapat digunakan untuk belanja dan
menark uang tunai pembayaran kepada
merchant akan dilakukan oleh bank
terlebih dahulu  kemudian ditagihkan

kepada  nasabah, nasabah dapat
membayar seluruhnya sekaligus atau
dengan  cara  mengangsur  setiap

bulannya. Maksimal satu tahun harus
sudah dilunasi, fasilitas tersebut akan

meminta biaya bulanan sebesar nilai

tertentu  sesuai dengan limit kartu
kredit. Menabung emas di bank syariah
dapat dilakukan dengan membuka

simpanan emas dimana nasabah yang
berniat investasi dalam emas dapat
membeli emas melalui bank syariah
dan menyimpannya di bank syariah
sehingga lebih aman, bank berkerja
sama dengan perusahaan PT Anecka
Tambang yang menerbitkan sertifikat
atas pembelian emas tersebut, nasabah
akan dikenakan biaya penyimpanan
dan biaya transaksi
pembelian/Penjualan  emas  tersebut.
Simpanan deposito bank syariah, yaitu
simpanan berjangka di bank syariah
untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan,
atau 12 bulan. Nasabah akan
mendapatkan bagi hasi atas layanan i
dan tidak dikenakan biaya administrasi,
bagi hasil deposito lebih tinggi
daripada tabungan biasa. Bank Syariah
juga menerima jasa penukaran uang.
Layanan Deposito Spesial Investment,
nasabah dapat menentukan dananya
akan dinvestasikan di proyek-proyek
apa saja yang dingnkannya misalnya
sektor perkebunan atau properti, atau

Tabungan gro  untuk  keperluan
perusahaan, dapat dilakukan dalam
mata uang rupiah atau USD, simpanan
mi  untuk mempermudah  transaksi
usaha dan admnistrasi keuangan, dapat
dicarrkan sewaktu-waktu menggunakan
cek, bilyet giro atau ATM. Pembiayaan
modal kerja disebut juga pembiayaan
investasi. Pembiayaan sewa equipment
untuk  pengusaha untuk  keperluan
membeli barang-barang usaha dapat
menggunakan  layanan sewa  beli
(yarah).

E. Hubungan Keuangan Syariah
Dengan Stabilitas Keuangan

Ketidakstabilan sistem
keuangan sangat berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
dan besamya biaya pemulihan ekonomi
khususnya sektor keuangan akibat
krisis. Oleh karena itu, stabilitas sistem
keuangan  wajib  dipelhara  untuk
menjamin kepentingan publik.

Stabilitas ~ keuangan  adalah
terhindarnya dari krisis atau instabilitas
keuangan. Stabilitas keuangan
merupakan salah satu fungsi utama dari
bank sentral modern, yang tidak kalah
pentingnya dengan stabilitas moneter.
Bank Indonesia bertanggung jawab
agar stabilitas keuangan di Indonesia
tercapai dan terpelhara dengan baik
dengan menjaga kestabilan nilai rupiah
melalui pemeliharaan kestabilan
moneter dan pengembangan stabilitas
sistem keuangan untuk pembangunan
nasional  jangka panjang  yang
berkesinambungan. Namun demikian,
secara lebih luas, tanggung jawab
untuk  memelihara  stabilitas  sistem
keuangan tersebut merupakan
tanggung-jawab bersama lembaga
terkait khususnya bank sentral, otoritas
pengawas dan pemerintah.

jka mmemiliki uang dolar dapat
membuka tabungan Deposito USD.
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Sistem  keuangan  Indonesia
relatif stabil dan diperkirakan akan
tetap dapat terpelihara pada tahun-
tahun mendatang. Namun demikian,
perlu diwasapadai beberapa
permasalahan yang dapat memberikan
tekanan  terhadap  stabilitas  sistem
keuangan baik yang bersumber dari
mternal seperti lambannya kemajuan
dalam proses peningkatan kualitas
kredit dan kinerja perbankan, maupun
yang  bersumber dari lingkungan
eksternal antara lain seperti melesunya
perekonomian dunia dan defisitnya
anggaran pemerintah akibat beratnya
beban untuk pembayaran  hutang
domestik dan luar negeri.

Stabilitas keuangan setiap tahun
dapat terpelihara. Artinya keberhasilan
kebijakan moneter dalam menstabilkan
nilai tukar dan meredam laju inflasi

mengalami  kemajuan  hal  tersebut
tercapai  melalui  kebjakan  mikro-
prudensial  mencakup  restrukturisasi
perbankan  termasuk  penyempurnaan
kerangka regulasi dan pengawasan
bank. Namun demikian, perlu
diwaspadai  beberapa aspek yang
berpotensi  mengganggu  ketahanan

sistem keuangan baik yang bersumber
dari  mternal  (endo-genous  risk)
maupun eksternal (exo-genous risk).

Melemahnya perekonomian
negara tujuan ekspor utama Indonesia
menjadi salah satu faktor pendorong
turunnya pertumbuhan ekspor. Sebagai
akibatnya, perusahaan eksportir
terutama yang dibiayai dengan kredit
perbankan  mengalami  peningkatan
risiko  keuangan  yang  kemudian
mengurangi  kemampuan  pemenuhan
kewajiban hutangnya pada perbankan.
Kondisi ni ditengarai ikut
memperburuk kualitas asset perbankan
dan sistem keuangan.

Kemudian, permasalahan fiskal
terutama beratnya beban pemerintah

untuk pembayaran hutang domestik

dan  luar negeri menekan laju
pertumbuhan ekonomi dan sektor riil
Hal mi berdampak negatif terhadap

portofolio kredit dan kinerja
perbankan.  Disamping itu, belum
tuntasnya penyelesaian  hutang luar
negeri sektor swasta selain
menghambat keleluasaan gerak
investasinya  juga menekan neraca
pembayaran yang dapat memicu krisis
hutang dan dapat membahayakan

stabilitas sistem keuangan.

Dalam kajian terhadap sistem
keuangan  digunakan suatu  sistem
deteksi yang mencakup pemantauan
dan analisis terhadap perkembangan
stabilitas perekonomian menggunakan
mdikator-indikator, antara lain:
Indikator ekonomi  makro-prudensial
meliputi besaran-besaran yang terkait
dengan pertumbuhan ekonomi, neraca
pembayaran, inflasi suku bunga dan
nilai tukar, contagion effect dan faktor
terkait lamnya. Sedangkan indikator
mikro-prudensial meliputi  rasio-rasio
yang terkat dengan Capital Adequacy,
Asset Quality, Management, Earnings,
Liquidity dan Sensitivity to Market
Risk (CAMELS).

Krisis moneter dan perbankan
sangat kompleks dan berbiaya sangat
mahal. Biaya fiskal yang terpaksa harus
dikeluarkan pemerintah untuk
merestrukturisasi ~ perbankan  sangat
besar yakni mencapai 51% dari PDB
tahunan. Krisis di Indonesia merupakan
yang terparah kedua dalam seperempat
abad terakhir setelah krisis Argentina
dengan biaya sebesar 55% dari PDB
tahunan. Krisis tersebut tidak hanya
berdampak buruk terhadap
perekonomian  nasional tetapi  juga
terhadap stabilitas sosial dan politk
Indonesia. Oleh karena itu perlu
diadakannya stabilisasi system
keuangan dengan basis syariah hal itu
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bertujuan untuk menciptakan lembaga
dan pasar keuangan yang stabil guna
menghindari terjadinya krisis keuangan

yang dapat menganggu tatanan
perekonomian nasional.

Fungsi menjaga stabilitas
keuangan dan mendorong stabilitas

sistem keuangan tersebut saling terkait
satu sama lan ibarat dua sisi mata
uang. Kedua fungsi tersebut diarahkan
untuk mencapai suatu tujuan akhir
yang sama, Yyaitu menjaga stabilitas
harga.

Stabilitas sistem
sangat  tergantung pada kesehatan
lembaga keuangan khususnya
perbankan yang mendominasi sistem
keuangan. Hal i tentunya sangat
ditentukan oleh efektivitas pengawasan
bank. Untuk itu mutlk diperlukan
otoritas pengawas yang independen dan
kompeten yang mampu menilai risiko-
risiko  bank secara efektif dan
melakukan tindakan pencegahan dan
koreksi secara cepat atas permasalahan
yang dihadapi bank.

Untuk mewujudkan  stabilitas
sistem keuangan diperlukan kerjasama
dan koordinasi yang efektif antara
lembaga terkait. Untuk itu diperlukan
kerangka  hukum yang  mengatur
tanggung-jawab masing-masing
lembaga secara jelas. Lebih penting
lagi adalah komitmen dari masing-
masing lembaga terkait untuk bekerja
sama dalam mewujudkan stabilitas
sistem keuangan tersebut. Disamping
itu, dengan pengawasan dan penegakan
hukum yang lebih efektif, diharapkan
kesadaran pelaku pasar khususnya dan
masyarakat umumnya akan semakin
tumbuh untuk melaksanakan peranan

keuangan

fiskal Indonesia relatif aman. Rasio
utang terhadap PDB menurun dari
88,4% per Juni 2002 menjadi 70.4%
per  Desember 2002. Meskipun
demikian, rasio utang Indonesia
tersesbut masth jauh lebih besar
dibandingkan  dengan rasio  utang
negara-negara lain seperti Argentina
(49,4%), Meksiko (69,1%) dan Turki
(54,2%) sebelum negara-negara
tersebut mengalami krisis keuangan.
Salah  satu  faktor  yang
berpotensi  memberatkan  keuangan
negara di  masa depan adalah
pembiayaan  kembali surat  hutang
domestik pemerintah (refinancing risk).
Selam  itu adanya  defisit
anggaran yang dapat mengganggu
kemampuan pembayaran pemerintah
terhadap bunga dan pokok obligasi
negara (rekap). Pada waktu mendatang,
perdagangan obligasi rekap diharapkan
dapat lebih bergairah. Jika perdagangan
obligasi lesu, sistem keuangan hanya
mengandalkan pinjaman dari  Bank
Indonesia apabila kekurangan
likuiditas. Seharusnya Bank Indonesia
hanya berperan sebagai lender of the
last resort. Oleh karena itu, diharapkan
minat investor-investor asing ke pasar
modal  Indonesia  juga  semakin
meningkat. Dengan demikian, pasar
obligasi dapat menjadi alternatif lain

bagi perbankan dalam  memenuhi
likuiditasnya. Kondisi tersebut akan
mengurangi nstabilitas sistem

keuangan akibat tekanan likuiditas.
Kemampuan Pemerintah untuk
pembayaran pokok dan bunga dari
obligasi rekap tersebut merupakan
aspek  penting untuk diperhatikan.
Obligasi yang dijual dengan diskonto

secara bertanggung-jawab. besar pada dasamya mencerminkan
Keuangan Pemerintah kurangnya  kredbiltas =~ Pemermtah.
Hasil kajian Bank Indonesia Kemampuan dan ketepatan
terhadap  ketahanan fiskal jangka pembayaran bunga dan pokok pada
menengah menujukkan bahwa kondisi saat jatuh tempo diharapkan dapat
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meningkatkan  harga
tersebut dimasa datang,
Oleh karena

obligasi rekap

itu Pemermtah

sangat berpangku pada fiskal yang
mana  apabila  pemerintah  tidak
menerapkan pengelolaan fiskal yang
lebih disiplin dalam upaya
meningkatkan pendapatan dapat
menyebabkan defisit fiskal sehingga
terjadi krisis akibat hutang

berkepanjangan pada perbankan.

F. Kebijakan Dan Sistem M onitor
Syariah

Bank Indonesia bertugas untuk
menggapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Seperti yang tercantum
dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7
tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan
kestabilan nilai rupiah antara lain
adalah kestabilan terhadap harga-harga
barang dan jasa yang tercermin pada
menurunnya  tingkat  inflasi  Untuk
mencapai tujuan tersebut, sejak tahun
2005 Bank Indonesia menerapkan
kerangka kebijakan moneter dengan
mengurangi  tingkat inflasi  sebagai
sasaran utama kebijakan moneter (De
Inflatio Targeting Framework) dengan
menganut sistem stabilitasi nilai tukar
mata uang rupiah terhadap mata uang
asing. Dengan stabinya nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing akan
memperluas gerak ruang mnvestasi oleh

asing karena meningkatnya
kepercayaan investor asing terhadap
Rupiah sehingga asing akan

mempertimbangkan dalam pemberian
bunga floating (harapan menurunnya
nilai bunga floating ada karena investor
bermaksud menginvestasikan asetnya
dalam jumlah besar) dan new loan
commitment tidak mengalami
persoalan dan tanda tanya besar untuk

mencapai stabilitas harga dan sistem
keuangan. Oleh karenanya, Bank
Indonesia harus menjalankan kebijakan
nilai tukar untuk mengurangi volatilitas
nilai tukar yang berlebihan..

Dalam pelaksanaannya, Bank
Indonesia memiliki kewenangan untuk
melakukan kebijakan moneter melalui
penetapan  sasaran-sasaran ~ moneter
(seperti uang beredar atau suku bunga)
dengan twuan utama menekan laju
mnflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Secara operasional,
pengendalian sasaran-sasaran moneter
tersebut menggunakan mstrumen-
instrumen syariah seperti yang telah
dijelaskan pada poin Produk Dan
Layanan Bersama Antar Lembaga
Keuangan Syariah bagian Layanan-
layanan yang disediakan oleh Bank
Syariah di atas, selan itu pemerintah
harus mengurangi pengadaan pasar
uang baik rupiah maupun valuta asing,
penetapan tingkat diskonto yang rendah
pada pokok dan bunga obligasi
domestikk dan luar negeri, penetapan
cadangan wajb mmimum yang tidak
boleh  kurang dari  13%, dan
peningkatan kredit atau pembiayaan
pada proyek-proyek yang berpotensi
bagus untuk perkembangan
pertumbuhan proyek tersebut (potensial
debitur).

G. Pengembangan
Penunjang Industri
Keuangan Syariah

Bank islhm  populer  di
indonesia, resmi pada tanggal 2 Juli

2007.  Sistem perbankan  syariah

mengutamakan modernitas, transparan,

adili dan beretka, mengedepankan
kebersamaan dan kemitraan. Bank

Syariah dikenal juga dengan nama

Bank bagi hasil

Lembaga
Jasa

bangsa Indonesia. Peran kestabilan Seluruh  bank  syariah  di
nilai tukar sangat penting dalam indonesia sampai dengan tahun 2009
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terdiri dari 6 Bank Umum Syariah, 25
Unit Usaha Syariah, 139 Bank
Perkreditan Rakyat Syariah dan 1805

kantor cabang bank konvensional
menyediakan layanan syariah (office
channeling).

Layanan i dapat ditemukan
antara lain dii Bank Syariah Mandiri,
Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega
Syariah, Bank BRI Syariah, Bank
Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah,
BNI Syariah, BTN Syariah, CIMB
Niaga  Syariah, Bank  Danamon
Syariah, BII Syariah, HSBC Amanah,
Permata Bank Syariah, Bank DKI

Syariah, Bank  Ekspor Indonesia
Syariah, BTPN Syariah,  Bank
Sinarmas Syariah, OCBC-NISP

Syariah, BPD Syariah, BPR Syariah.
SIMPULAN

Perkembangan kegiatan perekonomian
syariah tidak terlepas dari
permasalahan, pemerintah belum
sepenuhnya mengakomodasi
operasional-operasional kegiatan
perekonomian secara syariah.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia
yang belum banyak terbuka untuk
perekonomian  syariah. Ketersediaan
mfrastruktur  yang menunjang  bisnis

syariah belum memadai. Dan
keterbatasan teknologi yang menunjang
bisnis syariah belum banyak

berkembang. Sukuk yang tidak lain

DAFTAR RUJUKAN

Ascarya, 2011. The Persistence of Low
Profit  and  Loss  Sharing
Financing in Islamic Banking:
The Case of Indonesiareview of

adalah Surat Berharga Syariah Negara
yang menjadi instrumen akad kegiatan
syariah sudah sangat berkembang.
Harus ada sosialisasi yang besar untuk
itu agar masyarakat secara luas dapat
memanfaatkan dan merasakan hasinya.
Perlunya  kekuatan  hukum  yang
menunjang bagi kegiatan bisnis syariah
mi, seperti persoalan BMT (Baitul Mal
wa Tamwil) agar diberi keleluasan bagi
pihak BMT yang tidak mendapatkan

perlakuan yang adil dari nasabah.
Dalam arti nasabah harus tetap
memiliki kemngmnan untuk

menyelesaikkan persoalan secara sportif
agar pemerintah tidak perlu membuat
peraturan yang terlalu ketat bagi
lembaga keuangan tersebut (BMT).
Perekonomian di Negara Indonesia
akan stabil jka stabilitas harga jangka
panjang telah dicapai, hal tersebut
dapat dilakukan jika harmonisasi sektor
keuangan dan sektor ril perekonomian

tercipta, Negara telah  mengatasi
masalah decoupling dan  telah
mengurangi  volatilitas  nilai  tukar
rupiah terhadap mata uang asing

Perkembangan BMT (Baitul Maal wat
Tamwil) tumbuh rata-rata dari sisi aset
dalam kisaran 35% - 40%, financing to
deposit ratio (dana yang disalurkan)
telah  mencapai  100%. Hal i
membuktikan bahwa LKMS dapat
diterima  oleh  masyarakat sebagai
lembaga yang dapat memberdayakan.

Ascarya dan Yumanita, Diana,
2010,Determinan dan Persistensi
Margin Perbankan Konvensional
dan Syariah di Indonesia working
paper series No.WP/10/04. Pusat

Indonesian economic and Pendidikan dan Studi
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economic research center.
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Peranan Pemerintah dalam Kelembagaan Al — Hisbah Sektor Riil
di Era Perekonomian Modern

Ahmad Makhtum
Imam Mukhlis
Magister Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Unair Surabaya
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Email : ahmad.makhtum@gmail.com; imam.mukhlis.fe@um.ac.id

Abstrak: Pasar merupakan salah satu

pusat aktivitas ekonomi riill masyarakat.

Namun aktivitas di pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi banyak terjadi berbagai
penyimpangan. Al-Hisbah merupakan salah satu kelembagaan yang menjadi salah
satu aktivitas dalam Ekonomi Islam dalam mewujudkan perekonomian masyarakat
yang adil. Aktivitas Al-Hisbah secara informal secara khusus dimulai sejak zaman
Rasulullah dan menjadi formal secara kelembagaan pada zaman kekhalifahan
sahabat. Meski perekonomian telah berkembang pesat dengan aktivitas ekonomi
yang kompleks, namun kelembagaan yang serupa dengan Al-Hisbah sebagai
peranan pemerintah dalam aktifitas ekonomi riil masyarakat akan membantu
mewujudkan peranan perekonomian yang berkeadilan bagi semua masyarakat dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan secara umum.

Kata Kunci : Pasar, Al-Hisbah, Keadilan

Perekonomian modern memilki ciri
yaitu pola ekonomi yang semakin
kompleks dan terus  berkembang
merambah ke segala bidang. Selain itu
movasi produk juga terjadi pada
berbagai sektor ekonomi bak pada
sektor industri perdagangan hingga
pada sektor jasa. Inovasi yang terus
berkembang  tersebut  salah  satu
sebabnya berasal dari perkembangan
teknologi.  Perkembangan  teknologi
tersebut secara teori akan berbanding
lurus dengan perkembangan
perekonomian di suatu negara. Bukti
tersebut bisa kemudian berkaca kepada
negara-negara maju  yang memiliki
latar belakang teknologi maju seperti ;

perekonomian tentunya berimbas
kepada sektor kehidupan masyarakat.
Masyarakat semakin mudah mengakses

berbagai kebutuhan sehingga secara
umum perkembangan berbagai sektor
dalam perekonomian tersebut

seharusnya meningkatkan taraf hidup
masyarakat.  Selain  itu  indikator
kesejahteraan dalam kaitannya
ketersediaan barang dasar pemenuhan
kebutuhan pada aspek kualitas dan
kuantitas seyogyanya pula bergerak
positif searah dengan kemajuan dan
perkembangan perekonomian. Namun
yang terjadi masyarakat tidak jarang
mengalami  berbagai  permasalahan
ekonomi yang sebenarnya bisa segera

Amerka Serikat, Jerman, Jepang, teratasi dengan berbagai perkembangan
hingga pada Korea Selatan. dan novasi saat ini. Masyarakat seakan
Pengaruh  kemajuan  movasi saat ini terus dihantui dengan berbagai
dalam  berbagai  bidang  dalam permasalahan dalam sektor komoditas
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pemenuhan kebutuhan yang
sebenarnya justru merugikan baik dari
sisi konsumen dan produsen.

Pada dasamya perekonomian
modern saat ni memang
berkonsekuensi cenderung melahirkan
persaingan  antara  banyak  pihak.
Namun hal tersebut  bukan berarti
menjadikan rasionalisasi untuk
membuat pihak yang lain merugi

Persaingan pada perekonomian modern
seyogyanya mengantarkan movasi dan
kreasi dalam peningkatan kualitas dan
kuantitas produksi Salah satu bentuk

penyimpangan  persaingan  beberapa
waktu yang lalu  yang sempat
mengundang  perhatian ~ masyarakat

dimana salah satu produsen minuman
yang telah memilki merk ternama di
masyarakat melakukan perilaku
penyimpangan pemasaran  dengan
meminta agen dan kios di pasar yang
menginginkan untuk menjual produk
minuman agar tidak memajang dan
menjual produk sejenis yang lain.
Meski kemudian pengadilan
memutuskan bersalah dan denda pada
perusahaan tersebut, namun seharusnya
perusahaan tersebut tidak melakukan
cara  pemasaran  tersebut  apalagi
dilakukan oleh perusahaan yang sudah
domman di pasar.

Pada permasalahan yang lain
juga terdapat pada permasalahan susu
formula mmpor yang tercemar zat kimia
berbahaya sehingga tidak baik bagi
kesehatan balita pada beberapa waktu
yang lalu. Pada kasus tersebut
kementerian kesehatan beserta pihak
terkait bahkan mengeluarkan
rekomendasi daftar list susu formula
yang berbahaya bagi kesehatan balita.
Kasus tersebut tentunya merugikan
banyak pihak dimana merugikan tidak

mengkonsumsi susu  formula. Namun
kerugian juga dialami pula beberapa
produsen susu formula sejenis yang

sempat mengalami penurunan
penjualan  susu  formula  sebagai
terdampak isu tersebut.

Pada masalah yang sama

beberapa waktu yang lalu kembali
terjadi  kasus yang mencengangkan
dimana beredarnya vaksin palsu yang
beredar di masyarakat. Beredarnya
vaksin palsu tersebut hingga merambah
banyak rumah sakit di beberapa kota
hingga pada rumah sakit besar yang
telah memilki pasien dalam jumlah
besar. Vaksin tersebut diproduksi
secara 1legal dan jelas merugkan
masyarakat sehingga kementerian
kesehatan dan kepolisian harus bekerja
ekstra dikarenakan peredarannnya telah
meluas. Meski demikian pihak rumah
sakit tetap menjadi pihak yang
bertanggung ~ jawab baik telah
mengetahui  maupun  belum  bahwa
vaksin yang digunakan adalah vaksin
palsu. Kasus ini menguras perhatian
banyak pihak diperparah karena vaksin
palsu mi telah digunakan sejak
bertahun-tahun lamanya dan bisa jadi
telah  digunakan beberapa generasi
Kasus tersebut tentunya mengundang
reaksi keras dari masyarakat dimana
bahkan di salah satu rumah sakit
masyarakat berbondong-bondong
datang untuk menuntut pertanggung
jawaban rumah sakit tersebut. Pada
kasus  tersebut  jelas = merugikan
masyarakat dimana apalagi sebelumnya
juga telah marak pada kasus obat-

obatan yang telah dalam wupaya
diberantas yang sampai saat ini
masyarakat belum mendapatkan

ketenangan dalam mengkonsumsi obat-
obatan.

hanya  bagi  masyarakat  sebagai Berbagai penyimpangan pada
konsumen terutama bagi balita yang pengelolaan produk  makanan  di
terdampak kesehatan setelah Indonesia juga masih memadi titk
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lemah yang tidak luput dari kasus-
kasus yang dilakukan pihak-pihak tidak
bertanggung  jawab. Kasus pada
makanan  tersebut bahkan muncul
seakan bersifat periodik dimana guna

mendapatkan keuntungan pihak-pihak
yang turut ambil bagian dalam
distribusi makanan melakukan

kecurangan dalam penjualan makanan

yang telah kadaluarsa. Salah satunya
penjualan  makanan  yang  telah
kadaluarsa terkadang mash ditemui

secara periodik seperti menjelang hari
raya dan bahkan tidak jarang ada pada
toko-toko penjual makanan kemasan
yang telah memilki nama baik di
masyarakat.

Berbagai kasus
membuktkan bahwa sektor pasar
barang dan jasa menjadi sektor
ekonomi dominan masyarakat sebagai
konsumen guna mendapatkan berbagai
komoditas kebutuhan. Namun
terkadang sektor ini menjadi titk
lemah berbagai penympangan oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab
dengan mengambil keuntungan dari
berbagai kesempatan. Selain  kasus
yang telah dijjabarkan terdapat juga
berbagai bentuk penyimpangan dimana
salah satunya permainan harga yang
dilakukan segelintir masyarakat.
Padahal di Indonesia berbagai bentuk
kecurangan dimana sebenanrnya telah

tersebut

memilki payung hukum dan sanksi
guna  menanggulanginya.  Selain  itu
pada barang-barang vital kebutuhan

seharthari di Indonesia masih sangat
rentan terhadap  penimbunan yang
menyebabkan  keuntungan  segelintir
pihak dan justru merugikan masyarakat
umum. Pada kasus dan komoditas
tertentu  pemerintah  telah  berupaya
mengendalikan ~ barang-barang  vital
kebutuhan masyarakat lewat kebijakan-

sektor pasar barang dan jasa seakan
menjadi  rutnitas  yang  merugikan
masyarakat yang dilakukan segelintir
pihak yang tidak bertanggung jawab

yang tidak jarang dilakukan oleh
oknum pemerintah.
Jika membahas mengenai

kasus-kasus dalam sektor barang dan
jasa yang merupakan basis sektor riil di

Indonesia  nampaknya  tidak ada
habisnya. Salah satunya kasus yang
masih lekang dalam ingatan adalah

kasus skandal import sapi yang
melbatkan oknum dewan, dan bahkan
yang terbaru kasus import gula untuk
salah  satu  provinsi yang juga
melbatkan  oknum  dewan  yang
sebenarnya tidak memiliki wewenang
langsung dalam import gula sehingga
dugaannya kasus tersebut merupakan
terindikasi penyalahgunaan wewenang.
Berbagai kasus penyimpangan dalam
sektor ~ pasar barang dan jasa
merupakan indikasi Indonesia masih
memiliki banyak titk lemah dalam
sektor barang dan jasa.

Jika kemudian tanggung jawab
diimpahkan tunggal ada kementerian
perdagangan bukan merupakan hal
yang serta merta bukan merupakan
kesalahan. Namun permasalahan pelik
pada sektor barang dan jasa tersebut

bukan merupakan pertanggung
jawaban tunggal pada kementerian
perdagangan.  Sebenarnya  berbagai
lembaga di Indonesia telah

mengakomodasi berbagai potensi titik
lemah pada sektor pasar barang dan
jasa, namun dampaknya bagi
masyarakat belum dirasa optimal. Oleh
karena itu pemerintah memerlukan
tidak hanya penindakan ketika terjadi
berbagai pelanggaran, upaya preventif
dalam pencegahan juga perlu terbentuk
pada sektor pasar barang dan jasa

kebijakan khusus seperti operasi pasar. sehingga tercipta sistem yang tidak
Namun peristiwa titk lemah dalam hanya menguntungkan namun juga
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berkeadilan
masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di
atas, menunjukkan pentingnya sebuah

dalam perekoniman

pasar  dalam  menjaga  stabilitas
kehidupan umat. Sebagaimana
diketahui pasar merupakan sebuah

institusi  yang mempertemukan penjual
dan pembeli dalam menentukan harga
dan jumlah barang. Pasar yang ‘ideal
tentunya pasar yang dapat menjamin
keadilan dan kemaslahatan orang-orang
yang terlibat didalamnya. Oleh karena
itu dibutuhkan kelembagaan ekonomi
sebagai peranan pemerintah dalam
sektor ril di era perekonomian modern
di Indonesia.

METODE

Kajian peneltian i  menggunakan
pendekatan metodologi deskriptif yang
berasal dari kajian berbagai fakta
empirk dengan berbagai landasan teori
dan pustaka dari berbagai literatur
mengenal peranan al-hisbah di masa
lalu. Peranan al-hisbah dalam konteks
kekinian dalam perekonomian modern
yang dipandang menjadi tolak ukur
dalam menutupi berbagai kelemahan
yang muncul pada sektor pasar barang
dan jasa termasuk dalam tuang lingkup
kajian penelitian mi. Selain itu sebagai
upaya bentuk penyempurnaan berbagai
kebijjakan pemerintah Indonesia yang
sebenarnya telah memilki berbagai
upaya  kebijakan  guna  menutupi
berbagai titik lemah dalam sektor pasar
barang dan jasa. Namun berbagai
penyimpangan, pelanggaran yang
dilakukan  berbagai  pihak  dalam
mengambil keuntungan dan merugikan
masyarakat umum masith  banyak
terjadi.  Untuk memperdalam kajian
dalam penelitian mni dilakukan
pendalaman terhadap berbagai pustaka
dan literatur yang berkaitan dengan

kelembagaan al-hisbah dalam
perekonomian.

PEMBAHASAN
Ekonomi islam memilki ciri utama
mewujudkan terciptanya keadilan
berbagai pihak yang terlbat dalam

berbagai aktifitas ekonomi. Berbagai
aktiftas ekonomi dilaksanakan dalam
rangka  mewujudkan  kesejahteraan
tidak hanya bagi segelintr pihak,
namun kesejahteraan dan keadilan
secara umum. Oleh karena itu makna
kesejahteraan  dalam  perekonomian
islhm  adalah  berlakunya keadilan

secara umum dari berbagai komponen

dan  strumen ekonomi  sehingga
tewyjud apa yang dmamakan falah
(kemenangan) (Karim, 2008). Selain
itu  guna mewuyjudkan  keadilan
ekonomi, islam memiliki cara
pandangnya tersendiri sehingga tidak
cenderung kepada perekonomian yang
beraliran liberalisme maupun
sosialisme.

Bentuk tersendiri yang dimiliki
ekonomi islam melahrkan berbagai
sudut pandang  pendapat  yang
menyatakan bahwa ekonomi islam
cenderung condong kepada
pemahaman ekonomi liberalisme
sebagaimana cara pandang ekonomi
isliam pada mstrumen pasar. Pada sisi
yang lain ekonomi islam dianggap juga
cenderung condong bersifat sosialisme
sebagaimana cara pandang distribusi
termasuk  pada  aspek  distribusi
pendapatan. Jika berhadapan dengan
hal yang demikian tentunya akan dapat
ditemui bahwa bentuk ekonomi islam

sebenarnya berbasis pada nilai-nilai
yang terkandung dalam  berbagai
hukum dalam ayat Al-Qur’an dan

Hadist termasuk dalam cara pandang
aspek maslahah atau secara sederhana
tercapainya  kebermanfaatan  kepada
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seluruh manusia (Karim, 2012: 317).
Dasar nilai ekonomi islam yang terus
dipertahankan ~ dan  bahkan  jika
ditelusuri lahirnya basis nilai tersebut
akan di dapati dasar nilai tersebut
terlahir lebth dahulu daripada sistem
nilai yang ada pada dua kutub ekonomi
liberalisme dan sosialisme.

Aspek keadilan dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
secara umum salah satunya ada dalam
penyelenggaraan  pasar  (Sugiyanto,
2007). Bentuk dan makna pasar sendiri
telah berkembang sejak dulu. Pada satu
konteks pasar bahkan bisa diartikan
sebagai tempat interaksi pemenuhan
kebutuhan  manusia  sehingga  bisa
disimpulkan bahwa keberadaan pasar

sendiri sudah ada dalam peradaban
manusia  yang  telah  melakukan
mteraksi  sosial untuk  pemenuhan

kebutuhannya. Maka tidak heran salah
satu esensi keberadaan pasar adalah
bahwa di pasar akan selalu terjadi
konsentrasi aktifitas pemenuhan
kebutuhan manusia. Oleh karena itu
kedudukan pasar sendiri selalu sangat
erat dengan aktifitas manusia  sebagai
makhluk  sosial dan juga sebagai
makhluk  yang  memilki berbagai
kebutuhan.

Bentuk pasar
peradaban  manusia
peradaban manusia berkembang.
Bentuk pasar dimulai dari adanya
aktifitas dengan interaksi bertatap
muka langsung hingga saat ini pasar
yang di  dalamnya tidak perlu
melakukan aktifitas tatap muka secara
langsung. Berbagai perubahan bentuk
tersebut membuktikan bahwa
perubahan peradaban manusia akan
tetap ~menempatkan pasar sebagai
tempat  penting dalam  aktifitas
pemenuhan kebutuhan manusia.

Pemenuhan  kebutuhan  yang
adil dalam akses terhadap pasar

sejalan dengan
bahkan sejak

tentunya merupakan salah satu indikasi
keberhasilan ~ sebuah  pasar  yang
berjalan sebagaimana mestinya. Oleh
karena itu perlu adanya nilai tertentu
yang berlaku di pasar sehingga pasar
bisa melakukan fungsinya sebagaimana
mestinya sehingga mampu
mewujudkan keadilan dalam aktivitas
ekonomi di pasar. Ajaran islam sebagai
nilai yang komprehensif sendiri sudah
menjelaskan  dengan adanya transfer
kekayaan yang dilakukan harus dalam
keadaan saling ridho. Kemudian juga
akan adanya larangan melanggar nilai-
nilai ajaran islam sehingga sekan-akan
menjual ayat dengan harga rendah.
Dalam hal mni Alah SWT
berfirman yang artinya sebagai berikut

“.....dan berimanlah kamu kepada apa
yang telah aku turunkan (Al Quran)
yang membenarkan apa yang ada
padamu (Taurat), dan janganlah kamu
menjadi orang yang pertama kafir
kepadanya, dan janganlah kamu
menukarkan  ayat-ayat-Ku  dengan
harga yang rendah, dan hanya kepada
Akulah kamu harus bertakwa”.
(O.S Al-Bagarah: 41)
Pada ayat tersebut dijelaskan
bahwa  terdapat makna  larangan
menjual ayat-ayat Allah dengan harga
rendah. Jika konteks tersebut dikaitkan
dengan  mekanisme  pasar betapa
banyak para pelaku pasar yang ketika
di pasar seakan akan terus menerus
melakukan  cara apapun  untuk
mendapatkan  keuntungan.  Nilai-nilai
terutama berkaitan dengan ayat Allah
memiliki harga yang rendah dibanding
dengan keuntungan yang dikejar secara
maksmial. Padahal ketika jual beli
terdapat mteraksi tentang kesepakatan
dua belah pihak lewat interaksi di
dalamnya. Secara lebih lanjut lagi
bahwa dalam jual beli juga dibutuhkan
adanya nilai yang menjadi dasar dua
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belah pihak yang berinteraksi seperti
tidak boleh ada kedhaliman, penipuan,
pemaksaan dan halhal lain yang
merugikan kedua pihak. Jika hal
tersebut terjadi bukan tidak mungkin
pemenuhan kebutuhan yang ada di
pasar tidak bisa terjadi secara efisien
dan efektif.

Keberadaan pasar dinilai
sebagai sesuatu hal yang penting dalam
peranan  kesejahteraan ~ masyarakat
terutama  dalam  hal = pemenuhan
kebutuhan ~ masyarakat.  Kebutuhan
masyarakat dalam tentunya bukan
hanya  tentang  kebutuhan  secara
material belaka namun lebih daripada
itu. Secara lebih komprehensif pasar
merupakan salah satu tempat dalam
pemenuhan Maqosid Syariah terutama
tentang bagaimana Maslahah terpenuhi
sebagaimana yang disebutkan
maslahah dharuriyah yang
dikemukakan As-Syatibi .

Dikemukakan pula oleh Prof
Ismaill Nawawi Ula dalam bukunya
Filsafat Ekonomi Islam (2012:328)
“.Setiap anggota masyarakat selalu
mendambakan adanya ketentraman

dan keseimbangan dalam
kehidupan, semua keinginan
manusia  dalam  kehidupannya,

termasuk di dalamnya keinginan
manusia di dalamnya keinginan
manusia di dalam keinginan untuk
hidup tentram, dapat diwujudkan
apabila ada instrumen yang mampu
mewujudkan  keinginan tersebut.
Salah satu instrumen yang di
pandang dapat mewujudkan
ketentraman itu adalah transaksi
perdagangan yang dilakukan atas
dasar kejujuran serta terhindar dari
penipuan dan kecurangan seperti
pengurangan ukuran, takaran dan
timbangan.”
Berdasarkan penjelasan tersebut

bahwa salah satu tempat terjadinya

mstrumen  transaksi  yang  memiliki
mekanismenya sendiri adalah yang
terjadi di pasar. Rasulullah Muhammad
SAW telah banyak mencontohkan
bagaimana melakukan transaksi di
pasar beserta etkka di dalamnya.
Aktivitas Rasulullah Muhammad SAW
membuktikan bahwa dengan bekal
kejuyjurannya  Rasulullah membuktikan
kesuksesannya  dalam  perdagangan.
Allah  SWT sendiri telah banyak
mencontohkan ~ bagaimana  celakanya
orang-orang yang berlaku curang. Hal
tersebut sebagaimana tertera dalam Q.S
Al-Muhaffifin, Surat At-Takatsur dan
berbagai ayat lannya dalam Al-Qur’an.
Bahkan umat terdahulu tertimpa adzab
dengan dimusnahakan kaumnya
disebabkan oleh menolak ajaran tauhid
dan berlaku curang dimana yang terjadi
pada kaum nabi Syuaib yaitu kaum
Madyan. Allah SWT berfirman yang
artinya :

> dan kepada (penduduk) Mad-yan
(kami utus) saudara mereka, Syu'ab. ia
berkata: "Hai kaumku, sembahlah
Allah, sekal-kali tiada Tuhan bagimu
selain Dia. dan janganlah kamu kurangi
takaran dan timbangan, Sesungguhnya
aku melhat kamu dalam Keadaan yang
bakk (mampu) dan Sesungguhnya aku
khawatir terhadapmu akan azab hari

yang membinasakan (kiamat)." (Q.S;
Hud 85).
Pentingnya  kejuyjuran  yang

membuat mekanisme barang di pasar
berjalan baik. Selam itu lewat esensi
pasar yang berperan sebagai tempat

mekanisme pertukaran dalam
pemenuhan  kebutuhan  diharapkan
berjalan baik. Mekanisme pasar yang
dijalankan  dalam  ekonomi  islam

tentunya memiliki dasar nilai tertentu
agar mewujudkan nilai keadilan.

Pada konteks era modern saat
mi  mewujudkan keadilan termasuk
dpasar sebagai salah satu pusat aktifitas
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ekonomi  memiliki
Perkembangan era
termasuk  dalam
seharusnya  semakin  relatif mudah
dalam menyediakan sebuah sistem
yang berkeadilan dalam mewujudkan
kesejahteraan umum. Namun sebagai

urgensi tersendiri.
teknologi  yang
sektor  ekonomi

salah  satu  pusat  perekonomian
termasuk  sebagai  pusat  mnteraksi
transaksi  kebutuhan manusia, pasar

khususnya terkait dengan sektor pasar
barang dan jasa  justru  masih
menampakkan titk lemah. Titk lemah
di pasar sendiri terutama sektor pasar
barang dan jasa yang selaln terkai
langsung dengan sektor ril kebutuhan
masyarakat berasal dari berbagai sebab
yang dimulai dari hulu yaitu pada
aspek produsen, distrbutor hingga
konsumen.  Berbagai  permasalahan
tersecbut mulai  dari  permasalahan
mternal pasar itu sendiri hingga pada
masalah eksternal pasar pada akhirnya
akan menyebabkan sektor ril ekonomi
terimbas pula. Oleh karena itu tidak
heran ketika di pasar kemudian akan
sangat mudah ditemui ketidakadilan
dan pasar hanya akan ramah pada
segelntir pihak. Pada tataran potensi
terjadinya  penyimpangan dan tidak
ramahnya pasar telah disinyalir sejak
zaman Rasulullah Muhammad
SAW,Dari Abu Hurairah r.a :

) ) S farily dadalis &) ) S sl
[olse ganea] sl
Artinya: Tempat yang paling dicintai
oleh Allah adalah mesjid, dan tempat
yvang paling dibenci Allah adalah
pasar." [Sahih Muslim]

Hadist tersebut bukan
menjelaskan  rasul tidak  menyukai
pasar, namun potensi penyimpangan
sosial yang besar menjadikan seseorang

mengkonsumsi  barang haram dan
berbagai peyimpangan lainnya.
Berbagai permasalahan pasar pada
bagian pendahuluan hanya segelintir
permasalahan yang ada dalam berbagai
permsalahan  pasar dimana termasuk
pula didalamnya permainan timbangan
yang ada sejak lama. Fokus masalh
pada sektor barang dan jasa sebagai
sektor ril ekonomi dalam ketersediaan
barang kebutuhan bagi masyarakat
secara umum akan ditemui di lapangan.
Selain itu permasalahan perlindungan
konsumen juga seakan masih banyak

ditemui. Sebagai cerminannya adalah
salah satu tayangan televisi yang
hampir setiap episode menayangkan

kecurangan yang dilakukan produsen
kepada hasil produksinya yang meliputi
produksi makanan, minuman, obat dan
berbagai produk lamnnya. Sekali lagi
berbagai fakta tersebut mencerminkan
kejujuran masih belum menjadi nilai
yang dijunjung tinggi di pasar barang
dan jasa sebagai sektor ril ekonomi
masyarakat. Padahal di masa lalu
sebenarnya rasul  sendiri  sudah
memberikan contoh sebagai salah satu
perlindungan  konsumen di  pasar
sebagaimana dalam sebuah riwayat:
Dari Abu Hurairah r.a; Ketika
Rasulullah melewati seorang penjual
makanan. Beliau tertarik ingin
membelinya. Beliau lalu memasukkan
tangannya ke tempat makanan tersebut
untuk memilihnya. Beliau terkejut
ketika tangannya merasakan makanan
yvang berada di bagian bawah ternyata
basah. Beliau bertanya mengapa
demikian. Pedagang itu menjawab
bahwa dagangannya tertimpa air
hujan. Beliau berkata sambil
emnunjukkan ketidaksukaannya,
“Mengapa engkau tidak meletakkkan
makanan yang basah itu di atas agar

bisa saja melakukan maysir, rtba, pembeli bisa melihatnya.” (H.R Ibnu
gharar, ikhtikar, dzolim, Majah)
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Riwayat tersebut  merupakan
indikasi  sangat menjunjung  tinggi
prinsip  kejujuran sehingga berbagai
permasalahan pasar bisa diatasi Oleh
karena itu ekonomi islam menyediakan
berbagai nilai yang konsisten dalam

mewujudkan keadilan sebagai upaya

perwujudan kesejahteraan bagi
masyarakat  secara umum. Pada
dasamya mekanisme yang terjadi pada
sektor berbagai  bentuk  pasar

sebenarnya tergantung bagaimana cara
pandang masyarakat dan nilai yang

terkandung di  masyarakat. Namun
realita  yang  terjadi  saat i
kecenderungan ~ masyarakat  seakan
menghilangkan nilai-nilai yang
terkandung dalam aktiftas ekonomi
termasuk yang terjadi di berbagai
sektor di pasar. Oleh karena itu

diperlukan sistem pasar terutama pada
sektor pasar barang dan jasa yang
berkeadilan bagi semua masyarakat dan
tidak hanya ramah pada segelintir
masyarakat.

Pada sektor moneter pemerintah
Indonesia  sebenarnya telah memiliki
kebijakan dan ototritas pada berbagai
lembaga terkait. Pada teori ekonomi
sejatinya sektor moneter dituntut untuk
berimbang pada sektor ril ekonomi
masyarakat yang tercermin pada pasar
barang dan jasa. Namun kelembagaan
pada fungsi dan perannya masing-
masing terkait sektor moneter di
Indonesia terkesan memiliki
kompleksitas titkk berat yang lebih
daripada pada sektor ril pada pasar
barang dan jasa yang notabene terkait
langsung kebutuhan masyarakat secara
umum.

Pada dasamya salah satu
urgensi keberadaaan pemerintah adalah
secara mendasar mengantarkan
masyarakat ~ menuju  kesejahteraan.

dimana  diletakkan dasamya serta
dijalankan pertama kali oleh Rasulullah
Muhammad SAW sebagai pembawa
risalah  islam di dunia. Keberadaan
Rasul  sebagai  pemimping  yang
membawa ajaran islam termasuk juga
di dalamnya beruyjuan membawa pada
kesejahteraan yang ditandai dengan
kebahagiaan di dunia melainkan di
akhirat. Oleh karena itu Allah yang
Maha Mengetahui apa yang terbak dan
harus dijalankan ~ manusia  guna
mendapatkan kebaikan di dunia dan di
akhirat lewat berbagai nilai yang
diturunkan.

Pada mulanya, guna
mewujudkan kebaikan dunia dan di
akhirat, Rasul melakukan apa yang
dilakukan oleh lembaga Al-hisbah yang
dikenal sebagai pertanggung jawaban
pada  sektor perekonomian  yang
dijalankan pemerintah. Cikal bakal al-

hisbah  berawal dari Rasul yang
memastkan ~ umatnya  menjalankan
segala  sesuatunya  berjalan  sesuai

dengan ajaran agama sehingga rasul
melakukan berbagai tindakan
sebagaimana ciri umat yang baik yaitu
menjalankan  “amar  ma’ruf  nahi
munkar”. Alhisbah pada dasamya
berada pada wilayah tersebut. Allah
SWT berfirman yang artinya :

S dan hendaklah ada di
antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yvang munkar, merekalah orang-orang
vang beruntung...”. (Q.s Ali Imron
104)

Berdasarkan ayat tersebut bisa
diuraikkan bahwa segala sesuatu yang
Ma'ruf adalah segala perbuatan yang
mendekatkan  kita  kepada  Allah.
Sedangkan ~ Munkar ialah  segala
perbuatan yang menjauhkan kita dari

Begitu juga keberadaan pemerintahan pada-Nya. Berdasarkan hal tersebut
yang berdasar pada ajaran islam secara perlahan mulai terbentuklah
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tanggung jawab pemerintahan dalam
menjalankan  apa yang  scharusnya
dilakukan oleh umat terbak pada
masanya. Peran amar ma’ruf nahi
munkar terwakili dengan kelembagaan
yang dibentuk pemerintah. Riwayat
peletak  landasan  Al-hisbah  dalam

historkkal ~pada  sektor  ekonomi
sebagaimana telah dpalaskan pada
riwayat  sebelumnya  ketika  Rasul
berjalan di pasar dan menemukan

penjual gandum yang mencampurkan
gandum yang telah basah. Pada waktu-
waktu berkutnya ciri cikal bakal al-
hisbah  mulai  banyak  dilakukan
masyarakat termasuk dalam sektor
perekonomian pada masa tersebut.

Rasulullah  Muhammad SAW
merupakan potret paling ideal seorang
pemimpin dalam segala sudut pandang
dan dalam berbagai perkembangan
zaman (Antonio, 2009:30). Rasulullah
pada masanya telah menyadari betapa
pentingnya peranan pasar terhadap
kebutthan ~ umatnya ~ pada  masa
tersebut. Pada riwayat yang lam juga
aktifnya rasul dalam pengawasan pasar
sebagai cikal bakal dalam al-hisbah:
Dari Abu Sa ‘id al-Sa‘idi semoga Allah
meridhainya bahwasannya Rasulullah
SAW mengunjungi pasar nabit untuk
melakukan pemantauan, kemudian
beliau bersabda: “ini tidak layak
dikatakan pasar” kemudian beliau
melakukan pematauan ke pasar yang
lain, kemudian bersabda: “ini tidak
layak dijadikan pasar”, kemudian
beliau melakukan pematauan ke pasar
vang lainnya lagi dan bersabda: “ini
layak dikatakan pasar, tidak boleh ada
pengurangan (timbangan atau takaran)
tidak juga dikenakan pajak atasnya”
(Hadis Riwayat Ibn Ma jah).

Pada riwayat yang lain sebagai
cikal bakal berbagai praktk dalam
kelembagaan Al-Hisbah pada aspek
perekonomian adalah dimana pada

masa Rasulullah, nabi mengangkat
Muhtasib (pengawas pasar). Adapun
pertama yang diangkat Nabi adalah
‘Umar ibn Khattab untuk pasar
Madmnah, dan Sa‘ld ibn al-‘As ibn
‘Umayyah untuk pasar Mekkah. Dapat
dikatakan bahwa kedudukan muhtasib
ketika itu setara dengan pejabat yang
diangkat Nabi untuk tugas lain seperti
panglima perang, amir, dan lain-lain.
Berawal dari ajaran islam  guna
mengantarkan umat terbaik
menjalankan  syariat yang kemudian
mendorong terbentuknya sistem yang
telah terbukti mengantarkan
masyarakat pada titk kesejahteraan
yang berkeadilan.

Peranan Al-hisbah mengalami
perkembangan meski pada awalnya
disebabkan semangat amar makruf nahi

munkar. Pada dasamya peranan Al-
Hisbah ada pada ruang lingkup
pengawasan  secara  individu atau
pribadi dan berada dalam dimensi

pengawasan secara horisontal terutama
pada ruang lingkup ekonomi Namun
kemudian prinsip dan konsep Al
Hisbah berkembang sebagai lembaga

pemerintah  yang memilki dimensi
dijalankan ~ aturan  syariat = pada
pemenuhan kebutuhan manusia oleh
semua  pihak.  Peranan  Al-hisbah

semakin  meningkat terutama pada
aspek ekonomi masyarakat pada masa
rasul dan para sahabat. Fokus Al
hisbah perlahan pada sektor ekonomi
terutama pada pasar dengan apa yang
dikenal saat i sebagai pasar barang
dan jasa dimana pada masa tersebut

perekonomian yang berlandaskan
ajaran islam masih dalam bentuk
sederhana.

Peran Al-Hisbah meski

kemudian relatif dikenal secara fokus
pada sektor ekonomi pada kala itu,
namun peran Al-Hisbah sangat vital
dalam perekonomian masyarakat. Pada
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tataran teknis peranan
fundamental ~Al-hisbah pada sektor
pasar  barang dan jasa  yang
menyangkut langsung pemenuhan
kebutuhan manusia. Pada masa pasca
wafatnya rasul dan pada masa
kekhalifahan ~ sahabat peranan Al
Hisbah kemudian  merepresentasikan
peran  pemerintah  dalam  sektor
ekonomi. Pada masa kekhalifahan
Umar bin Khattab bahkan Al-Hisbah
disebut-sebut memiliki peranan vital
dalam  mewujudkan  kesejahteraan
masyarakat pada masa tersebut. Berkut
ini peran Al-Hisbah pada masa Umar
bin Khattab seperti yang digambarkan
dalam Fikih Ekonomi Umar bin
Khattab (Al-Haritsi, 2014:591-618),

Al-Hisbah dalam kegiatan ekonomi:
Memastkan  dyjalankannya  aturan-
aturan kegiatan ekonomi: beberapa
syariat yang kemudian  berupaya
ditegakkan oleh AL-Hisbah antara lain:
Disyariatkannya ~ kegiatan ~ ekonomi
yang halal: fungsi ini dilakukan dalam
rangka prinsip dasar kegiatan ekonomi
yang memilki prinsip halal meliputi
komoditas yang bersifat halal, cara
memperoleh juga halal hingga pada
cara penggunan yang juga harus halal
atau mubah sesuai ketentuan syariat
islhm.  Menyempurnakan  pekerjaan:
Peranan i adalah sebagai fungsi
peranan Al-Hisbah sebagai representasi
pemerintah agar masyarakat produktif.

paling

Sebagaimana  rasul yang  sangat
menentang  kegiatan ~ meminta-minta
selama memilki kemampuan. Pada

riwayat yang lain juga rasul bahkan
pernah  menerapkan  metode-metode
tertentu agar masyarakat lebih berdaya.
Melawan penipuan: Peran i tentunya
sangat fundamental bagi menciptakan

heran kemudian masyarakat memiliki
semangat kejujuran dalam  aktifitas
ekonomi yang didukung oleh sistem
yang dibangun pada masa tersebut.
Tidak membahayakan orang lain: Peran
ni tentuya penting agar aktifitas
ekonomi yang dijalankan merupakan
aktiftas yang benar-benar sebagai
representasi  ajaran  islhm  yang
“rahmatan lil alamin”. Maka aktifitas
ekonomi pada masa tersebut dijjalankan
agar tidak saling menyakiti pihak-pihak
yang lain apalagi sebagai aktifitas yang
membahayakan orang lain. Sebenarnya
dalam kaitannya aktifitas ini juga akan
menjadi salah satu indikasi kehalalan
suatu aktifitas ekonomi.

Mewujudkan Keamanan dan
Ketentraman pada kehidupan
masyarakat. Fungsi mi merupakan
fungsi yang umum dpjalankan oleh
pemerintah sebagai representasi
kedaulatan rakyat di segala bidang.
Pada masa lalu peranan ini termasuk
dalam wilayah ruang lngkup Al
Hisbah. Pada konteks ekonomi, kedua
variabel Keamanan dan Ketentraman
yang termasuk dalam ruang lingkup
dimensi Al-Hisbah merupakan elemen
pentng dalam aktifitas perekonomian
terutama terkait dengan iklim investasi
Mengawasi keadan rakyat: Peranan
AL-Hisbah pada masa ini termasuk
dalam mengawasi kebutuhan
masyarakat. Representasi  peranan
pemerintah yang melindungi hidup dan
kebutuhan masyarakat dijalankan oleh
Al-Hisbah  sebagai ruang  lingkup
dimensi  wilayahnya. Bahkan pada
masa khalifah Umar bin Khattab tidak
jarang pula bagaimana fungsi dan
peranan i dilakukan langsung oleh
khalifah. Melarang orang membuat

sistem yang mendorong agar alran ar tanpa adanya kebutuhan.
masyarakat pada masa lalu untuk Maksud dari kalimat tersebut adalah
memupuk  kejujuran  dalam  aktifitas sebagai  kiasan  dimana  melarang
ekonomi. Pada masa tersebut tidak meminta-minta untuk memenuhi
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kekayaan bukan karena kebutuhan.
Masyarakat meski dituntut sebagai
masyarakat yang produktif, namun
menumpuk kekayaan merupakan hal
yang tidak dianjukan sama sekali
Konsep harta merupakan amanah
dijunjung tinggi pada masa ini
sehingga Al-Hisbah sangat berhati-hati
dan bahkan ajaran Islam sebenarnya
telah  memilki  sistem  distribusi
pendapatan seperti pada perintah zakat,
mfag, sedekah, waqaf, waris dan ajaran
islhm  lainnya. Menjaga kepentingan
umum:  kepentingan umum  tentunya
dijalankan Al-Hisbah dalam kaitannya
melindungi  kepentingan ~ masyarakat
secara umum. Prinsip  maslahah
diterapkan dalam representasi dari
kebjjakan  pemerintah pada masa
tersebut. Masyarakat meski didorong
untuk  memiliki produktifitas, namun
aktifitas masyarakat tersebut tentunya
agar tidak mengorbankan kepentingan
masyarakat secara luas. Mengatur
transaksi di pasar: Aktifitas ekonomi

tentunya secara umum dalam sudut
pandang nilai ajaran islam adalah
berupaya mendatangkan
kebermanfaatan dan mencegah hal

yang merusak. Peranan Al-Hisbah i
yang secara khusus banyak
diriwayatkan dalam banyak literatur.
Pengaturan di pasar yang dimaksud
bukan melakukan intervensi secara
total dari keadaan di pasar termasuk
dalam harga. Namun pengawasan

Al- Hisbah di Pasar

Kebebasan keluar masuk pasar: Pasar
merupakan salah satu pusat aktifitas
ekonomi yang dilakukan masyarakat.
Sebagai pusat ekonomi
kemasayarakatan, tentunya pasar
harusnya  bersifat ~ fleksibel ~ bagi
masyarakat baik dalam kedudukan
sebagai  produsen, distrbutor dan
konsumen. Peranan tersebut memiliki
hak dan kewajiban masing-masing
terutama bagalamana menjalankan nilai
ajaran islam termasuk di dalamnya
tidak saling mendholimi. Masyarakat
mendapatkan  kebebasan  melakukan
aktifitas dan transaksi di pasar selama
semua berjalan dengan baik dan sesuai
dengan nilai islam. Mengatur promosi
dan propoganda: promosi tentunya
merupakan salah satu elemen penting
dalam produksi Pada dasamya tidak
ada larangan dalam mempromosikan
hasil komoditas yang telah diproduksi

produsen. Pada  konteks menarik
pelanggan adalah hal yang wajar
namun promosi tersebut bertitk berat
harus sesuai dengan  keadaan
sebenarnya berbagai komoditas
tersebut. Jika tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya tentunya

merupakan indikasi buruk bagi tingkat
kepercayaan konsumen, produk barang
sejenis, atau bahkan pasar tersebut.
Oleh karena itu promosi termasuk
propoganda merupakan wilayah yang
juga berada dalam ruang lingkup Al

terhadap  persaingan usaha  guna Hisbah yang tidak kalah pentingnya.
menghindari  persaingan tidak sehat Larangan menimbun barang: Peranan
yang akan merugikan pasar. Peranan AL-Hisbah mi tentunya akan
Al-Hisbah secara khusus i lebih menentukan bagi tingkat kepercayaan
kepada pengawasan dan melakukan pada pasar. Perilaku ini tentunya akan
penindakan terhadap aktiftas yang dapat mempengaruhi tingkat
tidak sejalan dengan prinsip islam yang permintaan dan penawaran sehingga
diantaranya telah dielaskan dimana akan berdampak negatif  bagi
pasar sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat yang salah satunya akan
ekonomi. berdampak  pada  fluktuasi harga.

Fluktuasi harga yang berasal dari
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permainan  dalam  permintaan  dan
penawaran yang berasal dari
penimbunan barang cenderung sengaja
dimanfaatkan guna mendapatkan
keuntungan  beberapa  pihak  dan
merugikan lebth banyak pihak lainnya.
Perilaku tersebut bahkan cenderung
dilakukan pada era modern mni. Guna
mengantisipasi perilaku tersebut maka

AL-Hisbah memiliki peranan
mencegah penimbunan barang.
Mengatur ~ perantara  perdagangan:
perantara  perdagangan  merupakan
pihak yang pada kondisi tertentu

dibutuhkan pada arus barang di pasar
berasal dari produsen ke konsumen.

Pada masa ini kemudian dikenal
dengan  beberapa  istilah  seperti
distributor, agen, makelar dan berbagai
istlah  lannya.  Pengawasan  pada

perantara juga merupakan hal penting
agar dipastikan barang sesuai tujuan

dan terutama tidak ada perubahan
secara signifkan akan harga yang
disebabkan  pengambilan  keuntungan

sepihak yang merugikan pihak yang
lainnya yang biasanya dalam hal i
konsumen. Peranan ini merupakan
peranan yang juga dilakukan oleh Al
Hisbah. Pengawasan harga: Penentuan
harga  merupakan wewenang  dari
proses dan mekanisme secara alamiah
yang terjadi di pasar. Peranman Al-
Hisbah  sendiri untuk  memastikan
perubahan harga merupakan benar-
benar faktor alamiah dan tidak ada
unsur kesengajaan dimana disebabkan
oleh segelintr pihak di pasar yang
mengambil kesempatan dan merugikan
pihak yang lain. Pengawasan harga

sebagaimana yang dilakukan
peranannya di  Al-Hisbah  bukan
melakukan mtervensi langsung
terhadap  penentuan  harga  yang

merupakan hal yang dilarang dan rasul
juga tidak menentukannya. Al-Hisbah
memiliki ruang lingkup dalam

pengawasan harga untuk memastikan
semua elemen dan unsur penentu harga
merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi  harga  bukan faktor
pengambilan keuntungan sepihak dan
merugikan pithak yang lan. Oleh
karena itu kemudian fluktuasi harga
benar-benar disebabkan jumlah
komoditas yang juga fluktuasi atau
benar-benar faktor permintaan dan
penawaran.

Kelembagaan Al-Hisbah
tersebut menjadi representasi peran
pemerintah yang Dberpjak di atas
landasan nilai-nilai etika kebaikan serta
akan membentuk  polanya  dalam
terciptanya sebuah sistem. Peran yang
cukup kompleks tersebut bukan sebagai
representasi intervensi  pemerintah
secara total terehadap perekonomian
pada masa itu. Sebagai bukti bahwa
dalam beberapa riwayat dijelaskan
pada masa tersebut terdapat dorongan
dalam melakukan penetapan harga
komoditas (Chalil, 2001). Namun pada
beberapa kali pula pemerintah yang
diwakili pada masa Rasul dan para
sahabat dalam kesempatan menolak
menetapkan harga. Bentuk tersebut
menjelaskan bahwa prinsip nilai islam

tidak serta merta melakukan harta
sebagai  yang  dilakukan  dalam
perekonomian yang  berlandaskan
ajaran sosialisme.

Dewasa mi di Indonesia,
lembaga dengan peranan seperti Al
Hisbah tersebut telah ada pada

beberapa lembaga. Sebut saja Komite
Pengawasan dan Persaingan Usaha
(KPPU), Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), hingga
pada LPPOM-MUI (Lembaga
Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan
Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia).
Berbagai kelembagaan tersebut
sebenarnya telah memiliki peranan dan
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masing-masing  sebagaimana
amanat perangkat perundang-
undangan. Lembaga tersebut antara
lan memilki peran pada pengawasan
dan penindakan pada praktek bisnis
yang  dilakukan  produsen  yang
berpotensi merugkan praktek bisnis
produsen lainnya. Namun tindakan dan
perilaku tersebut terkesan hanya terjadi
dalam skala dan tingkatan nasional
yang luas sedangkan belum terdapat
sistem yang ada dalam skala yang lebih
kecil. Sedangkan lembaga yang lain
berperan sebagai pihak yang terlibat
dalam penyusunan dan pengkajian
dalam aspek produk makanan dan obat-
obatan yang ada di pasaran. Namun
pada skala kecl masih terdapat
makanan dan obat-obatan yang beredar
di pasaran tidak sesuai standar
sebagaimana yang ditetapkan lembaga
tersebut. Pada aspek yang lain terdapat
lembaga sebagai pemberi informasi
terhadap masyarakat sebagai pihak
yang berada di masyarakat, realitanya
belum masih belum maksimal dalam
pemberian edukasi terhadap kesadaran
masyarakat dalam  mengkonsumsi
sebuah produk. Selain itu bahkan
terdapat lembaga yang merupakan
lembaga  yang  berperan  sebagai
pengkajian dalam aspek halal sebuah
produk namun sejauh i masih
memiliki keterbatasan sehingga masih
saja  ditemui  produk-produk  yang
bahkan telah mapan belum memiliki
sertifikat halal yang tentunya penting
bagi masyarakat muslim di Indonesia.

fungsinya

Keberadaan  lembaga-lembaga
tersebut sebenarnya merupakan awal
titik terang dari  kepedulian dan

perhatian pemerintah terhadap aspek
berbagai komoditas yang dikonsumsi
masyarakat. Namun sejauh ini belum
ada yang bisa bergerak secara masif
dalam pengawasan dan penciptaan
sistem pencegahan dalam terjadinya

berbagai penyimpangan yang
berpotensi merugikan tidak  hanya
konsumen namun  juga  produsen
produk sejenis. Pergerakan di pasar
sebagai  pengawasan pada  pusat
ekonomi masyarakat selama i hanya

cenderung dilakukan secara umum oleh

pihak-pihak perdagangan. Belum
didapatkan sistem yang juga fokus
pada penyediaan komoditas namun
terintegrasi  pula  dengan  tingkat

keamanan dan berbagai penyimpangan
yang lain yang berpotensi terjadi di
pasar. Oleh karena itu yang terjadi
peranan  lembaga-lembaga  tersebut
yang merupakan lembaga representasi
pengawasan terhadap aktifitas ekonomi
ril masyarakat masih dianggap tidak
efektif dan belum maksimal

Meski demikian bukan berarti
bentuk peranan Al Hisbah sebagai
lembaga yang memilki fungsi dan
peranan kelembagaan yang serupa pada
masa lalu pada masa kejayaan islam.
Kelembagaan Al-Hisbah di masa lalu
memiliki peranan lintas sektoral pada
masa ekonomi yang tentunya berbeda
dengan keadaan dewasa i dimana
keadaan perekonomian modern
semakin luas dan kompleks. Beberapa
fungsi pada Al-Hisbah di masa lalu
sudah dimilki lembaga yang dewasa
i  sudah ada dan dimiki oleh
pemerintah Indonesia dan beberapa
departemen Indonesia. Peranan
kelembagaan yang hampir serupa
dengan mengadopsi Al-Hibsah secara
umum bisa dalam bentuk mulai dalam
skala kecil dalam tingkatan desa hingga
pada tingkatan pusat. Peranan lembaga
Al-Hisbah pada skala kecil akan
berperan dalam pengawasan skala
tradisional mulai dari perencanaan tata
kelola pasar sebagai pusat ekonomi
masyarakat terutama pada masyarakat
dengan pasar tradisional di dalamnya.
Peranan lembaga serupa dengan Al
159

PROSIDING
Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah 2016
“Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Riil di Indonesia”



Hisbah selain itu pula dapat memiliki
peranan dalam mendukung
kementerian perdagangan dalam
pengawasan harga termasuk dalam
identifikasi secara ril sebab fluktuasi
harga dan bukan dengan melakukan
mtervensi  terhadap pasar termasuk
identifikasi permaman takaran dan
timbangan. Pada skala yang sama
dimana lembaga yang terpusat pada
tingkatan desa akan berperan dalam
pengawasan dalam aspek kesehatan
dan keamanan atau bahkan kehalalan
barang konsumsi di pasaran bagi
masyarakat mushim termasuk
diantaranya pengecekan skala berkala
dan tidak hanya pada momen tertentu
dimana yang terjadi selama ini

Pada tingkatan yang lebih luas
pada tingkatan Kabupaten atau bahkan
tingkat Provinsi, peranan lembaga
serupa Al-Hisbah tersebut bisa menitik
beratkan fokus pada aspek distribusi
komoditas yang menyangkut
kebutuhan masyarakat. Selama i yang
terjadi  kecenderungan yang terjadi
pada komoditas yang menyangkut
kebutuhan masyarakat sangat rawan
penyimpangan yang salah  satunya
dalam  bentuk  penimbunan  atau
penyimpangan  pencampuran  barang
kualitas baik dan kualitas kurang baik.
Pada tingkatan i lembaga serupa Al-
Hisbah tersebut akan memantau dalam
penegakan arus distribusi masuk dan
keluar barang komoditas. Ketika
pemantauan di pasar dan arus distribusi
telah tercipta sistem yang baik, maka

disitulah  akan  peranan  lembaga-
lembaga seperti KPPU, BPOM, YLKI,
atau  bahkan LPPOM-MUI bisa

meningkatkan peranan bagi masyarakat
sesuai dengan peranan dan fungsinya
masing-masing, Penindakan dan
penciptaan sistem pencegahan terhadap
berbagai penyimpangan dalam sektor
ril yang berkaitan dengan komoditas

ril kebutuhan masyarakat akan tercipta
bakk bagi masyarakat Indonesia.
Dengan  demikian  bisa  tercipta
koordinasi sistem pada sektor ril yang
menyangkut komoditas yang
menyangkut hajat hidup orang banyak
bisa dilakukan dalam berbagai bentuk.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Pada wuraian peran dan fungsi Al-
Hisbah jika dibandingkan dengan pada
masa ini masih sangat relevan dengan
perekonomian yang lebih kompleks.
Dewasa i dimana perekonomian
semakin ~ kompleks dan  aktivitas
ekonomi di Indonesia sebagai salah
satu negara dengan jumlah penduduk
terbesar tentunya pemerintah sebagai
perwakilan masyarakat yang berdaulat
akan menghadapi berbagai tantangan
kelanjutan  hajat hidup masyarakat
banyak. Indonesia  sebagai negara
dengan dasar landasan nilai ekonomi

Pancasila secara  ideal akan
mengarahkan sektor ekonomi sesuai
salah satu salah satu nilai Pancasia

yaitu Keadilan. Peranan kelembagaan

Al-Hisbah  sebagaimana  peranannya
pada masa islam akan berperan sebagai
representasi pemerintah dalam

mewujudkan keadilan dalam sektor
ekonomi.

Urgensi peranan lembaga yang
didirkan hampir serupa Al-Hisbah
tersebut pada perekonomian Indonesia
tentunya merupakan bidang gerak dan
titlk cerah Indonesia terutama pada era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (Jabbar,
2015). Potensi Indonesia  sebagai
cermin perekonomian yang berkeadilan
akan menjadi daya tark Indonesia
dalam persaingan Ekonomi terbuka.
Terciptanya elemen keamanan
merupakan unsur non-ekonomi dalam
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peningkatan kesejahteran bagi
masyarakat  terutama  pula  bagi
peningkatan  mvestasi. ~Pada  aspek
pembangunan,  peningkatan investasi

yang masif akan menjadi mesin gerak
bagi pembangunan bagi sebuah negara
berkembang seperti Indonesia.

Iklim investasi bisa tercipta dari
unsur  kemanan yang  mendorong
keadilan ekonomi merupakan sebuah
potensi besar di Indonesia. Selain itu
beberapa waktu lalu juga telah
diselenggarakan acara World Islamic
Economic  Forum (WIEF) dimana
Indonesia tepatnya di Jakarta menjadi
tuan rumah acara tersebut. Forum
tersebut merupakan Konferensi Tingkat
Tinggi Ekonomi Islam yang diadakan
oleh negara-negara yang menganut
Ekonomi Islam dalam
perekonomiannya.  Sebelumnya  telah
diadakan pula Sidang Tahunan Islamic
Development  Bank  di  Jakarta.
Berbagai acara tersebut membuktikan
Indonesia merupakan salah satu negara
dengan potensi perkembangan ekonomi

Islam di dunia.
Pada acara WIEF tersebut
bahkan Indonesia  sebagai negara

dengan jumlah muslm menjadi salah
satu potensi penerapan bisnis halal
Potensi tersbut bukannya tanpa alasan
dimana  Indonesia  selain  sebagai
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengembangan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
untuk didesiminasikan di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang dan
mengindentifikasi kendala-kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah
mahasiwa anggota koperasi mahasiswa dan anggota Muslim Study di lingkungan
Universitas Negeri Malang Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Jasa Keuangan
Syariah dapat dinyatakan layak untuk ditindak lanjut, dan upaya mengatasi kendala-
kendala yang ada disarankan untuk: (1) mencari ruang kerja UJKS yang lebih
strategis, dan (2) mencari investor untuk menambah modal UJKS agar dapat
menambah jumlah dan jenis pembiayaan khususnya Musyarakah (Pembiayaan
Usaha) dalam upaya meningkatkan jumlah wirausahawan mahasiswa di lingkungan
kampus.

Kata Kunci: Unit Jasa Keuangan Syariah, Wirausahawan Mahasiswa

syariah  menganut faham

microfinance yang rata-rata minimahya

ekonomi keseimbangan, dan salah satu
implementasi ekonomi syariah adalah
BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Di
Indonesia  lebih  dikenal  sebagai
koperasi syariah.Dalam satu dekade
terakhir, BMT mampu dengan cepat
menyentuh lapisan masyarakat kelas
bawah dengan perannya yang sangat
fital mendukung tumbuhnya sektor
UMKM di Indonesia mi. BMT mampu

memberikan pilihan lain yang
menguntungkan dibandingkan
lembaga-lembaga  keuangan = mikro

lainnya, karena belakangan mulai berani

Rp 4 juta, pilhan minumun peminjaman
mi dimaksudkan agar BMT mampu

menyerap sebanyak-banyaknya calon
anggota (CISFED, 2012)
Seiring  dengan  perkembangan

koperasi syariah atau yang biasa dikenal
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah
badan keuangan non bank yang
berbadan hukum koperasi  Secara
termmologis Baitul Maal wat Tamwil
adalah lembaga keuangan mikro yang
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,
menumbuh  kembangkan bisnis mikro
berlandaskan pada sistem ekonomi yang

memberikan plafon peminjaman kepada salaam: keselamatan (keadilan),
para anggotanya dalam jumlah minimal kedamaian, dan kesejahteraan. Kegiatan
Rp 500 ribu. Hal ini tentunya berbeda BMT di antaranya mengembangkan
dengan  lembaga  keuangan bank wusaha-usaha produktif dan investasi
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dalam  meningkatkan  kualitas  dan
kegiatan ekonomi pengusaha kecil
dengan mendorong anggota untuk mau
menabung dan menunjang kegiatan
ekonominya. (Amala, 2005) Adapun
sifat dari BMT adalah terbuka,
independen, tidak partisan, berorientasi
pada pengembangan tabungan dan
pembiayaan untuk mendukung bisnis
ekonomi yang produktif bagi anggota
dan kesejahteraan sosial masyarakat
sekitar.

Terkait dengan eksistensi Koperasi
Mahasiswa (Kopma), hasil wawancara
dengan Ketua Pengurus di Universitas
Negeri Malang terdapat dua kendala
yang dihadapiPertama bidang usaha
simpan pinjam tidak berjalan dan saat
mi sudah ditutup, sedangkan kebutuhan
anggota untuk menutupi biaya hidup
bagi mereka yang mengalami
keterlambatan kiriman biaya hidup dari

orang tua sangat dibutuhkan para
anggota. Kedua, bagi anggota yang
telah memilki wusaha dan sudah
berjalan Koperasi Mahasiswa
Universitas Negeri Malang tidak dapat
membantu  permodalannya.  Bidang
usaha  di  Koperasi  Mahasiswa

Universitas Negeri Malang antara lain
mini market, foto copy, rental computer

dan kantin sampai saat mni masth
dikelola ~ sesuai  aturan  koperasi
konvensional. Untuk membangun

semangat berwirausaha mahasiswa dan
upaya mengatasi permasalahan yang
ada dalam tubuh Kopma Universitas
Negeri Malang, maka perlu segera
dilakukan uji coba: Pengembangan Unit
Jasa Keuangan Syariah Dalam Upaya
Meningkatkan Wirausahawan
Mahasiswa Di Lingkungan Kampus
Universitas Negeri Malang.

Unit Jasa Keuangan Syariah
Koperasi jasa keuangan syari’ah
(KJKS) adalah koperasi yang kegiatan

usahanya bergerak di bidang
pembiayaan, investasi dan simpanan
sesuai dengan pola  bagi  hasi

(syariah).Sedangkan unit jasa keuangan
syariah (UJKS) adalah unit Koperasi
yang bergerak di bidang Pembiayaan,
Investasi dan simpanan sesuai pola bagi
hasil (syariah) sebagai bagian dari
kegiatan koperasi vyang bersangkutan.
(Rodoni, 2008) Praktek usaha koperasi
yang dikelola secara syariah telah
tumbuh dan berkembang di masyarakat
serta mengambil bagian penting dalam
memberdayakan ekonomi masyarakat.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan
UJKS, sebagai lembaga keuangan yang
profesional, mandiri dan melayani
anggota  berdasarkan  prinsip-prinsip
koperasi, maka UJKS harus memiliki
visi, misi dan tujuan vang jelas dan
tertulis.Visi unit jasa keuangan syariah
pada koperasi diturunkan dari visi
koperasinya. Misi lebih ditekankan
kepada apa vang harus diemban atau
dipegang sebagai pedoman strategis dan
operasional yang perlu dilakukan oleh
pihakmanajemen KJKS dan UJKS
untuk  mencapai  visinya.  (Rodoni,
2008). Tujuan UJKS adalah sebagai

lembaga perekonomian
ummat, baitulmaal wat
tamwil memilki beberapa tujuan,
antara lain: “Meningkatkan

kesejahteraan jasmani dan rohani serta
mempunyai posisi tawar (daya saing)

anggota dan mitra binaan juga
masvyarakat pada umumnya melalui
kegiatan pendukung lainnya.” Dalam

melaksanakan kegiatan operasionalnya,

vakni melayani  masvarakat kegiatan
pokok KIJKS meliputi dua kegiatan,
vaitu simpanan (mudharabah) dan

pembiayaan. (Rodoni, 2008).
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Wirausahawan Mahasiswa
(Intrl¥n uridlis )

Kamus Besar Bahasa  Indonesia
(KBBI) mendefinisikan wirausahawan
sebagai orang yang pandai atau
berbakat mengenali  produk  baru,
menyusun cara baru dalam berproduksi,
menyusun operasi untuk pengadaan
produk  baru, mengatur permodalan
operasinya, serta  memasarkannya.
Perguruan Tinggi sebagai salah satu

mediator dan fasilitator terdepan dalam

membangun generasi muda,
mempunyai kewajiban dalam
mengajarkan dan memotivasi
mahasiswanya agar menjadi generasi
cerdas yang mandiri kreatif, mnovatif
dan mampu menciptakan berbagai
peluang  pekerjaan  (usaha). Di
Indonesia, usaha-usaha untuk
menanamkan  jiwa dan  semangat

kewirausahaan diperguruan tinggi terus
digalakan dan ditingkatkan, tentunya
dengan berbagai metode dan strategi
yang membuat mahasiswa tertark
untuk  berwirausaha. Dalam  upaya

menciptakan wirausahawan baru
dikalangkan mahasiswa pihak
perguruan tinggi perlu memasukkan

kewirausahaan sbagai matakuliah wajib
untuk semua program studi yang lebih
menekkankan pada  praktek dan
mendapatkan sebagian pendanaan untuk
modal usahanya.

METODE

Penelitian i bertujuan mengembangan
Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
untuk  didesiminasikan di  Koperasi
Mahasiswa Universitas Negeri Malang

Participatory Action Research (PAR).
PAR dilakukan untuk memperoleh
perubahan-perubahan  dalam  situasi
tertentu, dan menguji prosedur vang
diperkirakan akan menghasilkan
perubahan. Menurut Gunawan
(2007), action research adalah kegiatan
dan atau tindakan perbaikan sesuatu

perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasmya digarap secara sistematik
sehingga validitas dan reliabilitasnya
mencapai  tingkatan riset.  Subyek
penelitian  adalah  mahasiwa anggota
koperasi mahasiswa dan  anggota
Muslim Study di lingkungan
Universitas Negeri Malang.  Teknik
pengumpulan data dengan
menggunakan wawancara dan
observasi  Data  yang terkumpul
dianalisis  dengan  teknik  deskriftif
kualitatif. Pendekatan diskriptif
kualitatif digunakan untuk
mengambarkan, menjelaskan

permsalahan. Pengembangan Unit Jasa
Keuangan Syariah di lokasi penelitian.
Data diperoleh, dikumpulkam dengan
pendekatan focus group discussion
dimana prosesnya sangat partisipatif
dengan melibatkan mahasiswa, peneliti,
Pembina dan pejabatan terkait di
lingkungan Universitas Negeri Malang.
Dalam FGD milah proses sharing
mnformasi,  klarifkasi atas  review
dokumen dan wawancara, sehingga ada
peningkatan pengetahuan peserta FGD

atas operasional model Unit Jasa
Keuangan  Syariah  yang  sedang
dikembangkan.

HASIL & PEMBAHASAN

dan mengindentifikasi kendala- Hasil
kendalanya. Untuk mencapai tujuan,
maka rancangan  penelitiatn  yang Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan
digunakan adalah action research. dan refleksi uji coba Model UJKS, hasil
Action research yang dilakukan secara penelitian disajikan sebagai berikut.
partisipatif; dikenal sebagai
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Perencanaan Uji coba Model UJKS

Sosialisasi Model UJKS
Berdasarkan hasil
pengamatan  pelaksanaan  Sosialisasi

Model UJKS pada tanggal 24 Mei 2016
jam 08.00- selesai bertempat di aula
LP2M kepada calon anggota, terdiri dari
pengurus dan  anggota  koperasi
mahasiswa, mahasiswa wirausaha,
anggota muslm study, dan alumni
wirausaha. Hasil feedback sosialisasi
model UJKS menunjukkan 54 orang
peserta yang hadirr sebanyak 95 %
menyatakan materi sosialisasi  sangat
bermanfanat untuk menambah
pengetahuan tentang lembaga keuangan
syariah, dan 5% menyatakan materi

sosialisasi cukup bermanfaat untuk

menambah pengetahuan tentang

lembaga keuangan syariah.

a. Penyusunan Proposal
Pengembangan UJKS
Berdasarkan  hasil ~ wawancara

dengan tim penyusun proposal UJKS
dan dokumentasi menunjukkan hasil
bahwa Program Pengembangan UJKS
di Koperasi Mahasiswa, berhasil
mendapatkan persetujuan dosen
pembina Kopma dan Wakil Rektor III
tertanggal 21 Juni 2016. Hasil legalitas
proposal mi  menunjukkan  bahwa
rencana  operasional UJKS telah
mendapatkan  legalitas dan  layak
ditmdak lanjuti. Proposal
Pengembangan ~ UJKS selanjutnya
dipakai bahan FGD  dengan focus
operasional UJKS di  Koperasi
Mahasiswa. Hasl FGD  komitmen
peserta adalah operasional UJKS perlu
segera direalisasi

Model Struktur Organisasi UJKS
yang  di kembangkan di Koperasi
Mahasiswa Universitas Negeri Malang
dapat dilihat pada Gambar 1.
a. Struktur Organisasi UJKS

UJKS
tugas masing-masing sebagai
(1) Manajer dengan tugas memimpin
operasional UJKS sesuai  dengan
tyuan dan kebjakan umum yang
digariskan oleh pengurus dan membuat
laporan  bulanan, tahunan, penilaian
kesehatan UJKS serta mendiskusikan
dengan pengurus; (2) Staf Bagian
Perhimpunan Dana bertugas
melakukan ~ kegiatan ~ penggalangan
tabungan/ simpanan
anggota/masyarakat, dan melakukan
administrasi dan membuat laporan
perkembangan tabungan/simpanan; (3)
Staf Bagian Penyaluran Dana bertugas
melakukan pelayanan kepadapeminjam,

memiliki personal dengan
berikut:

dengan menerima berkas pengajuan
pembiayaan, melakukan analisis
pembiayaan dan melakukan
administrasi dan laporan perkembangan
pembiayaan; (4)  Staf Bagian
Pembinaan Anggota bertugas
memberikan pembinaan kepada anggota
dengan upaya layanan  konsultasi

administrasi dan kualitas usaha anggota,
dan memberkan layanan konsultasi
keuangan  kepada  anggota  agar
pnjaman dan usaha tidak macet.
b. Keuangan

Pendanaan Modal UJKS berasal
dari (1) Simpanan Wadi'ah, (2)
Deposito Mudharabah, (3) Investasi
dan Hibah. Biaya Opersional UJKS
diambil dari profit sharing produk-
produk pembiayaan berdasarkan
kesepakatan.  Produk  yang akan
dipasarkan terdiri dari (1) Musyarakah
(Pembiayaan Usaha), (2) Murabahah
(Jual-Beli), Rahn (Jaminan/Gadai)

Pelaksanaan Uji coba Model UJKS
Berdasarkan pelaksanaan uji coba

UJKS melalui tahapan-tahapan kegiatan

diperoleh hasil sebagai berikut.
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a. Rekrutmen Anggota UJKS

Hasil pengamatan sejak
pelaksanaan sosialisasi Model UJKS 24
Mei 2016 sampai dengan 15 September
2016 terkumpul sejumlah 31 orang
mahasiswa dan alumni yang bersedia
menjadi anggota UJKS dengan bukti
(1) kesediaanya mengisi  formulir
pendaftaran, (2) menyerahkan fotocopy
indentitas diri Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP), dan (3) pembayaran Simpanan
Pokok dan Simpanan Wajib. Kondisi ini
menunjukkan bahwa lebih dari 50%
peserta  sosialisasi  tertark  untuk
menjadi anggota UJKS. Berdasarkan
hasil wawancara dengan beberapa orang
mahasiswa anggota  Koperasi
Mahasiswa dan anggota Muslim Study
yang telah  mengkuti sosialisasi dan
belum  bersedia  menjadi  UJKS,
sebagian besar mereka memberikan
alasan bahwa masih ragu-ragu tentang
manfaat menjadi anggota UJKS.
b. Rapat Anggota

Dari hasil pengamatan pelaksanaan

Rapat Anggota pada tanggal 15
September 2016  dengan  agenda
kegiatan: Pelaksanaan rapat anggota

memilih pengurus dan pengawas UJKS,
jumlah anggota yang hadir memenuhi
korum 21 orang dari jumlah seluruhnya
31 orang (lebih dari separuh) Jumlah
anggota yang hadir lebih dari separuh
berarti sudah memenuhi korum dan sah
untuk  memith dan  memutuskan
anggota pengurus dan pengawas UJKS.
Pengelola (manajer), pengawas, dan staf
UJKS yang terpiih merupakan bauran
antara anggota Koperasi Mahasiswa dan
anggota ~ Muslim  Study  dengan
pertimbangan  bahwa  masing-masing
kelompok organisasi mahasiswa
memiliki  bekal pengetahuan  dan
keterampilan berbeda sesaui dengan visi
dan misi organisasi yang mereka ikuti
Perbedaan pengetahuan dan

keterampilan ilah yang diharapkan
dapat menjadikan bahan untuk saling
melengkapi dalam operasional UJKS.
c. Operasional UJKS

Berdasarkan  hasil ~ wawancara
dengan staf pengumpul dana dan
pembiayaan, serta hasil dokumentasi
menunjukkan hasil sebagai berikut: (1)
dana yang dihimpun dari simpanan
Wadi’ah (simpanan pokok dan wajib)
masih kecil, kondisi ini diprediksi UJKS
masih berjalan kurang dari satu tahun;
(2) dana yang dihimpun dari
Mudharabah (Investasi) belum ada,
kondisi i diprediksi oleh keterbatasan
anggota UJKS yang sebagian besar dari
mahasiswa belum berpenghasilan.
Sedangkan untuk pembiayaan masih

sebagian  dapat direalisasikan, kondisi
mi  dipredksi adanya dana yang
dihimpun masih relatif

kecil.Pelaksanaan pembagian sisa hasil

usaha juga masih belum dapat
direalisasikan karena operasional UJKS
masih  belum berjalan satu  tahun
anggaran.
Refleksi Uji Coba Model UJKS
a. Indentifikasi Kendala

Berdasarkan hasil wawacara

dengan pengurus UJKS, pengamatan
operasional UJKS dan dukumentasi
pengumpul dana dan pembiayaan,
diperoleh hasil refleksi selama proses
operasional model UJKS dan kendala-

kendala yang ada antara lain: (1)
beberapa orang mahasiswa anggota
Koperasi Mahasiswa dan anggota
Muslim Study yang telah  mengkuti

sosialisasi dan belum bersedia menjadi
UJKS, sebagian besar mereka
memberikan alasan bahwa masih ragu-
ragu tentang manfaat menjadi anggota
UJKS, (2) UJKS masih belum memiliki
tempat/ruang yang  strategis = untuk
melaksanakan operasional UJKS; dan
(3) jumlah dana yang berhasil dihimpun
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masih relatif kecil sehingga harapan
jenis pembiayaan masih terbatas; (4)
Pembiayaan Ar Rahan (Gadai) masth
belum dapat direalisaskkan dengan
kendala masih belum dimikinya fasilitas
untuk  mengamankan barang yang
digadaikan, sedangkan  kebutuhan
mendesak biaya hidup anggota akibat
keterlambatan kiriman dari orang tua
diharapkan  bisa  teratasi  melalu
menggadaikan barangnya.
b. Revisi Model UJKS

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji
coba Model UJKS dan kendala yang
ada, kegatan seclanjutnya  adalah
melaksanakan FGD untuk revisi model
UJKS. Pelaksanaan FGD  dengan
melibatkan mahasiswa, peneliti,
Pembina dan pejabat terkat di
lingkungan Universitas Negeri Malang.
Dalam FGD inilah proses sharing
mformasi,  klarifikasi atas  review
dokumen dan wawancara, sehingga ada
peningkatan pengetahuan peserta FGD
atas operasional model Unit Jasa
Keuangan  Syariah  yang  sedang
dikembangkan. Fgd dengan focus revisi
revisi model UJKS, hasil menunjukkan
model UJKS yang telah diji cobakan
dan dinyatakan layak tidak adanya
revisi yang komplek. Namun untuk
kendala-kendala-kendala yang ada pada
saat pelaksanaan uji coba model UJKS
perlu dicarikan solusinya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji coba Model Unit
Jasa Keuangan, maka permasalahan
yang perlu dicarikan jalan
pemecahannya antara lain  sebagai
berikut: (1) Penetapan Anggaran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) UJKS masih belum dapat

penyusunan AD dan ART UJKS masih

diperbkan  waktu = dan  adaptasi
keanggota mereka dalam UJKS,
demikian juga dengan penyusunan

Rencana kerja dan rencana anggaran
belanja UJKS. Dua kegiatan ni
diperlukan pendampingan yang intensif
dari  dosen  Pembina Koperasi
Mahasiswa dan para ahli di bidang
Ekonomi  Syariah yang ada di
lngkungan Universitas Negeri Malang.
Pelaksanaan  rapat  anggota  yang
pertama  kali  dilaksanakan  dalam
operasional UJKS  sesuai dengan
pendapat Rodoni, 2008 yang
menjelaskan bahwa  fungsi dari rapat
anggota merupakan keputusan tertinggi
dan merupakan ajang pertemuan semua
anggota dan pengurus untuk membuat
rumusan berdasarkan laporan dan data
yang telah  dipertanggungjawabkan,
mengevaluasi, serta kebijaksaan di masa
datang dalam peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan para anggota; (2)
Rekrutmen Anggota UJKS. Beberapa
orang mahasiswa  anggota Koperasi
Mahasiswa dan anggota Muslim Study
yang mengikuti sosialisasi dan belum
bersedia menjadi UJKS dengan alasan
bahwa sebagian besar mereka masih
ragu-ragu  tentang manfaat menjadi
anggota UJKS. Upaya menghilangkan
kera